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Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah melakukan
aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi UIN sebagai
pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur. Upaya yang
dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan mengaktifkan
sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama agar supaya tidak
terjadi dikotomi antara keduanya.
Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-diskusi
langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan dosen bidang
umum dan agama.
Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk memberi
kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi serta
kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita sebagai
bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya diharapkan
untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang disebutkan di
atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para tokoh
pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah dan pada
konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa negara.
Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu mereka
memperoleh gambaran konkkret dari ide sinerjitas pengetahuan agama
dan umum yang marak diperbincangkan dewasa ini.
Amin Ya Rabb al-Alamin.
Makassar,   Desember 2015
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KATA PENGANTAR
Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan
hanyalah milikNya. Dia lah Allah yang menguasai kehidupan
makhlukNya dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak
terhingga banyaknya.  Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. yang telah berjasa membimbing umat manusia
menemukan jati diri dan mengenal TuhanNya serta membangun
masyarakat menjadi masyarakat madani.
Al-Hamdulillah, akhirnya buku  ini dapat publikasikan. Di samping
sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan sebagai bahan ajar
(Buku Daras) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
sebagai referensi utama dalam matakuliah Ushul Fiqh II di Perguruan
Tinggi.
Penulis sangat menyadari, tulisan  ini tentu tidak akan pernah ada
jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak terlibat dalam
penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tinggnya disampaikan kepada:
1. Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, MSi selaku Rektor Universitas
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong
para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi inner capacity.
2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta stafnya
yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis
dan meminjam buku-buku di perpustakaan.
3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin
tahun 2015 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan
mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan tepat
waktu.
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SATUAN BAHASAN I
QAIDAH LUGAWIYAH, ‘AM DAN KHAS, AMR DAN NAHY,
MUTHLAQ DAN MUQAYYAD
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Sudah menjadi dalil aksiomatis bahwa teks Al-Qur’an dan hadis
adalah teks yang berbahasa Arab karena nabi yang menerima dan
menjelaskan Al-Qur’an itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu,
setiap usaha dan upaya untuk memahami dan menggali hukum dari teks
kedua sumber hukum itu sangat tergantung kepada kemampuan dan
kapabilitas pembacanya untuk memahami bahasa Arab dengan baik.
Untuk maksud dan tujuan tersebut, para pakar Ushul Fikih menetapkan
kaidah-kaidah dasar untuk mengantar lebih jauh dalam memahami dan
menyelami teks itu. Di antara kaidah-kaidah dasar yang ditetapkan
adalah ‘Am dan Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad.
Bab ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang persoalan yang
bertalian dengan Istinbat dan Qaidah-qaidahnya ( Qaidah Lugawiyah, ‘Am
dan Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad).
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai Qaidah Lugawiyah, ‘Am dan
Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad, contoh-contoh masing-
masing ‘Am dan Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad dan
pendapat para ulama tentang madlul ‘Am dan Khas, Amr dan Nahy dan
Mutlaq dan Muqayyad. Kemudian buatlah intisari/ringkasan dari obyek
kajian tersebut.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan tentang substansi Qaidah Lugawiyah, ‘Am dan
Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad.
2. Mengemukakan dan memberikan contoh- contoh ‘Am dan
Khas, Amr dan Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad
3. Menguraikan pendapat ulama tentang ‘Am dan Khas, Amr dan
Nahy dan Mutlaq dan Muqayyad.
4. Menguraikan tentang madlul ‘Am dan Khas, Amr dan Nahy dan
Mutlaq dan Muqayyad.
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QAIDAH LUGAWIYAH, ‘AM DAN KHAS, AMR DAN NAHY,
MUTHLAQ DAN MUQAYYAD
Nash yang menjadi dalil hukum Islam baik Al-Qur’an sebagai
sumber hukum pertama maupun Sunnah Nabi SAW sebagai sumber
kedua adalah berbahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik
membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab
yang baik pula.
Seseorang yang ingin mengistinbatkan atau mengambil hukum
dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui bahasa Arab
dengan seluk beluknya. Ia harus mengerti betul kehalusan dan
kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (dalalahnya). Begitu pula
harus dipahami tentang cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan
bentuk hakikat ataukah dengan bentuk majas (kiasan). Kesemuanya ini
harus ada kemampuannya dalam memahami nash atau dalil dengan baik,
yang kemudian dapat mengambil hukum-hukum yang terkandung di
dalamnya.
Karena itulah ulama ushul menaruh perhatian yang besar sekali
agar nash atau dalil yang berbahasa Arab itu dapat dipahami dengan baik
dan sempurna. Untuk itu mereka telah menciptakan beberapa qaidah
lughawiyah untuk dapat memahami nash atau dalil agar hukum-hukum
dapat dipetik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut.
Seseorang yang mau mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya
haruslah lebih dahulu mempelajari apa yang dinamakan طابنتسلاا قرط
artinya cara atau metode mengeluarkan hukum dari dalilnya.
Istinbath menurut bahasa ialah mengeluarkan, seperti dalam
ucapan
ينعلا نم ءالما جارختسا
Terjemahnya :
mengeluarkan (mengambil) air dari mata air.
Menurut Istilah :
ةيحرقلا ةوقو نهذلا طرفب صوصنلا نم نىاعلما جارختسا
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Terjemahnya :
Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan
menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.
Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafhdiyah)
dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyah).
Yang berbentuk bahasa (lafadh) adalah Al-Qur’an dan al Sunnah, dan
yang bukan dalam bentuk bahasa seperti istihsan, maslahat,
suddudzdzariah dan sebagainya. Untuk membetulkan keadaan mengenai
itu ada empat segi yang harus diperhatikan :
1. Apakah lafadz-lafadz itu telah jelas makna dan dalalahnya.
2. Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu
pengertian, ataukah dengan isyara. Apakah pengertian yang
terkandung didalamnya tersurat atau tersirat.
3. Apakah lafadzh itu umum atau khusus, muthlaq atau
muqaiyad
4. Bagaimana bentuk lafadh yang menimbulkan hukum taklifi
itu apakah lafadh perintah (amar) atau larangan (nahyu).
A. Qaidah Lughawiyah
Yang dimaksud dengan Qaedah ini ialah: Qaedah-qaedah yang
dipakai oleh ulama ushul (ushuliyyin) berdasarkan makna dan tujuan
ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab,
sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari
kesusasteraan Arab.
Dalam hal ini para ulama ushul telah menjadi kebiasaan mereka
membicarakan  masalah bahasa dan pengertian pengertiannya terlebih
dahulu sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu
lafadh (kata) atau uslub (gaya bahasa) karena ciri-ciri itu dapat memberi
pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat.
Ada tiga cara untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu
lafadh atau ushulub.
1. Berdasarkan pengertian orang banyak yang telah mutawatir.
Pengertian ini telah turun-temurun, telah terkenal serta telah
menjadi kebiasaan mereka dalam percakapan dan pergaulan
sehari-hari memakai kata-kata itu atau gaya itu dengan pengertian
begitu. Contohnya kata ءالما artinya air, ءامسلا artinya langit, ضرلأا
artinya bumi dan sebagainya. Kata-kata ini sudah terpakai secara
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umum dengan pengertian tersebut yang oleh Imam Asy Syafii
dinamakan ةقاعلا ملع
2. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang menurut Imam
Asy Syafii disebut ةض اخا ملع Pengertian lafadh atau uslub ini hanya
diketahui oleh sekelompok orang tertentu (داحلآا ارابخ أ) dan tidak
diketahui oleh kelompok yang lain. Hal ini dapat kita jumpai
dalam istilah-istilah ilmiah.
3. Berdasarkan hasil pemikiran akal nalar (لقعلاط ابنتسا) terhadap
lafadh-lafadh itu seperti hasil pemikiran akal tentang ناسنلإا dalam
firman Allah SWT :  ورسخ يفل ناسنلاا نارصعلا adalah kata yang diberi
takrif dengan ةيتسنلجا لا dan memberi pengertian umum, artinya
mencakup semua satuan (درف) manusia dengan alasan adanya istana







Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang
semestinya, di kala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan sesuatupun
kepada manusia". (Q.S. 6 : 9)
Kata رشب di sini juga memberi pengertian umum artinya mencakup
semua pribadi (درف) manusia karena kalimat itu bergaya ingkar (kalimat
negatif) sebab terdapat ةيفانلاام pada لزنأ ام .
Namun demikian tidak semua orang dapat menetapkan pengertian
kata-kata itu berdasarkan hasil pemikiran akalnya setiap orang, tetapi
haruslah oleh yang ahlinya dalam bahasa itu, dan mengerti tentang
perkembangan pemakaiannya di kalangan mereka. Hanya saja di
kalangan para ahli itu terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan arti
suatu kata itu berdasarkan sistem qias (analogi):
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1) Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa boleh dengan arti
qias seperti diqiaskannya pengertian رمخلا yang semula adalah
untuk perasaan anggur yang memabukkan peminumnya, kepada
setiap minuman yang memabukkan baik dari buah apel, kurma,
enau/nira dan sebagainya.
2) Ada pula yang berpendapat tidak boleh dengan cara qias kecuali
bila didapati memang orang Arab telah mengqiaskannya. Kalau
tidak, berarti tidak boleh, seperti kata رمخلا tadi.
3) Kalau memang telah ditetapkan bahwa untuk pengertian
“perasaan anggur itulah yang disebut yang memabukkan
“peminumnya maka mengambil pengertian “perasaan yang
memabukkan” bagi buah-buahan yang lain berarti perkosaan
terhadap bahasa Arab, artinya membuat bahasa yang bukan bahasa
Arab menjadi bahasa Arab.
4) Tetapi apabila menurut kata-kata itu telah ditetapkan
pengertiannya mencakup pula yang diqiaskan itu (dalam hal ini
perasaan buah-buahan selain anggur) maka yang demikian itu
bukan bernama qias tetapi hakikat kepada seluruhnya.
5) Kalau tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada salah satu
pengertian itu maka namanya muhtamil, artinya memungkinkan
salah satu dari pengertian tersebut. Menganggap yang benar hanya
satu di antara kedua pengertian tersebut berarti pemaksaan tanpa
ada dalil.
B. Pengertian ‘Am
Pembahasan lafadz ‘am dalam kajian Ushul Fikih mempunyai
kedudukan tersendiri, karena lafadz am mempunyai tingkat yang luas
serta menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dalam menetapkan
hukum. Di sisi lain, sumber hukum Islam baik dari Al-Qur’an maupun
hadis dalam banyak hal memakai lafadz umum yang bersifat universal
dan kosmopolitan
Lafadz ‘am ialah suatu lafadz yang menunjukkan satu makna yang
mencakup seluruh person yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.
Para pakar Ushul Fikih memberikan definisi am antara lain sebagai
berikut:
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Menurut Imam al-Gazali, Am adalah:
ادئاصف ينئيش ىلع ةدحاو ةهج نم لادلا دحاولا ظفللا
Terjemahnya :
Satu lafadz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih
Sedangkan menurut Imam al-Bazdawi, Am adalah:
 دحاو حضوب هل حلصي ام عيملج قرغتسلما ظفللا
Terjemahnya :
Lafadz yang mencakup semua yang cocok untuk lafadz tersebut dengan satu
kata
C. Dilalah lafadz ‘Am
Para ulama sepakat bahwa ‘am yang disertai qarinah (indikasi) yang
menunjukkan penolakan adanya takhsis adalah qath’i dilalalah
(penunjukkan yang pasti dan tidak mungkin mengandung makna lain).
Mereka pun sepakat bahwa lafadz ‘am yang disertai qarinah yang
menunjukkan bahwa yang dimaksud itu khusus, mempunyai dilalah yang
khusus pula. Yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafadz ‘am
yang muthlaq (berdiri secara independen) tanpa disertai suatu qarinah
yang menolak kemungkinan adanya takhshish atau tetap berlaku umum
yang mencakup person atau bagian yang masuk di dalamnya.
Menurut ulama Hanafiyah dilalah ‘am itu qathi. Dan qath’i
menurut mereka adalah
 ليلد نع ائشان لاامتحا لمتيح لا
Terjemahnya :
Tidak memunculkan kemungkinan-kemungkinan (penafsiran) lain yang
berasal dari suatu dalil
Namun, bukan berarti tidak tertutup kemungkinan adanya
takhshish sama sekali. Oleh karena itu, untuk menetapkan ke qathian
lafadz ‘am pada mulanya tidak boleh ditakhsis sebab apabila pada
awalnya sudah dimasuki takhsis, maka dilalah (penunjukan) itu bersifat
dzanni
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Mereka beralasan bahwa : suatu lafadz apabila ditempatkan pada
suatu makna, maka makna itu tetap qath’i sampai ada dalil yang
mengubahnya. Hal ini ditegasnya dengan pernyataan:
 نم هانعم هيلع قدصي ام عيجم قارغتسلا ةقيقح عوضوم ماعلا ظفل نإ
ارفلأاينح ظفللاو . د قلطلما ماعلاف ، اعطق يقيقلحا هانعم ىلع لدي هقلاطإ
اعطق مومعلا ىلع لدي هصصتخ ةنيرق نع لاإ يقيقلحا هانعم نع فرصني لاو
 ليلدب
Terjemahnya :
Sesungguhnya lafadz am itu merupakan suatu hakikat yang menunjukkan
bahwa seluruh makna yang dikandungnya mencakup seluruh person atau
bahagian yang ada dalam lafadz ‘am itu. Suatu lafadz jika dimutlakkan
maknanya, maka lafadz itu menunjukkan makna dan artinya secara
hakiki. Begitu juga lafadz am yang mutlak dari suatu indikasi tentang
kekhususannya menunjukkan pada makna umum dan tidak mungkin
akan terjadi pengalihan makna kecuali ada dalil yang mengalihkannya.
Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah)
bahwa dilalah ‘am itu adalah dzanni. Dengan alasan, dilalah ‘am itu
termasuk bagian dari dilalah dzahir yang mempunyai kemungkinan
untuk ditakhshish. Dan kemungkinan tersebut pada lafadz am banyak
sekali bisa ditemukan. Selama kemungkinan tetap ada, maka tidak dapat
dibenarkan untuk menyatakan bahwa dilalahnya adalah qathi.
Sehubungan dengan hal itu, Ibnu Abbas berkata;
 ميلع ئيش لكب اللهاو : لياعت هلوق لاإ صصخو لاإ ماع نآرقلا فى سيل
Terjemahnya :
Seluruh lafadz ‘am yang ada dalam Al-Qur’an memungkinkan semua
untuk ditakhsis kecual firman Allah: dan Allah Maha Mengetahui atas
segala sesuatu.
Oleh karena itu, mereka mengemukakan sebuah statemen qaedah
yang berbunyi:
 صصخ دقو لاإ ماع نم ام
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Terjemahnya :
Tidak ada suatu lafadz am kecuali sudah dimunkinkan untuk ditakhsis
Pakar Ushul Fikih dari kalangan Hanafiyah membantah argumen
tersebut dengan alasan bahwa: “Kemungkinan tersebut tidak dapat
dibenarkan, sebab timbulnya dari ucapan pembicara bukan yang muncul
dari dalil itu sendiri”.
Dari kedua sikap ulama tersebut, timbul masalah lain yang menjadi
prinsip bagi kalangan pakar Ushul Fikih. Masalah ini mempunyai
dampak yang sangat besar pada perbedaan pendapat di antara mereka
dalam beberapa masalah di antaranya:
1) Apakah lafadz am yang qathi itu boleh ditakhsis oleh dalil dzanni?
2) Apabila ada suatu nash yang menggunakan lafadz am di suatu
tempat dan di tempat lain menggunakan lafadz khash yang satu
sama lainnya saling bertentangan. Apakah persoalan ini bisa
dikategorikan sebagai persoalan ta’arud (dalil yang kontradiksi)?
Pada persoalan pertama: dalam versi al-Syafi’iyah dan Ahmad
apabila pertentangan antara lafadz khash yang terdapat pada khabar ahad
dengan lafadz ‘am Al-Qur’an, maka khabar ahad itu dapat mentakhsis
lafadz ‘am Al-Qur’an. Sekalipun lafadz ‘am Al-Qur’an itu qathi tsubutnya,
dilalahnya dzanniy. Sebaliknya, khas khabar ahad sungguh pun dzanni
tsubutnya tetapi qathi dalalahnya. Menurut pendapat ini, hadis
dipandang sebagai penjelasan terhadap Al-Qur’an meskipun itu adalah
khabar ahad.
Menurut Hanafiyah khabar ahad tidak dapat mentakhsis Al-Qur’an
kecuali lafadz ‘am Al-Qur’an itu sebelumnya telah terkena takhshish.
Mereka memandang bahwa dilalah ‘am itu qathi seperti yang telah
diuraikan dan takhshish bukanlah merupakan suatu penjelasan, melainkan
pembantalah pemakaian sebagian dari person lafadz am. Mereka
menetapkan bahwa lafadz ‘am itu, kehendak makna umumnya jelas,
tegas dan tidak butuh interpretasi lagi. Oleh sebab itu, Ulama Hanafiyah
tidak mewajibkan tertib dalam berwudhu karena ayat mengenai wudhu
yaitu QS. Al-Maidah: 6 sudah cukup jelas dan tegas tidak
memerintahkan tertibnya berwudhu. Sedangkan jumhur ulama
mewajibkan tertib dalam berwudhu karena berdasarkan hadis yang
berbunyi;
 . هيدي ثم ههجو لسغيلف هعضاوم روهطلا عضي تيح ئرما ةلاص اللها لبقي لا
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Terjemahnya :
Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga ia bersuci sesuai tempatnya
(tertib pelaksanaannya), maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian
kedua tangannya.
Menurut versi Imam Malik, meski lafadz ‘am Al-Qur’an itu adalah
dzanni akan tetapi tidak selamanya khabar ahad bisa mentakhsis lafadz
‘am Al-Qur’an. Ia kadang-kadang berpegang pada lafadz ‘am Al-Qur’an
dan meninggalkan khabar ahad namun terkadang mentakhsis lafadz am
Al-Qur’an dengan khabar ahad.
Misalnya firman Allah SWT.
 كلذ ءارو ام مكل لحأو
Terjemahnya :
Dan Allah menghalalkan (menikah) selain itu (yang telah disebut)
Ditakhshis dengan hadis
 لااهتلاخ لاو اهتمع ىلع ةأرلما حكنت
Terjemahnya :
Wanita yang dilarang dinikahi adalah bibinya baik dari pihak ayah dan
ibu.
Menurut Imam Malik, khabar Ahad yang dapat mentakhsis lafadz
am Al-Qur’an ialah khabar ahad yang didukung oleh amal ahl al-Madinah
atau dengan qiyas (analogi).
Di antara masalah furuiyyah yang diperselisihkan akibat perbedaan
prinsip di atas ialah halal tidaknya memakan binatang hasil sembelihan
tanpa mengucapkan basmalah. Menurut Hanafiyah sembilahan tanpa
disertai dengan ucapan bismillah tidak halal dimakan, mereka berpegang
pada ayat:
قسفل هنإو هيلع اللها مسا ركذي لم امم اولكأت لاو
Terjemahnya :
Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama
Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu
adalah suatu kefasikan.
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Mereka tidak mau mentakhsis dengan hadis Rasul yang berbunyi:
أ يسم اللها مسا ىلع حبذي ملسلما مسي لم و
Terjemahnya :
Seorang muslim menyembelih dengan nama Allah. Oleh karena itu
sembilahannya boleh dimakan menyebut nama atau tidak .
Sebab hadis ini dzanni wurudnya sekalipun qathi dalalahnya.
Adapun masalah yang kedua yaitu kontradiksi antara am dengan khas
(taarud al-Am wa al-Khas. Menurut versi Hanafiyah, apabila lafadz am
itu berbarengan waktu turunnya, maka lafadz khas dapat mentakhsis
lafadz am. Dan apabila berbeda waktu, maka berlaku konsep an-naskh
(abrogasi).
Menurut Jumhur ulama hal tersebut tidak bisa dikatakan
kontradiksi (taarud ) karena fungsi lafadz khas di sini sebagai penjelasan
terhadap amm seperti nisab zakat hasil bumi. Menurut jumhur ulama,
nisab zakat hasil bumi adalah lima awsuq berdasarkan atas hadis.
ص قسوأ ةسخم نود اميف سيل ةقد
Terjemahnya :
Tidak ada zakat bagi yang kurang dari lima awsuq.
Hadis ini dijadikan pentakhsis terhadap hadis:
 فصن حضنلاب يقس اميفو رشعلا ايرثع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف
 رشعلا
Terjemahnya :
Zakat hasil bumi yang diairi sumber air atau air hujan adalah sepuluh
persen sedangkan zakat yang diairi irigasi adalah lima persen.
Menurut Hanafiyah, zakat hasil bumi diwajibkan tanpa harus ada
nisab, baik sedikit ataupun banyak tetap wajib dizakati. Mereka
berpegang pada hadis yang kedua yang bersifat Am. Sedangkan pada
hadis yang khusu yaitu hadis pertama mereka menakwilkannya dan
menyatakan bahwa hadis tersebut berlaku pada zakat perdagangan.
Mereka berpendapat bahwa lima awsuq itu senilai dengan dua ratus
dirham.
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D. Pengertian Khas
Kalangan Ushuliyyun (pakar Ushul Fikih) berbeda-beda kalimat
yang digunakan dalam memberikan definisi tentang Khas meskipun pada
titik akhirnya sama dari sisi substansi dan hakikat yang dikandungnya.
Imam al-Bazdawi mendefinisikan khas sebagai
ضو ظفل لكعلم ةكراشلما عاطقناو دارفنلاا ىلع دحاو نيع
Terjemahnya :
Setiap lafadz yang diperuntukkan untuk satu makna yang menyendiri dan
tidak mungkin mengandung makna lain.
Badran Abu al-Aynayn Badran –salah seorang pakar Ushul Fiqh
berkebangsaan Mesir- mendefinisikan khas sebagai:
دارفنلاا ىلع مولعم دحاو نيعلم عضو ظفل
Terjemahnya :
Suatu lafadz yang diperuntukan untuk satu makna yang tertentu
Dari definisi yang dikemukakan tersebut mengindikasikan bahwa
lafadz musyatarak dan lafadz am tidak masuk dalam definisi ini karena
lafadz musyatarak mengandung beberapa kemungkinan makna.
Sedangkan lafadz am mengandung arti secara umum dan tidak tertentu
dari lafadz itu. Adapun dari cara penunjukan lafadz atas suatu arti ini
bisa dalam berbagai bentuk yaitu bentuk genius seperti lafadz insanun
yang diperuntukkan untuk hewan yang berpikir atau berbentuk spesies
(nau) seperti kata laki-laki dan perempuan atau dalam bentuk personal
yang berbeda-beda tetapi terbatas seperti bilangan angka (1, 3, 10, 80,
1000) dan seterusnya.
1. Hukum Lafadz Khash
Lafadz yang terdapat pada nash menunjukkan satu makna tertentu
dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya. Dengan
demikian, apabila ada suatu kemungkinan arti lain yang tidak berdasar
pada dalil, maka ke qathian dilalahnya tidak terpengaruhi.
Oleh karena itu, apabila lafadz khas dikemukakan dalam bentuk
mutlaq, tanpa batasan apapun, maka lafadz itu memberi faedah hukum
secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Dan bila lafadz
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itu dikemukakan dalam bentuk perintah, maka ia menunjukkan berupa
tuntutan kewajiban bagi orang yang diperintahkan (ma’mur bih) selama
tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna yang lain yang
dikandungnya. Demikian juga, jika lafadz itu dalam bentuk larangan
(nahy), maka ia menunjukkan keharaman untuk dilakukan dari
perbuatan itu selama tidak ada indikasi (qarinah) yang merubah makna
itu.
Atas dasar itu, maka kata tsalasah pada firman Allah yang
berbunyi:
 متعجر اذإ ةعبسو جلحا فى مايأ ةثلاث مايصف ديج لم نمف
Mengandung pengertian khash yang tidak mungkin mengandung
arti lebih atau kurang dari makna yang dikehendaki oleh lafadz itu
sendiri yaitu tiga. Oleh karena itu, penunjukkan makna yang
dikandungnya adalah sesuatu yang pasti (qath’iy).
Terhadap adanya kemungkinan untuk ditakwil dalam lafadz khas,
para pengikut mazhab Hanafi telah memalingkan arti lafadz khas
tersebut dari maknanya yang haqiqi dalam beberapa nash karena adanya
qarinah yang mengharuskan pemalingan artinya yang hakiki dan karena
adanya maksud untuk memberi makna yang lain melalui  maksud yang
terkandung dalam dalil tersebut.
2. Perbedaan pendapat Akibat Keqathian Dilalah Khas
para ulama sepakat bahwa dilalah lafadz khash adalah qathi.
Namun mereka berbeda pendapat dalam sifat keqathian itu, apakah
lafadz khash yang yang dipandang qathiy dilalahnya itu sudah jelas
dengan sendirinya, sehingga tidak mempunyai kemungkinan penjelasan
lain atau perubahan makna, ataukah sekalipun lafadz khash itu qathi
dilalahnya, tetapi kemungkinan mempunyai perubahan dan penjelasan
yang lain.
Golongan Hanafiyah memperpegangi pendapat yang pertama.
Mereka menyatakan, “Sesungguhnya lafadz khash sepanjang telah
memiliki arti secara tersendiri, berarti lafadz itu sudah jelas dan tegas
dengan ketentuan lafadz-lafadz itu sendiri. Seandainya lafadz khash itu
masih mempunyai kemungkinan perubahan dengan penjelasan yang lain,
pasti keadaan penjelasannya itu menetapkan yang sudah tetap atau
menolak yang sudah tertolak. Sedangkan keduanya ini tidak bisa
diterima.
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Dari sikapnya ini dapat ditarik kesimpulan pokok, yaitu;
a. Mereka menetapkan bahwa lafadz khash itu tidak memerlukan
penjelasan lain, sehingga dalam mengambil hukum dari satu
dilalah khash, mereka tidak mengambil hadis-hadis yang
berhubungan dengan penjelasan lafadz khash sebagai alat bantu
untuk memberikan kejelasan dari lafadz khash itu. Karena
menurut mereka, dilalah khas itu tidak memerlukan penjelasan
lain.
b. Karena mereka berpendapat bahwa lafadz khash Al-Qur’an itu
qathi dilalahnya dan tidak memerlukan penjelasan atau bayan,
maka setiap perubahan hukum dengan nash yang lain dipandang
sebagai penghapusan hukum bukan penjelasan. Oleh sebab itu,
nasikh (penghapus hukum) harus sama kekuatan dilalahnya
dengan nash yang dihapus dilalahnya (mansukh)
Dengan demikian, apabila tidak sama kekuatan dilalahnya, maka
tidak bisa diterima. Konsekuensinya lafadz khash yang qathi itu tidak
bisa dihapus dengan hadis ahad.
Golongan jumhur ulama antara lain Syafiiyah dan Malikiyah
mengambil pendapat yang menyatakan bahwa sekalipun lafadz khash itu
dilalahnya qathi, namun tetap mempunyai kemungkinan perubahan
makna soal peletakannya, sehingga apabila terdapat nash yang mengubah
dilalah khash itu, maka ia dipandang sebagai penjelasan terhadap lafadz
khash itu. Dari sikap ini terdapat dua konklusi yang berbeda dengan
pendapat pertama, yaitu:
1). Nash Khash menerima penjelasan dan perubahan
2). Lafadz khash Al-Qur’an menurut pandangannya tetap menerima
penjelasan dan perubahan. Maka ia dipandang sebagai lafadz
mujmal. Oleh sebab itu, lafadz khash mungkin saja berubah
melalui penjelasan meskipun penjelasannya itu berasal dari hadis
ahad.
Perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan dilalah khash
tersebut berpengaruh terhadap beberapa masalah furu fiqhiyah misalnya
pengertian ruku pada firman Allah:
 ينعكارلا عم اوعكراو
Terjemahnya :
Ruku’lah bersama dengan orang-orang ruku
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Ulama Hanafiyah memandang bahwa ruku dalam shalat itu
sebagaimana lafadz khash itu untuk suatu perbuatan yang maklum yaitu
condong dan berdiri tegak. Mereka menyatakan sesungguhnya ruku yang
diperintahkan pada ayat itu dan merupakan bagian fardhu shalat adalah
condong dan berdiri tegak tanpa tuma’ninah.
Adapun hadis yang memerintahkan keharusan tuma’ninah adalah :
 لصت لم كنلأ لصف مق
Terjemahnya :
Berdirilah dan shalatlah karena engkau belum shalat.
Tuma’ninah itu bukan syarat sah shalat. Menurut mereka,
seandainya tuma’ninah itu syarat sah shalat berarti merupakan
penambahan atas lafadz khash Al-Qur’an yang jelas. Dengan sendirinya,
hal itu termasuk penambahan khabar ahad. Dan berarti sebagai nasakh,
sedangkan nasikh (penghapus) harus sama kekuatan dilalahnya dari segi
wurud dengan mansukhnya. Pada hal hadis ahad tersebut tidak sama
dengan kekuatan khash Al-Qur’an yang qathi, sehingga mereka tidak
mensyaratkan tuma’ninah sebagai syarat ruku. Dengan kata lain, mereka
tidak menjadikan tuma’ninah sebagai fardhu. Tegasnya, yang fardhu itu
ruku’nya bukan tuma’ninanya.
Golongan Syafiiyah memandang bahwa lafadz khash itu
mempunyai kemungkinan adanya penjelasan  atau perubahan, maka dari
sisi ini mereka memandang lafadz khash itu sebagai lafadz mujmal. Oleh
sebab itu, mereka menerima kemungkinan adanya penambahan atas
lafadz khash yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan hadis ahad yang
merupakan penjelasannya. Maka menurut golongan ini, tuma’ninah yang
diisyaratkan oleh hadis tersebut merupakan penjelasan terhadap ayat Al-
Qur’an dan termasuk fardu dalam ruku’.
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E. Takhsish )صيصختلا(
1. Pengertian Takhsish
Ada beberapa definisi yang diajukan ulama ushul mengenai
takhshish.
a. Muhammad al-Khudhari Beik merumuskan definisi takhshish:
 نايبأب دارلما ناهمظتني ام دعب ماعل
Terjemahnya :
Menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lafadz ‘am hanyalah
sebagian dari yang diatur oleh lafadz itu.
b. Abdul Wahab mendefinisikan :
هدارفا ضعب ءادتبا ماعلا نم عراشلا دارم نأ ينيبت وه صيصختلا
Terjemahnya :
Takhshish ialah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh syari’ (Pembuat
Hukum) tentang lafadz ‘am itu pada mulanya adalah sebagian afradnya.
Hukum takhshish adalah bole bila takhshish itu memang dilakukan
dalam dalil. Dalil takhshish itu ada yang berupa dalil naqli, dalil aqli dan
lainnya. Tidak ada perbedaan tentang bolehnya takhshish dengan dalil.
2. Dalil Takhshish )صيصختلا ليلدلا(
Bila suatu hukum datang dalam bentuk ‘am, maka diamalkanlah
hukum itu menurut keumumannya, kecuali bila ada dalil yang
menunjukkan adanya takhshish. Dalil takhshish itu disebut mukhassis atau
sesuatu yang mentakhshishkan.
Dalam hubungannya dengan lafadz ‘am, mukhssis itu ada yang
terpisah dari lafadz ‘am dan pula ada yang menyatu dengan lfaz ‘am.
Mukhassis yang terpisah dari lafadz ‘am terbagi tiga yaitu:
a. Takhshish dengan nash, bik nsh Al-Qur’an atau Sunnah.
b. Takhshish dengan akal pemikiran, baik melalui penyaksian maupun
melalui pemikiran.
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c. Takhshish dengan adat. Maksudnya adat-kebiasaan dapat
mengeluarkan beberapa hal yang dimaksud dalam lafadz ‘am
3. Mukhassis Muttasil )لصتملا صصخملا(
Mukhassis muttasil adalah mukhassis yang menyatu dengan lafadz
‘am. Mukhassis Muttasil ada 5 macam, yaitu:
a. Istisna’ (Pengecualin)
Istisna’ ialah mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama
dengan menggunakan kata “ kecuali ”, atau kta lain yang sama











Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman
dan melakukan amal shalih.
b. Syarat
Syarat ialah sesuatu yang lazim dengan tidak adanya, tidak ada yng
diberi sifat (mausul); tetapi tidak lazim dengan adanya mausuf.
Contoh takhshish lafadz ’am dengan syarat, adalah firman Allah










Bila kamu berada dalam perjalanan tidak ada halangannya kamu
mengqashar shalat bila kamu takut akan difitnah orang kafir.
c. Sifat
Sifat adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi atau
menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan. Contoh takhshish ‘am dengan









Maka boleh kamu mengawini hamba sahaya di antaramu yang mukminat.
d. Limit Waktu
Ghayah ialah limit waktu yang mendahului lafadz ‘am sehingga
kalau ia tidak ada, maka akan terliput semua afrad ‘am (waktu).
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Terjemahnya;
Perangilah orang-orang yang tidak beriman …, hingga mereka
membayar jizyah.
e. Bagian Sebagai Pengganti Keseluruhan






Kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji
kebaitullah bagi orang yang mampu berjalan ke sana.
4. Macam-macam Takhshish )أصيصختلا عاون(
Telah dijelaskan bahwa dalil yang menunjukkan adanya takhshish
itu ada dua macam, yaitu : dalil yang terpisah dari dalil‘am dan dalil yang
menyatu dengan dalil ‘am. Secara garis besar telah dijelaskan pula
bentuk-bentuk dalil takhshish terpisah.
1. Takhshih Al-qur’an dengan Al-Qu’an
Ulama telah sepakat menetapkan bolehnya Al-Qur’an mentkhshish
Al-qur’an. Hanya sebagian kecil ulama yang tidak sependapat.
Jumhur ulama berpendapat bahwa Al-qur’an dapat mentakhhih Al-
Qur’an. Mereka berargumen dengan dalil ‘aqli dan naqli. Dalil naqli yang
kemukakan jumhur adalah kenyataan banyaknya ayat Al-Qur’an yang
mentakhshishkan lafadz’am dalam Al-Qur’an.
Sebagian ulama berpendapat tidak boleh Al-Qur’an mentakhshish
Al-Qur’an. Argumen mereka adalah:
a. Mentakhshish keumuman perempuan yang bercerai dalam
surat Al-Baqarah (2): 229: itu mungkin saja dengan sunnah,
tidak harus degan ayat Al-Qur’an lagi.
b. Tambahan lagi Allah menjelaskan kepada Nabi untuk
bertindak sebagai bayan (penjelas).
2. Takhshish Al-Qur’an dengan Sunnah
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Untuk sunnah yang kekuatannya mutawatir, para ulama tidak
berbeda pendapat tentang bolehnya sunnah itu mentakhhsish Al-Qur’an.
Tetapi untuk yang kekuatannya ahad, para ulama berbeda pendapat
tentang boleh tidaknya mentakhshish Al-Qur’an.
a. Imam mazhab yang empat (Syafi’i, Maliki, Hanfi dan Hanbali)
berpendapat bolehnya mentakhshish Al-Qur’an dengan khabar
ahad. Pendapat ini juga dianut oleh kalangan ulama Syafi’iyah
dan Hanabilah.
b. Segolongan kecil ulama kalam menolak takhshish Al-Qur’an
dengan sunnah secara mutlak.
3. Takhshish Sunnah dengan Al-Qur’an
Seperti halnya dalam hal takhshish Al-qur’an dengan Sunnah yang
melahirkan perbedaan pendapat, demikian pula dalam hal takhshish
Sunnah dengan Al-Qur’an. Pendapat mereka adalah sebagai berikut:
a. Kebanyakan ulama fiqh dan ulama kalam yang juga diikuti
oleh pengikut mazhab Hanbali dan Syafi’i berpendapat oleh
mentakhshih Sunnah dengan Al-Qur’an.
b. Sebagai ulama Syafi’i dan satu riwayat dari Ahmad
berpendapat tidak boleh Sunnah ditakhshish oleh Al-Qur’an.
4. Takhshish Sunnah dengan Sunnah
Dalam hal kemungkinan takhshish Sunnah dengan Sunnah terdapat
pula perbedaan pendapat di kalangan ulama:
a. Jumhur ulama berpendapat boleh takhshish Sunnah dengan
Sunnah, baik Sunnah itu dalam bentuk qaulia (ucapan), fi’liyah
(perbuatan) atau takririyah (perbiaran).
b. Sebagian ulama menolak takhshih Sunnah dengan Sunnah
berdasarkan firman Alah dalam surat an-Nahl (16): 44 yang
menyatakan bahwa yang akan dijelaskan oleh Nabi itu adalah
Al-Qur’an, bukan Sunah.
5. Takhshish dengan Ijma’
“Takhshish dengan ijma’” adalah mengetahui maksud suatu dengan
lafadz ‘am melalui ijma’ ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah
sebagian dari apa yang dikehendaki lafadz’am tersebut.
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Dengan demikian, dalam hal ini, menurut sebagian ulama,
takhshish itu melalui petunjuk ijma’, atau dengan ijma’ itu sendiri. Ulama
lain menganggap bahwa ijma’ itu menetapkan suatu hukum yang
mentakhshish keumuman ayat Al-Qur’an atau Sunnah.
Dengan adanya ijma’ ini berarti bahwa larangan berwasiat lebih
dari sepertiga itu bila tidak mendapat persetujuan dari ahli waris.
6. Takhshish dengan Qiyas
Takhshish dengan qiyas ialah: suatu kejadian yang tidak ada
hukumnya diqiyaskan kepada hukum yang terdapat dalam nash Al-
Qur’an atau Hadis berdasarkan adanya ‘illat yang sama. Kemudian
hukum yang dihasilkan dari temuan mujahid ini digunakan untuk
membatasi umumnya ayat Al-Qur’an dan Hadis.
Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya takhhish dengan qiyas:
a. Ulama Zhahiri menolak takhshish dengan qiyas secara mutlak.
Pada dasarnya mereka ini memang menolak qiyas, baik untuk
menetapkan hukum, maupun mentakhshish keumuman
hukum.
b. Segolongan ulama menempuh jalan tengah dengan merinci
masalahnya. Menurut mereka ada beberapa bentuk qiyas, ada
yang dapat menjadi mukhashshish dan ada yang tidak dapat
menjadi mukhashshish.
7. Takhshish dengan Mafhum
Takhshish Qur’an dan Sunnah dengan mufham artinya hukum
khushush yang dapat diambil dibalik apa yang tersurat itu dijadikan dalil
untuk membatasi (mentakhshish) keumuman Al-Qur’an dan Sunnah.
Para ulama berbeda pendapat kebolehan mentakhshish keumuman
Al-Qur’an dengan mafhum tersebut, baik mukhalafah atau muwafaqah.
a. Jumhur ulama membolehkan takhhish Al-Qur’an atau Sunnah
dengan mafhum, baik muwafaqah maupun mukhalfah.
Contoh takhshish dengan mafhum muwafaqah adalah hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya:
Orang yang enggan membayar hutang sedangkan ia mempunyai
harta untuk membayarnya, boleh dibentuk dan disiksa.
b. Sebagian ulama yang tidak membolehkan takhshish dengan
mafhum. Alasannya bahwa petunjuk lafadz ‘am terhadap apa
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yang ditunjuk oleh mafhum, sebenarnya adalah dengan
manthuq, bukan dengan mafhum. Manthuq itu harus
didahulukan atas mafhum.
F. Amr (Perintah) dan Nahy (Larangan)
Para Pakar Ushul Fiqh menyatakan bahwa hukum syari’i itu adalah
khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam
bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan.
Khitab dalam bentuk tuntutan ada dua bentuk, yaitu tuntutan
untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Setiap tuntutan
mengandung taklif (beban hukum) atas pihak yang dituntut, dalam hal
ini adalah manusia mukallaf. Tuntutan yang mengandung beban hukum
untuk dikerjakan disebut perintah atau ‘amar” (رما). Sedangkan tuntutan
yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan
atau “nahy” (ىهن). Pembahasan mengenai lafadz dari segi sighat taklif
mengandung dua bagian pembahasan, yaitu tentang amar dan nahy.
Untuk mengurai lebih komprehensif dari amar itu, maka amar
dapat dilihat dari beberapa segi, antara yang satu dengan lainnya saling
berkaitan: (1) hakikatnya, (2) definisinya, (3) ungkapan yang digunakan,
(4) penunjukkannya.
1. Hakikat Amar
Kata amar banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Ada kata amar yang
mengandung arti “ucapan” atau “perkataan”. Contohnya firman Allah




Ucapkanlah kepada keluargamu, “Shalatlah kamu”.
Banyak pula kata amar yang tidak mengandung arti ucapan, di
antaranya seperti untuk arti “sesuatu” atau “ urusan ” atau perbuatan.
Beberapa arti kata amar dapat dilihat dalam contoh ayat-ayat di bawah
ini:
a. Surat Asy-Syuura (42):38:




Urusan mereka dimusyawarakan di antara mereka
Amar dalam ayat ini mengandung arti “ urusan ”
b. Surat Ali-Imran (3): 159:

Terjemahnya:
Mereka bermusyawarah dalam segala sesuatu
Amar dalam ayat ini mengandung arti “sesuatu”




Akibat dari perbuatan mereka adalah kerusakan
Amar dalam ayat ini mengandung arti “ perbuatan ”
Karena ada beberapa arti dari pemakaian kata amar, maka menjadi
perbincangan di kalangan ulama tentang untuk apa sebenarnya
(hakikinya) digunakan kata amar itu.
Para ulama ushul telah sepakat bahwa kata amar itu secara hakiki
digunakan untuk “ ucapan tertentu” yaitu kata yang sewazan (setimbang)
dengan kata لعفتل atau kata لعفا yang berarti “ kerjakanlah” atau “
hendaklah engkau kerjakan”.
Ulama berbeda pendapat dalam hal penggunaan kata “amar”
selain untuk “ ucapan tertentu”.
1). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa penggunaan kata amar,
selain untuk arti “ ucapan tertentu”, adalah secara majazi dan
bukan untuk penggunaan sebenarnya (tidak hakiki)
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
a) Kalau kata amar itu digunakan pula secara hakiki untuk “
perbuatan”, sedangkan telah disepakati penggunaannya secara
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hakiki untuk arti “ ucapan”, tentu akan terdapat penggunaan
hakiki yang berganda atau musytarak. Hal yang demikian
menyalahi memahami maksudnya diperlukan qarinah. Karena
menjadi samar, maka tujuan yang dimaksud kata amar dengan
arti “ ucapan”, tidak akan tercapai.
b) Amar yang digunakan secara hakiki untuk arti “ ucapan
tertentu” dalam bentuk jama (plural/jamak) adalah awamir
(رماوا). Ini merupakan kelaziman bagi amar, bukan karena ia
bernama amar. Hal yang demikian tidak berlaku pada kata
amar dalam arti “ perbuatan”, karena jama dari amar dalam arti
perbuatan adalah umur (روما).
c) Amar dalam arti hakiki mempunyai gantungan (قلعت) yaitu
ma’mur (رومأم). Ini tidak berlaku pada amar dalam arti
perbuatan” karena meskipun ia dinamakan amar namun tidak
mempunyai ma’mur.
d) Di antara kelaziman dari amar dalam arti hakiki adalah ia
bersifat dipatuhi atau dilanggar. Hal yang demikian tidak
terdapat pada amar dalam arti “ perbuatan”.
2). Abu Husein Al-Bashri tidak sependapat dengan pendapat ulama di
atas. Ia mengatakan bahwa kata amar itu musytarak atau
penggunaan arti hakikinya berganda antara “ sesuatu” dan “ sifat”.
Ia sependapat dengan kebanyakan ulama dalam hal amar itu bukan
hakiki untuk arti “ perbuatan” ditinjau dari segi bahwa amar itu
adalah “ perbuatan”, tetapi kata amar itu hakiki untuk “ perbuatan”
dari segi amar berarti “ sesuatu”.
Abu Husein mengemukakan alasan bahwa bila seseorang berkata,
“ Ini adalah amar”, maka pendengar tidak akan tahu maksud
ucapan itu kecuali jika ada qarinah (petunjuk). Namun hal ini tidak
benar, karena akan menjadi sumber ketidakpastian dalam
penggunaan kata amar. Karena itu, pasti akan muncul penolakan
dari kelompok yang mengatakan bahwa amar itu hakiki untuk arti
“ucapan tertentu”, karena bagaimanapun amar itu digunakan
menurut Husein yang mudah dipahami adalah dalam arti “ ucapan
tertentu” tersebut. Ia tidak akan beralih kepada maksud lainnya
kecuali jika ada qarinah. Di sini jelas bisa terhindar dari
ketidakpastian dengan adanya penolakan tersebut.
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3). Pendapat yang terpilih menurut Al-Amidi adalah bahwa kata amar
digunakan secara bersama-sama untuk ucapan tertentu dan
perbuatan; bukan musytarak antara keduanya dan bukan pula yang
satu hakiki dan yang satu lagi majazi.
2. Definisi Amar
Dalam setiap kata amar mengandung tiga unsur, yaitu:Pertama,
yang mengucapkan kata amar atau yang menyuruh. Kedua, yang dikenal
kata amar atau yang disusun. Ketiga, Ucapan yang digunakan dalam
suruhan itu
Supaya amar dapat berlaku sebagai “ perintah”. Para ulama
memperbincangkannya. Apakah kedudukan yang menyuruh dan yang
disuruh dijadikan pertimbangan atau tidak? Apakah sikap dan bentuk
ucapan suruhan menentukan atau tidak? Kalau perintah itu adalah untuk
mengerjakan atau tidak?
Perbincangan mengenai hal tersebut menyebabkan adanya
perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul dalam merumuskan
definisi amar.
a. Di antara ulama, termasuk ulama Mu’tazilah mensyaratkan
kedudukan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi dari pihak
yang disuruh. Kalau kedudukan yang menyuruh lebih rendah dari
yang disuruh, maka tidak disebut amar, tetapi disebut “ doa”,




Ya... Tuhanku, ampunilah aku beserta kedua orang tuaku.
Kata amar itu muncul dari orang yang kedudukannya sama dengan
orang yang dikenal kata amar, juga tidak disebut amar, tetapi ”iltimas”.
Seperti ucapan yang muncul dari antara dua sahabat, “ Beri saya
sebatang rokok”.
Atas dasar pandangan di atas mengenai persyaratan kata amar
supaya menjadi perintah, maka secara sederhana definisi amar ialah:
لأا نم لعفلا بلط وه ىلعإلأا لىنىد
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Terjemahnya :
Amar ialah perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi
kepada pihak yang lebih rendah.
Pandangan di atas diikuti pula oleh Abu Ishak al-Syirazi.
Dinukilkan oleh Qadhi Abdul wahab dalam kitab al-Mulakhkhas dari
pakah bahasa dan mayoritas ilmuwan.
b. Qadhi Abu Husein tidak mensyarat kedudukan yang menyuruh
harus lebih tinggi, tetapi mensyaratkan sikap ketika menyuruh
dalam * dengan menggunakan suara yang lebih keras. Pendapat ini
diikuti oleh al-Amidi. Definisi amar yang sesuai dengan
persyaratan tersebut adalah:
ءلاعتسلاا ةهج ىلع لعفلا بلط وه رملاا
Terjemahnya :
Perintah mengerjakan suatu perbuatan dengan meninggikan aksen suara
Dalam definisi tersebut digunakan kata لعفلا بلط untuk
menghindarkan pengertian bentuk nahyi dan lainnya dari macam-
macam kalam (ucapan). Sedangkan penggunaan kata ج ىلعه ة
ءلاعتسلاا untuk menjelaskan bahwa “ doa” dan “iltimas” tidak
termasuk dalam amar meskipun menggunakan kata amar.
c. Sebagian besar ulama, termasuk Qadhi Abu Bakar dan Imam
Haramain mendefinisikan amar sebagai berikut:
هبرومألما لعفب رومألما ةعاط ىضتقلما لوقلا وه
Terjemahnya :
Suatu ucapan yang menuntut kepatuhan dari yang menyuruh untuk
mengerjakan suatu perbuatan yang disuruhnya.
Dalam definisi di atas, digunakan kata رومأم untuk
membedakan antara kata amar dengan yang lainnya dari macam-
macam kalam, juga untuk memisahkan amar dari doa dan iltimas.
Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa amar itu
menghendaki adanya suatu kegiatan berbuat. Dengan demikian,
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maka sikap tidak berbuat apa-apa tentu tidak dapat dinamakan
amar. Tetapi bagaimana seandainya untuk tidak berbuat apa-apa
itu digunakan kata amar, seperti kata, “ Diamlah”, apakah tidak
berbuat ini pun dapat dinamakan amar.
Kelihatannya definisi yang dikemukakan di atas belum
menjangkau kepada persoalan tersebut.
d. Untuk dapat menampung semua persoalan amar tersebut, Ibnu
Subki mengemukakan rumusan definisi:
فك ونح يرغب يلع لولدم فك يرغ لعف ءاضتقا وه
Terjemahnya :
Tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar
(tinggalkanlah) atau yang sejenisnya.
Penggunaan kata  dalam definisi di atas, mengandung arti bahwa
amar itu adalah tuntutan untuk berbuat dan tuntutan ini menggunakan
kata yang sewazan (setimbang) dengan لعف. Sedangkan kalimat lainnya
dalam definisi itu mengandung arti bahwa boleh saja amar itu adalah
bentuk tuntutan untuk meninggalkan, sesuatu, asalkan lafadz yang
digunakan untuk itu adalah d alam bentuk fi’il amar, seperti, “ diamlah”
atau “ tinggalkan” atau “jauhilah” dan sebagainya yang sama artinya.
Berdasarkan definisi ini, maka amar itu mencakup dua hal, yaitu:
tuntutan untuk berbuat dalam arti sebenarnya atau secara aktif, dan
berbuat dalam arti pasif.
3. Sighat Amar
Di kalangan ulama ushul diperbincangkan tentang apakah dalam
menggunakan amar (menurut orang mengerjakan sesuatu) ada ucapan
yang dikhususkan untuk itu sehingga dengan ucapan itu akan diketahui
bahwa maksudnya adalah perintah untuk menyatakan sebagai suruhan
tergantung kepada kehendak orang yang menggunakan kata amar itu.
Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama.
a. Kebanyakan ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa untuk tujuan
menyuruh (amar) itu ada ucapan tertentu dalam penggunaan
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bahasa sehingga tanpa ada qarinah apapun kita mengetahui bahwa
maksudnya adalah perintah.
b. Abu al-Hasan (dari kalangan ulama Mu’tazilah) berpendapat
bahwa amar itu tidak dinamakan amar dengan semata melihat
kepada lafadznya tetapi dapat dinamakan amar karena ada
kehendak dari orang yang menyuruh untuk melakukan perbuatan
itu.
c. Abu Hasan dari kalangan ulama Al-Asy’ariyah berpendapat bahwa
amar itu tidak mempunyai sighat tertentu. Ia memiliki makna yang
berdiri sendiri dan tidak berbeda dari zatnya
Kalangan ulama yang mengatakan bahwa amar itu mempunyai
sighat tertentu mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Allah SWT. menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya
Isma’il sedangkan Allah sendiri sebenarnya tidak menghendaki
yang demikian karena kalau betul Allah menghendaki tentu tidak
boleh ditolak. Dalam hal ini perintah menyembelih adalah amar,
meskipun tidak ada kehendak Allah untuk mengerjakannya.






Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami
menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, “Kun (jadilah)”,
maka jadilah dia.
Ayat ini mengandung arti: Allah memberitakan bahwa kata “
jadilah” )نك( tanpa adanya kehendak pun adalah amar, dan kata “
jika menghendaki sesuatu” )هاندرا( mengandung arti bahwa kadang-
kadang ditemukan amar itu dengan menggunakan kehendak dari
yang menyuruh dan terkadang berlaku tanpa kehendak.
3). Nabi dalam ucapannya menetapkan:
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فلخ نم لاقفإف اللها ءاش نإف لعف ءاش نإ كرت ءاش ن
Terjemahnya :
Barangsiapa yang bersumpah kemudian mengucapkan “ Insya Allah”,
maka bila ia ingin berbuat, berbuatlah, dan bila ingin tidak berbuat,
tinggalkanlah.
Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengatakan, ‘Akan
saya bayar hutang saya kepadamu besok, Insya Allah. Ternyata besok
tidak dibayarnya, maka ia tidak dinyatakan melanggar janji, ia hanya
disuruh untuk membayar hutangnya kemudian. Seandainya Allah
menghendaki apa yang disuruh-Nya terlaksana, tentu orang yang
mengatakan akan membayar hutang itu melanggar janji.
a) Lafadz amar mengandung banyak kemungkinan arti, seperti untuk
wajib, sunat, mubah, irsyad dan lainnya. Dengan demikian baru
kita dapat mengetahui bahwa ucapan itu adalah untuk amar bila
kita mengetahui maksud dari pihak yang menyuruh.
b) Para pakar bahasa telah sepakat mengatakan bahwa tidak ada
perbedaan antara ucapan seseorang, “ kerjakan ini”, dengan
ucapan, “ saya menghendaki engkau mengerjakan ini”. Bila pada
ucapan kedua itu * tentu ada ucapan pertama juga mengandung
perintah untuk berbuat.
c) Suatu amar tidak terlepas dari dua hal, yaitu (1) lafadz amar dan (2)
lafadz amar itu dia jadikan amar (dengan maksud perintah) karena
sighatnya memang untuk amar atau karena tidak adanya qarimah.
Adalah tidak benar untuk dikatakan bahwa lafadz itu adalah amar
karena sighatnya karena sighat itu terdapat dalam qarimah. Oleh
karena itu betul bahwa amar itu sah menjadi amar karena adanya
qarinah.
4. Amar dari segi Dilalah (Penunjukan) dan Tuntutannya
Setiap lafadz amar menunjuk kepada dan menuntut suatu maksud
tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari sighat lafadz itu sendiri.
Bila diperhatikan lafadz-lafadz amar yang terdapat dalam al-Qur’an
terdapat banyak sekali bentuk tuntutannya yang antara satu dengan
lainnya berbeda. Berikut adalah di antara bentuk tuntutan dari kata amar.
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a. Untuk hukum wajib )بجولا( , artinya lafadz amar itu menghendaki
pihak yang disuruh wajib melaksanakan apa yang tersebut dalam




Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat
Amar di dalam ayat ini menimbulkan hukum wajib meskipun
tanpa qarinah yang mengarahkannya untuk itu
b. Untuk hukum nadh )بدنلا( atau sunat, artinya hukum yang timbul
dari amar itu adalah nadh, bukan untuk wajib. Umpamanya firman




Maka buatlah perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada mereka
c. Lafadz katabah )تكلاباة( , yaitu kemerdekaan dengan pembayaran
cicilan yang disuruh dalam ayat tersebut, menimbulkan hukum
nadh, sehingga bagi yang menganggap tidak perlu, maka tidak ada
ancamannya apa-apa termasuk ke dalam hukum nadh itu adalah
nadh (pendidikan) seperti sabda Nabi kepada Ibnu Abbas dalam
suatu kesempatan makan bersama, “ Makanlah apa yang ada di
sekitarmu”.
Untuk suruhan bersifat mendidik. Umpamanya firman Allah
dalam surat al-Baqarah (2): 282, tentang apa yang sebaiknya





....dan saksikanlah oleh dua orang saksi
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Dalam ayat ini Allah SWT. mendidik umat untuk
mendatangkan dua sanksi pada saat berlangsung transaksi hutang
piutang untuk kemaslahatan mereka.
Perbedaan antara nadh dengan irsyad walaupun keduanya
mengandung hukum sunat adalah bahwa nadh untuk
mendapatkan pahala di akhirat, sedangkan irsyad untuk
mendapatkan keuntungan di dunia.
d. Untuk hukum ibahah )ابلااحة( atau boleh. Umpamanya firman




Makan dan minumlah dari rezeki Allah
Suruhan dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa
terhadap orang yang menerima amar sehingga tidak ada sanksi
berupa hukuman maupun janji pahala.
e. Untuk tahdid )ديدهتلا( ancaman atau menakut-nakuti. Umpamanya





Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalinya
adalah mereka.
Meskipun dalam ayat ini digunakan kata amar, namun tidak
mengandung tuntutan apa-apa. Bedanya dengan ibahah di atas
adalah dalam bentuk tahdid ini disebutkan janji yang tidak enak.
f. Untuk imtanan
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Makanlah apa-apa yang diberikan Allah kepadamu
Meskipun imtinan ini sama dengan ibahah dari segi tidak
mengandung tuntutan, namun di antara keduanya ada perbedaan.
Pada ibahah hanya semata izin untuk berbuat, sedangkan pada
imtinan dan qarinah berupa keburuhan kita kepadanya dan
ketidakmampuan kita untuk mengerjakannya.
g. Untuk ikram ) لاامرك( atau memuliakan yang disuruh. Umpamanya




Masuklah kepadanya dengan selamat dan aman
Amar dalam ayat ini juga tidak mengandung tuntutan apa-apa
terhadap yang menerima amar tersebut.
h. Untuk taskhir )ريخستلا( yang berarti menghinakan. Umpamanya




Jadilah kalian, kera yang hina
Walaupun dalam ayat ini digunakan amar namun tidak
mengandung arti tuntutan, tidak mungkin Allah menuntut orang
menjadi kera.
i. Untuk ta’jiz )زيجعتلا( yang berarti menyatakan ketidakmampuan












Jika kalian meragukan ada yang diturunkan kepada hamba kami,
maka datangkanlah satu surat yang menyamarnya ayat itu tidak akan
mungkin mampu membuat satu ayat pun yang semisal dengan ayat al-
Qur’an. Namun Allah menyuruhnya juga untuk berbuat demikian.
Suruh ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar
menyatakan ketidakmampuan manusia.
j. Untuk ihanan )ةناهلاا( artinya mengejek dalam sikap merendahkan.





Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Dalam ayat ini Allah SWT. berkata kepada orang kafir yang
masuk neraka. Tentu maksudnya bukan menyuruh berbuat seperti
apa yang dikatakan, tetapi hanya sekedar mengejek orang kafir.
k. Untuk taswiyah )تلاسةيو( artinya menyamakan pengertian antara






Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu
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Amar dalam ayat ini tentu bukan menyuruh mereka untuk
sabar tetapi menyatakan bahwa apakah mereka akan sabar atau
tidak, adalah sama saja bagi mereka.
Perbedaan antara taswiyah dengan ibahah adalah bahwa pada
ibahah pihak yang dikenai amar mengira bahwa ia tidak mungkin
melakukan perbuatan, kemudian dia dibolehkan untuk berbuat.
Sedangkan pada taswiyah yang diberi amar mengira bahwa salah
satu di antaranya kedua hal itu lebih kuat, tetapi kemudian
perkiraan itu dikesampingkan dengan menyamakan antara
keduanya.






Ya.....Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku
Amar yang diucapkan oleh seseorang hamba kepada
Tuhannya tentu tidak dapat dikatakan sebagai amar dalam arti
sebenarnya. Oleh karena itu, amar di sini berarti permohonan
(do’a).
m. Untuk tamanni )ىنمتلا( yang berarti mengangankan suatu yang tidak
akan terjadi. Umpamanya amar dalam sya’ir Arab:
ألثمأب كنم حابصلاا امو بصب ىلنجا لاا ليوطلا ليللا اهيأ لاا
Terjemahnya :
Wahai malam yang panjang kenapa kau tidak segera berganti dengan
subuh sekalipun subuh itu tidak akan lebih baik darimu.
Menyuruh malam segera berganti dengan pagi sebagaimana
tersebut dalam permintaan penyair ini tentu tidak dapat dianggap
sebagai suruhan atau amar, selain karena malam itu tidak dapat
dijadikan sasaran suruhan juga suruhan itu tidak mungkin dapat
diwujudkan.
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n. Untuk ihtiqar )لااتحراق( artinya menganggap enteng terhadap yang





Jatuhkanlah apa yang hendak kamu jatuhkan
Dalam ayat ini Allah mengisahkan Nabi Musa menyuruh
tukang sihir Fir’aun alat sihirnya yaitu tali lebih dahulu sebelum ia
sendiri memulai jelas apa yang disuruh oleh Nabi Musa itu
merupakan ucapan yang menganggap enteng para ahli sihir itu,
bukan dalam arti sebenarnya untuk menyuruh.
o. Untuk takwin )نيوكتلا( dalam arti penciptaan. Umpamanya firman





Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka hanya berkata kepadanya
“jadilah”, maka terjadilah.
Amar dalam ayat ini yang diarahkan kepada alam, tentu bukan
berarti Allah menyuruh alam untuk jadi sekaligus, tetapi melalui
proses penciptaan alam, sesuai dengan hukum alam.
p. Untuk takhyir )تلايخري( artinya memberi pilihan. Umpamanya sabda
Nabi:
إتست لم اذحش ام عنصافئت
Terjemahnya :
Bila kamu tidak malu, perbuatlah sekehendak hatimu.
Amar dalam hadis ini menyuruh berbuat apa yang diinginkannya
untuk berbuat, adalah bukan dalam arti suruhan sebenarnya, tetapi
memberi pilihan untuk berbuat.
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5. Asal Penggunaan Lafadz Amar
Dalam uraian di atas dikemukakan bahwa amar itu dapat
digunakan untuk beberapa maksud yang berbeda. Dari sini muncul
persoalan: “ Untuk apa sebenarnya (secara hakiki) amar itu digunakan,
dan apa yang ditunjuk oleh lafadz amar (apa sebenarnya yang
dikehendaki oleh lafadz amar). Hal ini menjadi bahan pembahasan yang
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul.
a. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz amar itu menurut asalnya
menunjukkan hukum wajib
Berarti bahwa amar itu meskipun tidak disertai oleh penjelasan
atau qarinah apapun, menghendaki wajibnya pihak yang dikenai
amar untuk berbuat. Tidak dapat dipahami dari amar itu ada
maksud lain kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya.
Atas dasar pendapat ini jumhur ulama mengemukakan kaidah
لأافي لصلأالل رمبوجو
Terjemahnya :
Asal dari amar (perintah) adalah wajib
Jumlah ulama mengajukan argumen sebagai berikut:
1) Allah mencela iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika





Sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua bersujud, kecuali iblis.
Pertanyaan Allah kepada iblis dalam ayat ini bukan dalam
bentuk sebenarnya tetapi untuk menyatakan pengingkaran atau
penolakan iblis yang tidak mau sujud. Tentunya Allah sendiri tahu
betul bahwa iblis tidak akan sujud jika disuruh. Karena itu jelaslah
bahwa Allah mencela iblis yang tidak mau sujud itu. Bila
ditetapkan adanya celaan untuk yang meninggalkan kata amar,
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maka berarti untuk wajib kalau tidak demikian tentu iblis akan
berkata, “ engkau tidak pernah mewajibkan bersujud, kenapa kami
harus dilaknat (dicela)
2) Orang yang meninggalkan suruhan berarti ia mengingkari
kemauan yang menyuruh. Dan orang yang melakukan (mematuhi)
suruhannya berarti ia setuju (patuh) dengan yang menyuruh.
Mengingkari (menolak) suruhan adalah lawan dari menyetujui. Bila
kita katakan bahwa orang yang mematuhi suruhan berarti
menyetujuinya (atuh maka orang yang meninggalkannya berarti
mengingkari. Orang yang mengingkari perintah Allah akan









Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut atau
ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih
3) Allah mencela suatu kaum yang tidak melaksanakan apa yang





Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku`lah", niscaya mereka
tidak mau ruku`.
Mereka tidak disuruh kecuali dengan ucapan اوعكرا (ruku’lah)
dalam bentuk amar tanpa ada qarinah apa-apa. Hal itu
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menunjukkan bahwa amar, meskipun tanpa penjelasan apapun,
menunjukkan hukum wajib.
b. Kalangan ulama Mu’tazlah berpendapat bahwa amar itu menurut
asalnya adalah untuk hukum nadb secara mutlak, sehingga ada dalil
yang menunjukkan bahwa amar itu untuk wajib.
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Amar adalah untuk menuntut dari pihak yang menerima amar
mengenai apa yang diperintahkan. Hal ini menguatkan segi
pelaksanaan apa yang disuruh itu. Bentuk penguatan itu
kadang dalam bentuk hukum yang mengharuskan (wajib) dan
kadang dengan hukum nadh. Maka ditetapkan mana yang
lebih kecil dari dua kemungkinan tersebut. Perintah dalam
bentuk nadb itulah yang meyakinkan sehingga ditemukan dalil
yang menyatakan lebih dari nadb itu (wajib)
2) Amar dalam ucapan, “ kerjakanlah”, ditempatkan pada posisi
yang paling rendah dari apa yang terhimpun dalam ucapan itu
antara wajib dan nadb, yaitu suruhan untuk berbuat. Perbuatan
yang disuruh lebih baik dikerjakan dari pada ditinggalkan. Hal
ini cukup dimaklumi. Adapun berlakunya sanksi atau
ancaman untuk yang meninggalkan adalah hal yang belum
dimaklumi. Karena itu untuk sampai pada hukum wajib,
harus ditangguhkan sampai ada dalil yang menerangkannya.
3) Nabi pernah bersabda dalam hadis:
إاذأ متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترم
Terjemahnya :
Bila kamu disuruh melakukan suatu perbuatan, laksanakanlah semampu
kamu.
Dalam sabda Nabi di atas, diserahkan amar itu kepada kita
untuk mengamalkannya. Dengan begitu amar tersebut bukan
suatu keharusan (wajib)
c. Kalangan ulama Asy’ariyah dan Imam al-Ghazali beserta
pengikutnya memilih sikap tawaquf. Maksudnya, mereka tidak
menetapkan asal penggunaan amar secara pasti (antara wajib dan
nadb), tetapi menetapkan kehendak amar itu kepada petunjuk yang
menyertainya.
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Mereka mengajukan argumen bahwa sighat amar itu pernah
digunakan secara bersama untuk wajib, untuk nadb, untuk tahdib
dan lainnya. Menetapkanya untuk wajib tidak akan lebih utama
dari nadb takdia dan lainnya itu. Oleh karenanya perlu
ditangguhkan (tawaqud) untuk mengetahui maksud sighat amar itu
sampai ada dalil lain yang menjelaskannya.
d. Ada golongan kaum yang berpendapat bahwa asal fiil amar itu
adalah untuk ibahah
Mereka beralasan bahwa di antara keharusan amar adalah
berlakunya sifat hasan (baik) bagi orang yang disuruh, karena
orang yang bijak tidak akan menyuruh untuk melakukan perbuatan
yang keji. Karena itu berlakulah secara mutlak apa yang
merupakan keharusan dari suatu sighat dengan memberikan
kemungkinan untuk berbuat. Dengan demikian, maka berarti amar
itu untuk ibahah (kebolehan untuk berbuat atau tidak)
6. Amar Setelah Larangan
Adanya amar tentang sesuatu menghendaki berbuat untuk
melaksanakan sesuatu itu, dan larangan mengerjakan sesuatu berarti
sesuatu itu tidak boleh dikerjakan.
Dalam beberapa ayat al-qur’an terdapat lafadz amar yang terletak
sesudah adanya larangan yang berarti disuruh melakukan perbuatan yang
sebenarnya dilarang melakukannya. Umpamanya firman Allah yang




Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka
berburulah.















Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji
Allah menyuruh supaya bertebaran di muka bumi untuk mencari







Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia Allah.
Setelah ada larangan Allah untuk berniaga pada waktu khatib telah







Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at, maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli.
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Hal seperti itu terdapat pula dalam hadis Nabi. Semula, dalam
keadaan tertentu, Nabi melarang seseorang menumpuk daging kurban
melebihi kebutuhan makan tiga hari, dalam sabdanya:
نع مكتي  تنكىحاضلاا مولح راخدا
Terjemahnya :
Aku pernah melarangmu menumpuk daging qurban:
Sesudah melarang tersebut, Nabi menyuruh memakan daging
kurban, dan menyimpannya, dengan sabdanya:
اورخداو اولك  نلآاف
Terjemahnya :
Sekarang makanlah dan tumpuklah
Dalam hadis lain, Nabi melarang, ummat Islam menziarahi kubur
disebabkan masih lemahnya iman umat, dalam sabdanya.
روبقلا ةرايز نع مكتي  تنك





Adanya larangan yang mendahului amar seperti dalam contoh di
atas menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama; “ Apakah larangan
yang mendahului amar itu berpengaruh terhadap kedudukan amar atau
tidak. Seandainya berpengaruh, sejauh mana pengaruh itu?
a. Jumhur ulama berpendapat bahwa amar yang didahului oleh
larangan itu tidak lagi berfungsi sebagaimana asalnya, tetapi telah
berubah menjadi ibahah, bagaimanapun bentuk amar sebelum
adanya larangan itu. Alasan mereka:
1) Berdasarkan ‘uruf (kebudayaan) dan kebiasaan dalam
pembicaraan (ucapan) seseorang, bila ia menyuruh sesudah
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sebelumnya melarang maka suruhan itu bukan lagi dalam
bentuknya yang semula (keharusan), tetapi berubah menjadi
kebolehan
2) Berdasarkan uruf syar’i amar yang berada sesudah larangan
berubah hukumnya menjadi ibahah (boleh) sebagaimana
dapat dipahami dalam beberapa contoh ayat al-Qur’an dan
hadis Nabi di atas. Berdasarkan itu, dalam hal contoh di atas,
maka perbuatan berburuh bertebaran di permukaan bumi
dalam rangka mencari rezeki, menumpuk daging kurban dan
menziarahi kubur, hukumnya hanyalah ibahah.
b. Sebagian ulama fiqh seperti Qadhi Baidawi dan sebagian ulama
kalam seperti golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa amar yang
terdapat sesudah larangan adalah tetap dalam posisi asalnya, baik
dalam bentuk wujub atau nadb, dan kedudukan amar sesudah
larangan, tidak berpengaruh terhadap amar tersebut. Mereka
memberikan argumen sebagai berikut:
1) Amar menurut asalnya menunjukkan hukum wujub (menurut
ulama yang berpendapat demikian). Jika amar datang sesudah
hukum haram (larangan), tidaklah berarti harus menolak
amar, sehingga jadi menolak apa yang telah ditetapkan sebagai
keharusan, karena wujud dan ibahah itu merupakan dua hal
yang bertentangan dengan haram. Meskipun demikian
tidaklah terhalang beralihnya hukum dari haram kepada
ibahah.
2) Amar yang menimbulkan hukum ibahah tidak mengandung
unsur “baik”, sebab keadaannya tidak membawa arti, karena
pihak yang disuruh tidak akan memperoleh pahala apa-apa
bila ia berbuat. Oleh karena itu tidak mungkin amar di sini
hanya menimbulkan hukum ibahah
3) “Larangan”, bila terletak sesudah amar tetap hukumnya
haram sebagaimana keadaannya semula. Demikian pula bila
amar terletak sesudah larangan, harus diarahkan kepada
hukum wajib sebagaimana keadaannya semula ketika tidak
didahului oleh larangan.
c. Pendapat yang tampaknya paling kuat adalah apa yang
dikemukakan oleh Muhammad al-Khudari Beik. Katanya, bila
larangan yang mendahului amar itu disebabkan oleh suatu “illat
atau alasan tertentu seperti larangan menumpuk daging kurban
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dalam contoh di atas maka amar yang datang sesudah larangan
adalah untuk mencabut sebab adanya larangan itu. Dalam keadaan
demikian, maka hukumnya kembali kepada keadaan sebelum
adanya larangan, yaitu ibahah.
Adapun bila larangan sebelum amar itu secara mutlak atau
tanpa adanya illat seperti larangan menziarahi kubur dalam contoh
di atas maka amar yang datang kemudian adalah untuk
menimbulkan hukum wajib, bukan nadb, juga bukan kembali
kepada hukum semula. Tidak kembalinya amar kepada hukum
semula karena telah dicabut oleh adanya larangan, sehingga tidak
ada lagi tempat kembali.
7. Amar untuk tuntutan yang harus dipenuhi berulang kali
(Terus Menerus)
Lafadz amar menuntut seseorang yang dikenai amar untuk
melakukan suatu perbuatan yang disebutkan. Dalam al-Qur’an terdapat
beberapa bentuk lafadz amar yang menuntut seseorang melakukan suatu
perbuatan yang harus dilakukan berulang kali, untuk sepanjang waktu,
tanpa batas. Umpamanya firman Allah yang menyuruh shalat, dalam
surat al-Baqarah (2):43:
Terjemahnya
Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat
Kewajiban shalat berlaku sepanjang waktu, demikian pula
kewajiban zakat diwajibkan sepanjang waktu selama telah terpenuhi
syarat-syaratnya.
Selain itu, dalam Al-Qur’an juga ada amar yang menuntut
melakukan suatu perbuatan hanya untuk satu kali dan tidak harus secara
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Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Kewajiban shalat yang berlaku untuk selamanya dapat diketahui
melalui petunjuk lain di luar perintah dalam ayat al-Qur’an di atas.
Demikian pula kewajiban haji yang hanya berlaku untuk satu kali,
dijelaskan oleh petunjuk lain.
Adakalanya, amar itu datang dalam bentuk mutlaq (mulak), tanpa
disertai qarinah (petunjuk) yang menjelaskan apakah untuk dilakukan
satu kali atau terus menerus (selamanya). Dalam hal ini, para ulama
berbeda pendapat.
a. Abu Ishak Al-Asfarayni, beberapa ulama fiqh dan ulama kalam,
termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa amar itu menuntut
untuk dilakukan berulang kali dilakukan sepanjang umur atau
sejauh ada kemungkinannya, baik amar itu dikaitkan kepada waktu
(seperti: “Bila tergelincir matahari, maka shalatlah”), atau tidak
dikaitkan dengan waktu (seperti: “shalatlah kamu”).
Mereka mengajukan argumen sebagai berikut:
1) Pada waktu kekhalifahan Abu bakar terjadi pembangkangan
terhadap kewajiban membayar zakat (mungkin dengan
anggapan kewajiban zakat hanya satu kali). Abu bakar
memerangi mereka karena ia berpegang kepada keharusan
berulang kali untuk menunaikan kewajiban zakat sebagaimana
difirmankan Allah SWT, “bayarkanlah zakat”. Tindakan Abu
Bakar tersebut ternyata tidak dibantah oleh para sahabat Nabi
lainnya. Diamnya sahabat atas tindakan Abu bakar itu
menduduki ijma sukuti (kesepakatan yang tidak dinyatakan)
dari sahabat yang menunjukkan bahwa amar itu untuk
dilakukan secara berulang kali, terus menerus.
2) Kalau amar itu bukan tuntutan yang harus dilakukan secara
berulang kali (terus menerus), tetapi hanya untuk satu kali
saja, maka tidak ada nasakh. Bila suatu perintah dinilai telah
dipenuhi, maka tidak mungkin menggunakan ansakh, karena
jika perintah telah dipenuhi maka tidak ada lagi taklif. Juga
tidak mungkin ada nasakah terhadap suatu perbuatan yang
belum diperintahkan melaksanakannya, hal ini akan
menunjukkan kebodohan pembuat hukum (Allah). Padahal
keberadaan nasakh itu dibolehkan dan diterima semua pihak.
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Karenanya tuntutan untuk berbuat dalam amar itu bukan
hanya untuk satu kali tetapi untuk selamanya (terus menerus).
b. Kebanyakan fuqaha dan ulama kalam berpendapat bahwa lafadz
amar tidak menuntut berulang kali dilakukan )راركت( . Dalam
pandangan kelompok ini terdapat tiga pendapat yang rinciannya
sebagai berikut:
1) Amar itu hanya mengandung sekali tuntutan, tetapi ada
kemungkinan untuk berulang kali (terus menerus)
2) Amar itu hanya mengandung satu kali tuntutan dan tidak ada
kemungkinan untuk berulang kali
3) Amar itu hanya tuntutan berbuat, tidak menuntut satu kali,
juga tidak menuntut untuk berulang kali
Kelompok ulama ini mengemukakan argumen sebagai berikut:
a) Bila seseorang berkata dalam bentuk berita, “Si Anu telah
shalat”. Di sini hanya menunjukkan berbuat satu kali shalat
dan tidak menunjukkan berulang kali. Demikian ula dengan
lafadz amar, karena amar itu adalah tuntutan untuk
melakukan perbuatan dan berita itu adalah berita tentang
terjadinya perbuatan. Hanya terjadi satu kali.
b) Bila seseorang berkata, “Shalatlah atau Puasalah”. Inilah
adalah tuntutan untuk apa yang dinamakan shalat atau puasa.
Bila ia telah melakukan shalat satu kali atau puasa satu kali
berarti ia telah melaksanakan tuntutan. Dengan demikian
amar itu tidak memerlukan dipenuhi secara berulang kali
berbuat
c) Seandainya amar itu menuntut untuk dilakukan berulang kali
tentu  tidak ada artinya penambahan kata “selamanya” di
belakang kata amar. Sering ditemukan ada ta’kid/راركت
(penguat) dengan kata abadan/ادبا (selamanya) sesudah
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Terjemahnya:
Allah memperingatkan (kamu) agar jangan kembali berbuat seperti itu
selama-lamanya.
Ayat di atas menunjukkan bahwa amar itu hanya untuk dilakukan
satu kali, tidak untuk berulang kali. Karena itu, kalau amar yang
digunakan untuk perintah yang harus dilakukan berulang kali atau
untuk selamanya diperlukan tak’kid (penguat) dengan kata ادبا
(selamanya).
c. Sebagian ulama di antaranya Hasan al-Basri berpendapat lafadz
amar yang mutlak tanpa qarinah, adalah qadar musytarak atau
digunakan secara serempak untuk perintah yang harus dilakukan
berulang kali dan untuk satu kali.
Argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa amar yang
mutlak itu terkadang datang untuk maksud tuntutan yang harus
dilakukan berulang kali, seperti perintah shalat dan terkadang
untuk tuntutan yang cukup dilakukan sekali saja seperti amar untuk
melakukan haji. Karenanya amar itu secara hakikiny adalah untuk
qadar musytarak atau penggunaan bersama secara maknawi antara
perintah untuk dikerjakan berulang kali dan sekali. Kalau amar itu
pada hakikatnya untuk kedua maksud tersebut sekaligus, akan
terjadi dua kemungkinan akan terjadi isytirak, atau hanya satu yang
hakiki dan yang satu lagi tidak hakiki, hingga terjadi ijaz. Kedua
kemungkinan itu menyalahi prinsip tata bahasa.
d. Sebagian ulama, di antaranya Imam haramain, bersikap tawaquf,
dalam arti mencari dalil tambahan untuk menunjukkan bahwa kata
amar untuk perintah yang harus dipenuhi secara berulang kali atau
sekali.
Argumen mereka, bahwa lafadz dalam bentuk mutlaknya tidak
menunjukkan tuntutan untuk dipenuhi berulang kali, juga tidak
untuk sekali, tetapi hanya berupa tuntutan berbuat tanpa ada
isyarat untuk satu kali atau berulang kali. Adanya tuntutan untuk
dilakukan sekali atau berulang kali itu sendiri, tidak datang dari
lafadz amar itu sendiri, tetapi dari dalil lain yang menyertainya.
Karena itu, pelaksanaan tuntutan amar harus ditangguhkan sampai
ada dalil yang menunjukkan apakah untuk dilakukan sekali atau
berulang kali (terus menerus).
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8. Tuntutan Amar yang Dihubungkan Kepada Syarat
Lafadz amar terkadang terkait kepada sebuah syarat seperti
ucapan, “Bila telah tergelincir matahari, tunaikanlah shalat”. Atau








Pezina laki-laki dan pezina perempuan, cambuklah masing-masing dari
mereka seratus kali cambukan.
Karena ada kaitan, apakah amar itu menuntut dipenuhi secara
berulang-ulang atau hanya sekali pada setiap terdapat syarat atau
sifatnya. Dalam contoh di atas, apakah ada keharusan berulang kali
melakukan shalat setiap terjadi (ada) syaratnya, yaitu tergelincir matahari,
dan apakah hukuman dera atas pezina itu harus dilakukan berulang kali
setiap terjadi (ada) sifatnya, yaitu perbuatan zina. Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama.
a. Bagaimana kalangan ulama yang mengatakan bahwa amar itu
mutlak berupa tuntutan yang harus dipenuhi berulang kali, sepakat
mengatakan bahwa dalam amar yang dikaitkan pada syarat atau
sifat, berlaku tuntutan untuk dipenuhi berulang kali. Menurut
mereka, dalam hal ini lebih pantas untuk dimaksudkan secara
berulang kali.
b. Bagi kalangan ulama yang berpendapat bahwa amar itu mutlak
tidak menuntut untuk dipenuhi berulang kali, terdapat perbedaan
pendapat. Ada yang berpendapat sebagai tuntutan untuk dilakukan
berulang kali,
Pendapat terpilih menurut al-Amidi adalah yang mengatakan
bahwa amar yang demikian (dihubungkan dengan syarat atau sifat), tidak
menuntut untuk dilakukan secara berulang kali.
Kalangan ulama yang berpendapat bahwa amar yang dikaitkan
kepada syarat dan sifat menuntut dilakukan secara berulang kali,
mengemukakan argumen sebagai berikut:
Buku Daras Ushul Fiqh II   | 47
1) Seseorang berkata, “shalatlah dua raka’at bila datang zawal”.
Ditinjau dari kebiasaan penggunaan bahasa, bila berulang masa
yang berulang padanya amar, maka apa yang mengiringinya pun
harus berulang. Hal ini berbeda dengan lafadz mutlak.
2) Lafadz amar yang dikaitkan kepada syarat atau sifat yang terdapat
dalam Al-Qur’an menuntut dilakukan berulang kali. Umpamanya
firman Allah dalam surat an-nur (24);2, seperti tersebut di atas
mengenai hukuman cambuk bagi pezina. Ayat ini menghendaki
berulang kali dilakukan hukuman cambuk setiap terjadi perulangan
perzinaan.




Bersucilah jika kalian junub
Kewajiban bersuci yang dituntut dalam ayat tersebut adalah untuk
berulang kali setia terdapat perulangan sifat yaitu junub
3) Syarat itu sama kedudukannya dengan illat. Hukum yang dikaitkan
kepada illat menuntut dilakukan berulang kali kepada syarat, amar
itu akan berulang bila syaratnya juga berulang.
Kalangan ulama yang berpendapat bahwa amar yang dikaitkan
kepada syarat dan sifat tidak menuntut dilakukan berulang kali,
mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Kalangan ulama ini sepakat mengatakan bahwa khabar yang
dikaitkan kepada syarat dan sifat tidak menuntut dilakukan
berulang kali sewaktu *. Bila datang si Anu, datang pula si Ani”.
Berulang kali datangnya si Anu, tidaklah mengharuskan berulang
kali datangnya si Ani. Bila hal ini berlaku pada khabar, demikian
pula keadaannya pada amar.
2) Jika seseorang berkata kepada istrinya, “Bila engkau masuk rumah,
berarti engkau tertalak”, tidaklah berulang berlakunya thalak
walaupun ia masuk rumah secara berulang kali. Demikian pula jika
seseorang berkata, “ Bila tergelincir matahari, shalatlah”. Contoh
ucapan yang kedua ini termasuk dalam kasus mengqiyarkan amar
pada terjadinya talak (pada contoh ucapan pertama) yang bukan
amar.
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3) Lafadz tidak mengandung petunjuk, kecuali mengaitkan sesuatu
pada sesuatu. Hal yang demikian lebih umum dari mengaitkan
kepada lafadz itu dalam semua bentuk atau satu bentuk. Sesuatu
yang menjelaskan kepada hal yang lebih umum tidaklah lazim
untuk menjelaskan dengan yang lebih khusus. Bahwa amar yang
berhubungan kepada syarat dan sifat tidak dapat dipahami dari
pada amar itu adanya tuntutan untuk dilakukan berulang kali
dengan berulangnya syarat dan sifat tersebut.
9. Tuntutan Lafadz Amar Secara Berulang
Sering ditemukan lafadz amar yang disebutkan berulang kali dalam
sebuah ucapan. Contohnya: “Shalatlah kamu dua raka’at, shalatlah
kamu”. Apakah amar yang disebutkan lebih dari sekali itu, juga
menuntut dipenuhi lebih dari sekali, sesuai dengan jumlah amar yang
disebutkan? Dalam contoh di atas, apakah perintah shalat yang dua kali
disebutkan itu menuntut melakukan dua kali shalat? Dalam hal ini
terdapat perbedaan pendapat
Kalangan ulama yang berpendapat amar yang mutlak tidak
menuntut untuk dipenuhi berulang kali berbeda pendapat dalam hal ini:
a. Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua
kemungkinan”
1) Jika pada amar yang kedua (yang disebutkan untuk kedua
kalinya) adalah berupa penjelasan terhadap amar yang
pertama, maka tidak harus ada tuntutan untuk melaksanakan
perintah secara berulang kali, tetapi cukup hanya mengerjakan
perintah yang pertama saja. Contohnya ucapan, “shalatlah dua
raka’at”, kemudian disusul dengan ucapan “lakukanlah sebuah
shalat”. Dalam hal * shalat apa saja yang termasuk shalat dua
rakaat.
2) Jika amar yang kedua berbeda dengan yang pertama, maka
perintah yang kedua itu bukanlah penjelasan perintah yang
pertama sehingga ada tuntutan untuk dilakukan secara
berulang kali. Umpamanya ucapan, ‘shalatlah dua rakaat”,
kemudian disusun dengan ucapan, “shalatlah empat raka’at”.
Abu Hanifah sendiri menyebutkan dalam kasus seseorang
mengatakan berhutang kepada seseorang sebanyak sepuluh dan
kemudian diulanginya, maka setiap kali mengulang maka wajib ia
membayar sebanyak yang diakui.
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b. Di kalangan ulama Syafi’iyah terdapat perbedaan pendapat pada:
1). Mengatakan bahwa tuntutan untuk melakukan berulang kali
adalah pada amar yang kedua.
Alasannya, bahwa sewaku berulang apa yang diperintahkan
menurut zhahirnya, dalam hal ini ada perintah atau amar yang
lain. Karena kalau yang dikehendaki adalah untuk melakukan
perintah dalam amar yang pertama berarti menuntut untuk
kembali kepada yang pertama itu.
2) Berpendapat bahwa peruangan amar itu hanyalah untuk
menguatkan amar yang pertama
Alasannya, bahwa amar yang kedua itu mungkin maksudnya
adalah membentuk lagi amar baru, dan mungkin pula
menguatkan amar yang pertama. Tidak boleh
menggantungkan tuntutan yang wajib (hanya) atas dasar
keraguan.
3) Bersikap tawaquf, sampai menemukan dalil yang
menjelaskannya.
Alasannya, bahwa adanya perulangan amar itu ada
kemungkinan tumbuhnya kewajiban baru dan ada
kemungkinan hanya menguatkan kewajiban pertama.
Memutuskan masalah ini harus ditungguhkan sampai ada
petunjuk menerangkannya.
c. Kalangan ulama Hambali berpendapat bahwa amar pertama itu
menuntut untuk perulangan amar yang kedua itu tidak menuntut,
kecuali apa yang dituntut amar pertama.
10. Tuntutan Amar Mutlak atas kesegeraan Pelaksanaan
Setiap lafadz amar yang pelaksanaannya dihubungkan kepada suatu
yaitu yang ditentukan dan kesempatan untuk melaksanakan apa yang
menurut akan hilang dengan berlalunya waktu itu, maka amar itu harus
segera dilaksanakan dan tidak boleh ditangguhkan pelaksanaannya.
Pelaksanaannya dengan waktu tertentu. Perintah shalat itu dilaksanakan
negara mungkin selama masih berada dalam waktu. Dalam hal ini tidak
mendapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Dalam hal amar yang pelaksanaanya tidak disertai oleh waktu
tertentu, antara pelaksanaannya harus segera setelah adanya amar itu atau
dapat menangguhkan? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di
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kalangan ulama ushul. Beda pendapat di kalangan ulama ini terjadi bila
amar itu disertai petunjuk yang menjelaskan bahwa ia hanya berlaku
untuk satu dan sedangkan bila amar itu untuk dilaksanakan secara
berulang kali (terus menerus), maka tidak mungkin ditangguhkan
pelaksanaannya, juga tidak dapat dipercepat. Pendapat para ulama dalam
hal ini adalah sebagai berikut:
a. Ulama Hanbali berpendapat bahwa amar mutlak menghendaki
segera dilaksanakan setelah adanya amar itu.
Argumentasi yang mereka kemukakan adalah:
1) Amar itu dapat ditangguhkan, maka apa yang disuruh dalam amar
itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama,
perintah itu dapat ditangguhkan untuk selamanya dan orang yang
dikenai amar tidak mendapat sanksi bila mati sebelum
melaksanakannya. Kemungkinan kedua, yang dikenai amar itu
dianggap teledor dan terkena sanksi bila ia mati sebelum
melaksanakan perintah.
Bila seseorang yang dikenai amar itu teledor dengan meninggalkan
perintah sampai ia mati berarti ia keluar dari batas kewajiban,
sehingga amar itu adalah amar yang hukumnya sunat. Bila
dipandang bahwa ia terkena sanksi dengan kematiannya, maka
berarti Allah menuntut melakukan sesuatu dengan batasan yang
waktu yang tidak disertai petunjuk untuk mengetahui waktu itu.
Hal yang demikian tidak mungkin, karena dengan demikian, ia
dituntut untuk melakukan suatu perbuatan dalam batasan waktu
yang tidak diketahui. Jika kedua kemungkinan itu tidak dapat
diterima, maka jelaslah bahwa amar itu adalah untuk faur
(ditangguhkan pelaksanaannya).
2) Larangan adalah perintah untuk meninggalkan sedangkan amar
adalah perintah untuk berbuat. Dengan demikian, amar pun
menuntut segera dilaksanakan.
3) Perintah untuk berbuat mengandung tiga hal, yaitu: amr untuk
berbuat, amar untuk beri’tikad dan amar untuk ber’azam/ىحولا
(kesediaan berbuat). Telah ditetapkan bahwa amar untuk azam
dan amar untuk beri’tikad harus dengan segera. Dengan demikian
amar untuk berbuat pun menuntut untuk segera dilaksanakan.
4) Allah mencela iblis karena tidak mau sujud kepada Adam
sebagaimana terdapat dalam surat al-A’raf (7):12




Apa yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu
untuk menyuruhmu?
Seandainya amar yang disebut dalam ayat ini bukan untuk faur
(segera dilakukan), maka tentunya iblis tidak berhak untuk
mendapat celaan dan iblis akan mempertanyakan, “Engkau tidak
menyuruh kami untuk segera sujud, tapi kenapa kami harus
dicela”.
b. Kebanyakan ulama Syafi’iyah, ulama Mu’tazilah, sebagian ulama
Hanifa dan Abu Bakar al-baqillani berpendapat bahwa amar
mutlak tidak menuntut segera dilaksanakan, jadi dapat
ditangguhkan pelaksanaannya )روفلا( .
Alasan yang mereka kemukakan adalah:





Kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, insya Allah dalam
keadaan aman.
Ayat ini merupakan berita tentang terjadinya perbuatan yang
mutlak dan tidak disebutkan waktunya, oleh karena itu dalam
pelaksanaannya pun tidak ditentukan waktunya. Hal yang
demikian berlaku pula pada amar, karena amar itu ialah perintah
untuk terjadinya perbuatan mutlak tanpa waktu, karenanya tidak
ditentukan waktunya.
2) Seandainya amar itu pelaksanaannya ditentukan dengan waktu
yang ditangguhkan, maka pelaksanaannya harus ditangguhkan.
Demikian juga bila amar itu ditentukan waktunya dengan waktu
yang didahulukan, maka wajib mendahulukan pelaksanaannya
sesuai ketentuan waktunya.
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3) Amar untuk berbuat mengandung ketentuan dalam
pelaksanaannya dengan waktu dan tempat tertentu. Jika kemudian
ditetapkan bahwa untuk pelaksanaan suatu perbuatan tertentu
tidak mesti di tempat tertentu. Dengan demikian pelaksanaan
amar itu juga tidak mesti dalam masa tertentu
4) Seandainya amar itu harus dilakukan secara faur, tentu tidak perlu
dipertanyakan tentang pelaksanaan suatu amar. Ternyata pada
beberapa bentuk amar dalam firman Allah dan hadis Nabi, masih
ada yang perlu keterangan mengenai waktu pelaksanaannya. Hal
itu menunjukkan bahwa amar mutlak itu tidak menuntut untuk
segera dilaksanakan.
c. Ulama kalam Asy’ariyah memilih bersikap tawaquf
Mereka berargumen, bahwa lafadz amar itu ada kemungkinan
berlaku untuk segera dilaksanakan dan ada pula kemungkinan untuk
dapat ditangguhkan. Hal ini karena lafadz mutlak itu dapat ditafsirkan
dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Adanya beberapa
kemungkinan itu menuntut sikap tawaquf dalam melaksanakan perintah
(amar) sampai menemukan petunjuk yang mengarahkannya untuk segera
dilaksanakan atau dapat ditangguhkan.
Adakalanya lafadz amar itu dihubungkan (dikaitkan) kepada suatu
waktu tertentu, jika waktunya telah berlalu sedangkan tuntutan amar itu
belum dilaksanakan, apakah amar itu gugur dengan berlalunya waktu
tersebut. Dalam menghadapi masalah ini ulama berbeda pendapat:
1) Kalangan ulama Hanbali berpendapat bahwa amar yang dikaitkan
kepada waktu dan tidak dilaksanakan pada waktunya, maka amar
tidak gugur dengan berlalunya waktu tersebut. Oleh karena itu
kewajiban dalam amar harus dilaksanakan di luar waktu yang
ditentukan berdasarkan kepada amar yang sebelumnya. Hal ini
berlaku pula pada amar mutlaq.
Argumentasi yang mereka kemukakan adalah:
a) Seandainya amar itu gugur dengan berlalunya waktu, tentu dapat
pun akan gugur berlalunya waktu, sebagaimana gugurnya
kewajiban dengan gugurnya waktu. Dosa itu tidak akan gugur
dengan berlakunya waktu, demikian pula halnya dengan kewajiban
yang tidak gugur dengan gurunya waktu, karena menurut asalnya,
kewajiban tetap berada dalam tanggung jawab seseorang yang
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dikenai kewajiban. Seseorang yang menganggap gugur suatu
kewajiban dengan berlalunya waktu, ia harus mengemukakan dalil.
b) Waktu merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat lainnya
dalam ibadah. Jika syarat waktu tidak ada, maka dengan tidak
adanya waktu itu, tidaklah menyebabkan gugurnya kewajiban.
Dalamnya adalah seperti dalam bersuci, menutup aurat,
menghadapi kitab yang termasuk syarat dalam ibadah.
Melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktunya bukan
merupakan tujuan dari ibadah, karena tujuannya adalah ibadah itu
sendiri. Tidak ada artinya melaksanakan suatu kewajiban pada
waktu yang ditentukan, tetapi kosong dari tujuannya untuk ibadah.
Oleh karena itu berlalunya waktu tidaklah menyebabkan gugurnya
ibadah
2) Kebanyakan ulama fiqh dan ulama kalam berpendapat bahwa
amar yang dikaitkan dengan waktu yang telah kadaluarsa itu tidak
gugur meskipun waktunya telah lewat, karena itu ia harus
mengqadanya berdasarkan amar yang kedua yang datang setelah
waktu tersebut lewat (berlalu). Demikian pula yang berlaku pada
amar mutlaq.
Alasan yang mereka kemukakan:
a) Sabda Nabi SAW
 ةلاص نم مان نمأ اهلصيلف اهيسن وإاهركذ اذ
Terjemahnya :
Barangsiapa ketiduran atau lupa untuk melaksanakan shalat, maka
ia harus melaksanakan shalat tersebut ketika ia teringat.
Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lupa dan ketiduran
tetap berkewajiban melakukan shalat, setelah beres waktu shalat
itu berlaku. Seandainya amar itu menuntut untuk dilaksanakan
hanya pada waktunya, tentu tidak akan dapat melaksanakannya
pada waktu yang kedua (qadha).
b) Apa yang dilakukan pada waktu kedua bukanlah apa yang
dilakukan pada waktu pertama, oleh karena itu kewajiban untuk
melakukan suatu ibadat pada waktu kedua itu memerlukan dalil,
sebagaimana diperlukannya dalil untuk melakukannya pada waktu
pertama.
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c) Kemaslahatan itu berbeda menurut perbedaan waktu.
Kemaslahatan yang terdapat dalam waktu yang ditentukan, tidak
dapat diketahui apakah kemaslahatan itu masih ada dalam waktu
yang kedua. Oleh karena itu, suatu kewajiban tidak dapat
ditetapkan begitu saja mengenai waktunya, karena mungkin pada
waktu itu tidak ada lagi kemaslahatannya.
3). Kalangan ulama Hanafi berbeda pendapat dalam hal amar mutlak.
Al-Razi berpendapat amar mutlak itu tidak gugur dengan
berlalunya waktu, tetap harus dilakukan pada waktu kedua dan
selanjutnya. Sedangkan ulama Hanafi yang lain mengatakan gugur
amar mutlak itu gugur, sebagaimana gugurnya amar yang dikaitkan
dengan waktu.
11. Hubungan Amar dengan Perbuatan
Lafadz amar menghendaki orang yang dikenai amar untuk
mengerjakan perbuatan yang dikehendaki oleh amar itu. Bila amar itu
telah dilaksanakan, apakah perbuatan yang disuruh itu telah memadai
dan telah memenuhi tuntutan? Persoalan ini menjadi perbincangan
kalangan ulama Ushul.
a. Kebanyakan ulama fiqh, dan ulama golongan Asy’ari berpendapat
bahwa bila amar telah dilaksanakan sesuai dengan yang
dikehendaki maka berarti telah memadai dan memenuhi tuntutan.
Dalam pengertian “memadai” atau “memenuhi tuntutan tersebut
terkadang pengertian:
1) Apa yang diperintahkan telah dilaksanakan dan telah sesuai
dengan apa yang diperintahkan
2) Perbuatan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu lagi
dilaksanakan setelah itu
Pengertian “memadai” menurut kalangan ulama di atas sebenarnya
adalah dalam pengertian yang pertama (a). Sedangkan menurut
kalangan ulama yang berbeda pendapat dengan ulama tersebut,
pengertian “memadai” itu dalam dengan pengertian yang kedua
(b).
Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
a) Lafadz amar yang berkenaan dengan ibadah mengharuskan
mengerjakan ibadah itu. Bila perintah dalam amar itu telah
dilaksanakan, maka orang yang disuruh melaksanakan
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perintah telah melaksanakan apa yang dituntut oleh amar
tersebut. Dengan demikian, terlepaslah dari tanggung
jawabnya, ia kembali keadaannya seperti semula dan telah
bebas dari tugasnya. Karena itu, adalah salah kalau dikatakan
bahwa ia telah berbuat sesuai dengan tuntutan amar,
seandainya masih ada beban amar yang melekat di
pundaknya.
b) Bolehnya seseorang melakukan suatu perbuatan adalah
merupakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan amar.
Demikian juga hak seseorang akan pahala adalah sesuai
dengan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan amar itu.
Bila perbuatan yang disuruh yang disuruh itu telah dilakukan
menurut syarat-syarat yang ditentukan, hal ini menunjukkan
bahwa ia berhak mendapat pahala, dan menunjukkan telah
memadainya pelaksanaan perbuatan yang diperintahkan.
c) Tidak ada cara untuk mengetahui memadainya pelaksanaan
suatu perbuatan yang diperintahkan, kecuali telah
dilaksanakan perbuatan itu menurut apa yang diperintahkan.
Memadainya pelaksanaan suatu perbuatan yang dikehendaki
amar dapat diketahui atau dinilai jika perbuatan itu belum
atau  tidak dilaksanakan menurut yang dikehendaki amar
tersebut. Oleh karena itu jika suatu perbuatan telah
dilaksanakan menurut yang dituntut amar, berarti
menunjukkan telah memadainya pelaksanaan perbuatan itu.
b. Qadhi Abdul Jabbar dari golongan Mu’tazilah dan para
pengikutnya berpendapat bahwa terlaksananya amar itu tidaklah
menunjukkan telah memadainya pelaksanaan perbuatan itu dan
telah terpenuhinya perintah dengan hanya semata-mata melihat
pada amar tersebut. Tetapi harus berdasarkan kepada dalil lain.
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Pengertian “memadai” adalah bahwa perbuatan yang telah
dikerjakan sesuai dengan tuntutan amar itu tidak perlu
diulangi lagi. Kita mengetahui bahwa tidak ada salahnya bila
seorang yang bijak menyuruh melaksanakan sesuatu
perbuatan kemudian ia mengatakan, “Meskipun kamu telah
mengerjakan perbuatan yang wajib dan telah berhak atas
pahala, namun demikian ulangi lagilah perbuatan itu”.
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Dalam contoh lain bila seseorang mengira bahwa ia telah
thaharah (bersuci) pada suatu waktu, kemudian ia
melaksanakan shalat wajib. Meskipun begitu ia harus
mengulangi lagi shalatnya itu bila kemudian diketahuinya
bahwa sebenarnya ia tidak suci.
2) Lafadz amar hanya mengandung  kewajiban untuk berbuat
saja dan tidak mengandung penilaian telah memadainya
perbuatan itu dan telah gugurnya kewajiban. Untuk maksud
diperlukan dalil di luar lafadz amar itu.
12. Amar dalam Bentuk Pilihan
Pada dasarnya lafadz amar menurut suatu perbuatan tertentu
untuk dilaksanakan. Namun ada pula lafadz amar yang menuntut untuk
melakukan salah satu di antara beberapa alternatif perbuatan yang
disebutkannya. Amar seperti ini disebut amar mukhayyar (dalam bentuk








Kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau
memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.
Amar dalam ayat ini menuntut melaksanakan satu di antara tiga
pilihan yaitu: memberi makan sepuluh orang fakir miskin atau memberi
pakar terhadap sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba sahaya
Dalam hal ini muncul persoalan: “ Apakah yang dituntut untuk
dikerjakan itu hanya satu di antara pilihan yang disebut dalam amar atau
semua pilihan itu dituntut untuk dikerjakan”. Mengenai persoalan ini
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
a. Jumhur ulama termasuk Hanbali berpendapat bahwa amar
mukhayyar hanya tertuju kepada salah satu di antara beberapa
pilihan tetapi tidak dinyatakan mana yang satu itu. Hal ini hanya
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diketahui secara pasti bila salah satu di antara pilihan itu
dilaksanakan
Jumhur ulama mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
1) Dalam pengertian bahasa, bila seseorang menyuruh,
“temuilah Si Amat atau si Amit”, maka tidak seorang pun
yang akan memahami suruhan itu sebagai keharusan untuk
menemui kedua orang itu secara bersamaan. Kalau ia sudah
menemui seorang di antaranya maka telah terlaksanalah apa
yang dituntut suruhan tersebut. Dengan demikian amar
mukhayyar hanya tertuju kepada salah satu di antara beberapa
pilihan itu.
2) Seandainya ketiga alternatif kafarat sumpah yang disebutkan
dalam contoh ayat di atas ditinggalkan (tidak dilaksanakan)
oleh seseorang yang melanggar sumpah, maka ia hanya
berhak atas satu dosa. Hal ini menunjukkan bahwa yang wajib
dilakukan hanya salah satunya saja
b. Golongan ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa yang wajib
dilakukan adalah keseluruhan alternatif yang disebutkan dalam
amar mukhayyar.
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Amar itu tertuju kepada yang satu, juga meliputi kepada yang
lainnya. Ia merupakan suatu kesatuan; semua alternatifnya
adalah sama. Jika ada kemaslahatan pada salah satunya, maka
juga terdapat pada yang lainnya. Jika berlaku hukum wajib
terhadap salah satunya, maka berlaku pula terhadap yang
lainnya. Dengan demikian kewajiban itu berlaku atas semua
bukan kepada salah satu di antaranya.
2) Seandainya yang dikenai wajib itu hanya salah satunya tentu
Allah memberikan petunjuk untuk itu dan memisahkannya
dari yang tidak diwajibkan
3) Seandainya amar mukhayyar itu menetapkan kewajiban
kepada salah satunya, maka kalau yang dikerjakannya adalah
perbuatan yang lain, berarti ia mengerjakan yang tidak wajib.
Dengan demikian, kewajiban yang dituntut dalam amar adalah
meliputi kesemuanya (secara kuantitas/jumlah), namun dalam
pelaksanaannya dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk
pilihan.
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Sebagian ulama mengatakan bahwa beda pendapat dalam hal ini
hanyalah beda dalam ibarat (formulasi), tetapi tidak berbeda dalam hal
pengertian dan tujuannya. Alasannya, karena ulama yang mengatakan
bahwa kewajiban dalam amar itu berlaku terhadap semua pilihan, juga
akan mengatakan bahwa bila salah satu di antara pilihan itu dilaksanakan,
maka tuntutan amar telah memenuhi dan memadai.
13. Amar yang berkaitan dengan tuntutan terhadap orang lain
Bila seseorang ayah menyuruh salah seorang anaknya untuk
menyuruh anak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan, apakah ini
berarti perintah untuk berbuat kepada pihak pertama (anaknya), dan juga
tertuju kepada pihak kedua (anak yang lain) untuk melakukannya. Hal ini
menjadi perbincangan di kalangan ulama. Supaya jelas, terlebih dulu
akan diuraikan seberapa bentuk kemungkinannya.
1. Orang yang disuruh pertama hanyalah sebagai penyampai
suruhan dan perantara bagi yang menyuruh. Umpamanya
seorang Kepala negara menyuruh perdana menterinya untuk
menyuruh rakyat agar melakukan suatu perbuatan. Amar
dalam bentuk ini tidak diperselisihkan oleh ulama karena
tidak seorang pun meragukan berlakunya kewajiban berbuat
untuk pihak kedua.
2. Orang yang disuruh pertama tidak dalam kedudukan sebagai
penyampai berita; bahkan ia disuruh secara mandiri untuk
mengarahkan amar kepada pihak kedua.
Umpamanya firman Allah yang ditujukan kepada Nabi:
 رمأوأةلاصلاب كله
Contoh dalam sunnah, umpamanya sabda Nabi kepada wali anak-
anak, “suruhlah anak-anak yang berumur tujuh tahun itu melakukan
shalat”.
Amar dalam bentuk inilah yang diperselisihkan oleh ulama Ushul:
1. Jumhur ulama berpendapat bahwa amar tersebut bukanlah bagi
pihak keji untuk melakukan perbuatan tersebut. Alasannya adalah
sebagai berikut:
a. Kalau amar tersebut adalah amar bagi pihak kedua untuk
melakukan shalat, berarti suruhan dalam hadis Nabi itu adalah
perintah bagi anak-anak untuk melakukan shalat langsung dari
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syari (pembuat Hukum). Hal yang demikian tentu tidak tepat,
karena berarti syari menetapkan beban hukum kepada anak-
anak, padahal anak-anak itu belum mampu memahami khitab
syari.
b. Kalau amar itu adalah bagi anak-anak untuk shalat tentu tidak
terlepas dari dua kemungkinan: mungkin anak-anak itu telah
mampu memahami dalil taklif, atau anak-anak itu sama sekali
tidak mampu memahami dalil taklif. Kalau anak-anak itu
mampu memahami dalil taklif tentu tidak perlu wali
menyuruh mereka untuk shalat. Dan kalau anak-anak itu tidak
mampu memahami dalil taklif tentu amar dan khitab di sini
tidak ada artinya. Oleh karena itu jelaslah bahwa amar
tersebut tidak menuntut yang demikian.
2. Ridha Mudhaffar dari Syi’ah berpendapat bahwa amar itu berlaku
bagi pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan. Ia
menjelaskan pendapatnya: bahwa amar untuk menyuruh kepada
pihak pertama yang kedudukannya bukan sebagai penyampai
suruhan, terjadi dalam dua bentuk:
a. Tujuan dari yang menyuruh berhubungan dengan perbuatan
pihak yang disuruh kedua. Suruhannya untuk menyuruh
merupakan suatu cara agar sampai kepada tujuannya. Bila
diketahui tujuannya dalam bentuk ini, maka amar untuk
menyuruh itu adalah amar untuk berbuat itu sendiri
b. Tujuan dari yang menyuruh hanya semata-mata menyuruh
pihak yang disuruh pertama-tama menghubungkan kepada
pihak yang disuruh kedua, maka asal dari keberadaan suruhan
itu tidaklah ditujukan kepada pihak kedua. Di antara pihak
yang dikenai amar itu, maka persoalannya menjadi jelas.
Tetapi kalau tidak ada qarinah, maka amar itu diperlakukanlah
menurut kemulakannya. Dengan demikian amar untuk
menyuruh secara mutlak menunjukkan wajib, kecuali
ditetapkan bahwa amar itu diperuntukkan menurut yang
ditentukan.
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G. Nahy/ىهنلا (Larangan)
1. Definisi Nahy
Pembicaraan ulama dalam pembahasan tentang amar yang
menyangkut hakikat, sikap dalam mengucapkan, dan kedudukan yang
memberikannya, berlaku pula dalam pembicaraan tentang “nahy”
(larangan). Hal ini yang berpengaruh dalam merumuskan definisi “nahy”
tersebut.
a) Ulama yang mensyaratkan kedudukan yang lebih tinggi bagi yang
menyuruh memberikan definisi sebagai berikut:
لا بلط وه ترلأا نم ك ىلعإلأا لىنىد
Terjemahnya :
Tuntutan untuk meninggalkan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang
lebih rendah.
b) Ulama yang mempersyaratkan adanya sikap meninggi waktu
menyampaikan nahy itu memberi definisi:
لاا هجو ىلع فكلا بلط وهلفك ونح يرغ ظفلب ماز
Terjemahnya :
Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti tidak menggunakan
“Tinggalkanlah”, atau yang sejenisnya.
Kata tuntutan meninggalkan فكلا بلط menunjukkan bahwa nahy
itu dalam suruhan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan
untuk tidak berbuat apa-apa.
Kata لاا هجو ىلعلماز bertujuan untuk memisahkan nahy itu dalam
doa dan “permintaan”, meskipun sama-sama menghendaki untuk tidak
berbuat.
Adapun kata فك وحن ريغ di ujung definisi itu memberikan
pengertian bahwa walaupun yang dikehendaki itu adalah untuk
“berbuat” tetapi menggunakan kata yang didahului “larangan”, sehingga
tetap dinamai “nahy”, contohnya, ucapan: “Jangan bergerak”,
sebaliknya, walaupun yang dikehendaki adalah untuk”tidak berbuat”,
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tetapi jika menggunakan kata amar, maka tidak dinamakan “nahy”,
umpamanya ucapan: “diamlah” ucapan ini bukanlah “nahy”.
2. Penunjukan atau Tuntutan Nahy
Nahy itu menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan
kata yang didahului oleh kata larangan, yaitu: la taf al )لعفت لا( atau yang
sewazan (setimbang) dengan kata itu.
Dalam al-Qur’an, nahy yang menggunakan kata larangan itu
mengandung beberapa maksud:






Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
b) Untuk makruh )ةهارك( . Umpamanya sabda nabi dalam hadis
 نسيم لاحألوبي وهو هنيميب هركذ مكد
Terjemahnya :
Di antaranya kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan
kanan ketika buang air kecil






d) Untuk do’a )اعد( Umpamanya firman Allah dalam surat Ali Imran
(3): 8:








(mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena
Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".










Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada
kenikmatan hidup yang Telah kami berikan kepada beberapa golongan di
antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati
terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang
beriman.
f) Untuk menjelaskan akibat )ايبنةبقاعلا( . Umpamanya firman Allah









Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai
dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah
memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata
(mereka) terbelalak,








Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini.
Sesungguhnya kamu Hanya diberi balasan menurut apa yang kamu
kerjakan.
3. Hakikat Nahy (Larangan)
Memang dalam al-Qur’an terdapat beberapa kemungkinan
maksud dari larangan. Untuk apa sebenarnya (hakikat) Nahy itu dalam
pengertian lughawi? Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.
Pembicaraan dan pendapat yang berkembang dalam hal ini sama dengan
pendapat yang berkembang dalam membicarakan hakikat amar.
a. Mayoritas ulama yang berpendapat bahwa amar itu menurut
hakikat asalnya adalah untuk wujub, berpendapat bahwa hakikat
asal nahy itu adalah untuk haram dan ia baru bisa menjadi bukan
haram bila ada dalil lain yang menunjukkannya. Dalam hal ini
jumhur ulama mengemukakan sebuah kaidah yang populer:
لأايمرحتلل يهنلا فى لص
Terjemahnya:
Asa dari larangan adalah untuk bukan haram.
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b. Ulama Mu’tazilah yang berpendapat bahwa hakikat amar adalah
untuk nadb (sunat), berpendapat bahwa nahy itu menimbulkan
hukum karahah (makruh). Berlakunya untuk haram tidak diambil
dari larangan itu sendiri, tetapi karena ada dalil lain yang memberi
petunjuk.
c. Ulama yang berpendapat bahwa lafadz amar itu pengertiannya
mustarak berpendapat baha Nahy itu adalah musytarak
(pengertian ganda) antara beberapa maksud tersebut di atas.
4. Tuntutan Lafadz Nahy untuk Selamanya
Perbedaan pendapat ulama dalam hal apakah amar mutlak
menuntut melakukan perbuatan secara terus menerus (selamanya),
belaku pula dalam hal apakah nahy itu berlaku untuk sepanjang masa
atau tidak.
a. Ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan perintah
mengerjakan untuk selamanya berpendapat bahwa larangan juga
tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa.
Tuntutan berlakunya untuk sepanjang masa tidak muncul dari
lafadz itu sendiri, tetapi dari dalil lain yang menyertainya
b. Ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah
mengerjakan untuk selamanya, berpendapat bahwa nahy juga
menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima
pembatasan waktu jika ada dalilnya.
5. Tuntutan Lafadz Nahy atas Kesegeraan Berbuat
Pembicaraan di kalangan ulama yang berhubungan dengan
tuntutan amar atau kesegeraan berbuat berlaku pula pada nahy, apakah
nahy itu menghendaki kesegeraan meninggalkan larangan atau boleh
ditangguhkan
a. Ulama yang berpendapat bahwa amr itu tidak menunjukkan
kesegeraan untuk dilakukan, berpendapat bahwa nahy juga tidak
menghendaki kesegeraan untuk ditinggalkan. Adanya kesegeraan
tidak datang dari lafadz itu sendiri tetapi dari dalil lain yang
menjelaskannya.
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b. Ulama yang berpendapat bahwa amar itu menuntut kesegeraan
untuk dilakukan, berpendapat bahwa nahy juga kesegeraan untuk
meninggalkan apa yang dilarang
c. Ulama yang bersikap tawaqquf dalam amar, demikian juga
pendapatnya tentang nahy. Menurutnya, antara amar dan nahy
terdapat kesamaan yaitu sama-sama berupa tuntutan.
4. Nahy Atas Beberapa Pilihan (Alternatif) Larangan
Bila amar kadang ditujukan atas sesuatu dari beberapa pilihan,
nahy pun kadang ditujukan terhadap sesuatu dari beberapa pilihan.
Apakah nahy itu hanya ditujukan untuk salah satu dari beberapa pilihan
(alternatif) itu atau berlaku untuk semuanya? Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Umpamanya seseorang berkata,
“jangan kau dekati si Amat atau Si Amit”. Yang tidak boleh didekati
dalam contoh di atas, apakah keduanya atau hanya salah seorang di
antara Si Amat atau si Amit.
a. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan hanya berlaku untuk
salah satu dari beberapa larangan pilihan.
Dalam contoh di atas, hanya berlaku untuk larangan mendekati
salah seorang antara si Amit atau si Amat. Bila ia telah meninggalkan
mendekati si Amit, maka terlaksanalah larangan itu. Tentang siapa salah
seorang di antara keduanya itu, di sini tidak dapat dipastikan dan pihak
yang dilarang dapat memilih salah satu di antara keduanya.
Alasan yang digunakan oleh kelompok ini ialah bahwa nahy adalah
sama dengan amar dalam hal keharusan meninggalkan. Bila seseorang
disuruh untuk bersedekah seratus rupiah atau seratus dollar, maka tidak
wajib melakukan keduanya. Begitu pula yang berlaku dalam larangan.
b. Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa nahy tersebut
menghendaki meninggalkan keseluruhannya dilarang. Pendapat ini
juga diikuti oleh al-Jurjani.
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
نم عطت لاو مهآ اثمأ وفك و ر ا
Terjemahnya:
Janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara
mereka
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Meskipun larangan dalam ayat tersebut dinyatakan secara pilihan
dengan menggunakan kata penghubung “atau”, namun ayat itu
berarti tidak boleh mematuhi mereka yang berdosa dan juga tidak
boleh yang kufur
Dalam menjauhi kedua hal yang dilarang itu terdapat tindakan
yang lebih hati-hati sehingga sama sekali terhindar dari dosa.
5. Hubungan Timbal Balik antara Amar dan Nahy
Amar tentang sesuatu berarti tuntutan mengerjakan sesuatu itu.
Sedangkan nahy atas sesuatu berarti tuntutan menjauhi sesuatu itu. Bila
suatu perbuatan disuruh untuk dikerjakan apakah berarti sama dengan
kebalikannya berupa larangan untuk meninggalkan perbuatan tersebut
atau dengan kata lain, apakah amar tentang sesuatu sama dengan nahy
terhadap lawan sesuatu itu. Dalam contoh larangan untuk bergerak
apakah berarti disuruh untuk diam. Dalam hal ini ulama berbeda
pendapat.
Sebelumnya perlu dijelaskan mengenai bentuk lawan dari suatu
kata bentuk pertama adalah lafadz yang hanya mempunyai satu lawan
kata bentuk yang seperti ini disebut ضيقن (alternatif). Umpamanya lawan
kata bergerak adalah diam. Bentuk kedua adalah lafadz yang lawan
katanya lebih dari satu, disebut دض (kontradiktif). Umpamanya, lawan
kata berdiri adalah duduk, berbaring, jongkok dan sebagainya.
a. Segolongan ulama di antaranya ulama Hanbali, berpendapat
bahwa bila datang larangan mengerjakan satu perbuatan dan ia
hanya mempunyai satu lawan kata, berarti disuruh melakukan
lawan kata itu dari segi artinya. Umpamanya, dilarang bergerak
berarti disuruh untuk diam. Bila lawan kata dari yang dilarang itu
banyak berarti disuruh melakukan salah satu dari lawan katanya.
Umpamanya dilarang berdiri berarti disuruh duduk atau perbuatan
lain yang berlawanan dengan berdiri. Mereka mengemukakan
alasan bahwa bila dilarang melakukan suatu perbuatan berarti
wajib meninggalkannya dan tidak mungkin *** lawan-lawan kata
tersebut. Dengan demikian larangan berbuat sesuatu mengandung
arti untuk meninggalkan salah satu di antara lawannya. Hal itu
berarti kewajiban melakukan lawan kata yang tersebut.
Kebanyakan ulama, di antaranya Imam Haramain, Al-Ghazali, al-
Nawawi, al-Jurjani dan lainnya berpendapat bahwa amar nafsi (tentang
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sesuatu yang tertentu), baik hukumnya atau nadh bukanlah berarti
larangan mengerjakan sesuatu itu dan juga tidak merupakan kelaziman
bagi lawannya, baik larangan itu menghasilkan hukum haram atau
karimah, baik lawan kata itu satu atau lebih dari satu. Alasan ulama ini
ialah sebagai berikut:
1) pada waktu menghadapi tuntutan meninggalkan sesuatu tidak
terlintas dalam pikiran untuk melakukan lawan-lawan kata sesuatu
tersebut. Begitu pula sebaliknya bila disuruh mengerjakan sesuatu
tidak terlintas dalam pikiran untuk meninggalkan lawan-lawan kata
sesuatu tersebut
2) Seandainya disuruh melakukan sesuatu berarti dilarang
mengerjakan lawan sesuatu itu, tentu tidak akan mungkin
dikerjakan tanpa mengetahui lawan dari sesuatu tersebut dan
meninggalkannya, karena lawan dari sesuatu itulah yang menjadi
tuntutan nahy. Hal yang demikian, tidak benar, karena sudah pasti
bahwa tuntutan itu tetap harus dipenuhi meskipun kita tidak
mengetahui lawan katanya. Dengan demikian tidaklah benar
pandangan bahwa amar tentang sesuatu adalah nahy terhadap
lawannya. Demikian pula sebaliknya.
Bila diperhatikan perbedaan pendapat di atas, terlihat bahwa beda
pendapat ini hanya semata beda menurut lahirnya. Sedangkan menurut
kenyataannya tidaklah berbeda, karena ulama yang mengatakan bahwa
amar atas sesuatu bukanlah larangan terhadap lawannya juga akan
sependapat  bahwa bila ia disuruh untuk “bergerak”, umpamanya, ia
akan tahu lawan katanya, yaitu “diam”. Dengan demikian ia juga akan
setuju bahwa dalam keadaan demikian, maka supaya suruhan untuk
“bergerak” itu terlaksana, harus meninggalkan “diam”.
Untuk menengahi dua pendapat yang kelihatannya berbeda
tersebut, Muhammad Khudari Beik menyatakan bahwa untuk suatu
perbuatan yang disuruh terdapat beberapa lawan kata yang disuruh
terdapat beberapa lawan kata yang menyatakannya disuruh itu dan tidak
mungkin keduanya dipertemukan. Demikian pula bagi suatu perbuatan
yang dilarang terdapat lawan katanya dan tidak mungkin menghentikan
yang dilarang itu tanpa mengerjakan salah satu atau semua lawan
katanya. Jelaslah bahwa untuk melakukan suatu suruhan mengharuskan
menghentikan semua lawannya, kalau perbuatan yang dilarang
mengharuskan melakukan salah satu di antara lawannya, kalau tidak
begitu, tentu tidak akan jelas bentuk larangan itu. Hal ini adalah sesuatu
yang diterima semua pihak tanpa memerlukan argumentasi.
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6. Hubungan Nahy dengan Pelanggaran Perbuatan yang
Dilarang
Setiap larangan atau nahy menghendaki ditinggalkannya perbuatan
yang dilarang itu. Bila perbuatan itu dilakukannya berarti ia melakukan
pelanggaran terhadap yang melarang dan karenanya ia patut menerima
dosa atau celaan. Namun bagaimana kedudukan hukum (wadh’i) dan
perbuatan terlarang yang dilakukan itu. Umpamanya seseorang yang
dilarang melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, seperti puasa di hari
raya idul fitri. Kalau dia melakukan puasa tersebut, apakah puasanya sah
atau tidak. Contoh lain larangan melakukan jual beli saat khatib telah
naik mimbar. Jual beli yang dilakukan pada waktu itu sah atau tidak.
Apakah suatu larangan meliputi tuntutan terhadap tidak sah atau
fasidnya perbuatan yang dilarang atau tidak. Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama.
a. Sebagian ulama fiqh dari pengikut Syafi’i Malik, Abu Hanifah
Hanbali, Zhahiri, dan golongan ulama kalam berpendapat bahwa
larangan atau nahy menurut idak sahnya perbuatan yang dilarang
itu bila dikerjakan.
Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
1) Hadis Nabi yang melarang melakukan shalat tanpa bersuci
dengan sabdanya:
روهطب لاا ةلاص لا
Tidak sah shalat, kecuali dengan bersuci
Nabi melarang melakukan pernikahan tanpa wali dengan
sabdanya:
لىوب لاا حاكن لا
Tidak sah nikah, kecuali dengan wali
Tentu yang dimaksud dengan larangan ini bukan
kelangsungan perbuatannya, tetapi berarti tidak ada
hukumnya. Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan
dalam bentuk yang dilarang tidak ada hukumnya, dalam arti
tidak sah.
2) Larangan itu mengeluarkan sesuatu yang dilarang dari
kedudukannya sebagai hukum syari. Sah dan boleh itu
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termasuk hukum syar’i. Sesuatu yang dikeluarkan dari
kedudukannya sesuai dengan hukum syara, maka juga harus
dikeluarkan dari kedudukannya, sesuai dengan hukumnya.
3) Amar menunjukkan sah dan bolehnya perbuatan yang
disuruh itu. Oleh karena nahy itu adalah lawan amar, maka
nahy juga menunjukkan batal dan fasid (rusak) atau tidak sah.
Apa-apa yang ditunjuk oleh amar pada perbuatan yang
disuruh, maka nahy juga harus menunjuk kepada perbuatan
yang dilarang
b. Golongan Muhaqqiq dari ulama Syafi’iyah (seperti Imam
Haramain, al-Qaffal, al-Ghazali), kebanyakan ulama Hanafi,
segolongan ulama Mu’tazilah (seperti Abu Abdillah al-Basri, Abu
Husein al-Karakhi, Qadhi Abdul Jabar, Abu Husein al-Bashr) dan
sebagian ulama Syafi’i berpendapat bahwa nahy tidak menunjukkan
tidak sahnya perbuatan yang dilarang.
Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
1) Suatu dalil yang tidak membolehkannya adanya, maka tidak
ada pula madlulnya. Kita sering mengemukakan dalam syari’at
yang berupa larangan dan hukum haram, menyertai hukum
sah dan memadai. Hal itu menunjukkan bahwa larangan itu
tidak menunjukkan fasidnya perbuatan yang dilarang.
2) Puasa yang dilakukan pada hari raya adalah sah dan dapat
digunakan untuk membayar puasa yang ditinggalkan. Jual beli
pada saat berlangsung khutbah adalah sah. Kedua perbuatan
tersebut (puasa dan jual beli) adalah sah hukumnya meskipun
dilarang melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Hal
tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara larangan
dengan tidak sahnya suatu perbuatan.
3) Fasid atau tidak saha itu adalah sifat tambahan yang tidak
dituntut oleh lafadz nahy. Oleh karena itu hukum tidak saha
atau fasid itu tidak dapat ditetapkan hanya dengan adanya
larangan itu.
c. Pendapat jumhur ulama dapat dikelompokkan kepada beberapa
bentuk larangan menurut jenis perbuatannya, yaitu:
1) Suatu larangan bila berlaku dalam ibadat seperti puasa di hari
raya atau hari tasyrik berakibat batalnya puasa yang dilakukan
pada hari yang dilarang itu
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2) Bila larangan itu mengenai mu’amalat dalam arti umum,
seperti jual beli, tidak berakibat fasidnya perbuatan yang
dilarang jika dilakukan pada saat-saat terlarang selama
larangan itu tidak mengenai akad itu sendiri atau unsur dalam
atau unsur luarnya yang merupakan bagian dari kelazimannya
3) Bila larangan mengenai zat dari akad suatu perbuatan, seperti
larangan melemparkan batu, atau mengenai unsur dalamnya
seperti larangan jual beli binatang yang masih dalam perut
induknya atau mengenai unsur luarnya yang menjadi
kelazimannya seperti itu beli riba, maka larangan tersebut
berakibat pada fasidnya perbuatan yang dilarang itu bila
dilakukan.
Alasan fasidnya perbuatan yang dilarang dalam ibadat adalah karena
ibadat itu dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Alllah.
Tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan
perbuatan yang dilarang-Nya.
Alasan bahwa tidak fasidnya perbuatan yang dilarang tidak
menyentuh rukun atau syaratnya adalah karena hukum sah dan fasid itu
adalah hukum wadh’i. Karenanya, akad itu menimbulkan pengaruh
terhadap perbuatan tersebut. Pengaruh hukum dari akad itu mengikuti
rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Syari’. Bila telah terpenuhi rukun
dan syaratnya, maka terlaksanalah urusan (perbuatan) tersebut.
H. Mutlaq dan Muqayyad
1. Pengertian Mutlaq
Dalam memberikan definisi kepada mutlaq terdapat rumusan yang
berbeda, namun saling berdekatan.
a. Muhammad al-Khudhari Beik memberikan definisi:
 درف ىلع لد ام قلطلماأ وأ.اظفل لقتسم ديق نودب ةعئاش دارفا
Terjemahnya :
Mutlaq ialah lafadz yang memberi petunjuk terhadap satu atau
beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara
lafzi.
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b. Al-Amidi memberikan definisi:
 قلطلما.هسنج في عئاش لولدم ىلع لادلا ظفللا وه
Terjemahnya :
Lafadz yang memberi petunjuk kepada yang diberi petunjuk yang
mencakup dalam jenisnya.
c. Ibnu Subki merumuskan definisi:
قلطلماظفللاديق لاب ةيهالما ىلع لادلا
Terjemahnya :
Mutlaq adalah lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat
sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.
Dengan membandingkan definisi-definisi tersebut jelaslah bahwa
mutlaq adalah lafadz yang mencakup seluruh afrad di dalamnya. Di sinilah
di antara letak perbedaan lafadz mutlaq dengan lafadz ‘am, meskipun
terdapat istilah “meliputi afradnya”.
Dari segi cakupannya, juga dapat dikatakan bahwa mutlaq itu sama
dengan nakirah yang disertai oleh tanda-tanda keumuman  suatu lafadz,
termasuk jama’ nakirah yang belum diberi ikatan.
Bila suatu hukum datang dalam bentuk mutlaq, maka hukum itu
diamalkan secara kemutlaqannya. Demikian pula bila hukum itu datang
dalam bentuk muqayyad, maka hukum itu diamalkan menurut qayid yang
menyertainya. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama.
Namun adakalanya hukum itu datang dengan bentuk mutlaq dalam
satu nash hukum dan datang pula dalam bentuk muqayyad dalam nash
hukum lain. Mengenai cara menghadapi (menangani) maslah ini, menjadi
perbincangan di kalangan ulama ushul.
Dalam masalah ini ada beberapa bentuk pola hubungan antara
lafadz mutlaq dan muqayyad, yaitu:
1) Sasaran dari dua nash hukum itu adalah satu. Jadi, hukum yang
disebutkan adalah sama dan sebab yang menimbulkan hukum itu
juga sama.
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2) Sebab yang menimbulkan hukum berbeda antara lafadz mutlaq dan
muqayyad, namun hukum yang terdapat dalam dua lafadz tersebut
adalah sama.
3) sebab yang menimbulkan hukum adalah sama sedangkan
hukumnya berbeda. Umpamanya ayat yang menjelaskan tentang
wudhu dalam surat al-Ma’idah (5): 6.
4) Sebab yang menimbulkan hukum lafadz mutlaq dan lafadz
muqayyad adalah berbeda, demikian pula hukumnya pun berbeda
pula. Dalam bentuk ini, ulama sepakat mengatakan bahwa lafadz
mutlaq tidak ditanggungkan kepada lafadz muqayyad; masing-
masing diperlakukan menurut sifatnya.
5) Adakalanya salah satu di antara keduanya (lafadz muqayyad dan
mutlaq), dalam bentuk isbat dan yang satu lagi dalam bentuk nafy.
6) Bila dalam keduanya (mutlaq atau muqayyad) dalam bentuk nafy atau
dalam bentuk melarang; atau yang satu lagi dalam bentuk
melarang, maka lafadz mutlaq diberi qayid denga sifat yang terdapat
dalam lafadz muqayyad.
7) Bentuk lain adalah lafadz muqayyad berada dalam dua tempat yang
berbeda.
Mengenai hal ini ada dua pendapat yang berbeda:
a) Menurut Ulama Syafi’iyah, lafadz mutlaq harus di tanggungkan
kepada salah satu di antara kedua muqayyad di tempat yang
berbeda itu.
b) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafadz mutlaq tidak
dapat ditanggungkan kepada lafadz muqayyad dalam keadaan
tersebut karena lafadz muqayyadnya berbeda hukumnya. Oleh
karena itu, lafadz mutlaq berlaku secara kemutlakannya
sedangkan lafadz muqayyad berlaku menurut qayidnya. Masing-
masing berdiri sendiri.
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Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan , dianjurkan untuk
mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang Am dan Khash
2. Buat rumusan tentang Amr dan Nahy
3. Buat rumusan tentang mutlaq dan muqayyad
Tes Formatif
1. Jelaskan apa yang dimaksud Am dan Khas
2. Berikan contoh-contoh tentang Am dan Khas
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan takhshis
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Amr dan Nahy
5. Jelaskan makna-makna yang dikandung dari lafadz Amr dan Nahy
itu?
6. Uraikan tentang Amar setelah larangan!
7. Uraikan antara hubungan timbal balik antara Amar dan Nahy
8. Apa yang dimaksud dengan Mutlaq dan Muqayyad
9. Berikan contoh masing-masing dari lafadz mutlaq dan muqayyad?
10. Uraikan tentang pola hubungan lafadz Mutlaq dan Muqayyad!
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SATUAN BAHASAN II
LAFADZ DZAHIR DAN LAFADZ KHAFY (PEMBAGIAN,
KEDUDUKAN HUKUM, URUTAN PRIORITAS DAN
PENGEMBANGANNYA).
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Untuk menggali aspek-aspek hukum yang terdapat dalam dua
sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis, maka tidak terlepas dari
pembahasan kebahasaan karena hampir delapan puluh persen
penggalian hukum syariah menyangkut persoalan lafadz. Seyogyanya
lafadz-lafadz itu menunjukkan hukum harus jelas dan tegas supaya tidak
membingungkan para pelaku hukum. namun dalam kenyataannya,
petunjuk (dilalah) lafadz itu bervariasi bahkan ada yang kurang jelas atau
yang sering disebut dengan khafa (kurang jelas).
Bab ini akan mengulas tuntas mengenai persoalan lafadz itu baik
lafadz yang berbentuk dzahir maupun lafadz yang berbentuk khafy
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai pengertian lafadz dzahir dan lafadz
Khafiy berikut contoh-contohnya dalam Al-Qur’an dan Hadis serta
uraian dan ulasan yang menarik dari kalangan Ushuliyyun baik dari
ulama Hanafiyyah maupun dari ulama Syafi’iyyah.. Untuk lebih
mendalami dan memahami dari kajian lafadz dzahir dan lafadz khafy,
buatlah intisari/ringkasan dari setiap sub-sub bahasan yang dipelajari.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
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1. Mendiskripsikan lafadz dzahir dan lafadz khafiy secara
etimologi dan terminologi
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagian yang termasuk
lafadz dzahir dan khafy
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan uraian-uraian ulama
tentang lafadz dzahir dan khafy
4. Mengembangkan pemaknaan lafadz dzahir dan lafadz khafy
LAFADZ DZAHIR DAN LAFADZ KHAFY (PEMBAGIAN,
KEDUDUKAN HUKUM, URUTAN PRIORITAS DAN
PENGEMBANGANNYA).
A. Lafadz Dzahir dan Lafadz Khafy
Secara garis besar, lafadz dari kejelasan artinya, terbagi kepada dua
macam: Pertama, lafadz yang telah terang artinya dan jelas
penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar
kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan
penjelasan dari luar. Kedua, lafadz yang belum terang artinya dan belum
jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan
penjelasan dari luar lafadz itu.
1. Lafadz yang Terang Artinya
Lafadz yang terang artinya terbagi kepada empat tingkat yang
kekuatan dari segi kejelasan artinya berbeda. Hal ini dapat dikategorikan
ke dalam: jelas, lebih jelas, sangat jelas dan paling jelas. Urutan keempat
tingkatan itu adalah:
a. Zhahir (رهاظلا)
b. Nash ( ّصنلا)
c. Mufassar (رّسفلما)
d. Muhkam (مكلمحا)
Para pakar Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam hal pembedaan
tingkat antara zhahir dan nash, yaitu:
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a. Kalangan ulama Hanafiah membedakan antara tingkatan zhahir
dengan nash.
b. Sebagian ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak
membedakan antara tingkatan nash dengan zhahir. Keduanya
dipandang dalam kekuatan yang sama.
c. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi’iyah membedakan keduanya,
yaitu nash adalah tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan
dalam penunjukannya, sedangkan zhahir dalam penunjukan
terhadap artinya mengandung beberapa kemungkinan.
Bertolak dari adanya perbedaan pendapat antara nash dan zhahir
tersebut, di bawah ini akan diuraikan penjelasan tentang keempat
tingkatan lafadz tersebut.
a. Zhahir (رھاظلا)
Dalam memberikan definisi terhadap lafadz zhahir terdapat
rumusan yang berbeda di kalangan ulama ushul.
1. Al-Sarkhisi secara sederhana memberikan definisi:
لّمأت يرغ نم عامسلا سفنب هنم دارلما مهفيام
Terjemahnya :
Dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam
dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan
lafadz itu.
Mudahnya memahami sesuatu yang bersifat zhahir itu adalah
karena penggunaan bahasa memang ditujukan untuk itu. Hal ini dapat
dilihat dari definisi yang dikemukakan Al-Amidi berikut ini.
2. Al-Amidi memberikan definisi:
ضولاب نىعلما ىلع ّلد ام رهاظلا ظفللاع فىرعلا وأ ىلصلأا
هيرغ لمتيحواحوجرم لاامتحا
Terjemahnya :
Lafadz zhahir adalah sesuatu yang menunjuk kepada makna yang
dimaksud dengan berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut
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asal dan kebiasaannya, serta ada kemungkinan dipahami dari lafadz itu
adanya maksud lain dengan kemungkinan yang lemah.
3. Qadhi Abi Ya’la merumuskan definisi:
رهظأ اهمدحأ ينينعم لمتحاام نمارخلآ
Terjemahnya :
Lafadz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu di
antara keduanya lebih jelas.
4. Definisi yang tampaknya lebih sempurna dikemukakan oleh Abdul
Wahab Khalaf:
 هنم دارلما مهف فقوت يرغ نمهنم دارلما ىلع هتغيص سفنب ّلد ام رمأ لىإ
نكي لمو  ىجراخليوأتلا لمتيحو قايسلا نم دوصقلما وه هنم دارلما
Terjemahnya :
Lafadz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud
tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain, tetapi bukan maksud
itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dita’wilkan
(dipahami dengan maksud lain).
Contoh lafadz zhahir adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah
(2): 275:
ابرلا مّرحو عيبلا اللها ّلحأو
Terjemahnya:
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu
hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena makna inilah yang
lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan
qarinah yang menjelaskannya. Meskipun demikian ungkapan ayat
tersebut bukanlah sekedar untuk menyatakan halalnya jual beli dan
haramnya riba sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi
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ayat itu untuk membantah anggapan orang munafik waktu itu yang
menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Maksud
sebenarnya dari ayat tersebut dapat diketahui dari latar belakang
diturunkannya (Asbab al-Nuzul) ayat itu.





Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Ayat tersebut begitu jelas artinya yaitu keharusan menaati apa yang
disuruh Rasul baik mengenai apa yang disuruhnya dan apa yang
dilarangnya, karena inilah yang mudah dipahami secara cepat (mudah).
Namun maksud sebenarnya dari ayat tersebut adalah keharusan
menerima apa-apa yang diberikan Nabi sehubungan dengan harta
rampasan perang dan tidak menolak pemberian Rasul, serta menjauhi
apa yang tidak disenangi Rasul.
Ketentuan yang menyangkut lafadz zhahir adalah bila
berhubungan dengan hukum, maka wajib mengamalkan hukum menurut
lahirnya selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan lain dari lafadz itu.
Lafadz zhahir itu, di samping mengandung arti menurut zhahirnya,
juga dimungkinkan memahaminya dengan maksud lain.
Pemahaman lafadz tidak menurut apa yang dipahami menurut
zhahir lafadz itu, di kalangan ahli ushul fiqh disebut dengan “ta’wil”
( تلاليوأ ). Mengenai ta’wil ini akan diuraikan kemudian.
b. Nash ( ّصنلا)
Pengertian nash di sini tidak berarti dalil syara’ dalam bentuk
tertulis seperti Al-Qur’an atau hadis dan bukan pula nash dalam arti fiqh
mazhab yaitu qaul (pendapat) imam mujtahid yang dijadikan dasar
berijtihad bagi pengikut mazhab, tetapi kedudukan lafadz dari segi
penjelasan artinya.
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Para ulama mengemukakan definisi yang berbeda tentang lafadz
nash:
1. Definisi nash menurut al-Uddah:
ا نم مكح فى ايحرص ناكامهيرغ فى لامتمح ظفللا ناك نإو ماكحلأ
Terjemahnya :
Lafadz yang jelas dalam hukumnya meskipun lafadz itu mungkin dipahami
untuk maksud lain.
Meskipun arti dari suatu lafadz sudah cukup jelas, namun masih
mengandung kemungkinan adanya makna lain walaupun tingkat
kejelasan makna lain itu agak lemah.
Al-Sarkhisi menganggap lafadz nash itu lebih jelas dari zhahir
karena disertai qarinah yang datang dari lafadz si pembicara, dan jika
tanpa qarinah tersebut, maka lafadz itu tidak akan begitu jelas.
2. Ulama Hanafiyah yang membedakan antara zhahir dengan nash
memberikan definisi terhadap nash, sebagai berikut:
 لمتيحو هل قيس ىلع ةلاصأ دوصقلما نىعلما ىلع هتغيص سفنب ّلدام وه
ليوأتلا
Terjemahnya :
Lafadz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud
secara langsung menurut apa yang diungkapkan, dan ada kemungkinan
dita’wilkan.





Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Secara nash, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan
nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat
orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan
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keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas,
namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain bahkan dalam arti
yang lebih jelas yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba.
Pemahaman menurut cara terakhir ini disebut pemahaman secara zhahir.





Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Ayat ini secara nash bertujuan untuk menyatakan keharusan
mengikuti petunjuk Rasul tentang pembagian harta rampasan, baik yang
dibolehkan maupun tidak. Karena untuk maksud inilah ayat tersebut
diturunkan menurut “asalnya”, yang dapat dipahami artinya secara
zhahir, bahwa kita wajib mengerjakan apa yang disuruh Rasul dan
menghentikan apa yang dicegah Rasul untuk mengerjakannya.
Dari dua contoh di atas terlihat bahwa kedua ayat yang
mempunyai arti “asal” itu dapat pula dipahami dengan maksud lain, yang
disebut ta’wil. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama
Syafi’iyah dan Malikiyah yang membedakan antara nash dengan zhahir;
dari segi zhahir ayat itu menerima ta’wil, sedangkan dari segi nash tidak
menerima ta’wil.
Nash itu dalam menunjukkannya terhadap hukum adalah lebih
kuat dibandingkan dengan zhahir, karena penunjukan nash lebih terang
dari segi maknanya. Nash itulah yang dituju menurut ungkapan “asal”,
sedangkan zhahir bukanlah tujuan langsung dari pihak yang
mengungkapkannya. Oleh karena itu makna yang dituju secara langsung
itu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan makna lainnya
yang tidak langsung. Atas dasar itu, apabila terdapat pertentangan makna
antara nash dengan zhahir dalam penunjukannya, maka didahulukan yang
nash. Sehubungan dengan ini bila terdapat pertentangan antara arti
umum dengan arti khusus, maka yang harus didahulukan pengalamannya
adalah yang berdasarkan arti khusus, karena arti khusus inilah yang
dimaksud menurut asal mulanya, sedangkan arti yang umum, meskipun
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memang dimaksud pula, tetapi di dalam kerangka pengalaman seluruh
satuan arti (afrad) nya.
Contohnya, firman Allah dalam surat an-Nisa (4): 24:
مكلاذ ءارو ام مكل ّلحأو
Terjemahnya:
Dihalalkan untukmu selain yang disebutkan bagimu.
Ayat ini disebutkan setelah menyebutkan perempuan-perempuan
yang tidak boleh dikawini laki-laki. Hal ini berarti tidak haramnya semua
perempuan yang tidak tersebut dalam zhahir ayat tersebut, termasuk
kawin yang kelima. Namun zhahir ayat tersebut bertentangan dengan





Nikahilah perempuan-perempuan baik yang kamu sukai, dua, tiga, atau
empat.
Ayat ini secara tegas membatasi perkawinan itu sampai empat
orang. Dengan demikian perkawinan yang kelima sebagaimana dapat
dilakukan berdasarkan zhahir ayat sebelumnya menjadi batal menurut
nash ayat ini.
c. Mufassar (رّسفملا)
Dengan ditempatkannya al-mufassar ini pada urutan ketiga,
menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafadz sebelumnya. Ada beberapa
definisi tentang mufassar, di antaranya:
1. Al-Sarkhisi memberi definisi:
وها يذلا فوشكملل مسي هعم ىقبيلا هجو ىلع افوشكم هب فرع
ليوأتلا لامتحا
Terjemahnya :
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Nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka
dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain.
2. Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:
 لامتخا هعم ىقبي لا ثيبح لايصفت لّصفلما هانعم ىلع هتغيص سفنب ّلد ام
ليوأتلل
Terjemahnya :
Suatu lafadz dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya
yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna
lain dari lafadz tersebut.
Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafadz
mufassar adalah:
a. Penunjukannya terdapat maknanya jelas sekali.
b. Penunjukannya itu hanya dari lafadznya sendiri tanpa
memerlukan qarina dari luar.
c. Karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin
dita’wilkan Mufassar itu ada dua macam.
1) Menurut asalnya, lafadz itu memang sudah jelas dan terinci
sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Umpamanya firman
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Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berzina) kemudian
mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka delapan puluh kali.
Bilangan yang ditetapkan dalam ayat ini jelas dan terurai yaitu
delapan puluh kali dera, tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan
lebih atau kurang dari bilangan itu.
2) Asalnya lafadz itu belum jelas (ijmal) dan memberikan
kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang
dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas.
Lafadz seperti itu, juga disebut dengan “mubayyan” (نيبملا)






Orang-orang yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)
ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat
yang diserahkan kepada keluarganya.
Ayat ini menyangkut keharusan menyerahkan diyat kepada
keluarga korban, tetapi tidak di jelaskan mengenai jumlahnya, bentuk
dan macam diyat yang harus diserahkan itu. Sesudah turun ayat ini
datang penjelasan dari Nabi dalam sunnah yang merinci keadaan dan
cara membayar diyat itu sehingga ayat di atas menjadi terinci dan jelas
artinya.
Ketentuan beramal menurut lafal mufassar bila menyangkut
pelaksanaan hukum kewajiban beramal yang telah dirinci secara jelas dan
tidak mungkin dialihkan kepada maksud lain (dita’wil).
Lafal mufassar itu dari segi petunjuknya terhadap makna yang
dimaksudkan lebih jelas dari lafal nash dan lafal dzahir, karena lafalnya
memang lebih jelas dibandingkan dengan nash dari segi tafsirannya yang
terinci, sehingga menjadikan mufassar tidak mungkin untuk dita’wil dan
apa yang dituju menjadi terang. Karena penjelasan mufassar itu lebih kuat
dari nash atau dzahir, bila terjadi perbenturan pemahaman antara
keduanya, maka harus didahulukan antara keduanya, maka harus
didahulukan  yang mufassar. Umpamanya sabda Nabi:
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ةلاص ّلكل أّضوتت ةضاحتسلما
Terjemahnya :
Perempuan yang mustahahah harus berwudhu pada setiap shalat.
Hadis ini merupakan nash yang menunjukkan kewajiban
perempuan mustahadhah (mengeluarkan darah setiap melahirkan, atau di
luar waktu haid) untuk berwudhu setiap melakukan shalat karena itulah
yang dipahami dari lafalnya dan yang dituju dari ungkapannya. Namun
hadis ini mengandung kemungkinan untuk berwudhu pada setiap shalat
meskipun dilakukan beberapa shalat selama dalam waktu itu, atau
berwudhu’ untuk setiap kali shalat.
Pemahaman hadis di atas berbeda dengan sabda Nabi dalam hadis
lain yang bunyinya:
ةلاص ّلك تقول أّضوتت ةضاحتسلما
Terjemahnya :
Perempuan yang mustahadhah harus berwudhu setiap kali masuk waktu
shalat.
Hadis ini secara jelas menunjukkan keharusan berwudhu untuk
setiap waktu shalat dan tidak mengandung arti untuk setiap akan
melakukan shalat, meskipun selama satu waktu shalat. Dengan adanya
hadis yang mufassar ini, maka hadis yang berbentuk nash di atas tidak
diamalkan lagi.
d. Muhkam (مكحملا)
Lafal yang muhkam ialah:
 لبقي لا ثيبح ةحضاو ةللاد يعضولا هانعم ىلع هتغيص سفنب ّلد ام
ليوأتلاو ليدبتلاو لاطبلإا
Terjemahnya :
Suatu lafal yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya
sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukkan yang jelas, sehingga
tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun ta’wil.
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Lafal muhkam berada pada tingkat paling atas dari segi kejelasan
artinya, karena lafal ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai
dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara.
Tidak menerimanya lafal muhkam itu akan pembatalan atau nasakh,
terkadang disebabkan oleh teks lafal itu sendiri yang menghendaki






Jangan kamu terima dari mereka kesaksian selama-lamanya.
Kata  ًادبأ (selama-lamanya) yang tersebut dalam ayat ini
menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk
selamanya, dalam arti tidak dapat dicabut.
Contoh lain adalah sabda Nabi Muhammad:
ةمايقلا موي لىإ ضام داهلجا
Terjemahnya :
Jihad itu berlaku sampai hari kiamat
Penentuan batas hari kiamat untuk jihad itu menunjukkan tidak
mungkin berlakunya pembatalan dari segi waktu.
Tidak menerimanya muhkam terhadap kemungkinan nasakh,
terkadang karena Nabi (pembawa syara’) telah meninggal dan tidak
ditemui keterangan bahwa hukuman yang berlaku itu telah dinasakh.
Dari uraian diatas jelas bahwa muhkam itu ada dua macam, yaitu:
1. Muhkam lizatihi (هتاذل مكحملا) atau muhkam dengan sendirinya bila
tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasakh itu
disebabkan oleh nasakh (teks) itu sendiri. Tidak mungkin nasakh
muncul dari lafalnya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa
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hukum dalam lafalnya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa
hukum lafadz itu tidak mungkin dinasakhi.
2. Muhkam ligharihi (هريغل مكحملا), atau muhkam karena faktor luar bila
tidak dapatnya lafadz itu dinasakh bukan karena naskh atau teksnya
itu sendiri tetapi karena tidak ada naskh yang menaskhnya. Lafadz
dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafadz qath’i (ىعطق)
penunjukkannya terhadap hukum.
Ketentuan tentang lafadz muhkam bila menyangkut hukum, adalah
wajib hukum itu secara pasti dan tidak mungkin dipahami dari lafadz
tersebut adanya alternatif lain, serta tidak mungkin pula dinasakh oleh
dalil lain. Penunjukan lafadz muhkam atas hukum lebih kuat
dibandingkan dengan tiga bentuk lafadz sebelumnya, sehingga bila
benturan pemahaman antara lafadz muhkam dengan lafadz yang lain,
maka harus didahulukan yang muhkam dalam pengamalannya.
2. Lafadz yang Tidak Terang Artinya
Lafadz yang tidak terang artinya (نىعلما حوضو يرغ) terbagi kepada 4
macam tingkat dalam hal ketidakjelasan pengertiannya, yaitu: tidak
terang; lebih tidak terang; sangat tidak terang; dan paling tidak terang.
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Khafi (ىفخلا)
Lafadz khafi ialah:
ةغيصلا يرغ ضراعل هتلاولدم ضعب فى هانعم ىفخ ام
Terjemahnya :
Suatu lafadz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan (dilalah) nya
yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sighat lafadz.
Lafadz khafi itu sebenarnya dari segi lafadz menunjukkan arti yang
jelas, namun dalam penerapan artinya terhadap sebagian lin dari satuan
artinya terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu
diperlukan penalaran dan ta’wil.
Sumber kesamaran dalam lafadz itu disebabkan karena dalam
salah satu satuan artinya (afradnya) mengandung sifat tambahan
dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya. Bisa juga karena kurang
sifatnya atau karena mempunyai nama khusus (tersendiri). Karena ada
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kelebihan atau kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu,
menyebabkan artinya diragukan. Kesamaran arti lafadz itu dihubungkan
dalam konteks satuan arti tersebut.
Contoh lafadz khafi ini adalah lafadz قراسلا (pencuri) dalam firman
Allah, surat al-Maidah (5):4:
 وعطقاف ةقراسلاو قراسلاوامهيديأ ا
Terjemahnya;
Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya.
Lafadz قراسلا itu sendiri sebenarnya cukup jelas, yaitu “orang
yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam tempat
penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi”. Penerapan hukuman
terhadap pencuri dengan arti tersebut juga jelas. Namun lafadz “
pencuri” itu mempunyai satuan arti (afrad) yang banyak, yaitu pencopet,
perampok, pencuri barang kuburan dan lain sebagainya yang mempunyai
kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan dengan pencuri
dalam arti di atas. Apakah sanksi hukuman potong tangan diberlakukan
terhadap semua satuan arti itu. Di sinilah timbul kesamaran tersebut.
Umpamanya “pencopet”, ia mengambil harta milik orang lain
bukan dengan cara sembunyi, tetapi dengan cara terang-terangan melalui
suatu cara yang memerlukan keterampilan dalam kecepatan bertindak.
“Pencopet” berbeda dengan “pencuri” karena “pencopet” memiliki
kelebihan sifat yaitu keberanian dan kecepatan bertindak, sehingga
dinamai khusus dengan “pencopet”. Apakah lafadz “pencuri” dapat pula
mencakup dengan arti “pencopet” untuk dikenai sanksi potong tangan
atau tidak, atau hanya diberlakukan hukuman ta’zir.
Contoh lafadz khafi yang kekurangan sifat, umpamanya lafadz
“nasaby” (pencuri kain kafan atau barang kuburan). Barang yang dicuri
dalam hal ini adalah kain kafan yang pada dasarnya tidak diminati dan
tidak menjadi milik siapa-siapa. Apakah pencuri barang kuburan ini
termasuk dalam arti “ pencuri” dalam hal penerapan sanksi potong
tangan.
Para ulama berpendapat dalam hal menganggap kedua nama
khusus itu (pencopet dan pencuri barang kuburan) sebagai “pencuri”
dalam hal penerapan  hukuman potong tangan terhadap pencurian,
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karena keduanya telah menggunakan nama tersendiri meskipun
termasuk dalam arti pencuri secara umum.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diperlakukan nash
lafadz yang mewajibkan sanksi pencurian kepada “pencopet” dan
“pencuri barang kuburan” karena “pencurian” tidak berlaku pada
keduanya. Pendapat Abu Hanifah itu disetujui oleh pengikutnya,
Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani.
Pengikut Abu Hanifah yang lain (Abu Yusuf), juga Imam Malik
dan Imam Syafi’i serta Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa
“pencopet” dan “pencuri barang kuburan” itu termasuk dalam arti
umum dari “pencuri” karena lafadz “pencuri” mencakup keduanya.
Oleh karena itu sanksi yang berlaku terhadap “pencuri” berlaku pula
terhadap “pencopet” dan “pencuri barang kuburan”.
Contoh lain mengenai lafadz khafi adalah hadis Nabi:
ثري لا لتاقلا
Terjemahnya :
Pembunuh itu tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuhnya.
Lafz لتاقلا (pembunuh) dalam hadis Nabi di atas cukup jelas artinya
dan tidak diragukan untuk menerapkan hukum terhalang dari hak
warisan orang yang membunuh secara sengaja dan terencana. Tetapi
apakah lafadz “pembunuh” dan hukum halangan kewarisan itu dapat
diberlakukan pula terhadap “pembunuhan-tersalah” (tidak disengaja),
“pembunuhan bersebab” (ada penyebab yang melatarbelakanginya),
“pembunuhan bersama” (dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari
dua orang). Hal ini mejadi objek ijtihad para ulama mujtahid.
Imam Syafi’i tidak memberlakukan lafadz “pembunuh” kepada
setiap satuan, artinya sehingga menetapkan hukum halangan kewarisan
terhadap semua bentuk pembunuhan karena lafadz “pembunuh”
menurut umumnya mencakup kepada keseluruhannya. Kelihatannya
Imam Syafi’i melihat kepada lahir lafadz dan menerapkan lafadz secara
harfiyah.
Adapun cara untuk menghilangkan kesamaran tersebut adalah
melalui penelitian, mengetahui tujuan khusus ditetapkannya hukum
atasnya; yaitu “perluasan” penunjukkan lafadz atau “penyempitan”
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dalam penerapannya. Kemaslahatan umum harus diperhatikan dalam
perluasan dan penyempitan tersebut, selama suatu lafadz dapat
digunakan untuk kemaslahatan umum.
b. Musykil (لكشملا)
Lafadz musykil ialah:
ظفللا تاذ فى ببسب هانعم ىفخ ام
Terjemahnya :
Suatu lafadz yang samar artinya, disebabkan oleh lafadz itu sendiri.
Ada definisi yang memberikan penjelasan terhadap defenisi di
atas, yaitu bahwa lafadz musykil itu dari segi sighatnya sendiri tidak
menunjukkan maksud tertentu, oleh karenanya diperlukan qarinah dari
luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafadz tersebut.
Sumber kesamaran lafadz itu berasal dari lafadz itu sendiri.
Adakalanya karena lafadz itu digunakan untuk arti yang banyak secara
penggunaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dari
semata-mata hanya melihat kepada lafadz itu. Lafadz musytarak (كرتشملا)
termasuk ke dalam bentuk ini. Mungkin pula ketidakjelasan lafadz itu
karena ada pertentangan antara apa yang dipahami dari satu nash dengan
apa yang dipahami dari nash lain.
Dalam memahami lafadz musykil bentuk pertama atau yang
disebut juga dengan lafadz musytarak diperlukan petunjuk dari luar
lafadz, bukan dari ungkapan lafadz itu sendiri. Dalam penemuan
petunjuk dari luar itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
yang menyebabkan perbedaan dalam memahami nash hukum.






Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'
90 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
Lafadz quru’ dalam ayat di atas bermakna ganda, yaitu “suci” dan
“haid”. Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda,
karenanya lafadz tersebut termasuk dalam lafadz musykil. Untuk
mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya qarinah yang akan
menjelaskannya. Kelihatannya dalam hal ini ulama mengemukakan dalil
atau qarinah yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda.
1. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa quru’ itu artinya “haid”.
Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengemukakan dalil dan
qarinah sebagai berikut:







Perempuan-perempuan yang telah putus haid diantara istrimu jika ia ragu
tentang iddahnya, maka iddahnya adalah tiga bulan.
Nash ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan luar biasa yaitu
saat meragukan karena haidnya telah terputus, maka perhitungan
‘iddahnya adalah tiga bulan. Hal itu berarti bahwa perhitungan tiga quru’
itu berlaku untuk perempuan yang masih haid. Dengan demikian
perhitungan ‘iddah itu adalah dengan haid, bukan dengan suci.





Tidak boleh perempuan-perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan
Allah dalam rahim mereka.
Nash ayat tersebut mengisarkan bahwa ‘iddah itu adalah “haid”
karena tidak lain yang dijadikan Allah dalam rahim itu kecuali haid
bukan suci oleh karena itu yang sesuai dengan maksud ayat tersebut
adalah quru’ berarti “haid” dan bukan “suci”.
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c. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang jumlah talak dan iddah bagi
hamba sahaya.
ناتضيحا ّدعو ناتنثا ةملأا قلاط
Terjemahnya :
Bilangan talak perempuan sahaya itu adalah dua kali dan iddahnya adalah
dua kali haid.
Hadis di atas bila diakui keberadaan lafasnya menunjukkan
perhitungan ‘iddah adalah dengan haid, tentu perhitungan perempuan
merdeka dengan haid pula karena dalam hal ini tidak ada perbedaan
antara sahaya dengan orang merdeka.
d. Di antara hikmah hukum diwajibkannya ‘iddah terhadap
perempuan yang ditalak suaminya, adalah untuk mengetahui
apakah rahim perempuan itu bersih dari peninggalan bibit
suaminya yang telah mentalaknya. Hal yang demikian hanya dapat
diketahui dengan haid bukan dengan suci.
2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa quru’ itu artinya adalah “suci”
Ayat tentang ‘iddah di atas menjelaskan kewajiban perempuan yang
bercerai dari suaminya adalah menunggu sampai tiga kali suci. Bila
ia dicerai dalam keadaan suci dan belum dicampuri pada masa itu,
maka dengan masuknya masa suci yang ketiga ‘iddahnya sudah
habis. Dalam pemahaman al-Syafi’i ini, perhitungan masa ‘iddah
lebih pendek dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh Imam
Abu Hanifah.
Imam Syafi’i mengemukakan alasan sebagai berikut:





Bila kamu ingin menceraikan istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka
dalam waktu ‘iddahnya.
Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa mentalak istri itu
adalah pada masa ‘iddahnya dengan arti langsung masuk ke dalam
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perhitungan ‘iddah. Talak seperti ini termasuk dalam talak sunni adalah
bila dilakukan saat istri itu dalam keadaan suci yang belum dicampuri.
Dengan demikian perhitungan ‘iddah adalah dengan tiga kali suci dan
bukan tiga kali haid. Karena itu, maka arti  quru’ berarti suci.
b. Kata bilangan (ددع) untuk menunjukkan 3 quru’ dalam ayat
tersebut menggunakan jenis kelamin betina (mu’annas) yaitu ةثلاث .
Dalam ketentuan kaidah bahasa arab, bila bilangannya
menggunakan jenis kelamin betina (mu’annas), maka yang dibilang
(دودعملا) harus dalam bentuk jenis yang jantan (muzakkar).
Berdasarkan ketentuan bahasa ini maka quru’ itu harus bentuk
jantan. Di antara kata suci dan haid’ itu dalam kaidah bahasa arab,
yang jantan adalah kata suci dengan demikian tiga quru’ berarti tiga
kali suci.
3. Penafsiran quru’ dengan suci itu lebih dekat artinya dalam hal
penggunaan kata dari segi pengertiannya, karena kata quru’ artinya
berkumpul atau bergabung. Masa suci seorang perempuan berarti
masa berkumpulnya darah dalam rahim perempuan yang
menyebabkan ia tidak haid. Oleh karena itu pemahaman yang
sesuai adalah menafsirkan quru’ dengan suci.
Adapun contoh lafadz musykil yang disebabkan oleh perbenturan
pemahaman terhadap zhahir dua ayat hukum, adalah firman Allah SWT








Orang-orang yang mendekati kematian di antaramu dan meninggalkan istri-
istri hendaknya berwasiat untuk istrinya itu bersenang di rumah suaminya
selama setahun.
Pemahaman ayat ini diperkirakan berbenturan dengan
pemahaman zhahir dalam firman Allah, surat al Baqarah (2): 243:







Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri
hendaklah beriddah selama empat bulan sepuluh hari.
Ayat pertama meniru zhahirnya mengandung arti bahwa istri yang
kematian suami harus bersenang-senang di rumah suaminya selama
setahun penuh. Dari pengertian ayat ini dapat dipahami bahwa ia tidak
kawin dalam masa itu dengan mencegah keluar dari rumah suaminya.
Ayat kedua mengandung arti keharusan istri yang kematian suaminya
untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari dan bukan setahun penuh
sebagaimana yang dapat dipahami dalam ayat pertama. Dengan demikian
pemahaman ayat pertama seakan-akan bertentangan dengan pemahaman
ayat kedua. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.
Dari hasil pendalaman secara kompromis, para ulama dapat keluar
dari pertentangan dalam memahaminya. Ayat pertama mengandung arti
tentang hak istri yang kematian suaminya untuk tinggal di rumah, dan
bukan berarti ia tidak boleh kawin dalam masa itu. Sedangkan untuk
menjelaskan masa tidak bolehnya kawin (‘iddah) setelah kematian
suaminya, maka Diberlakukanlah ayat kedua. Dengan demikian kedua
ayat yang kelihatan saling bertentangan itu dapat ditempatkan pada
tempatnya masing-masing.
c. Mujmal (لمجملا)
Lafadz mujmal dalam pengertian sederhana adalah:
هيف تعجم دق ماكحأ و لاوحأ ةّدع ىلع هانعم ىوطني ىذلا ظفللا
Terjemahnya :
Lafadz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa
hukum yang terkumpul di dalamnya.
Lafadz mujmal ini lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan
lafadz sebelumnya karena dari segi sighatnya sendiri ia tidak
menunjukkan arti yang dimaksud; tidak pula dapat ditemukan qarinah
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yang dapat membawa kita kepada maksudnya; tidak mungkin pula dapat
dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari Syari
(pembuat hukum) sendiri (dalam hal ini adalah Nabi).
Ketidakjelasan dalam lafadz mujmal itu disebabkan dari lafadz itu
sendiri, bukan dari faktor luar; seperti lafadz-lafadz yang dinukilkan oleh
Syari dari arti kata (lughawi) dan dialihkan menjadi istilah teknis hukum.
Umpamanya lafadz shalat, zakat, shiyam, haji, riba dan sebagainya.
Lafadz-lafadz tersebut sebenarnya lafadz yang terpakai dalam bahasa
arab secara arti kata, namun yang dimaksud oleh Nabi sebagai pembuat
hukum bukan menurut apa yang dipahami oleh orang Arab dalam
bahasa sehari-hari. Untuk maksud itu Nabi memberikan penjelasan
dengan sunnahnya.
Perbedaan antara lafadz mujmal dengan khafi dan musykil adalah
bahwa lafadz mujmal tidak mungkin diketahui rincian maksudnya hanya
semata-mata mengandalkan dari melihat pada lafadznya sebagaimana
yang berlaku pada khafi dan tidak pula dengan semata-mata pada
penalaran dan penafsiran lafadz sebagaimana berlaku pada musykil.
Untuk memahami secara baik maksud lafadz mujmal menurut bentuknya
yang berbeda itu serta juzu’nya yang bersamaan harus merujuk pada
penjelasan resmi dari Nabi yang menjelaskan arti dan rinciannya.
Kebanyakan dari ibarat Qur’ani khususnya yang mengenai hukum
taklifi muncul dalam bentuk mujmal. Kemudian datang sunnah
menjelaskan dan merinci hukumnya, hingga tidak ditemukan lafadz
mujmal dalam Al-Qur’an yang tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi dan
oleh sebab itu tidak timbul lagi keraguan.
Tentang bagaimana sifat mujmal yang sudah diberi penjelasan oleh
Nabi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa lafadz mujmal setelah
mendapatkan penjelasan dari Nabi menjadi “mufassar” sehingga tidak
mungkin dimasuki oleh ta’wil dan tidak dapat pula menerima takhsis.
Sebagian ulama berpendapat bahwa lafadz mujmal setelah
memperoleh penjelasan, kadang-kadang menjadi zhahir atau nash dan
kadang-kadang menjadi mufassar, bahkan kadang-kadang menjadi
muhkam. Kerena banyak kemungkinannya maka tidak dapat dipastikan
untuk satu di antara macam-macam kemungkinan tersebut.
d. Mutasyabih (هباشتملا)
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Lafadz mutasyabih, secara bahasa (arti kata), adalah lafadz yang
meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan.
Dalam istilah hukum, lafadz mutasyabih adalah:
ءاملعلا لوقع هكردت ْنلأ ليبس لاو هانعم ىفيخ ىذلا ظفللا
Terjemahnya :
Lafadz yang samara artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan
untuk mencapai artinya.
Ketidakjelasan lafadz mutasyabih ini karena sighatnya sendiri tidak
memberikan arti yang dimaksud tidak pula qarinah yang akan
menjelaskan maksudnya; sedangkan syar’i membiarkan saja kesamaran
tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam hal ini akal (daya nalar) manusia
tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkannya
kepada Allah sambil mengakui kelemahan dan kekurangmampuan
manusia.
Mutasyabih itu ada dua bentuk:
1. Dalam bentuk potongan huruf hijaiyah yang terdapat dalam
pembukaan beberapa surat dalam al-Qur’an seperti لما ،رلا ،صعيهك
Dan sebagainya. Potongan-potongan dalam bentuk huruf ini tidak
mengandung arti apa-apa ditinjau dari segi lafadznya. Allah SWT
dan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menjelaskannya
sehingga setiap pembaca hanya akan mengatakan: ملعأ اللهاو (hanya
Allah Yang Maha Mengetahui) atau هدارمب ملعأ اللهاو (hanya Allah
Yang Maha Mengetahui maksudnya).
2. Ayat-ayat yang menurut zhahirnya mempersamakan Allah maha
pencipta dengan makhluk-Nya sehingga tidak mungkin dipahami
ayat itu menurut arti lughawinya karena Allah SWT maha suci dari




Arti lughawi ayat tersebut: “Tangan Allah berada di atas tangan
mereka”.
Firman Allah dalam surat al-Rahman (55):27:





Dan akan tetap kekal muka Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia.
Para ulama sepakat mengatakan bahwa di dalam Al-Qur’an
memang terdapat ayat-ayat mutasyabih karena Allah SWT sendiri yang







Dia-lah telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu. Di antara (isi)
nya ada ayat-ayat muhkamat dan itulah Umul Kitab (pokok-pokok isi Al-
Qur’an) dan yang lain adalah (ayat-ayat) mutasyabihat.
Di samping kesepakatan ulama tentang keberadaan ayat
mutasyabihat dalam Al-Qur’an, mereka berbada pendapat tentang
tempatnya dalam Al-Qur’an. Ibnu Hasan mengatakan bahwa tidak ada
ayat mutasyabihat dalam Al-Qur’an kecuali dalam dua bentuk. Pertama
dalam bentuk huruf-huruf yang disebut terpotong-potong dalam Al-






Demi matahari dan cahaya dipagi hari dan demi bulan apabilah
mengeringinya.
Ulama lain menanamkan apa yang diungkapkan ibn Hasan
tersebut dengan ayat-ayat yang mengandung penyamaan Allah dengan
makhluk-Nya.
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Ayat-ayat hukum yang mengandung beban taklif yang merupakan
pokok-pokok syari’ah Islam tidak satu pun dalam bentuk mutasyabihat
dalam pengertian tersebut; tetapi semuanya jelas, baik jelas dari lafadznya
maupun jelas sesudah dijelaskan oleh sunnah Nabi.
Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dalam Al-Qur’an
terdapat ayat-ayat mutasyabihat dalam bentuk kedua, dalam arti bahwa
ayat-ayat yang arti zhahirnya menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang
terdapat pada manusia adalah termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat.
Meskipun tidak mungkin mengetahui artinya, namun mereka berusaha
untuk sampai kepada maksudnya dengan cara menta’wilkan atau
memalingkan arti ayat dari makna zhahirnya kepada maka lain untuk
menghindarkan diri dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini
adalah pendapat ulama khalaf. Umpamanya, mereka menta’wilkan lafadz
كبر هجو yang zhahirnya berarti: “Muka Tuhanmu” menjadi “Zat





Dan akan tetap kekal muka tuhanmu yang maha besar dan maha mulia
ayat itu artinya menjadikan kekallah zat yang maha besar dan maha mulia.
Adapun ulama lain yang menolak usaha mengalihkan arti itu
kepada arti lain. Mereka tetap memahami lafadz menurut apa adanya
sambil menyerahkan diri kepada ilmu Allah dan tidak mencoba untuk
membahasnya dan menta’wilkannya. Kelompok yang keberatan atas
ta’wil ini adalah ulama salaf.
Sumber perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama khalaf
sehubungan dengan pemahaman lafadz mutasyabihat adalah pada
perbedaan mereka dalam memahami firman Allah pasa surat Ali’imran
(3): 7 yang merupakan sambungan ayat yang menyebutkan kata










Dan tidak ada yang dapat mengetahui ta’wilnya kecuali Allah dan orang-
orang yang mendalami ilmunya berkata kami beriman kepada ayat-ayat
yang mutasyabihat semuanya itu berasal dari Tuhan kami.
Ulama salaf dalam memahami ayat tersebut meletakkan tanda
berhenti baca langsung sesudah kata Allah sehingga ayat itu
mengandung arti tiada yang dapat mengetahui ta’wilnya (maksud dari
ayat mutasyabihat itu) kecuali Allah. Karena itu mereka menyerahkan hal
tersebut kepada ilmu Allah dan mereka tidak mencari-cari artinya.
Ulama khalaf meletakkan tanda berhenti baca setelah kata: orang-
orang yang mendalami ilmunya sehingga ayat itu berarti tidak ada yang
dapat mengetahui arti dari mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang
yang mendalami ilmunya karena itu orang-orang yang mendalami
ilmunya akan mengetahui ta’wilnya melalui kehendak arti yang
terkandung dalam lafadz di samping dapat menyucikan pemikiran dari
menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.
Lafadz mutasyabihat merupakan lafadz yang paling samar (tidak
terang) artinya dalam kelompok lafadz yang terang artinya lafadz
muhkam berada dalam tingkat atas dari segi  kejelasannya. Ayat-ayat
yang meyakinkan (qath’i, sedangkan lafadz yang mutasyabihat dan yang
berada dalam kelompoknya menghasilkan pemahaman yang tidak
meyakinkan (zhanni).
Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan , dianjurkan untuk
mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang Dzahir dan Nash !
2. Buat rumusan tentang Mufassar dan Muhkam!
3. Buat rumusan tentang Khafi dan Musykil!
4. Buat rumusan tentang Mujmal dan Mutasyabih!
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Tes Formatif
1. Jelaskan pengertian dzahir dan nash baik secara etimologi maupun
terminologi!
2. Berikan contoh dari dzahir dan nash!
3. Uraikan tentang mufassar dan muhkam!
4. Berikan contoh dari mufassar dan muhkam
5. Jelaskan tentang khafi dan musykil!
6. Berikan contoh dari khafi dan musykil!
7. Uraikan tentang Mujmal dan Mutasyabih!
8. Berikan contoh masing-masing dari mujmal dan mutasyabih!
9. Adakah lafadz mutasyabih dalam nash hukum? Mengapa?
10. Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang lafadz mutasyabih?
SATUAN BAHASAN III
DILALAH DAN PEMBAGIANNYA MENURUT SYAFI’IYAH
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Persoalan al-dilalah baik dilalah manthuq maupun mafhum
merupakan kajian yang sangat menarik dalam kajian Ushul Fiqh karena
kalangan pakar Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam memaknai dari
dilalah itu sendiri.
100 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
Pada bab ini akan diuraikan secara lugas mengenai dilalah itu baik
secara etimologi maupun terminologi berdasarkan hasil kajian dari
perspektif ulama Syafiiyah yaitu dilalah mantuq dan mafhum. Di sisi lain
akan dibahas tentang persyaratan untuk berhujjah dengan mafhum
mukhalafah
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai pengertian dilalah baik dari segi
etimologi maupun terminologinya, macam-macamnya, metode yang
dikemukakan oleh Syafiiyah dalam pembagian tentang dilalah. Untuk
memahami dari kajian dilalah baik manthuq maupun mafhum, buatlah
intisari/ringkasan dari setiap sub-sub bahasan yang dipelajari.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Mendeskripsikan dilalah secara etimologi dan terminologi
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang manthuq dan
mafhum
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang pembagian
mafhum yaitu mafhum muwafaqah dan mukhalfah
4. Memaparkan pendapat para ulama mengenai mafhum
muwafaqah dan mukhalafah
5. Memaparkan persyaratan untuk berhujjah dengan mafhum
mukhalafah.
DILALAH DAN PEMBAGIANNYA MENURUT SYAFI’IYAH
A. Deskripsi Tentang Dilalah
Arti dilalah )ةللادلا( secara umum adalah : “memahami sesuatu atas
sesuatu”. Kata “sesuatu” yang disebutkan pertama disebut “madlul”
(yang ditunjuk), dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul
itu aalah “hukum” itu sendiri. Kata “sesuatu” yang disebutkan
keduakalinya disebut “dalil” (yang menjadi petunjuk). Dalam
hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut “dalil hukum”.
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Dalam kalimat “asap menunjukkan adanya api”, kata “api” disebut
madlul sedangkan “asap” yang menunjukkan adanya “api” disebut dalil.
Pembahasan tentang “dilalah” ini begitu penting dalam ilmu
Logika dan Ushul Fiqh, karena termasuk dalam salah satu sistem
berpikir. Untuk mengetahui sesuatu tidak musti melihat atau mengamati
sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk
yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut
berpikir secara dilalah.
Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui
sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu: dilalah lafzhiyah dan dilalah
ghairuh lafzhiyah.
1. Dilalah lafzhiyah/ ةيظفللا ةللادلا (penunjukan berbentuk lafadz) yaitu
dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk
kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.
Dengan demikian lafadz, suara atau kata, menunjukkan kepada
maksud tertentu. Penunjukannya kepada maksud tertentu itu diketahui
melalui 3 hal:
a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjuk kepada maksud
tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang di seluruh alam ini.
Umpamanya “rintihan” yang keluar dari mulut seseorang adalah
memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan
berada dalam kesakitan. Dengan adanya rintihan, maka semua orang
mengetahui bahwa orang itu sakit, meskipun tidak pernah menyatakan
bahwa ia sedang kesakitan. Penunjukan (dilalah) seperti ini disebut
“thabi’iyyah” (ةيعيبط); secara lengkap biasa disebut dilalah lafzhiyahthabi’iyyah
)ةيعيبطلا  ةيظفللا ةللادلا( .
b. Melalui akal. Maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran,
seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang
didengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu.
Umpamanya suara kendaraan di belakang rumah menunjukkan
adanya bentuk kendaraan tertentu yang lewat di belakang rumah itu.
Dengan adanya suara itu dapat dicerna oleh akal bahwa suara itu adalah
suara kendaraan jenis tertentu, meskipun kendaraan tersebut belum
dilihat secara nyata. Penunjukan secara suara tersebut disebut “’aqliyah”
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ةيلقع; secara lengkap biasa disebut “dilalah lafzhiyah ’aqliyah” لاد) ةيظفل ةل
(ةيلقع.
c. Melalui “istilah” yang dipahami dan digunakan bersama untuk
maksud tertentu.
Umpamanya kalau kita mendengar ucapan, “binatang yang
mengeong”, kita akan mengetahui apa yang dimaksud ucapan itu, yaitu
“kucing”. Ha ini dimungkinkan karena kita sudah memahami dan
menggunakan ungkapan “bintang yang mengeong” itu untuk memberi
istilah kepada “kucing”. Penunjukan bentuk ini disebut “wadh’iya ةيعضو ”;
secara lengkap biasa disebut “dilalah lafzhiyah wadh’iyah”  ةيظفللا ةللادلا)
(ةيعضولا.
Dari berbagai ketiga bentuk dilalah di atas, dilalah bentuk ini (c)
yang paling dominan dibicarakan dalam ushul fiqh. Karena itu akan
dibahas secaralebih rinci.
Para ahli membagi lagi dilalah wadh’iyah ini menjadi tiga bentuk:
1) Muthabiqiy )ةيقباطم ( , yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah
merupakan keseluruhan yang lengkap dan mencakup unsur yang
harus ada pada istilah tersebut.
Contoh istilah “binatang yang mengeong” untuk “kucing”
merupakan islah yang lengkap dan memenuhi syarat ajmi’ mani’
(pas genus et differentium) dalam suatu istilah.
2) Tadhammuniyah )ةينمضت ( , yaitu bila istilah yang digunakan sebagai
dilalah merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam
keutuhan istilah itu. Meskipun hanya menggunakan salah satu
unsur saja, namun sudah dapat menunjukkan maksud yang dituju.
Umpamanya kata yang “mengeong” yang hanya berbentuk “fasal”
dalam istilah, tetapi semua orang sudah dapat mengetahui
maksudnya, yaitu “kucing”.
3) Iltizhamiyah )ةيمازتلا ( , yaitu bila dilalahnya  bukan arti atau istilah
yang sebenarnya, tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim
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berlaku pada istilah tersebut. Melalui penyebutan yang lazim itu,
orang akan mengetahui apa yang dimaksud.
Umpamanya penggunaan ungkapan “bilangan genap” untuk angka
4. “bilangan genap” bukanlah arti sebenarnya dari angka 4, karena
angka 4 itu sebenarnya 2+2 atau 6-2 atau yang lainnya.
Penggunaan ungkapan “bilangan genap” untuk angka 4
sebenarnya tidak salah karena memang ia merupakan salah satu
sifat yang berlaku pada angka 4 itu, namun bukan merupakan arti
sebenarnya.
2. Dilalah ghairu lafzhiyah )ةيظفل ريغ ةللاد( atau dilalah bukan lafadz,
yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, dan bukan
pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa “diam” atau “tidak
bersuaranya” sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada
sesuatu, contohnya seperti “raut muka” seseorang mengandung
maksud tertentu.
Diamnya sesuatu itu dapat diketahui maksudnya melalui hal-hal
sebagai berikut:
a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang dapat diketahui oleh setiap
orang di mana saja.
Umpamanya warna pucat pada wajah seseorang menunjukkan
bahwa ia sedang ketakutan. Hal ini dapat diketahui bahwa secara alamiah
tanpa dibuat-buat, bila seseorang berada dalam ketakutan, maka
mukanya akan pucat. Pucat itu timbul dengan sendirinya dari rasa takut
itu. Penunjukan seperti disebut “thabi’iyah”; secara lengkapnya  يرغ ةللاد)
(ةيعيبط.
b. Melalui akal. Maksudnya, meskipun tidak ada suara atau kata,
namun akal dapat mengetahui apa yang terdapat di balik diamnya
sesuatu itu.
Umpamanya asap yang mengepul dari sesuatu menunjukkan da
api di dalamnya. Meskipun tidak ada petunjuk melalui suara atau kata,
namun seseorang melalui akalnya dapat mengetahuinya, karena menurut
pertimbangan akal: di mana ada asap pasti ada api. Penunjukan dalam
bentuk ini disebut “aqliyah”; secara lengkapnya )ةيلقع ريغ ةللاد( .
c. Melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau
isyarat maksud tertentu. Umpamanya huruf H di depan nama
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seorang muslim menunjukkan bahwa orang itu sudah melakukan
ibadah haji. Hal itu dapat diketahui karena sudah menjadi
kebiasaan yang dapat dipahami bersama bahwa orang yang sudah
haji menambahkan huruf H di depan namanya. Meskipun tidak
ada yang mengatakan bahwa ia sudah haji, namun dari adanya
huruf H di depan namanya, maka semua orang tahu bahwa ia
sudah haji.
Penggunaan tanda atau isyarat, baik dengan huruf atau tanda
lainnya, banyak digunakan dalam kehidupan. Di antara maksudnya
adalah untuk penghematan bahasa. Dengan cara itu maka sedemikian
banyak maksud yang disampaikan dalam komunikasi dapat di singkat
dengan menggunakan lambang dalam bentuk sebuah huruf atau tanda.
Di antaranya seperti tanda kepangkatan di lingkungan ABRI  dan tanda
rambu lalu lintas. Penunjukan seperti ini disebut “wadh’iyah”; secara
lengkapnya  ةيعضو ةيظفل ريغ ةللاد.
Kedua bentuk dilalah di atas (dilalah lafziyah dan gahiru lafziyah),
selain dibahas dalam ilmu mantiq (Logika), juga dikaji dalam ilmu Ushul
Fiqh, meskipun di antara mereka ada perbedaan dalam menggunakan
peristilahannya. Bentuk dilalah yang luas penggunaannya adalah dilalah
lafzhiyah karena mengandung maksud yang langsung dan jelas tentang
hukum. Bentuk dilalah dengan “diam” dalam dialalah ghairu lafzhiayh juga
digunakan dalam penunjukannya terhadap hukum, tetapi mengandung
banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul Fiqh. Di bawah ini
akan dibahas tentang dilalah lafzhiyah versi jumhur ulama.
Dalam pandangan ulama syafii’yyah, dilalah itu ada dua macam,
yaitu: dilalah manthuq dan dilalah mafhum
a. Dilalah Manthuq
Dilalah manthuq dalam pandangan ulama syafiiyah adalah
روكذلما مكح ىلع قطنلا لمح فى ظفللا ةللاد
Terjemahnya :
Penunjukan lafadz menurut apa yang diucapkan atas hukum apa yang
disebutkan dalam lafadz itu
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Definisi ini memberikan suatu indikasi bahwa bila kita
memahami “suatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam lafadz
itu, maka disebut pemahaman secara manthuq






Diharamkan atasmu mengawini) anak-anak tiri yang berada dalam
asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli.
Ayat ini menurut manthuqnya menunjukkan haramnya menikahi
anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli.
Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat
dalam ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan
penjelasan lebih detail lagi di balik yang tersurat itu.
Secara garis besarnya, dilalah manthuq terbagi ke dalam 2 kategori
yaitu: manthuq sharih dan manthuq gayr sharih.
1. Manthuq sharih adalah manthuq yang penunjukannya itu timbul
dari “wadh’iyah muthabaqiyah”  dan “wadh’iyah tahamuniyyah”
Manthuq sharih ini dalam istilah hanafiyyah disebut dengan dilalah
ibarah atau ibarah al-nash
2. Manthuq gayr sharih adalah manthuq yang penunjukannya timbul
dari “wadh’iyyah iltidzamiyah”
Manthuq gayr sharih yang penunjukan dilalahnya ditentukan oleh
pembicara, ada dua macam yaitu dilalah al-iqtidha’ dan dilalah al-
iyma’. Dalam terminologi Hanafiyyah, dilalah iqtida’ disebut juga
dengan iqtidha’a al-Nash. Sedangkan yang dimaksud dengan
dilalah ima’ ialah
 ناكل مكلحا كلذل ةلع فصولا نكي لم ول ثيبح مكبح فصولا ناترقا
اديعب ناترقلاا
Terjemahnya :
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Penyertaan sifat dengan hukum dalam bentuk seandainya sifat itu bukan
yang menjadi illat untuk hukum tersebut, maka korelasi dan penyertaan
tersebut tak memiliki makna dan arti.
Dari sini dapat dipahami bahwa dilalah ima’ itu dapat
diartikulasikan sebagai sebuah petunjuk yang mengisyaratkan sesuatu.
Contoh sabda Rasulullah SAW. kepada seorang Arab Badui yang
melaporkan peristiwanya kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya
di siang hari bulan Ramadhan. Nabi bersabda: “merdekakanlah hamba
sahaya.”
Disebutkannya suatu kejadian yaitu “mencampuri istri di siang hari
bulan Ramadhan” dihubungkan kepada ucapan nabi “merdekakanlah
hamba sahaya” memberi signal bahwa peristiwa itulah yang layak untuk
menjadi illat untuk hukum yang disebutkan. Seandainya tidak menjadi
illat, maka penyertaan sifat dengan hukum itu menjadi sia-sia. Hal yang
demikian tidak mungkin terjadi pada “pembuat hukum” yang arif dan
bijaksana.
Dilalah manthuq gayr sharikh yang penunjukan dilalahnya tidak
dimaksud oleh pembicara dan hanya terbatas pada satu bentuk yang
disebut dengan “dilalah isyarah”.
b. Dilalah Mafhum
Dilalah Mafhum adalah:
 تكس الم ركذ ام مكح توبث ىلع قطنلا لمح فى لا ظفللا ةللاد
 هنع مكلحا يفن ىلع وأ هنع
Terjemahnya :
Penunjukan lafadz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang
disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan
Atau dalam definisi yang lebih simpel yaitu
 قطنلا لمح يرغ فى ظفللا نم مهف ام
Terjemahnya :
Apa yang dapat dipahami dari lafadz bukan yang menurut dibicarakan
Contoh yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Isra (17): 23 :




Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu  ucapan “uf” dan
janganlah kamu membentak keduanya.
Dari ayat ini dipahami secara tersurat adanya larangan
mengucapkan kata kasar atau ‘uf” dan menghardik orang tua. Di sisi
lain, dari ayat ini juga dipahami secara tersirat adanya larangan memukul
orang tua dan perbuatan lain yang dapat menyakiti dan menyinggung
perasaan orang tua.
Dari definisi yang dikemukakan tersebut mengindikasikan adanya
dua macam mafhum yaitu: mafhum al-muwafaqah dan mafhum al-
mukhalafah.
1. Mafhum al-Muwafaqah
Mafhum al-Muwafaqah adalah mafhum yang lafadznya
menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum
yang disebutkan dalam lafadz.
Dari segi kekuatan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan,
mafhum al-muwafaqah terbagi dua yaitu:
a. Mafhum al-Awlawi atau disebut juga Fahwa al-Khitab yaitu
berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih
kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum
pada apa yang disebutkan dalam lafadz. Kekuatan hukum itu
ditinjau dari segi alasan berlakunya hukum pada manthuqnya.
Misalnya firman Allah dalam surat al-Isra, memukul orang tua
hukumnya haram sebagaimana haramnya mengucapkan kata “uf”
karena sifat menyakiti dalam “memukul” lebih kuat dari sifat
menyakiti dalam ucapa kasar (uf).
b. Mafhum al-Musawi atau disebut juga Lahn al-Khithab yaitu
berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam








Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim
pada hakekatnya ia telah memakan api neraka dalam perutnya.
Manthuq ayat ini mengindikasinya adanya pelarangan untuk
memakan harta anak yatim secara dhalim. Ada yang tersirat di balik
manthuq ayat tersebut, yaitu haramnya “membakar” harta anak yatim,
karena “meniadakan harta anak yatim “ itu terdapat dalam memakan
yang juga terdapat dalam “membakar” harta. Kekuatan hukum haram
pada membakar sama dengan hukum haram pada memakan karena
kesamaan alasan “meniadakan” pada kedua keadaan tersebut. Dengan
demikian hukum yang disebutkan secara mafhum sama kekuatannya
dengan hukum yang disebutkan secara manthuq.
2. Mafhum al-Mukhalafah
Mafhum al-Mukhalafah ialah mafhum yang lafadznya
menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan
hukum yang disebutkan. Atau dengan definisi yang lain yaitu hukum
yang berlaku berdasarkan mafhum yang berlawanan dengan hukum yang
berlaku pada manthuq.
Mafhum al-Mukhalafah terbagi kepada beberapa bentuk di
antaranya yaitu:
a. Mafhum al-Shifat
Mafhum al-shifat ialah penunjukan suatu lafadz yang
menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada
sesuatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada. Atau
dengan makna yang lebih simpel dan sederhana: selama ada sifat,
maka berlakulah hukum pada lafadza itu, tetapi sebaliknya bila
sifat tersebut tidak ada, maka berlakulah hukum yang sebaliknya.
Contoh
b. Mafhum al-Syarth
Mafhum al-Syarth ialah penunjukan suatu lafadz yang pada lafadz
itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap
kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu
tidak terpenuhi. Atau dalam definisi yang lebih mudah; bila syarat
terpenuhi, maka berlaku hukum, tetapi bila syarat itu tidak
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terpenuhi, maka dapat ditetapkan hukum yang sebaliknya. Contoh





Jika perempuan (yang dicerai itu)dalam keadaan hamil, maka berilah
mereka nafkah sampai mereka melahirkan anak.
Manthuq dari ayat ini menetapkan hukum wajib memberi nafkah
untuk perempuan yang dicerai dengan syarat ia sedang dalam keadaan
hamil. Mafhum syart (yang tersirat) dari ayat tersebut adalah tidak
wajibnya memberi nafkah pada istri yang dicerai bila ia tidak dalam
keadaan hamil.
c. Mafhum al-Gayah/ limit waktu
Mafhum al-Gayah ialah penunjukan suatu lafadz yang lafadz itu
ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak
berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Atau
dalam definisi yang lebih sederhana: sebelum limit waktu yang
ditentukan berakhir, maka hukum berlaku, tetapi sesudah berakhir
limit waktu yang ditentukan, maka hukum tersebut tidak berlaku





Jika suami mentalak istrinya (talak tiga), tidak halal bekas istri itu
untuknya hingga bekas istri itu mengawini laki-laki lain.
Manthuq dari ayat tersebut tidak bolehnya menikahi istri yang
telah ditalak tiga hingga ia mengawini laki-laki lain. Sedangkan
mafhum al-gayah dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bila
bekas istri yang ditalak tiga telah kawin lagi dengan laki-laki lain,
kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, maka bole
mengawini bekas istri yang telah ditalak tiga itu.
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d. Mafhum al-Adad/bilangan
Mafhum al-Adad ialah penunjukan suatu lafadz yang menjelaskan
berlakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum
kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu.







Pezina perempuan dan pezina laki-laki pukullah masing-masing sebanyak
100 kali.
Manthuq dari ayat tersebut adalah menetapkan pukulan 100 kali
untuk pezina laki-laki dan perempuan. Mafhum al-adad dari ayat
tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadap pezina itu bila
pukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan.
e. Mafhum al-Laqab/ gelar atau sebutan
Mafhum al-Laqab ialah penunjukan suatu lafadz yang menjelaskan
berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu
atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain. Contoh adalah
ucapan “Muhammad itu adalah Rasul Allah”. Manthuq dari
ucapan ini adalah menetapkan kerasulan untuk seorang yang
bernama Muhammad bin Abdullah. Mafhum al-laqab dari ucapan
ini adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang selain
Muhammad bin Abdullah.
B. Syarat-syarat Berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah
Ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum al-
mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan
mafhum al-mukhalafah. Syarat tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut:
a. Mafhum al-Mukhalafah itu tidak bertentangan dengan dalil
manthuq atau mafhum al-Muwafaqah karena keduanya lebih kuat
untuk digunakan dalam istidlal. Bila mafhum al-mukhalafah itu
berlawanan dengan keduanya, maka mafhum al-Mukhalafah tidak
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dapat diamalkan sebagaimana dalam dua contoh di atas. Bila
mafhum al-mukhalafah berlawanan dengan qiyas jali, maka
didahulukan qiyas jali. Tetapi bila berlawanan dengan qiyas khafi,
maka mafhum mukhalafah yang didahulukan.
b. Hukum yang tersebut dalam nash tidak bertujuan untuk sekedar
merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.
c. Hukum yang terdapat dalam nash tidak merupakan jawaban atas
pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu







Janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda
Larangan riba dalam ayat ini muncul terhadap suatu bentuk
muamalah tertentu yang berlaku pada zaman Jahiliyah, yaitu
pinjaman atau hutang yang ditangguhkan dengan kewajiban
bayaran berlipat ganda. Hal ini sudah biasa dilakukan di waktu itu.
Itulah yang disebut “riba” dan muamalah tersebut dilarang.
Dari sini dipahami bahwa adanya larangan dengan sifat
tertentu itu tidaklah berarti bahwa riba yang tidak mengandung
sifat berlipat ganda dibolehkan hukumnya. Dengan demikian,
maka mafhum al-Mukhalafah tidak berlaku dalam ayat tersebut.
d. Dalil manthuqnya (yang tersurat) disebutkan secara terpisah.
Seandainya manthuqnya tidak terpisah dan disebutkan sebagai
rangkaian bagi dalil lain, maka tidak dapat diambil mafhum al-
Mukhalafahnya.
e. Manthuq bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila
manthuq membicarakan hukum atas sesuatu yang menurut
lazimnya berlaku, maka tidak dapat diambil mafhum
mukhalafahnya.
Adanya beberapa persyaratan yang dikemukakan golongan ulama
merupakan pembatasan dalam penggunaan mafhum al-mukhalafah
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sebagai hujjah. Persyaratan ini berlaku di kalangan ulama yang
memperbolehkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah.
Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan III, dianjurkan
untuk mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang Manthuq dan Mafhum
2. Buat rumusan tentang Mafhum Mukhalafah dan Mafhum
Muwafaqah
3. Buat rumusan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk
berhujjah dengan mafhum mukhalafah
Tes Formatif
1. Uraikan tentang Manthuq dan Mafhum!
2. Berikan contoh masing-masing dari manthuq dan mafhum!
3. Uraikan tentang mafhum muwafaqah!
4. Jelaskan secara rinci tentang mafhum mukhalafah!
5. Apa saja yang merupakan persyaratan untuk berhujjah dengan
mafhum mukhalafah?
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SATUAN BAHASAN IV
KAIDAH TASYRI’IYYAH SEBAGAI TUJUAN HUKUM ISLAM
(MAQASHID AL-SYARIAH DALAM BIDANG DHARURIYAH,
HAJIYAH, TAHSINIYAH, PENGERTIAN CONTOH DAN
URUTAN PRIORITASNYA)
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Perbincangan tentang maqasid al-syari’ah merupakan hal yang
sangat urgen dalam hukum Islam. Dikatakan demikian karena semua
perintah dan larangan Allah yang ada dalam al-Qur'an dan hadis
mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak
menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, akan tetapi bertujuan
untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Secara umum tujuan
Tuhan dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat. Itu artinya bahwa hukum-hukum yang
tertuang dalam syari’at Islam, berorientasi memelihara kemaslahatan
para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan
yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi
manusia. Para ulama sepakat bahwa syari’at Islam mengandung
kemaslahatan untuk manusia. Namun demikian, terdapat perbedaan
pandangan dalam hal menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan
penetapan hukum syara’.
Bab ini akan mengeksplorasi tentang Maqashid al-Syariah dan hal-
hal yang memiliki korelasi dengannya seperti persoalan kemaslahatan
yang tertuang dalam konsep dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai Maqashid al-Syariah baik dari segi
etimologi maupun terminologinya, tentang mashlahat dan konsep
dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Untuk lebih mendalami dan memahami
dari kajian qiyas, buatlah intisari/ringkasan dari setiap sub-sub bahasan
yang dipelajari.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Mendeskripsikan Maqashid al-syariah secara etimologi dan
terminologi
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang bentuk maslahat
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang dharuriyat, hajiyat
dan tahsiniyat
4. Memaparkan pendapat para ulama mengenai dharuriyat, hajiyat
dan tahsiniyat.
KAIDAH TASYRI’IYYAH SEBAGAI TUJUAN HUKUM ISLAM
(MAQASHID AL-SYARIAH DALAM BIDANG DHARURIYAH,
HAJIYAH, TAHSINIYAH, PENGERTIAN CONTOH DAN
URUTAN PRIORITASNYA)
A. Pengertian Maqashid Syariah
Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan
target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-
perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi
lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang
ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran di berbagai teks-
teks suci syariah baik Al-Qur’an maupun hadis. Karena itu pula
maqashid al-syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan
dimaknai sebagai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi
bagaimana pun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan
(freedom), ajaran kerahmatan dan kemaslahatan.
Dalam memahami maqashid al-syari'ah para ulama menurut al-
Syatibi terbagi kepada tiga kelompok dengan metode pemahaman yang
berbeda-beda, yakni: Pertama, ulama yang berpendapat bahwa maqashid
al-syari'ah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali lewat
petunjuk Tuhan yang terungkap dalam bentuk zahir lafal yang jelas.
Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian, yang pada gilirannya akan
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bertentangan dengan kehendak bunyi lafal. Kelompok itu disebut al-
Zahiriyah.
Kedua, ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir lafal nash.
Kelompok itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama
berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah diketahui bukan dari zahir lafal
dan bukan pula dari tunjukan zahir lafal. Maqashid al-Syari'ah merupakan
hal lain yang ada dibalik tunjukan zahir lafaz yang terdapat dalam semua
aspek syari'at. Kelompok itu disebut ulama al-Batiniyyah. Golongan
kedua berpendapat bahwa maqashid al-Syari'ah harus dikaitkan dengan
pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan
mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir lafal dengan nalar, maka
yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas
dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok itu disebut
ulama al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas.
Ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan
(zahir lafal dan pertimbangan makna illat) dalam suatu bentuk yang tidak
merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan
makna/illat, sehingga tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-
kontradiksi. Kelompok itu disebut ulama al-Rasikhin.
Kaitannya dengan hal tersebut, al-Syatibi dalam memahami
maqashid al-syari'ah merumuskan tiga cara, yaitu:
1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Suatu
perintah menurutnya menghendaki perwujudan dari sesuatu yang
diperintahkan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan
yang dikehendaki oleh al-syar'i. Demikian pula sebaliknya. Sebuah
larangan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu
ditinggalkan. Keharusan meniggalkan perbuatan yang dilarang
merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.
2. Menelaah illat al-amr (perintah)  dan al-nahiy (larangan).
Menurutnya pemahaman maqashid al-syari'ah dapat dilakukan
melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan
Hadis. Illat hukum itu adakalanya tertulis secara jelas dalam ayat
atau hadis, maka menurutnya, harus diikuti apa yang tertulis itu.
Namun, apabila illat tidak tertulis, maka harus dilakukan tawaqquf.
Tawaqquf disini bukan bersifat pasti tetapi sebaliknya. Al-Syatibi
mengemukakan bahwa tawaqquf dalam masalah mu'amalah
misalnya, dapat dilakukan ta'addi, jika tujuan hukum itu dapat
diketahui dengan ta'addi tersebut. Selain itu, kedinamisan al-
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Syatibi juga dapat dilihat definisinya mengenai illat. Menurutnya,
illat adalah kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang
berkaitan dengan perintah (al-amr) dan kebolehan (al-ibadah) dan
kemafsadatan (al-mafasid) yang berkaitan dengan larangan (an-
nahiy). Dengan demikian, illat suatu hukum adalah kemaslahatan
dan kemafsadatan itu sendiri.
3. Analisis terhadap sikap diam syar'i. Ini merupakan cara memahami
persoalan-persoalan hukum yang tidak disebut oleh al-Syar'i.
Mencermati metode memahami maqashid al-syari'ah tersebut,
tampaknya masih memberikan kesan bersifat normatif semata dan
kurang memberikan ruang bagi metode pemahaman maqashid al-syari'ah
yang berbasis realitas. Dikatakan demikian karena paradigma
metodologis dalam memahami maqashid al-syari'ah masih terkesan tidak
lebih dari analisis teks. Hal ini tampak dalam pijakan analisis yang
mengacu pada definisi ushul fiqh yang tidak terlepas dari kata kunci  نـم
ةيلـصفتلا اـهتلدا (diambil dari dalil-dalil terperinci). Ini mengindikasikan
suatu metode pemahaman bahwa maqashid al-syari'ah hanya dapat
ditemukan dan diderifikasi dari teks-teks wahyu (law in book).
Metode memahami maqashid al-syari'ah dengan basis metode
ushul fiqh, pada dasarnya tidak salah. Akan tetapi, ditemukan suatu
kelemahan ketika diperhadapkan dengan realitas sosial empiris yang
hidup di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena metode
ushul fiqh dalam memahami maqashid al-syari'ah yang berangkat
terminologi min adillatiha tafshiliyah, dirasakan kurang memberikan
tempat yang proporsional bagi realitas sosial empiris secara proporsional
dalam kerangka metodologis. Hal tampak terasa ketika menggunakan
metode konvensional seperti qiyas, istihsan, istislah, urf dan metode-
metode lainnya. Pada gilirannya metode memahami maqashid al-syari'ah
tetap berputar-putar pada pendekatan doktriner-normaif-deduktif, dan
hal ini tetap berada pada kerangka tekstual.
Kendatipun beberapa tawaran metodologis yang  yang telah
ditawarkan oleh para ulama seperti al-Gazali dengan metode induksi dan
tujuan hukumnya, al-Syatibi dengan metode induksi tematisnya, akan
tetapi dalam kenyataannya mereka tetap memusatkan metode analisisnya
pada kerangka normatis-tekstual. Demikian pula dengan pandangan
pemikir kontemporer seperti Mahmoud Muhammad Thoha,
Muhammad Sahrur, Fazlurrahman, tampaknya belum memberikan
jawaban yang memuaskan. Dalam artian bahwa kendatipun telah
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diupayakan untuk memberikan perluasan makna teks melalui berbagai
metode, akan tetapi masih terdapat kecenderungan mendasar tekstualitas
dan kurangnya memberikan respon terhadap analisis empiris dalam
memahami maqashid al-syari'ah. Paling tidak dapat dikatakan bahwa
metode analisis dalam memahami maqashid al-syari'ah tersebut, masih
menyisakan ruang kosong (baca; jarak) antara teks dan realitas sosial
yang mengitarinya.
Tekstualisasi metodologis dalam memahami maqashid al-syari'ah
merupakan suatu pola yang lahir dari sistem epistemologi tertentu. Jika
dirunut lebih jauh, maka tekstualisasi dalam memahami maqashid al-
syari'ah pada dasarnya menganut pola pemikiran subjektivisme teistik.
Sementara itu, dalam pandangan subjektivisme teistik dianut bahwa
maqashid al-syari'ah hanya dapat dipahami melalui wahyu yang
dibakukan dalam kata-kata. Dalam hal ini, patut disadari bahwa
kecenderungan tekstualis yang berlebihan dalam memahami maqashid
al-syari'ah justru akan menyempitkan universalitas syari'ah. Bahkan,
tekstualitas yang berlebihan dalam memahami maqashid al-syari'ah akan
memunculkan kesulitan dan ketidakcakapan hukum Islam dalam
merespon gelombang perubahan.
Merespon problematika metodologis dalam memahami maqashid
al-syari'ah yang berpangkal dari kurangnya dimensi empiris dan tidak
adanya sistematisasi secara menyeluruh, tidak cukup diatasi dengan
menerapkan ilmu-ilmu modern Barat. Dikatakan demikian karena
metode pendekatan dan ilmu-ilmu sosial Barat juga tengah mengalami
krisis epistemology, yakni terjebak pada positivisme yang tidak pernah
mempertimbangkan dimensi normatif wahyu dalam metode dan
pendekatannya. Dengan demikian yang diperlukan dalam menjembati
kesenjangan teks dan realitas dalam memahami maqashid al-syari'ah
adalah metode yang mendekatkan yang mendekatkan dua karakteristik
keilmuan, sehingga dapat melahirkan suatu sintesa positif bagi
pemahaman maqashid al-syari'ah yang responsif. Dalam hal ini, dimensi
normatif (wahyu) dimasukkan dalam analisis sosial  keilmuan Barat,
sementara itu analisis teks keilmuan ushul fiqh memasukkan realitas
sosial empiris dalam kerangka metodologisnya.
Dalam konteks ini, pijakan analisis dalam memahami maqashid al-
syari'ah meminjam istilah Abu Sulaiman bahwa adanya proses restorasi
wahyu dan akal yang harus berhenti pada proses metodologis tertentu.
Hal ini berarti yang diperlukan adalah integrasi dua kutub keilmuan yang
diformat dalam suatu kerangka metodologis. Akan tetapi, perlu
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ditegaskan bahwa integrasi yang dimaksudkan bukan suatu percampuran
secara elektrik dari Islam dan Barat modern, melainkan lebih pada
reorientasi seluruh bidang pengetahuan kemanusiaan dengan sejumlah
kategori dan kriteria baru atas dasar Islam.
Dengan demikian, dalam memahami maqashid al-syari'ah perlu
dipertimbangkan suatu kerangka metodologis alternatif yang
mengajukan metode analisis ilmiah yang dekat aspirasi Islam. Namun,
metode yang dimaksud mesti memasukkan data-data empiris dalam
kerangka analisisnya dan menjadi Islam sebagai inspirasi dalam
mengapresiasi berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat.
Dalam hal ini, data-data sosial empiris dibawa masuk ke dalam metode
memahami maqashid al-syari'ah, sehingga dimensi sosial empiris yang
banyak disingkirkan kembali menemukan tempat secara proporsional.
Oleh karena itu, paradigma metodologis yang demikian mengandaikan
hadirnya pendekatan induksi sosial yang menyertai teks dan dilakukan
secara simultan dengan pendekatan deduktif. Artinya bahwa metode
memahami maqashid al-syari'ah harus memasukkan data realitas empiris
dalam proses analisis dan simpulan hukumnya, bukan semata-mata
diderivikasi dari teks. Dalam hal ini, pendekatan induksi sosial akan lebih
hidup dan berada pada tempat yang seharusnya.
Dalam pada itu, pendekatan induksi sosial dalam memahami
maqashid al-syari'ah, lebih relevan untuk mengidentifikasi dan
mengungkapkan causa efisien dan causa finalis (ilat dan hikmah) dari objek
hukum dengan memanfaatkan ilmu sosial dan kealaman. Ketika kasus
hukum telah disebut dalam teks tanpa diserta illat dan hikmah, maka
analisis empiris sosial bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan
ilat dan hikmahnya guna memantapkan penerimaan terhadap hukum
tersebut, atau juga mungkin mengubahnya. Bagi kasus hukum baru yang
belum ada ketentuan hukumnya dalam teks, maka pendekatan induksi
sosial bertujuan untuk membangun pondasi hukumnya. Namun
persoalannya adalah ketika keduanya berhadapan secara kontradiktif,
maka realitas empiris harus direkonstruksi sedemikian rupa dengan tetap
memberinya hak hidup. Dengan demikian, realitas empiris dan wahyu
atau teks harus berfungsi komplementer dan berhubungan secara
dialektis, baik ketika realitas sosial itu tidak terdapat dalam teks wahyu
maupun ketika berseberangan dengan teks wahyu.
Pada tataran ini, metode memahami maqashid al-syari'ah yang
memberikan ruang bagi realitas sosial empiris untuk menjadi variabel
dalam memahami maksud syari' yang terdapat dalam teks. Pada
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gilirannya terbangun suatu metodologis memahami maqashid syari'ah
yang dialogis antara teks dan konteks. Dengan demikian terdapat
harmonisasi antara teks, konteks dan realitas sebagaimana yang berlaku
dalam pendekatan hermeneutika.
B. Kemaslahatan
Dalam mengeksplorasi lebih jauh tentang maqashid al-syariah,
maka pembahasan tentang maslahat merupakan bahagian yang
terpenting di dalam maqashid al-syariah itu sendiri.
Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan
dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti
bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap
suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu
karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri
alasannya oleh Allah atau tidak. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat
disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan suruhan shalat dijelaskan





Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan
munkar.





Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tentram














Sesungguhnya minum khamar dan berjudi, berhala dan bertenung adalah
perbuatan keji dari syaitan dan oleh karenanya jauhilah.
Untuk menjelaskan kenapa perbuatan tersebut dilarang, dijelaskan










Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat.
Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui
alasannya oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat zhuhur setelah
tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa
tujuan, Cuma tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia.
C. Bentuk Maslahat
Maslahat itu ada dua bentuk:
l. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia
yang disebut  بلج)(عفانملا (membawa manfaat). Kebaikan dan
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kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan
saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang
sedang haus meminum-minuman segar. Ada juga yang
dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu
melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi
justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria
disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah
berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang
disebut دسافملا ارد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan
itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan
yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya
sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan
kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan
pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi
yang berpenyakit gula.
Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik
buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang
menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi
kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi
kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu
bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah
primer, sekunder dan tersier.
1. Kebutuhan Primer/Dharuri ) رورضلاتاي(
Kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk
keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa
terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini
dalam Ushul Fiqh disebut tingkat dharuri )ىرورضلا( Ada lima hal yang
harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan
manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta
dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut "dharuriyat yang lima".
Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada
manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi
keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang
melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah
satu dari kelima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat
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mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan
karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak
atau mengurangi nilai unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya
harus dijauhi.
Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada
Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari
akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang
pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk
berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an







Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
Di samping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang
dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad







Barangsiapa yang murtad di antaramu dari agamanya kemudian ia mati
dalam kekafiran, mereka itulah yang dihapus amalanny,a di dunia dan
akhirat.
Sehubungan dengan itu Allah menyuruh memerangi orang yang
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Terjemahnya:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi
kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan,
minum. menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu
berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk
meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada
pemeliharaan jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam
hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya





Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan
Allah, kecuali secara hak.
Begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan,




Janganlah kamu menimpakan dirimu kepada kerusakan.
Sebagai ancaman terhadap pembunuhan itu, Allah menetapkan







Wahai orang-orang yang beriman Allah telah menetapkan atasmu hukuman
qihash karena pembunuhan.
124 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia
diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan
meningkatkan kualitasnya dengan cara  menuntut ilmu. Segala usaha
untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini
manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak
memperhitungkan jarak atau tempat, sebagaimana sabda Nabi yang
populer:
ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
Terjemahnya :
Menuntut ihnu itu wajib batas setiap orang yang beriman.
Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat
menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada
kerusakan akal adalah perbuatan buruk; karenanya dilarang syara'. Dalam
hal ini Allah mengharamkan meminum minuman memabukkan dan
segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Nabi
dalam sunnahnya menetapkan sanksi pukulan sebanyak 40 kali atas
peminum minuman yang memabukkan itu.
Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan
pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya
mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi
pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh
oleh syara`. Banyak firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyuruh







Bila telah kamu tunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah
rezeki dari Allah.
Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan
harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah
melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan
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Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya.
Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan
sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup
ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan
kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah
mensyariatkan kawin  dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam






Kawinilah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang -orang baik
di antara hambamu.
Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan
keturunan yang sah adalah  perbuatan buruk. Oleh karena itu Nabi
sangat melarang sikap tabattul atau membujang karena mengarah pada
peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai
perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nazab







Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
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Pezina laki-laki dan perempuan cambuklah masing-masingnya 100 kali.
Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (dharuri) tersebut
menurut sebagian ulama adalah "harga diri" yang, disuruh Allah untuk
menjaganya dan  melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya.
Dalam hal ini diharamkan menuduh perempuan baik-baik melakukan
zina tanpa bukti yang sah dan pelakunya diancam dengan 80 kali








Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak
dapat mengemukakan empat orang saksi  cambuklah 80 kali.
Tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam
pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu suruhan-
suruhan syara' dalam hal ini bersitat mutlak dan pasti, serta hukum
syara` yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah
"wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fardhu" (menurut ulama
Hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan dharur"i ini
bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram
dzati )يتاذلا مارحلا( . Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang
dharuri ini, syara` menetapkan hukum - hukum pelengkap yang terurai
dalam kitab-kitab fiqh.
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2. Kebutuhan Sekunder/Hajiyat )تايجاحلا(
Tujuan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia ialah sesuatu
yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat
dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan
manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.
Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan
penetapan hukum syara` dalam bentuk ini disebut tingkat hajiyat.
Tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada
tiga kelompok:
a. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan
kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib  ةمدقم)
بجاو( . Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya
dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas aka1.
Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah
tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya
mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan
di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat
hajiyat.
b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan
secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang
dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri.
Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu
juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan
zina yang dharutri itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan
jenis di tempat sepi  memang bukan zina dan tidak akan merusak
keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina.
Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup
pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri.
Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini
berada pada tingkat hajiyat.
c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukshsah
(kemudahan. yang memberi kelapangan dalam kehidupan
manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah
satu unsur yang dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam
kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum "ibadat"
seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan: dalam
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"muamalat" seperti bolehnya jual bell salam (inden); juga dalam
"jinayat" seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan
qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau
tanpa diyat sama sekali.
3. Kebutuhan Tersier / Takhsiniyat  )تاينيسحتلا (
Tujuan tingkat "tersier" adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk
memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.
Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata
tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut "takhsiniyat".
Tujuan takhsiniyat ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum
wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum
haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat
lainnya (dlharuri dan hajiyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan
takhsini itu menimbulkan hukum "sunat", dan perbuatan yang
mengabaikan kebutuhan takhsini menimbulkan hukum "makruuh".
Takhsini berlaku pada bidang ibadat, seperti berhias dan
berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang muamalat,
seperti pada jual beli syuf ah; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam
berbelanja; serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak
membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.
Pembagian tujuan syara` pada tiga hal tersebut, sekaligus
menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat dharuri lebih tinggi dari
tingkat hajiyat, dan tingkat hajiyat lebih tinggi dari tingkat takhsiniyat.
Kebutuhan dalam peringkat
yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat kepentingannya,
yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan (harga diri). Adanya peringkat
dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar
masing-masing kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus
didahulukan.
Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat dharuri
dengan yang bersifat hajiyat, maka yang didahulukan adalah yang tingkat
dharuri. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki
menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan
operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam
tingkat dharuri. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat
aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat hajiyat. Di sini
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terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat dharucri dengan
larangan dalam tingkat hajiyat. Dalam hal ini ulama membenarkan si
dokter melihat aurat di sakit waktu operasi tersebut, karena harus
mendahulukan yang dharuri dari hajiyat.
Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada
dalam tingkat dharuri namun berbeda dalam urut kepentingan
didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara
agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka
diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah
diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan







Jihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu di jalan  Allah.
Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa
dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan
memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat
kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum
cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman
terlarang maka boleh dia meminum minuman itu.
Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal
dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara
akal harus didahulukan. Umpamanya seseorang yang akalnya  terancam
kerusakan dan baru dapat ia melepaskan ancaman itu dengan cara
mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini dibolehkan ia
mencuri untuk memelihara akalnya itu.
Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta
dengan kepentingan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan
memelihara harta. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman
satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnahkan. Dibenarkan
tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang melarang karena
membela harta, apalagi membela jiwa.
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Untuk  membenarkan tindakan mengambil suatu resiko buruk
untuk mempertahankan kepentingan  yang lebih tinggi itu ulama
menggunakan kaidah:
ةرورضلل حيبأ هتاذل مرح ام
Terjemahnya :
Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena dharurat
Begitu pu1a bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada
dalam kepentingan tingkat hajiyat, didahulukan satu di antaranya, yaitu
yang paling enteng resikonya. Seandainya sama resikonya didahulukan
kepentingan berdasarkan urut sebagaimana disebutkan di atas, karena
meski bagaimana juga kepentingan hajiyat berkaitan dengan salah satu
lima unsur dharury disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat
berada pada tingkat hajiyat yang berkaitan dengan memelihara agama.
Bulan untuk kepentingan proses belajar mengajar ini si guru terpaksa
melihat wajah si murid semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia
dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. Haram melihat aurat
berada pada haram ghairu izzati atau saddu al-zari`ah sedangkan belajar
pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat hajiyat. Hajat dalam
hal ini didahulukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas
haji pula.
 يرغل مرح ةجاحلل حيبأ ه
Terjemahnya :
Sesuatu yang diharamkan bukan  secara zaati dibolehkan karena adanya
hajat
Bahkan kadang-kadang ulama menempatkan tingkat haji itu dalam
keadaan tertentu pada tingkat dharuriyat sebagaimana tersebut dalam
kaidah berikut ini:
.ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجالحا
Terjemahnya :
Hajat itu terkadang menempati tempat dharur
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Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan , dianjurkan untuk
mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang Maqashid al-Syariah!
2. Buat rumusan tentang maslahat!
3. Buat rumusan tentang al-Dharuriyat, al-Hajiyat dan al-Tahsiniyat
Tes Formatif
1. Jelaskan tentang Maqashid al-Syariah!
2. Uraikan tentang Maslahat!
3. Jelaskan tentang pembagian maslahat!
4. Uraikan tentang Dharuriyat beserta contohnya!
5. Uraikan tentang Hajiyat beserta contohnya!
6. Uraikan tentang Tahsiniyat beserta contohnya!
7. Jelaskan pendapat anda jika terjadi perbenturan antara dharuriyat
dengan hajiyat?
SATUAN BAHASAN V
IJTIHAD: PENGERTIAN, PEMBAGIAN, SYARAT-SYARAT
DAN TINGKATAN MUJTAHID
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A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai
inovasi dan produktivitasnya adalah tantangan serius hukum Islam yang
selama ini berjalan secara stagnan, rigid dan konvensional. Iptek tidak
mungkin akan bergerak ke belakang dan pasti bergerak ke depan untuk
merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan
progresivitasnya. Kalau sekedar mengandalkan al-turats al-islamiy
dengan paradigma konvensional, tentu banyak fenomena kontemporer
yang jatuh pada masalah mauquf (dipending) karena belum ada nash
yang meresponnya. Kalau itu yang terjadi, suara hukum Islam tidak akan
didengar lagi gelombang modernisasi yang sudah sangat maju. Dalam
konteks ini, sudah saatnya umat Islam mengoptimalkan seluruh daya
pikirnya untuk dinamisasi, reaktualisasi dan refungsionalisasi hukum
Islam agar formulasi hukum Islam relevan dengan kondisi kekinian yang
selalu berubah setiap saat. Untuk merespon semua itu diperlukan ijtihad
dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni
dalam menanggapi berbagai problematika kekinian.
Bab ini akan mengurai tentang ijtihad, macam-macam ijtihad serta
persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid dan perlunya
memformulasi kembali model-model ijtihad agar bisa merespon
tuntutan realitas.
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai pengertian ijtihad baik dari segi
etimologi maupun terminologinya, macam-macam ijtihad, syarat-syarat
mujtahid dan gagasan formulasi model ijtihad. Untuk lebih mendalami
dan memahami dari kajian ijtihad, buatlah intisari/ringkasan dari setiap
sub-sub bahasan yang dipelajari.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Mendeskripsikan ijtihad secara etimologi dan terminologi
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2. Mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam ijtihad
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan syarat-syarat mujtahid
4. Mengaplikasikan formulasi model ijtihad dalam merespon
masalah kontemporer
5. Mengidentifikasi tingkatan-tingkatan mujtahid
IJTIHAD: PENGERTIAN, PEMBAGIAN, SYARAT-SYARAT
DAN TINGKATAN MUJTAHID
A. Pengertian Ijtihad
Secara etimologi ijtihad berasal dari akar kata ja ha da yang berarti
kesulitan dan kesusahan. Dari sudut ilm sharf kata ijtihad bentuknya
mengikuti pola timbangan ifti’al yang menunjukkan arti berlebih
(mubalagah) dalam melaksanakan suatu perbuatan. Dengan demikian,
dapat dirumuskan bahwa berijtihad bukanlah kegiatan yang mudah atau
ringan, tetapi mengandung kesulitan serta membutuhkan pengerahan
tenaga dan daya pikir yang maksimal.
Dari pengertian etimologi tersebut memunculkan beberapa
pandangan mengenai arti ijtihad secara terminologi. Bagi ulama yang
berpandangan holistik dan integral, ijtihad diartikan sebagai segala upaya
yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai disiplin ilmu termasuk
bidang teologi, filsafat dan tasawwuf. Bagi mereka ijtihad tidak terbatas
dalam bidang fikih. Sebaliknya para pakar Ushul Fiqh berpendapat
bahwa ijtihad hanya terbatas pada bidang fikih saja. Golongan terakhir
ini berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijtihad meskipun tidak
begitu tajam karena dapat dipertemukan dari hasil rumusan definisinya.
Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan
ijtihad sebagai pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum
syara dari dalil yang terinci dengan sumber dari dalil-dalil syara.
Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mengartikannya sebagai daya upaya
ahli hukum Islam semaksimal mungkin dalam mengistinbatkan hukum
praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Muhammad Musa Tuwana juga
memberikan definisi ijtihad yang senada yakni dalam pengerahan segala
upaya ahli hukum islam dalam menggali hukum-hukum syara yang
berstatus cabang dari dalil-dalilnya.
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Istilah ijtihad itu tidak dapat dipisahkan dari istilah ra’yu
(rasionalitas). Istilah ra’yu dapat diartikan sebagai upaya pencarian dan
perenungan terhadap masalah-masalah tertentu berdasarkan Al-Qur’an
dan hadis atau prinsip-prinsip umum syariat Islam. Merenung dan
mentadabburi sesuatu adalah pekerjaan rasio. Karena itu, istilah ra’yu
tidak bisa dipisahkan dari kata ‘aql. Al-Qur’an sangat menganjurkan
kepada umat Islam untuk memaksimalkan potensi akal. Dalam kaitannya
dengan ijtihad di bidang fikih, Imam al-Gazali menyatakan bahwa akal
manusia hanya dapat menetapkan hukum mengenai kasus-kasus tertentu
yang secara eksplisit tidak terdapat dalam wahyu. Pendapat ini mewakili
pendapat Sunni pada umumnya. Bagi kelompok ini, wahyu mempunyai
kedudukan yang sangat menentukan dalam menetapkan hukum.
Berkaitan dengan itulah sehingga Muhammad Taqiy al-Hakim
sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli membagi ijtihad
menurut sifatnya kepada dua bagian yaitu:
1. Ijtihad Aqli yakni ijtihad semata-mata berdasar pada akal saja
seperti menyusun cara-cara menghindarkan bahaya dan sanksi-
sanksi pelanggaran
2. Ijtihad Syar’iy yakni ijtihad yang berlandaskan dalil-dalil syara’ yang
terhimpun dalam ijma, qiyas, istihsan, istishlah, istishhab dan lain
sebagainya.
Dengan melakukan analisis dari beberapa definisi yang
dikemukakan tersebut dan membandingkannya dari berbagai sudut
pandang, maka dapat ditarik konklusi dari hakikat dan substansi dari
ijtihad itu yaitu sebagai berikut:
a. Ijtihad adalah pengerahan segala daya nalar secara optimal
b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah memiliki kapasitas
keilmuan yang mumpuni
c. Hasil dari kreativitas ijtihad adalah dugaan yang kuat tentang
hukum syara yang bersifat praksis
d. Kreatifitas ijtihad dilakukan dengan cara istinbath.
B. Pembagian Ijtihad
Dalam menetapkan pembagian ijtihad, para pakar Ushul Fikih
membagi ijtihad itu dengan melihat kepada beberapa titik pandang yang
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berbeda. Ada yang memandang dari sudut orang yang melakukan ijtihad
sehingga mereka membaginya menjadi dua bagian yaitu ijtihad yang
dilakukan secara personal dan ijitihad yang dilakukan secara kolektif.
1. Ijtihad Fardy (Ijtihad Personal)
Ijtihad fardi ialah ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh
seseorang yang mempunyai keahlian dan hasil ijtihadnya belum
mendapat persetujuan dari ulama atau mujtahid lain. Ijtihad
perseorangan ini diakui dalam Islam dan merupakan hak setiap muslim
yang memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengkaji suatu masalah
secara mendalam. Ijtihad semacam ini tidak merupakan kewajiban bagi
orang lain untuk mengikutinya. Pengamalan hasil ijtihad fardi hanya
menjadi kewajiban bagi orang yang menghasilkannya.
Pengakuan Islam terhadap ijtihad perseorangan ini cukup
beralasan. Dasar pertimbangan yang membenarkannya dapat dilihat
pada masa nabi maupun para sahabat. Praktek ijtihad pada masa nabi
dan sahabat. Sebagai contoh, nabi menerima dan membenarkan jawaban
Muadz bin Jabal ketika ditanya oleh beliau: Apa yang kamu lakukan
dalam memutuskan perkara bila tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan
hadis? Muadz menjawab: Ajtahid Ra’yi wa la Alu. Demikian juga
instruksi Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asyari untuk berijtihad
dengan menggunakan qiyas (analogi). Beliau berkata: Gunakanlah
pemahaman secara mendalam menyangkut masalah yang tidak terdapat
dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Cari dan upayakanlah mengenal
kemiripan dan keserupaannya lalu analogikan semua persoalan yang
semacam itu.
2. Ijtihad Jamaiy (ijtihad kolektif)
Ijtihad Jamaiy adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama atau
musyawarah terhadap suatu masalah dan pengamalan hasilnya menjadi
tanggung jawab bersama. Atau ijtihad yang dilakukan oleh seorang
mujtahid dan hasilnya mendapat persetujuan ulama lain. Jadi, ijma
sebagai sumber hukum Islam ketiga merupakan hasil ijtihad jamaiy
(kolektif).
Ijtihad kolektif merupakan cara yang sering dilakukan oleh para
sahabat ketika akan memutuskan hukum suatu perkara yang belum ada
penetapannya- baik dalam Al-Qur’an maupun hadis- termasuk ketika
nabi Muhammad SAW. masih hidup. Salah satu atsar (hadis nabi) yang
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dapat dijadikan dasar tentang hal ini ialah jawaban Nabi Muhammad
SAW dari pertanyaan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi:
Aku berkata: Ya Rasulullah, sekiranya perkara yang diajukan
kepada kami yang padanya tidak terdapat nas Al-Qur’an yang
menunjukkannya dan tidak ada sunnah? Rasululullah SAW. menjawab:
Musyawarahkanlah perkara itu bersama orang berilmu dari orang
mukmin dan janganlah kamu memutuskannya dengan pendapatmu
sendiri.
Dengan demikian, jelaslah bahwa ijtihad kolektif yang tercermin
dalam bentuk musyawarah mempunyai kedudukan yang sangat penting
dalam upaya pembinaan dan pelestarian hukum Islam dengan berupaya
mengantisipasi segala permasalahan secara bersama-sama.
Adapun ulama yang membaginya berdasarkan dari dalil yang
dijadikan pedoman, maka ijtihad itu dibagi dalam tiga bagian yaitu:
Bayani, Qiyasi dan Istishlahy.
a. Ijtihad Bayani
Ijtihad Bayani yaitu ijtihad terhadap nas yang mujmal baik karena
belum jelas makna yang dimaksud, maupun karena suatu lafal
mengandung makna ganda ataupun adanya dalil-dalil yang tampak
ditempuh dengan cara al-jam’u wa al-tawfiq (mengombinasikan dan
mengompromikan) kemudian tarjih. Misalnya menjelaskan kata quru
dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228. Imam al-Syafii menjelaskan
kata itu dengan arti suci sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya
dengan haid.
b. Ijtihad Qiyasy
Ijtihad qiyasy ialah ijtihad untuk menggali dan mempersamakan
hukum yang sudah ada nasnya dalam Al-Qur’an dengan hukum yang
belum ada nasnya karena mempunyai iliat yang sama. Misalnya haram
minum bir karena bir dipersamakan dengan khamr yang diharamkan Al-
Qur’an surah al-Maidah ayat 90 karena illatnya adalah memabukkan.
Dalam ijtihad bentuk pertama (bayani), hukumnya “tersurat”
dalam nash tetapi ada ketidakpastian maksudnya dan ijtihad dilakukan
untuk mencari kepastian hukumnya itu. Dalam ijtihad bentuk kedua ini
(qiyasi), hukumnya memang tidak “tersurat” tetapi “tersirat” dalam dalil
yang ada. Untuk menyelami dan mencari hukum di balik yang “tersirat”
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diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada
dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketetapan hukumnya.
c. Ijtihad Istishlahy
Ijtihad istishlahy ialah ijtihad yang dilakukan terhadap masalah
yang tidak disebutkan dalam nas sama sekali secara khusus, maupun
tidak ada nas mengenai masalah yang ada kesamaannya. Penetapan
hukum selalu berorientasi kepada keselamatan individu atau masyarakat.
Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanya spirit hukum yang
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk
mendatangkan manfaat maupun untuk menghindarkan mudharat.
Misalnya fatwa ulama Mesir bahwa merokok itu hukumnya haram,
dengan alasan bahwa rokok itu membahayakan kesehatan dan penyebab
timbulnya berbagai macam penyakit seperti impotensi, kanker dan
gangguan janin.
Sedangkan ijtihad ditinjau dari segi pengambilan sumber dari hasil
ijtihad yang dilakukan oleh ulama sebelumnya, maka ijtihad dapat dibagi
menjadi dua yaitu: ijtihad intiqaiy dan ijtihad insya’iy.
a. Ijtihad Intiqaiy.
Ijtihad intiqa’iy atau disebut juga dengan ijtihad tarjihiy adalah
ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih
pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu,
sebagaimana yang tercantum dari berbagai literatur fikih kemudian
menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan
kondisi kekinian. Kemungkinan besar pendapat para juris Islam klasik
mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal
ini mujtahid muntaqi bertugas untuk mempertimbangkan dan
menyeleksi dalil-dalil dan alasan dari masing-masing pendapat itu
kemudian memberikan preferensinya terhadap suatu pendapat yang
dianggap kuat dan dapat diterima.
Dalam rangka melakukan ijtihad intiqaiy ini seyogyanya tidak
membatasi diri pada mazhab yang empat saja, melainkan menjangkau
beberapa mazhab lain baik yang telah dikenal maupun yang tidak,
sekalipun itu bukan aliran Sunni. Yang perlu diteliti bukan siapa yang
mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berpikirnya, bagaimana
relevansinya dengan masa sekarang dan bagaimana pula hubungannya
dengan maqasid al-syariah.
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Berikut ini dapat dilihat misalnya masalah yang berhubungan
dengan talak dan perceraian. Menurut jumhur ulama fikih termasuk
mazhab empat, talak dinyatakan berlaku apabila diucapkan oleh suami
kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa
harus tergantung pada adanya saksi. Mereka beralasan bahwa itu hak







Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka.
Lain halnya para ahli fikih dari kalangan Syiah, talak baru dianggap
sah kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Pendapat yang
disebutkan terakhir inilah yang tertampung dalam Undang-Undang No.
1 tentang perkawinan yaitu bahwa talak baru dianggap sah kalau
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
a. Ijtihad Insya’i
Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan ijtihad insyai dengan
mengatakan:
 نم دحأ هب لقي لم لئاسلما نم ةلأسم فى ديدج مكح طابنتسا
 ةديدج وأ ةيمدق ةلأسلما تناك ءاوس ينقباسلا
Terjemahnya :
Mengeluarkan kebijakan hukum baru terhadap suatu persoalan yang tidak
pernah disentuh oleh ulama terdahulu baik persoalan itu adalah persoalan
klasik maupun persoalan kontemporer.
Ijtihad model seperti ini sangat diperlukan karena berbagai
permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang yang pernah terbetik dalam hati para mujtahid
terdahulu seperti transplantasi organ tubuh (ziraatul a’dha’), donor mata,
inseminasi buatan dan sebagainya. Masalah-masalah ini raib dari
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pembahasan fiqh klasik dan semuanya memerlukan pemecahan secara
ijtihad
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dunia
telah banyak membawa pengaruh perubahan pola pikir dan sikap hidup
masyarakat. Sikap rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern
membuat praktek-praktek ilmu fikih kurang mampu lagi menjawab
permasalahan baru tersebut.
Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu
merupakan karya agung yang tetap utuh, bukanlah menjadi patokan
mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu,
diperlukan kemampuan mengutak atik hasil sebuah ijtihad dengan jalan
menggabungkan kedua ijtihad di atas.
A. Qadri Azizy dalam bukunya Reformasi Bermazhab menawarkan
model baru berijtihad yang diberi nama ijtihad ilmi ashri atau modern
scientific ijtihad. Tujuan dari ijtihad ini adalah memberi jawaban persoalan-
persoalan masa kini dan diharapkan juga untuk masa depan. Ada sebelas
langkah ijtihad model ini yaitu sebagai berikut:
1. Lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer (primary
sources) dalam sistem bermazhab atau dalam menentukan  rujukan.
Dalam mazhab Syafi’i misalnya agar lebih intensif, serius dan kritis
terhadap kitab-kitab karya Imam al-Syafii sendiri. Kemudian karya
murid-murid terdekatnya yang dianggap lebih memahami terhadap
pendapat Imam Syafii. Kemudian menurun karya-karya Imam
besar secara langsung misalnya al-Gazali, al-Mawardi, Imam
Haramayn dan lain sebagainya..
2. Berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusan hukum
Islam oleh organisasi keagamaan tidak lagi secara doktriner dan
dogmatis. Namun dengan critical study sebagai sejarah pemikiran
(intelectual history atau history of ideas). Artinya, kita mengkaji sejarah
pemikiran ulama dan sekaligus latar belakang mengapa ulama
tersebut berpendapat seperti ini atau terhadap organisasi
keagamaan mengapa para ulama dari organisasi tersebut
berpendapat seperti itu. Cara, metodologi dan proses pemikiran
itulah yang justru lebih banyak dikaji dan diikuti alur prosesnya,
bukan semata-mata produk matangnya.
3. Semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai
pengetahuan (knowledge), baik yang dihasilkan atas dasar deduktif
maupun yang dihasilkan secara empirik. Hanya keberadaan teks
Al-Qur’an dan teks hadis yang terbatas saja yang tidak bisa dikaji
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ulang, meskipun pemahamannya tetap dapat dikaji secara
mendalam. Sebaliknya, terhadap semua ilmu-ilmu keislaman dapat
kita lakukan uji ulang, termasuk pembukuan hadis. Sebab,
pembukuan hadis dan status hadis yang menghasilkan kutub al-
sittah, kutub al-tis’ah dan seterusnya adalah produk pemikiran
manusia yang melalui proses keilmuan (scientifiq, scholarly, critical
studies), sehingga sangat mungkin untuk dikaji ulang. Dengan kata
lain lagi, ilmu-ilmu keislaman, selain teks Al-Qur’an dan teks hadis
yang terbatas, adalah karya intelektual manusia yang ada
kemungkinan diadakan uji ulang untuk kemajuan umat manusia
masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini akal mempunyai
peran besar dalam melakukan uji ulang tersebut.
4. Mempunyai sikap terbuka terhadap dunia luar dan bersedia
mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Tidak menggunakan
sikap asal setuju, sekedar untuk menolak pemikiran maju ke
depan. Dalam konteks ini pula, bukan saja kita akan terlibat dalam
mengambil bagian untuk masalah-masalah keagamaan dalam arti
sempit (ritual), namun juga untuk masalah-masalah keduniaan atau
kemasyarakatan secara luas. Justru masalah keduniaan inilah yang
kini sangat mendesak untuk diberi makna kaitannya dengan
hukum Islam. Di sinilah pentingnya ilmu-ilmu sosial dan
humaniora sehingga mampu menggunakan inter dan multi
disipliner. Bahkan hasil kajian sains dan teknologi, termasuk
teknologi kedokteran atau rekayasa (enginering) lainnya tidak dapat
disia-siakan dalam proses ijtihad atau setidaknya istinbath ahkam.
5. Hendaknya meningkatkan daya tanggap (responsif) dan cepat
terhadap permasalahan yang muncul, di mana biasanya umat ingin
cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukum
Islam. Jadi tidak membiarkan umat terlalu lama menunggu
jawaban hukum agama itu. Untuk itu, kita hendaknya mempunyai
jaringan atau organisasi yang bisa dengan cepat mempertemukan
di antara fuqaha sendiri untuk dengan cepat mengambil inisiatif
menanggapi permasalahan yang ada.
6. Mengusulkan penafsiran yang aktif dan progressif. Yang dimaksud
dengan aktif dan proaktif adalah ketika jawaban hukum Islam itu
sekaligus mampu memberi inspirasi dan guidance untuk
kehidupan yang sedang dialami oleh umat. Fatwa hukum wajib
bagi umat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
adalah salah satu contoh fatwa aktif. Yang dimaksud progressif
adalah ketika keputusan atau penafsiran itu mampu memberi
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inspirasi dan sekaligus guidance atau hudan untuk masa depan,
bukan hanya yang sedang dialami. Fatwa hukum wajib, setidaknya
kifayah, bagi umat untuk melakukan penelitian angkasa luar (ketika
fatwa itu dikeluarkan sebelum Apollo 11 mendarat di bulan),
sebagai hasil penetapan hukum atas dasar penafsiran QS. Al-
Rahman (55):33 adalah contoh progressif ini.
7. Ajaran al-Ahkam al-Khams atau hukum Islam berupa wajib, haram,
sunnah, makruh dan mubah agar dapat dijadikan sebagai konsep
atau ajaran etika sosial. Selama ini ada kritik bahwa hukum Islam
selalu berkutat pada dunia ibadah murni dan kurang menyentuh
ibadah sosial. Menjadikan ilmu fiqh sebagai bagian dari ilmu
hukum secara umum. Di satu sisi memberi arti bahwa kajian ilmu
fiqh hendaknya dengan menggunakan bahasa ilmu hukum yang
kemudian dapat dipahami oleh para ahli hukum secara umum. Di
sisi lain, materi kajian hukum islam hendaknya mencakup masalah-
masalah kehidupan umat yang sama dengan materi atau obyek
kajian dalam ilmu hukum pada umumnya.  Ini akan meliputi
pendekatan dan penggunaan terminologi. Jika sudah demikian,
maka sasaran akhirnya mesti hukum nasional.
8. Berbicara mengenai fikih tidak dapat dilupakan harus pula
berorientasi pada kajian induktif atau empirik, di samping
deduktif. Ini merupakan salah satu kelemahan dan kelambanan
kita dalam kajian hukum Islam atau fikih. Dalam mengkaji dan
mempraktekan hukum Islam, semestinya ada keseimbangan antara
proses deduktif dan proses induktif. Proses induktif dapat
terwakili bagaimana kita memahami nash dari wahyu berupa Al-
Qur’an dan hadis shahih dengan segala jenis metodenya, termasuk
qiyas. Sedangkan induktif adalah memberi peran akal pada posisi
yang sangat penting dalam membantu mewujudkan hasanah fi al-
dunya dan hasanah fi al-akhirat. Bentuk induktif dapat berupa
maslahah, istihsan bahkan juga ijma (konsensus) ketika ijma itu
dimaknai secara dinamis dan empirik.
9. Ijma seharusnya bukan onggokan doktrin masa lalu yang kini siap
membelenggu umat Islam dalam menatap kemajuan dunia. Ijma
harus dimaknai prosedur penciptaan mashalih ammah
(kemaslahatan umum) untuk kepentingan hidup dan kehidupan
yang sejahtera di dunia.
10. Menjadikan maslahah sebagai landasan penting dalam
mewujudkan hukum Islam. Maslahah ammah ini dapat
dipadankan dengan universal values yang kiranya tidak bertentangan
ajaran pokok Islam. Maslahah ini konsep dari tradisi madzhab
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Syafii oleh karena bukti yang dapat diperoleh menunjukkan bahwa
sumber pertama yang dapat dilihat adalah al-Burhan fi Ushul Fiqh
karya Imam al-Juwayni kemudian dilanjutkan oleh Imam al-Gazali
dalam al-Mustashfa. Setelah Imam al-Gazali, Fakhruddin al-Razi
juga dengan tegas menerimanya. Ulama Syafiiyah yang populer
dan juga membahas tentang maslahah adalah Izzuddin Abdul Aziz
bin Abdul Salam al-Sulami dengan magnum opusnya Qawaidul
Ahkam fi Mashalihil Anam. Sedangkan dari kalangan mazhab Maliki
nama Imam al-Syathibi sangat dominan dalam pembahasan
mengenai maslahah atau maqashid al-Syariah.
11. Menjadikan wahyu Allah lewat nash Al-Qur’an dan hadis sebagai
kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad.
Terutama ketika proses ijtihad itu lebih banyak melalui prosedur
induktif, bukan deduktif. Demikian pula ketika proses awalnya
dengan menggunakan deduktif,  kemudian dalam implementasinya
menggunakan teori-teori hasil perkembangan ijtihad, maka tetap
memerlukan kontrol dari nash. Ini yang membedakan antara
hukum Islam dengan hukum yang sama sekali sekular tanpa
memercayai wahyu Allah
Sebelas cara yang ditawarkan oleh A. Qadri Azizy tersebut
adalah solusi di tengah fanatisme bermazhab yang masih kuat dan
dinamika dunia modern yang rasional, filosofis, progressif dan
liberal. Jika ijtihad langsung dari Al-Qur’an dan hadis dikatakan
liberal yang konklusinya ditolak mentah-mentah sebagian besar
umat Islam di negeri ini, dan jika hanya mengandalkan kitab
kuning dengan paradigma tekstualis, dogmatis dan eternal
terutama ketika merespon fenomena sosial kemasyarakatan yang
hasilnya fasif, rigid dan statis, menghukumi realitas aktual secara
sepihak tanpa solusi efektif, maka kombinasi dari sumber pokok
(Al-Qur’an dan hadis) dan cabang (kitab-kitab fikih) dengan
optimalisasi peran akal memunculkan solusi hukum adalah
langkah terbaik dari dua pilihan yang sama-sama kontraproduktif
di tengah eskalasi problema sosial yang menuntut ulama untuk
meresponnya secara cepat dan tepat.
3. Syarat-syarat Mujtahid
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat
seorang mujtahid. Sebagian dari mereka mengemukakan syarat-syarat
yang ketat dan sebagian lain menetapkan syarat-syarat yang longgar.
Sehubungan dengan pentingnya penggalakan semangat ijtihad dewasa
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ini, maka dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat mujtahid yang
dikemukakan oleh ulama terdahulu, ada pula syarat-syarat minimal yang
harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu
sebagai berikut
a. Memiliki pengetahuan Bahasa Arab.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengkaji secara mendalam
Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam, diperlukan
pengetahuan bahasa Arab. Seseorang yang tidak mengetahui dan
mengerti bahasa Arab akan kesulitan dalam memahami kandungan Al-
Qur’an dan hadis karena kedua-duanya menggunakan bahasa Arab. Oleh
karena itu, para ulama sepakat tentang pentingnya syarat pertama ini.
Menurut Imam al-Gazali, seorang mujtahid tidak harus ahli atau pakar
dalam bahasa Arab. Seseorang dapat melakukan ijtihad bila sudah
mampu membedakan beberapa segi kata-kata bahasa Arab, seperti
mengetahui dan mampu membedakan lafadz: sharih, zhahir dan mujmal-
nya, haqiqat dan majaznya, muhkan dan mutasyabihnya serta am dan
khasnya, sehingga ia mampu menangkap inti kalimat.
b. Memiliki pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Hadis
Al-Qur’an dan hadis mutlak harus diketahui oleh seorang
mujtahid. Bahkan, Imam al-Syafii menjadikan syarat bahwa Al-Qur’an
harus dihafal, walaupun ulama lain tidak mengharuskan demikian.
Dalam hal ini, Imam al-Gazali memberikan dua keringanan yaitu;
pertama, mengetahui ayat-ayat hukum yang berjumlah 500 ayat. Kedua,
mengetahui letak ayat-ayat tersebut, sehingga mudah didapatkan bila
dibutuhkan. Pengetahuan tentang Al-Qur’an di sini termasuk aspek
disiplin ilmu yang berkaitan dengannya seperti asbab nuzul al-ayat dan
nasikh mansukh.
Di sisi lain, seorang mujtahid harus memiliki pula pengetahuan
tentang hadis Nabi SAW. meliputi aspek ucapan (qaul), perbuatan (afal)
dan ketetapan (taqrir) yakni hadis Nabi SAW. yang termasuk syariat yang
wajib diikuti serta mengetahui bagian-bagian (juz’i) dan global
(mujmal)nya. Termasuk dalam hal ini adalah aspek dirayah hadis. Syarat
ini berkaitan erat dengan syarat-syarat terdahulu. Sebab, seseorang tidak
mungkin dapat mengetahui prinsip-prinsip syariat Islam dengan baik
tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur’an dan
hadis. Jalan yang harus ditempuh ialah mempelajari dan mengetahui
kaidah-kaidah pokok ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fiqh.
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c. Memiliki Pengetahuan tentang Ushul Fiqh
Seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang ushul fiqh, karena ilmu ini mempelajari apa-apa yang diperlukan
untuk berijtihad. Dengan ilmu ini ia akan mampu mengembalikan furu’
kepada ashal dengan cara yang mudah. Sebaliknya, bila ia kurang
menguasai ilmu ushul fiqh, maka akan menemui kesulitan untuk
mengembalikan masalah tersebut dan mungkin keliru.
Dalam ilmu ushul fiqh terdapat petunjuk melakukan ijtihad. Al
Ghazali menyatakan bahwa ilmu ushul fikh merupakan satu di antara
tiga ilmu yang harus dikuasai setiap mujtahid; dua lainnya adalah hadis
dan bahasa Arab. Salam Madzkur menukil pendapat al-Razi yang
mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah  ilmu yang paling penting
dimiliki setiap mujtahid.
d. Memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap masalah yang
dihadapi.
Dalam supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang,
keahlian dalam ilmu tertentu sangat dibutuhkan dalam perkembangan
kebutuhan manusia dewasa ini. Seorang ulama atau pakar, tidak
mungkin lagi menguasai pelbagai disiplin ilmu yang ada. Namun, yang
terpenting adalah seorang mujtahid harus mengetahui masalah yang
dihadapinya dan didukung oleh seperangkat pengetahuan yang dia miliki
tentang masalah yang dihadapinya itu. Misalnya, seorang yang berijtihad
dalam masalah kedokteran seperti transplantasi organ tubuh manusia,
kloning, bayi tabung harus ahli dalam bidang kedokteran. Demikian pula
dalam bidang ekonomi, politik dan lain sebagainya.
Syarat keahlian tertentu justru berkaitan dengan kualitas pribadi
seorang mujtahid. Syarat ini cukup penting, sebab aktivitas ijtihad dalam
Islam menyangkut tanggung jawab, baik secara pribadi maupun terhadap
umat. Seorang non-muslim misalnya tidak mungkin bisa bertanggung
jawab terhadap Allah SWT. terhadap apa yang dilakukannya, sesuai
dengan yang diinginkan agama Islam.
e. Memiliki akal sehat dan kecerdasan yang memadai serta tujuan dan
keyakinan yang benar.
Seorang mujtahid harus berakal sehat serta mempunyai kecerdasan
yang memadai sebagai prasyarat untuk memperoleh kualitas yang lebih
baik. Niat yang murni menjadikan hati bersinar dengan cahaya Allah
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SWT. ia bisa berjalan mencapai intisari agama bijak ini dan menghadap
pada hakikat agama, ia tidak mencari dan punya tujuan lain.
f. Mengetahui Maqashid al-Syariah
Pengetahuan akan maqashid al-syariah merupakan sesuatu yang
sangat esensial bagi seorang mujtahid karena bagaimana pun juga syariat
erat korelasinya dengan maqashid al-syariah atau rahasia di balik
pensyariatan sebuah hukum. sebaiknya, mengambil rujukan pada
istihsan, maslahah mursalah, urf dan lain sebagainya yang menggunakan
maqashid al-syariah sebagai standarnya.
Maksud dari maqashid al-syariah antara lain menjaga kemaslahatan
manusia dan menjauhkan dari kemudharatan. Namun standarnya adalah
syara bukan kehendak manusia karena manusia tidak jarang menganggap
yang hak menjadi tidak dan sebaliknya.
g. Mengetahui kondisi manusia (masyarakat).
Pengetahuan akan kondisi masyarakat merupakan sesuatu yang
urgen dalam berijtihad agar mujtahid tidak hidup terasing dari mereka
sehingga fatwa yang dihasilkan sesuai dengan kondisi real dari
masyarakat yang dihadapinya. Oleh karena itu, mujtahid yang baik
adalah mujtahid yang mampu menyelaraskan antara idealitas agama dan
realitas masyarakat. Di sisi lain, ia mampu untuk mengeluarkan dan
memproduksi hasil ijtihad yang sesuai dengan kondisi, ruang dan waktu.
Dengan memahami dari beberapa persyaratan yang dikemukakan
tersebut, dapat ditegaskan bahwa yang terpenting adalah syarat-syarat
untuk menjadi mujtahid tidak terlalu berat yang dapat menjadi
penghambat bagi kelangsungan aktivitas ijtihad. Sebaliknya, syarat-syarat
itu juga tidak terlalu ringan, yang pada akhirnya tujuan yang diinginkan
dalam penggalakan aktivitas ijtihad tidak tercapai sebagaimana mestinya.
4. Tingkatan Mujtahid
Ada beberapa versi ulama mengenai pengelompokan mujtahid.
Muhammad Abu Zahrah membagi para mujtahid itu ke dalam empat
kelompok atau tingkatan yakni:
a. Mujtahid fi al-Syari, bisa juga disebut dengan mujtahid mutlak atau
mujtahid mustaqil. Para mujtahid yang tergolong dalam kelompok
ini memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad dan tidak
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mengikuti atau terpengaruh terhadap hasil ijtihad atau pendapat
para ulama sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa
mereka berijtihad secara bebas tanpa batas atau ikatan tertentu.
Karena mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam
tentang berbagai hal yang menyangkut hukum Islam. Mereka yang
termasuk tingkatan pertama ini antara lain Said bin al-Musayyab,
Ibrahim bin Yazid al-Nakha’iy dan Imam mazhab yang empat
yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafii
dan Imam Ahmad bin Hanbal.
b. Mujtahid Muntasib, yaitu para mujtahid pasca imam mazhab. Pada
umumnya, mereka adalah murid-murid utama para tokoh mazhab
tersebut. Mereka mengikuti pendapat imam mazhab-nya
menyangkut masalah-masalah pokok, tetapi dalam masalah-
masalah cabang mereka berijtihad sendiri. Dalam hal ini, Yusuf al-
Qardhawi menyatakan bahwa mujtahid muntasib ialah mujtahid
yang menggunakan kaidah pokok dari gurunya dan banyak
mengambil pendapat atau ucapannya dalam meneliti atau
memperhatikan sumber-sumber dalil. Adapun mereka yang
termasuk dalam kelompok ini antara lain Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan al-Syaibani dari pengikut Abu Hanifah,
Ibn al-Qasim dan Asyhab dari pengikut Imam Malik, Al-Muzni
dan al-Buwaiti dari pengikut Imam al-Syafii dan al-Khalil dari
pengikut Ahmad bin Hanbal.
c. Mujtahid Mazhab atau mujtahid dalam lingkungan suatu mazhab.
Mujtahid dalam tingkatan ini secara keseluruhan mengikuti
pendapat imam mazhabnya baik dalam masalah pokok maupun
masalah cabang. Posisi ijtihad seorang mujtahid dalam hal ini
hanya terletak pada kemampuan mengetahui kaidah-kaidah atau
dasar-dasar ijtihad yang dipergunakan oleh imamnya. Mereka tidak
mampu berijtihad untuk menemukan hukum persoalan tersebut.
d. Mujtahid fatwa atau murajjih. Para mujtahid yang termasuk
kelompok ini mendalami pendapat-pendapat pada suatu mazhab
atau lebih. Mereka mampu berijtihad dengan cara menetapkan
atau memilih pendapat dengan argumentasi yang mereka anggap
kuat dari setiap mazhab tertentu. Mereka tidak berijtihad dalam
arti menetapkan hukum atau persoalan yang baru tetapi memilih
hasil ijtihad yang sudah diproduksi oleh ulama-ulama sebelumnya.
Dari pengelompokan tersebut minimal dapat dijadikan sebagai
acuan untuk melihat pada posisi mana para ulama dan cendikiawan
muslim dapat berkiprah sesuai bidang keahliannya.
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Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan , dianjurkan untuk
mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang ijtihad baik secara etimologi maupun
terminologi
2. Buat rumusan tentang pembagian ijtihad
3. Buat rumusan tentang syarat-syarat mujtahid
4. Buat rumusan tentang tingkatan mujtahid
Tes Formatif
1. Jelaskan pengertian ijtihad baik secara etimologi maupun
terminologi!
2. Uraikan tentang ijtihad fardy dan ijtihad jamaiy!
3. Jelaskan tentang ijtihad intiqaiy dan ijtihad insyai!
4. Sebutkan syarat-syarat mujtahid? Dan mengapa persyaratan itu
menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mujtahid?
5. Ada berapa tingkatan mujtahid? Jelaskan!
6. Berikan contoh masalah yang merupakan hasil ijtihad dari seorang
mujtahid yang masih dilakukan oleh umat Islam sekarang!
SATUAN BAHASAN VI
TAKLID, TALFIQ DAN FATWA (PENGERTIAN,
KEDUDUKAN DAN PERUNTUKANNYA)
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A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Pada masa Rasulullah SAW semua persoalan yang timbul,
dikembalikan pemecahannya kepada beliau. Kaum muslimin waktu itu
mengikuti perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an yang
sedang diturunkan. Mereka juga mengikuti dengan patuh semua yang
disampaikan Rasulullah baik berupa perkataan atau perbuatan. Karena
itu tidak ada persoalan pada masa itu.
Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, baru mulai terjadi
persoalan, yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa atau kejadian yang belum
pernah terjadi pada masa Rasulullah yang perlu ditetapkan hukumnya
dengan segera. Dalam memecahkan persoalan ini para sahabat berijtihad
dan bermusyawarah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan
Hadis sejauh yang dapat mereka tafsirkan untuk memecahkan persoalan-
persoalan yang timbul. Dalam menafsirkan Al-Qur’an dan hadis para
sahabat mempunyai pengalaman pengetahuan tentang latar belakang
sesuatu ayat diturunkan dan tentang sebab-sebab suatu hadis diucapkan
Rasulullah.
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai pengertian taklid baik dari segi
etimologi maupun terminologinya, syarat-syarat, dan urgensi fatwa.
Untuk lebih mendalami dan memahami dari kajian taklid, talfiq dan
fatwa buat ringkasan dari setiap sub-sub bahasan yang dipelajari.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Mendeskripsikan taklid, talfiq dan fatwa secara etimologi dan
terminologi
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan syarat-syarat taklid, talfiq
dan fatwa
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang urgensi fatwa
4. Mengaplikasikan metode dan kode etik berfatwa
5. Memaparkan pendapat para ulama mengenai taklid, talfiq dan
fatwa.
6. Mengaplikasikan metode qiyas dalam kasus fiqh kontemporer
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TAKLID, TALFIQ DAN FATWA (PENGERTIAN,
KEDUDUKAN DAN PERUNTUKANNYA)
A. Pengertian Taklid
Kata taklid berasal dari fiil madhi qallada yang secara etimologi
berarti “mengalungkan”. Kata taqlid memiliki korelasi yang sangat erat
dengan kata qiladah yang berarti kalung. Menurut asalnya, qiladah itu
digunakan untuk sesuatu yang diletakkan membelit leher seekor hewan
yang dikalungi itu mengikuti sepenuhnya ke mana kalung itu diseret atau
ditarik orang. Kalau yang dijadikan “kalung” itu adalah “pendapat” atau
“perkataan” seseorang, maka berarti orang yang dikalungi itu akan
mengikuti “pendapat” orang itu tanpa mempertanyakan lagi kenapa
pendapat orang tersebut demikian.
Dari uraian tersebut, maka jelas bahwa secara etimologi ketika
dikatakan “Si Ahmad bertaklid kepada Si Muhammad” berarti si Ahmad
mengikuti pendapat si Muhammad itu dengan penuh ketundukan dan
kepatuhan tanpa harus mengetahui secara detail mengapa pendapat si
Muhammad seperti itu.
Pemaknaan taqlid seperti yang disebutkan berkembang menjadi
sebuah term hukum yang inti dan substansinya tidak berjauhan dari
maksud pemaknaan kebahasaan itu.
Adapun taqlid secara terminologi, beberapa ulama memberikan
definisi di antaranya;
1. Ibn Subki dalam kitab Jam’ul Jawami merumuskan definisi taqlid
yaitu:
ليلد ةفرعم يرغ نم لوقلا ذخأ وه ديلقتلا
Terjemahnya :
Taqlid ialah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil
argumentatifnya.
2. Abu Hamid al-Gazali mendefinisikan:
 ةجح لاب لوق لوبق
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Terjemahnya :
Menerima suatu pendapat tanpa mengetahui alasannya
3. Ibn al-Hammam memberikan definisi:
اهنم ةجح لاب ججلحا يدحإ هلوق سيل نم لوقب لمعلا وه ديلقتلا
Terjemahnya :
Taqlid adalah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatnya itu
bukan merupakan hujjah, tanpa mengetahui hujjahnya.
Bervariasi definisi yang dikemukakan, tetapi pada prinsipnya tidak
terlalu berbeda dengan definisi yang dikemukakan tersebut. Oleh karena
itu, substansi dari taqlid dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Taqlid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat
orang lain
b. Pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti itu tidak bernilah
hujjah
c. Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui
sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang
diikutinya itu.
Dari penjelasan substansi taqlid yang merupakan kriteria dari
taqlid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula  dengan
ijtihad dan mujtahid, maka terlihat ada tiga kategorisasi umat Islam
sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara yaitu;
1) Mujtahid yaitu orang memiliki pendapat yang dihasilkan melalui
ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak
mengikuti hasil ijtihad lainnya. Ini disebut dengan mujtahid
mutlaq.
2) Muqallid yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan
pendapatnya sendiri, karena itu karena itu ia mengikuti pendapat
orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang
diikutinya itu.
Muttabi yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun
dengan cara mengikuti pendapat dan cara-cara yang telah dirintis oleh
ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib,
mujtahid mazhab dan lain sebagainya masuk dalam ketegori ini.
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B. Talfiq
1. Pengertian Talfiq
Talfîq dalam istilah para ulama adalah membuat (melakukan) suatu
kaifiyat yang tidak terdapat dalam pendapat mujtahid atau beramal
dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa
mazhab.
Bentuk talfiq: Seseorang bertaqlid kepada mazhab-mazhab, dan
melakukan suatu ibafdah (amalan) yang memiliki beberapa rukun dan
juz'iyat dengan dua qaul (mazhab) atau le bih secara sekaligus. Contoh
Talfiq dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, dalam Ibadat
misalnya seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i yang menyapu
kurang dari seperempat kepala, kemudian ia bersentuhan kulit  dengan
ajnabiyah; ia terus melaksanakan shalat dengan mengikuti  madzhab
Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan
wudlu. 2. Seseorang berwudlu mengikuti tata cara Syafi'i, kemudian ia
bershalat dengan menghadap kiblat dengan posisi sebagaimana
ditentukan oleh madzhab Hanafi. Kedua, masalah kemasyarakatan
misalnya membuat undang-undang perkawinan di mana akad nikahnya
harus dengan wali dan saksi karena mengikuti madzhab Syafi'i; mengenai
sah jatuhnya thalaq raj'i mengikuti madzhab Hanafi yang memandang
sah ruju' bi 'l-fi'li (langsung bersetubuh). Terjadi ru'yah yang mu'tabarah
pada suatu tempat, kemudian Qadli Syafi'i menetapkan bahwa ru'yah
tersebut  berlaku pada seluruh wilayah kekuasaannya, sebab Qadli tadi
berpegang dengan pendapat madzhab Maliki dan Hanafi yang tidak
memandang persoalan mathla'.
Adapun ruang lingkup dari talfiq itu sama seperti taqlid yaitu
hanya pada perkara-perkara ijtihaad yang bersifat zhanniyah. Adapun
hal-hal yang diketahui dari agama secara dpasti (ma’luumun minaddiini
bidhdharuurah), dan perkara-perkara yang telah menjadi ijma’, yang mana
mengingkarinya adalah kufr, maka di situ tidak boleh ada taqlid, apalagi
talfiq
2. Hukum Talfîq
Ulama terbagi kepada dua kelompok tentang hukum talfîq. Satu
kelompok mengharamkan, dan satu kelompok lagi membolehkan.
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Mayoritas ulama mutaakhkhirin mensyaratkan dalam kebolehan
taqlid, bahwa ia tidak mengakibatkan talfiq antara mazhab. Bahkan
ulama Hanafiyah mengklaim ijma' kaum muslimin atas keharaman talfiq.
Sedangkan di kalangan Syafi'iyah, hal itu menjadi sebuah ketetapan.
Ibnu Hajar mengatakan: ”Pendapat yang membolehkan talfiq
adalah menyalahi ijma'. Akan tetapi mereka (yang mengharamkan talfiq)
menurut pendapatku, terbantahkan dengan hujjah dan dalil-dalil.”
Dalil Kelompok yang Mengharamkan Talfiq
Mereka mendasarkan pendapatnya pada perkataan ulama ushul
fiqh tentang ijma' atas ketidakbolehan menciptakan pendapat ketiga
apabila para ulama terbagi kepada dua kelompok tentang hukum suatu
perkara. Karena menurut mayoritas ulama, tidak boleh menciptakan
pendapat ketiga yang meruntuhkan (menyalahi) sesuatu yang telah
disepakati. Misalnya 'iddah wanita hamil yang suaminya meninggal dunia,
terdapat dua pendapat, pertama: hingga melahirkan, kedua: yang paling
jauh (lama) dari dua tempo 'iddah. Maka tidak boleh menciptakan
pendapat ketiga, misalnya dengan beberapa bulan saja.
Akan tetapi jika ditinjau lebih dalam, terlihat bahwa alasan ini tidak
bisa dibenarkan sepenuhnya, karena mengqiyaskan talfiq atas ihdaatsu qaul
tsaalits (menciptakan pendapat ketiga) adalah merupakan qiyas antara dua
hal yang berbeda. Hal itu dapat dilihat dari dua sisi:
1. Terciptanya pendapat ketiga terjadi apabila permasalahannya
hanya satu, sedangkan talfiq terjadi dalam beberapa permasalahan.
Misalnya, kefardhuan menyapu kepala adalah sebuah
permasalahan, sementara permasalahan batalnya wudhu' karena
bersentuhan dengan wanita adalah permasalahan lain. Jadi, talfiq
terjadi bukan dalam satu permasalahan, maka tidak terjadi
pendapat ketiga.
2. Berdasarkan pada pendapat yang paling kuat, dalam permasalahan
talfiq tidak terdapat suatu sisi yang disepakati oleh para ulama.
Misalnya, persoalan menyapu kepala merupakan khilaf di kalangan
ulama, apakah wajib seluruhnya ataukah sebagian saja. Demikian
pula batalnya wudhu' dengan menyentuh perempuan merupakan
permasalahan yang menjadi khilaf, apakah ia memang
membatalkan wudhu' ataukah tidak. Maka, dalam perkara talfiq,
tidak ada sisi yang disepakati (ijma').
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Dengan demikian, pendapat yang mengharamkan talfiq telah
dilandaskan pada dasar yang salah yaitu qiyas ma'al faariq.
Apabila ulama Hanafiyah mengklaim ijma' atas keharaman talfiq,
akan tetapi realita yang ada sangat bertentangan. Ulama-ulama
terpercaya seperti Al Fahâmah Al Amîr dan Al Fâdhil Al Baijuri telah
menukilkan apa yang menyalahi dakwaan ulama Hanafiyah tersebut.
Maka klaim adanya ijma' adalah bathil.
Berkata Al Syafsyawani tentang penggabungan dua mazhab atau
lebih dalam sebuah masalah: ”Para ahli ushul berbeda pendapat tentang
hal ini. Yang benar berdasarkan sudut pandang adalah kebolehannya
(talfiq).”
Wahbah Az-Zuhaili berkata: ”Adapun klaim ulama Hanafiyah
bahwa keharaman talfiq merupakan ijma', maka hal itu adakala dengan
i'tibar ahli mazhab (ijma' mazhab Hanafi), atau dengan i'tibar
kebanyakan. Dan adakala juga berdasarkan pendengaran ataupun
persangkaan belaka. Sebab, jika sebuah permasalahan telah menjadi
ijma', pastilah ulama mazhab yang lain telah menetapkannya
(mengatakannya) juga....”
Dalil Kelompok yang Membolehkan
Setelah me-munaqasyah-kan pendapat golongan yang melarang
talfiq, dan jelas kelemahan dalil mereka, berikut ini alasan-alasan
golongan yang membolehkan.
1. Talfiq tidak dikenal di kalangan kaum salaf, semenjak masa Rasul
hingga Imam yang empat dan murid-murid mereka. Pada zaman
Rasulullah SAW. talfiq tidak dikenal karena merupakan masa
turunnya wahyu, maka tidak ada majal bagi ijtihad. Adapun
sesudah itu, fuqaha' memberikan fatwa, akan tetapi para ulama
pada masa-masa tersebut tidak melarang untuk mengambil
pendapat ulama atau mazhab yang lain. Bahkan Imam yang empat
terkadang mengikuti Imam lain dalam sebuah amalan yang ia
berbeda pendapat dengannya.
2. Sekiranya pendapat yang mengharamkan talfiq kita anggap benar,
niscaya hal itu bertentangan dengan ketetapan mayoritas ulama
yang tidak mewajibkan iltizâm dengan mazhab tertentu. Apabila
iltizam dengan mazhab tertentu tidak wajib, berarti talfiq
hukumnya boleh. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan batalnya
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ibadah orang awam, karena hampir tidak kita temui orang awam
yang seluruh amalannya sesuai dengan sebuah mazhab tertentu.
3. Pendapat yang melarang talfiq sangat bertentangan dengan dasar
tegaknya syariat, yaitu memberi kemudahan, tidak menyusahkan
dan mengangkat kesempitan. Orang awam tidak mungkin untuk
secara penuh beramal berdasarkan mazhab tertentu, maka
pengharaman talfiq akan menimbulkan kesukaran dan kesempitan,
sedangkan agama datang untuk memberi kemudahan dan
melenyapkan kesukaran.
4. Pengharaman talfiq akan membawa kepada haramnya taqlid yang
telah mereka wajibkan atas orang awam.
Menurut penulis, pendapat yang mengharamkan talfiq tidak
tertegak di atas hujjah, melainkan ia batal dengan hujjah. Sesungguhnya
agama ini adalah satu, dan syariat adalah satu. Tidak terdapat nash yang
memerintahkan untuk iltizam dengan sebuah mazhab saja, tidak pula ada
satu ayat atau hadis pun yang melarang talfiq. Lagi pula, talfiq tidak
dikenal di kalangan ulama salaf, bahkan tidak dikenal di masa Imam yang
empat dan murid-murid mereka. Imam yang empat yang tidak pernah
menyuruh untuk iltizam dengan mazhabnya atau satu mazhab tertentu.
Apabila shâhibul mazhab sendiri tidak menyuruh demikian, dan tidak pula
melarang mengambil pendapat mazhab lain, maka bagaimana mungkin
orang yang bukan pemilik mazhab melakukan hal itu?
Al Kamâl bin Hammâm berkata dalam kitab At Tahrir: ”Seorang
muqallid boleh bertaqlid kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jika ia
mengambil pendapat yang paling ringan (mudah) dari berbagai
pendapat-pendapat mazhab, saya tidak mengetahui ada larangannya,
baik dari naql maupun 'aql. Dan apabila seseorang mencari pendapat
yang paling ringan baginya dari pada pendapat seorang mujtahid, tidak
aku ketahui ada celaan atasnya dari syariat, sedangkan Rasulullah
menyukai sesuatu yang ringan atas umatnya”.
Sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidak sulit. Dan
pendapat yang membolehkan talfiq merupakan pintu kemudahan bagi
umat ini. Mazhab-mazhab bukan agama-agama, sehingga haram untuk
digabungkan. Tidak seperti sekte-sekte Nasrani atau Yahudi, mazhab-
mazhab dalam Islam merupakan satu kesatuan. Ia adalah komponen-
komponen agama, yang saling melengkapi dan menyempurnakan.
Merupakan kewajiban umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan
Sunnah di saat terjadi khilaf, pendapat mana yang paling dekat kepada
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dua sumber ini, itulah yang harus kita ambil, tanpa i'tibar kepada
mazhab-mazhab. Maka kebolehan talfiq merupakan jalan bagi umat
Islam, untuk dapat menunaikan amal ibadah dengan cara dan bentuk
yang paling baik dan sempurna.
Walau demikian, para ulama yang membolehkan talfiq juga
melarang beberapa bentuk talfiq di antaranya yaitu:
1. Talfiq yang terlarang karena dzatnya sendiri. Yang demikian
seperti bahwa talfiq tersebut membawa kepada penghalalan
khamar, zina, dan yang seumpamanya.
2. Talfiq yang terlarang bukan karena dzatnya. Jenis ini ada tiga
macam:
- Melakukan talfiq dengan maksud mencari keringanan
(rukhshah). Misalnya seseorang mengambil yang paling ringan
dari setiap mazhab, tanpa ada unsur darurat atau udzur.
Termasuk ke dalam jenis ini: mencari keringanan untuk
bermain-main dengan syariat, dan mengambil pendapat-
pendapat yang lemah untuk atas dasar kelezatan dan syahwat.
- Talfiq yang menyebabkan jatuhnya keputusan hakim, karena
hukum yang ditetapkan hakim adalah untuk menghilangkan
pertentangan dan menghindarkan kekacauan.
- Talfiq yang menyebabkan mundur (menarik diri) dari sesuatu
yang sudah dilakukan secara taqlid, atau menarik diri dari
sesuatu yang telah disepakati merupakan lawaazim (akibat yang
tidak dapat dihindari) dari masalah yang dilakukan dengan
taqlid. Contoh yang pertama: jika seseorang mentalaq
istrinya dengan mengatakan: 'engkau tertalaq buat selamanya',
yang menurutnya jatuh talaq tiga dengan lafadzh tersebut, dan
ia berazam bahwa wanita tersebut telah haram atasnya,
kemudian setelah itu ia berpendapat bahwa itu adalah talaq
raj'iy, lalu ia ingin rujuk kepada wanita tersebut, maka
hukumnya tidak boleh. Contoh bentuk kedua, jika
seseorang bertaqlid kepada Abu Hanifah tentang sahnya
nikah tanpa wali, niscaya sah apabila ia menjatuhkan talaq,
sebab sahnya talaq merupakan laazim (akibat yang tidak dapat
dihindari) dari sahnya akad nikah berdasarkan ijma'. Lalu,
apabila ia mentalaq istrinya dengan thalaq tiga, dan ia
bertaqlid kepada Syafi'i dalam hal tidak jatuhnya thalaq karena
keadaan nikah yang tanpa wali, hal ini tidak dibolehkan
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baginya, karena ia menarik diri taqlid pada sesuatu yang lazim
secara ijma'.
Akan tetapi perlu dimaklumkan, bahwa terlarangnya talfiq yang
menyebabkan menarik diri dari apa yang telah ia lakukan secara taqlid,
hanyalah apabila hal itu terjadi pada sebuah kejadian, sedangkan apabila
yang melakukan pada kejadian yang berbeda, misalkan pada
pernikahannya yang pertama, ia mengambil mazhab Hanafi tentang
sahnya nikah tanpa wali, kemudian pada pernikahan yang lain ia
mengambil mazhab Syafi'i bahwa nikah tanpa wali tidak sah, maka yang
seperti ini dibolehkan.
Hal ini dilarang karena ia mengakibat rusaknya sendi-sendi syariat,
dan membawa kepada kekacauan, seperti hubungan yang haram (zina),
dan menyebabkan anak-anak menjadi anak-anak zina.
Adapun dalam permasalahan ibadah dan takâlîf yang Allah berikan
kelapangan di dalamnya, maka talfiq tidak terlarang, meski menyebabkan
penarikan diri dari apa yang telah ia lakukan dengan taqlid.
Kriteria kebolehan talfiq ataupun terlarangnya adalah, apabila
talfiq menimbulkan pengacauan terhadap sendi-sendi agama atau
bertentangan dengannya, serta melenyapkan hikmah syariat, maka talfiq
tersebut haram hukumnya. Apabila talfiq tersebut menyokong sendi-
sendi syariat serta hikmah-hikmah di dalamnya, maka hal itu dibolehkan.
Wahbah Az-Zuhaili mengatakan: ”Talfiq yang dibolehkan
menurut pendapatku adalah ketika ada hajat dan dharurat kepadanya,
bukan karena kesia-siaan dan atau mencari pendapat yang paling mudah
dan enak, tanpa maslahat syar'iyah. Dan talfiq itu terbatas pada sebagian




Secara etimologi kata ifta berasal dari kata afta-yufti-iftaan yang
artinya memberikan penjelasan.
Sedangkan secara terminologi, fatwa adalah memberikan
penjelasan mengenai hukum-hukum Allah menyangkut peristiwa-
peristiwa kehidupan yang terjadi dengan berlandaskan kepada dalil-dalil
yang reliable dalam Islam dan penjelasan itu diberikan kepada orang
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yang meminta penjelasan mengenai hukum sebuah peristiwa dan tanpa
mengharuskan kepada pihak yang bertanya untuk melaksanakan fatwa
itu dalam artian bahwa pihak yang menerima fatwa bebas untuk
melaksanakan fatwa atau meninggalkannya. Ketentuan “tanpa mengikat”
disebutkan sebagai upaya untuk membedakan antara fatwa dengan
qadha atau kekuasaan.
Dari definisi ini bisa dipahami bahwa fatwa adalah proses
pembumian ajaran agama atas realita yang sedang berlangsung yang
kemudian menuntut dua bentuk kepakaran atau keahlian yaitu keahlian
memahami ajaran agama keahlian memahami realita.
Oleh karena itu seorang mufti (pemberi fatwa) tidak jauh beda
dengan seorang dokter. Validitas hasil diagnosa seorang dokter sangat
ditentukan oleh penguasaannya pada teori-teori kedokteran dalam
bidang yang ia geluti dan pada ketelitian diagnosa penyakit yang diderita
oleh pasien. Atau sama dengan seorang arsitek yang mana seorang
arsitek itu tidak hanya dituntut untuk mengetahui teori-teori arsitektur,
tetapi juga harus menguasai kondisi bangunan, kondisi cuaca dan lain
sebagainya. Sama halnya dengan seorang dokter dan arsitek, seorang
mufti tidak hanya dituntut untuk menangkap ajaran-ajaran agama yang
bersumber dari sumbernya yang asli, tetapi juga harus mengetahui secara
mendalam realita sebagai obyek penerapan hukum yang ia telah pahami.
Konsekuensinya, semakin kompleks realitas atau obyek penerapan
hukum semakin menuntut kecerdasan dan ketelitian seorang mufti. Di
sinilah titik rawan institusi fatwa dan di sini pula harus ada upaya untuk
menghindari penerapan hukum secara otomatis (al-tathbiq al-tilqaiy).
2. Mufti
Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum
syara yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat
bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam
berfatwa. Dengan demikian ia harus mempunyai dan memiliki syarat-
syarat tertentu yang ia tidak mungkin dapat berbuat secara baik dalam
profesinya itu tanpa memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat yang
harus dipenuhi oleh seorang mufti yaitu sebagai berikut:
a. syarat umum. Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang
berkenaan dengan hukum syara dan pelaksanaannya, maka ia
harus seseorang  mukallaf yaitu muslim, dewasa dan sempurna
akalnya.
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b. Syarat keilmuan yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan
untuk berijtihad. Untuk itu, ia harus memiliki syarat-syarat
sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid yaitu
mengetahui secara baik dalil-dalil sam’i dan dalil-dalil aqli.
c. Syarat kepribadian yaitu adil dan dapat dipercaya. Dua persyaratan
ini dituntut dari seorang mufti karena ia secara langsung akan
menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan
tidak dituntut dari seorang mujtahid karena tugasnya hanya
melakukan penelitian secara mendalam dari berbagai bentuk
pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (orang yang meminta
fatwa).
d. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan
yang oleh Imam al-Amidi  diutarakan bahwa dengan berfatwa ia
bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara’,
bersikap tenang dan berkecukupan. Imam Ibnu al-Qayyim
mempersyaratkan bahwa seorang mufti harus mempunyai niat dan
i’tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat.
Sebuah institusi fatwa atau seorang mufti yang ingin mengeluarkan
fatwa seyogyanya mengindahkan rambu-rambu berfatwa sebagai berikut;
a. Melakukan upaya peyakinan kepada orang yang punya kasus agar
mereka bisa mengerti dengan baik dan memperkuat argumentasi-
argumentasinya. Hal ini dilakukan terutama jika hukum fatwa itu
sangat asing.
b. Hendaknya seorang mufti ketika menyampaikan fatwanya kepada
orang yang meminta fatwa baik secara personal maupun publik
agar memberitahu ketentuan-ketentuan yang mengikat pada fatwa
itu sendiri dan berpengaruh kepadanya. Sebagai contoh yaitu
pernyataan nabi yang mengatakan:”Seorang muslim tidak diqisas
karena membunuh orang kafir, begitu pula orang kafir yang punya
perjanjian damai dengan negara Islam”. Pernyataan kedua sebagai
ketentuan fatwa yang ada pada pernyataan pertama karena boleh
jadi orang bisa salah paham terhadap fatwa nabi itu dan
memahami bahwa orang kafir secara umum bisa dibunuh tanpa
melihat apakah ia memiliki perjanjian damai atau tidak.
c. Hendaknya institusi fatwa menjelaskan kepada mustafti alasan dan
argumentasi yang rasional terhadap fatwa yang diproduksinya. Hal
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ini dilakukan terutama jika mustafti itu adalah kalangan kaum
terpelajar.
d. Hendaknya institusi fatwa atau seorang mufti menunjukkan jalan
atau menawarkan solusi alternatif bilamana fatwanya itu
mengharuskan penanya fatwa untuk meninggalkan perbuatan yang
dia tanyakan. Seperti melarang mendefosito uang di Bank
Konvensional yang menerapkan bunga riba dan menganjurkannya
untuk menabung di Bank Islam yang menerapkan sistem
mudharabah (sistem bagi hasil) dan lain sebagainya.
e. Hendaknya seorang mufti memperhatikan kondisi pihak yang
meminta fatwa. Dengan demikian, mufti sebaiknya memperluas
penjelasan yang dikemukakan kalau memang kondisi penanya
menghendaki demikian dan begitu pun sebaliknya.
Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan , dianjurkan untuk
mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang taklid baik secara etimologi maupun
terminologi
2. Buat rumusan tentang talfiq dan hukum talfiq
3. Buat rumusan tentang ifta, mufti dan urgensi fatwa dalam
kehidupan umat
Tes Formatif
1. Jelaskan pengertian taklid baik secara etimologi maupun
terminologi!
2. Jelaskan tentang talfiq baik secara etimologi maupun terminologi
3. Bagaimana hukum talfiq?
4. Kemukakan alasan-alasan yang membolehkan talfiq!
5. Kemukakan alasan-alasan yang melarang talfiq!
6. Uraikan tentang fatwa baik secara etimologi maupun terminologi
7. Apa saja kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang mufti?
8. Berikan satu contoh dari hasil fatwa ulama yang berkaitan dengan
kasus fiqh kontemporer!
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SATUAN BAHASAN VII
QAIDAH FIQHIYYAH
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Salah satu kekayaan peradaban Islam di dalam bidang hukum yang
masih jarang ditulis adalah kaidah fiqh. Dengan menguasai kaidah-
kaidah fiqh akan diketahui benang merah yang mewarnai fiqh, karena
kaidah fiqh menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif
di dalam menerapkan fiqh pada waktu dan tempat yang berbeda kasus,
keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih
moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik,
budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-
problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang
kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang
terkandung di dalam fiqh.
Bab ini akan menjelaskan lebih jauh tentang persoalan yang
bertalian dengan Qaidah Fiqhiyyah( Pengertian, kedudukan, sumber
pengambilan, sejarah perkembangan dan Qaidah Kulliyah).
B. Pedoman Mempelajari Materi
Telaah dan Pahami dengan baik uraian mengenai Qaidah Fiqhiyyah(
Pengertian, kedudukan, sumber pengambilan, sejarah perkembangan
dan Qaidah Kulliyah)., Buku ini memberikan contoh-contoh Qaidah-qaidah
kulliyah dan penjelasan tentang kedudukan, sejarah dan sumber
pengambilan Qaidah Fiqhiyyah. Kemudian buatlah intisari/ringkasan dari
obyek kajian tersebut.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan tentang substansi ‘Qaidah Fiqhiyyah
2. Mengemukakan dan memberikan contoh- contoh Qaidah-
qaidah kulliyah
3. Menguraikan tentang pengertian dan kedudukan Qaidah
Fiqhiyyah
4. Menguraikan tentang sumber dan sejarah Qaidah Fiqhiyyah.
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QAIDAH FIQHIYYAH
A. Pengertian Al-Qawa’idul Fiqhiyyah
Kata Qa’idah Fiqhiyyah, terdiri dari dua kata yakni qa’idah dan
fiqhiyyah. Qa’idah kata mufrad yang jama’nya, Qawa’id menurut bahasa
berarti dasar atau asas, seperti tersebut dalam Al-Qur’an surat Al-








“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah
daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. 2 : 127)
Menurut pengertian ahli nahwu (gramatika bahasa Arab), qa’idah
berarti sesuatu yang tepat (dlabith), maksudnya ialah :
هتايئزج ىلع قبطنلما يلكلا مكلحا
Terjemahnya :
“Aturan umum yang mencakup (bersesuaian) dengan semua bagian-
bagiannya”.
Berarti ketentuan aturan itu tepat dan tetap; seperti pada
kedudukan fa’il (subyek) itu marfu’ dan seperti maf’ul (obyek) itu
mansub.
Lain halnya pengertian qa’idah menurut ahli Ushul Fiqh: qa’idah
berarti sesuatu yang biasa atau ghalibnya begitu : maksudnya ketentuan
peraturan itu biasanya atau ghalibnya begitu, sehingga menurut mereka
ungkapan qa’idah ialah :
162 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
هتاتيئزج مظعم ىلع قبطني تيبلغأ مكح
Terjemahnya :
“Hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar
bahagian-bahagiannya”
Kata fiqhiyyah, berasal dari kata fiqh, yang berarti faham, yang
menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara’ yang bertalian
dengan perbuatan mukallaf, yang dikeluarkan dari dalilnya yang
terperinci.
Pengertian qa’idah fiqhiyyah dalam susunan kata sifat dan yang
disifati, berarti ketentuan aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum
fiqh yang diambilkan dari dalil yang terperinci.
Qa’idah fiqhiyyah sebagaimana dari suatu cabang ilmu
pengetahuan, oleh Dr. Musthafa Ahmad az-Zarqa dita’rifkan :
  ةيهقف لوصأ ةماع ةيعيرشتاماكحأ نمضت ةيروتسد ةزجوم صوصن في ةيلك
اهعوضوم تتح لخ دتيلا ثداولحا فى
Terjemahnya :
“Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencakup
(sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundang-
undangan yang ringkas (singkat padat) yang mengandung penetapan hukum-
hukum yang umum pada peristiwa-peristiwa yang dapat dimasukkan pada
permasalahannya”.
Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddeqy Q’aidah Fiqhiyyah itu ialah :
Qa’idah-qa’idah yang bersifat kulliy yang diambil dari dalil-dalil
kulliy dan dari maksud-maksud Syara’ menetapkan Hukum
(maqashidusy Syar’iy) pada mukallaf serta dari memahami rahasia tasyri’
dan hikmah-hikmahnya.
Kedua pengertian di atas saling melengkapi, karena pengertian
pertama melihat bentuk dan isi sedang pengertian kedua melihat isi dan
sumber pengambilan serta perumusannya.
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B. Kedudukan Qawa’idul Fiqhiyyah Dalam Ushul Fiqh
Sebagaimana dimaklumi bahwa Hukum Islam terbagi dalam
berbagai bidang, seperti Ibadah, Jinayah, Mu’amalah, Ahwalusy
Syahsiyyah dan lain-lain. Dalam bidang ini terdiri dari satuan-satuan
hukum furu’ yang terbagi dalam 3 (tiga) macam hukum yakni taklifiy,
takhyiri dan wadl’iy.
Pada hukum furu’ dari berbagai bidang tersebut kita dapati adanya
hukum yang berlaku umum seperti hukum hurmah membunuh orang





“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (QS. 17 :
33)
Bukan saja membunuh, tetapi melukai dan membuat orang cidera,
bahkan membuat orang susah, semuanya diharamkan oleh Hukum
Islam.
Berdasarkan pengamatan terhadap satuan hukum yang sejenis
illahnya dalam hal ini ketentuan hukum itu melarang melakukan sesuatu
yang membawa kerusakan, maka dilakukanlah ijtihad oleh para ulama
untuk merumuskan dalam perumusan yang umum yang sangat
mencakup satuan-satuan hukum furu’ dimaksud, yang disebut Qa’idah
Fiqhiyyah.
Dari uraian itu nyata bahwa Qa’idah Fiqhiyyah ialah perumusan
secara umum dari hukum-hukum furu’ yang banyak jumlahnya dan
serupa, sehingga perumusan itu dapat mengganti furu’-furu’ yang ada
dan sejenis dalam cakupan qa’idah itu. Dengan kata lain, qai’idah
fiqhiyyah merupakan untaian dari hukum-hukum furu’ yang sejenis,
seperti hukum niyat dan hubungannya dengan perbuatan. Dalam
masalah ibadah, niyat menjadi rukun sahnya perbuatan ataupun rukun
kesempurnaannya. Dalam hal jinayat, niyat menjadi kriteria untuk
membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang
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terjadi karena kealfaan. Dalam aqad, niyat merupakan kriteria bentuk
apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan persetujuan itu, seperti
pada kata-kata “aku bayar hutangku”, yang diucapkan seseorang yang
kebetulan mempunyai hutang dan berjanji akan memberi sesuatu
hidayah. Kalau orang yang mengucapkan itu maksudnya hadiah. Kalau
orang yang mengucapkan itu maksudnya hadiah, sekalipun dengan kata
yang membayar hutangnya, maka masuklah itu pada pengertian
pemberian hadiah. Dalam permasalahan ini kita dapat qa’idah yang
berbunyi:
نىابلماو ظافللأللا نىاعلماو دصاقمللدوقعلا فى ةبرعلا
Terjemahnya :
“Yang dianggap berlaku dalam aqad-aqad transaksi adalah maksud-
maksud dan makna-makna transaksi itu, bukan lafadh dan bentuk-
bentuknya”.
Melihat dari obyek yang diteliti untuk menjadi dasar perumusan
Qa’idah Fiqhiyyah, maka qa’idah fiqhiyyah, itu tidak lain adalah
termasuk kumpulan hukum fiqh, tetapi dengan melihat namanya qa’idah,
akan lebih dekat pada Ilmu Ushul Fiqh, karena ilmu Ushul Fiqh itu juga
bernama qa’idah Ushuliyyah yang wujudnya ialah qa’idah-qa’idah yang
merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil. Dari
qa’idah seseorang dapat menerapkan hukum furu’ sehingga menyerupai
dalil, sekalipun bukan dalil. Qa’idah Fiqhiyyah merupakan indikator pada
adanya furu’ yang tercakup di dalamnya.
Penyusunan Qa’idah Fiqhiyyah ini tidak semasa dengan
penyusunan kitab ushul fiqh, yakni abad kedua Hirjiyyah, tetapi barulah
pada abad keempat atau kelima Hijriyyah kitab-kitab Qa’idah Fiqhiyyah
ini disusun tersendiri terpisah dari Kitab Ushul Fiqh.
C. Sumber Pengambilan Qaidah Fiqhiyyah
Yang dimaksud sumber pengambilan dalam uraian ini ialah dasar-
dasar perumusan Qaidah Fiqhiyyah, meliputi dasar formil dan
materielnya. Dasar formil maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama
perumusan Qaidah Fiqhiyyah itu, jelasnya nash-nash manakah yang
menjadi pegangan ulama yang menjadi sumber motivasi penyusunan
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Qaidah Fiqhiyyah. Adakah ayat Al-Qur’an atau Hadis Nabi atau bahkan
keduanya yang mengandung ketentuan untuk dirumuskannya Qaidah
Fiqhiyyah itu. Kalau tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah lalu apa
dasarnya ? Adapun dasar materiel maksudnya dari mana materi Qaidah
Fiqhiyyah itu dirumuskan. Apakah semata-mata hasil pemikiran ulama
atau mengambil dari ayat atau Sunnah kemudian disimpulkan atau
diinformasikan dengan kata-kata yang berbeda.
1. Dasar Formil
Qaidah Fiqhiyyah adalah hukum-hukum furu’ yang dikumpulkan
dalam satu untaian kalimat yang sempurna yang pengertiannya dapat
mencakup banyak satuan hukum furu’ yang sejenis, misalnya soal niyat.
Dalam ibadah, niyat menjadi salah satu kriteria sah dan tidaknya
perbuatan. Dalam jinayat, kriteria suatu perbuatan dapat digolongkan
dengan sengaja atau tidak, dilihat dari niat pembuatnya. Suatu perbuatan
dapat dipidana atau tidak antara lain dilihat ada atau tidaknya niat yang
melatar belakangi perbuatan itu. Dalam masalah aqad mu’amalah
kebendaan (maddiyah) niyat juga mempunyai peranan penting, baik di
hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Seseorang mengatakan
pinjaman, padahal maksudnya hutang yang disetujui kedua belah pihak,
hukumnya berhutang. Seorang fakir berhutang barang dalam hati niat
menyaur hutang itu, tetapi sebelum mampu menyaur hutangnya mati
mendahuluinya. Di hadapan Allah, ia bebas dari hutang.
Hukum-hukum furu’ yang ada dalam untaian satu Qaidah yang
memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar nash, baik dari Al-
Qur’an maupun as Sunnah. Seperti dari firman Allah pada Surat Al
Bayyinah ayat 5 dan Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari
shahabat Umar bin Khattab : “Innamal a’malu binniyat” diistinbathkan
hukum melakukan niyat untuk setiap perbuatan ibadah. Karena
persoalan niyat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain, maka
dirumuskannya Qaidah Fiqhiyyah : “Al-Umuru bimaqaashidiha”.
اهدصاقبمزرصلأا
Melakukan istinbath dan ijtihad dalam penerapan hukum berdasar
pada firman Allah antara lain ayat 2 Surat Al Hasyr dan Hadis Nabi yang
terkenal dengan Hadis Mu’adz.
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Mahmoud Sjaltout dalam penjelasannya mengenai dalil Ar-Ra’yu,
bahwa dalil itu merupakan method berfikir dalam memahami Al-Qur’an
dan as Sunnah dan method dalam menetapkan hukum sesuatu masalah
yang tak ada nash-nya, juga method untuk menetapkan Qaidah Kulliyah
yang diambilkan dari berbagai ayat untuk dasar menetapkan hukum bagi
masalah-masalah yang akan datang.
Jadi perumusan Qaidah Fiqhiyyah itu berdasar Al-Qur’an dan
Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan istinbath ijtihad
yang dirumuskan dalam sub sistem Ilmu Ushul Fiqh, yang masuk pada
sistem ilmu Fiqh.
Dengan kata lain, dasar formil penyusunannya Qaidah Fiqhiyyah
ialah dasar-dasar ulama yang digunakan dalam melakukan istinbath dan
ijtihad. Dalam pada itu kalau dalam melakukan istinbath dan ijtihad.
Memerlukan sarana atau alat, maka Qaidah Fiqhiyyah juga dapat
digolongkan pada sarana untuk mempermudah melacak hukum furu’
sesuatu masalah.
2. Dasar Materiel
Adapun dasar materiel, atau tegasnya bahan-bahan yang dijadikan
rumusan kata-kata Qaidah itu, adakalanya dari nash Hadis, seperti
Qaidah yang berbunyi :
رارضلاوررضلا
Qaidah ini, berasal dari Hadis bagi yang ditakhrijkan oleh Imam
Malik dalam kitabnya Al-Muwatha’, dari ‘Amr bin Yahya dari ayahnya
Hadist Malik tersebut walaupun digolongkan hadis mursal, tetapi hadis
itu juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dan Ad Daruquthny dari Abu
Sa’ied Al Khudry. Lafadh itu juga ditakhrijkan oleh Ibnu Majah dari
Ibnu Abbas dan ‘Ubadah bin Ash-Shamit.
Qaidah yang berasal dari Hadis tersebut berlaku untuk semua
lapangan hukum, baik mu’amalah, ibadah, munakahat, maupun jinayah.
Disamping Qaidah Fiqhiyyah yang dirumuskan dari lafadh Hadis, seperti
tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Qaidah Fiqhiyyah itu hasil
perumusnya, kecuali satu dua, seperti kaidah yang berasal dari Kitab Al
Kharraj susunan Abu Yusuf yang berbunyi :
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Dan qaidah-qaidah yang disusun oleh Abu Thahir Ad Dabbas,
seperti yang akan diterangkan dalam sejarah perkembangan Qaidah
fiqhiyyah pada uraian berikut.
D. Sejarah Perkembangan Qaidah Fiqhiyyah
Perkembangan penyusunan Qaidah Fiqhiyyah, berbeda dengan
penyusunan ilmu ushul Fiqih dan perkembangannya. Qaidah Fiqhiyyah
disusun berangsur-angsur oleh ulama mujtahidin. Kemungkinan sejak
abad kedua Hijriyah, terbukti dengan ditemukannya satu Qaidah yang
berasal dari Kitab Al-Kharraj susunan Abu Yusuf (113-182 H).
Yang berbunyi :
فورعم تباث قبحلاإ دحأ دي نمائيش جريخ نأ ماملإللرسيل
Adapun siapa penyusun pertama dan siapa pencetusnya Qaidah
Fiqhiyyah ini sampai saat ini masih belum jelas. Karena kalau materi
Qaidah seperti diatas dijadikan dasar penetapan masa awal penyusunan,
maka bagaimana dengan Hadis la dhoror wala dhoror seperti telah
diuraikan sebelum ini.
Dalam pada itu penanaman beberapa Kitab Qawa’id fiqhiyyah ada
yang diambilkan dari redaksi Surat Khalifah Umar bin Khaththob
keapda Abdullah bin Qais. Yang lebih dikenal dengan gelar Abu Musa
Al-Asy’ari yaitu pada tahun 12H sewaktu yang bersangkutan diangkat
sebagai Walikota Bashrah.
Surat Khalifah Ummar bin Khattab kepada Abu Musa antara lain
berbunyi :
اهرئ ظنبروملأا سفو هابشلأاو لاثملأا فرعأ
Redaksi tersebut mengilhami beberapa pengarang untuk
digunakan nama Kitab Qawaid enggan nama “Al Asybah wan Nadhair”,
yakni bahwa dengan menggunakan pemikiran analogis atau qiyas dapat
diterangkan hukum satu masalah yang sejenis. Penanaman dari sumber
tersebut itu memberi kesan bahwa pemikiran penggunaan Qaidah
Fiqhiyyah Kitab Qawaid yang menggunakan nama-nama Al-Asybah
Wan Nadhoir, yaitu As-Subkily, As-Suyuthiy dan Ibnu Nujaim.
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Yang dikemukakan itu hanyalah kesan, bukan data yang kuat,
karena untuk menetapkan masa permulaan penyusunan atau pencetus
dan perumus utama Qaidah Fiqhiyyah tidaklah mudah karena tidak atau
belum didapati data yang pasti.
Namun demikian, salah seorang ulama Hanafiyah, Yakni Zainul
Abidin Ibrahim bin Muhammad bin Bakar yang terkenal dengan gelar
Ibnu Nujai (wafat th. 970 H), berpendapat bahwa penyusun pertama
Qaidah Fiqhiyyah ialah Bau Tahir Dabbas yang hidup sekitar abad 3.
Hijriyah.
Nama lengkap Imam Abu Thohir, adalah Muhammad bin Mulraq,
dan yang pernah menjabat sebagai ulama dan pemikir (ahli Ro’yi) di
Iraq, dan yang pernah menjabat sebagai Hakim di Syam, beliau
menyusun 17 Qaidah Fiqkiyyah. Beliau selalu membaca Qaidah itu,
bahkan seorang ulama Syafiyyah pernah datang kepadanya dan menukil
beberapa qaidahnya yang dipandang penting dan dianggap sebagai
qaidah Induk yang terdiri dari lima Qaidah Kuliyyah, dan yang Insya
Allah pada sub bab terakhir buku ini akan disajikan. Qaidah-qaidah yang
berjumlah 17 susunan Ad Dabbas tadi, oleh Imam Abul Hasan
Abdullah bin Al Hasan (260-340 H) yang terkenal dengan sebutan Al-
Karkhiy ditambah sehingga menjadi 37 Qaidah, ditulis dalam satu Kitab
yang kemudian Kitab ini dikomentari dengan contoh-contoh oleh Imam
Najmuddin Abu Hafs Umar An Nasafi (537 H).
Sesudah Imam Ad Dabbas dan Al Karkhiy, tampillah Imam
Abdullah bin Umar bin Isa Al Qadhiy yang digelari dengan Abu Zaid
Ad Dabusiy (430 H) menyusun Kitab, “Ta’sisun Nadhar” yang berisikan
Qaidah-Qaidah Kulliyah disertai dengan hukum perinciannya.
Kemudian mulai abad ketujuh Hijriyyah barulah bermunculan Kitab-
kitab Qawaid yang disusun, baik oleh kalangan Madzhab Hanafiy
maupun lainnya.
Berikut ini dapat diikuti nama-nama penyusun Kitab Qawaid
Fiqhiyyah setelah abad ketujuh beserta karya-karya mereka.
1. Sulthanul ulama, Izzuddin Ibnu Abdis salam (wafat – 660 H)
menyusun Kitab Qawaid bernama “Qawaidul Ahkam fie
mashalikil anam”
2. Sulaiman bin Abdul Qaiy bin Abdul Karim bin Said Ath Thufiy
(623 –716 H) menyusun Kitab Al Qawaidul Kubra dan Al
Qawaidus Shughra.
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3. Ta’yyuddin As-Subkiy (756 H) menyusun Kitab Al-Asybah wan
Nadhair.
4. Ahmad Ibnu Idris Al-Qarafiy (684 H) menyusun kitab “Anwarul
Buruq Fie anwail furuq”.
5. Abdurrahman Ibnu Rajab (790), menyusun Kitab, “Al-Qawaid”.
6. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthiy (911 H) menyusun Kitab
Al-Asybah Wan Nadhair.
7. Zainul Abidin, Ibrahim bin Muhammad bin Bakr terkenal dengan
nama Ibnu Nujaim (970 H) menyusun Kitab “Al Asybah wan
Nadhair”.
8. Muh. Said Al Khadimiy (abad 12 H), menyusun Kitab Ushul Fiqih
dengan nama Maja’iul Baqaia’ pada akhir Kitab ini, disusunlah
Qaidah Fiqhiyyah secara abjad sampai berjumlah 154 Qaidah.
9. Pada masa pemerintahan/Khilafah Utsmani, disusun rencana
Undang-Undang yang kemudian menjadi Kitab Fiqih bernama
Majallatu ahkamil adliyyah, pada fasal 2 sampai 100 berisi Qaidah
Fiqkiyyah, yang diambil dari Qaidah-Qaidah yang tertulis Ibnu
Jujaim dan Al Khadimiy; Qaidah-Qaidah ini oleh Dr. Musthofa
Ahmad Az Zarqa ditulis dan diberi komentar dengan tambahan
dalam Kitabnya Alfiqhul Islamy fie tsaubihil jaded (1361 H).
10. Pada tahun 1928 H, terbitlah susunan Syeh Mahmud Hamzah
Mufti Damaskus pada masa Sultan Abdul Hamid dengan nama
“Al Faraidul Bakiyyah fil Qawaidi wal fawaidil Fiqkiyah”.
Selanjutnya kalau kita perhatikan perkembangan penyusunan
Kitab Quwaid sampai pada akhir abad 14 Hijriyyah, kita dapati Qaidah-
Qaidah itu tidak tersusun dalam satu Kitab, tetapi Qaidah yang penting-






“Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya”.
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Yang melandasi rumusan qa’idah ini ialah Firman Allah SWT :
نيدلا هل ينصلخ اللهااودبعيللاااورماامو
Terjemahnya :
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepadaNya dengan lurus”. (QS. 98:5).
نيدلا هلاصلخ اللها دبعاف
Terjemahnya :
“Maka sembahlah Allah dengan ketaatan kepada-Nya”.
Hadis Nabi SAW :
ىونام ئرما لكلانماو تاينلاب لامعلأاانمإ
Terjemahnya :
“Bahwasanya segala amal menurut niat dan bahwasanya bagi seseorang itu
apa yang diniatkan”.
م اين ىلع سانلا ثعبي انما
Terjemahnya :
“Bahwasanya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya”. (H.R. Ibnu
Majah ra)
م اين ىلع سانلا شيحانمإ
Terjemahnya :
“Bahwasanya manusia itu dihimpun di akhirat menurut niatnya”. (mereka)
(H.R. Ibnu Majah ra).
Buku Daras Ushul Fiqh II   | 171
Qaidah ini, memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan
manusia, baik yang berujud perkataan maupun berujud perbuatan diukur
menurut niat si pembuat (pelaku).
Untuk mengetahui sejauh mana niat si pelaku, haruslah dilihat
adanya qarinah-qarinah yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui
jenis niat dari pelakunya.
Sebagai contoh, seorang pemburu yang menembak binatang
buruan di hutan, yang kemudian ternyata tidak mengenai sasarannya,
akan tetapi malang baginya, pelurunya nyasar pada seorang pencari kayu
yang ada di hutan itu. Dalam kasus ini, si pemburu, yang melepaskan
tembakkan itu tidak dapat dikategorikan kepada pembunuh sengaja,
karena dengan adanya hutan (sebagai qarinah) yang menghalangi atau
mengganggu penglihatan terhadap binatang buruan tersebut, yang
mengakibatkan kesalahan sehingga peluru nyasar ke tubuh si pencari
kayu. Dengan demikian si pemburu hanya dapat dikategorikan kepada
pembunuh tidak sengaja.
Akan tetapi apabila pemburu tadi melepaskan tembakkan di suatu
tempat yang luas dengan dalih menembak buruan yang sedang lewat,
namun ternyata peluru tersebut mengenai orang yang sedang berdiri di
tempat itu. Dalam kejadian ini pemburu tersebut dapat dikategorikan
kepada pembunuh sengaja. Karena qarinah yang ada di sini tidak
mungkin untuk dibawa kepada yang lain daripada pembunuh sengaja,
sebab adanya tempat yang luas serta tidak terdapat sesuatu yang dapat
menghalangi pandangan untuk menepatkan kepada sasarannya yakni
dengan mengacungkan senjata ke atas yang tak mungkin mengenai orang
yang berdiri di tempat tersebut dari samping, kecuali dengan sengaja
ketika melepaskan tembakkan itu mengacungkan senjata ke arah si
korban.
Dari qa’idah pokok itu dapat dikemukakan qa’idah :
1. ةينلابلاإ باوثلا
“Tiada pahala kecuali dengan niat (terhadap perbuatan yang diperbuat
itu)”.
Qaidah ini termasuk salah satu dari qa’idah enam yang dirumuskan
oleh Zainul Abidin Ibnu Ibrahim al-Mishri (926 – 970 H), sebagai
qa’idah pokok yang dikemudian oleh ulama selanjutnya hanya diambil
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lima saja, dan ditinggalkan qa’idah ini dan dicukupkan dengan qa’idah
pertama :
اهدصاقبمروملأا
Qa’idah : “La tsawaba illa binniyati” ini, memberikan pedoman
kita untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang
bukan ibadah, baik ibadah yang mahdlah maupun ibadah ‘ammah.
Mengenai perbuatan ibadah mahdlah, tanpa niat tidak memenuhi
sebagai rukun dari ibadah tersebut, sehingga tidak sah. Akibatnya tidak
mendapat pahala bagi yang mengerjakannya.
Mengenai ibadah ‘ammah, yang berasal dari perbuatan dunywiyah
semata, tetapi mempunyai kemanfaatan, bila disertai niat
mengerjakannya dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk menciptakan
kemaslahatan keduniaan, akan menimbulkan pahala pula bagi yang
mengerjakannya, dan bila dalam mengerjakan perbuatan itu tidak,
menyertakan niat beribadah, maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan
keduniaan semata dan tidak menimbulkan pahala.
2. نىابلماو ظافللأللا نىاعلماو دصاقملل دوقعلا فى ةبرعلا
“Yang dianggap (dinilai) dalam aqad adalah maksud-maksud dan makna-
makna, bukan lafadh-lafadh dan bentuk-bentuk perkataan”.
Bila terjadi suatu perbedaan pendapat dalam suatu transaksi antara
maksud pembuat dengan lafadh yang diucapkan, maka yang harus
dipegangi ialah maksud pembuat transaksi, selama maksud itu diketahui,
Oleh karenanya apabila dua orang yang mengadakan suatu
transaksi, dalam aqadnya menggunakan kata memberi barang dengan
syarat yang menerima barang mengganti atau membayar harga barang,
maka aqad itu dipandang sebagai aqad jual-beli, karena itulah yang
ditunjuki oleh maksud pembuat transaksi.
Contoh lain, seseorang meminjam uang, yang dimaksudkan ialah
hutang, maka hukumnya berlaku hukum hutang-piutang, bukan pinjam-
meminjam, karena yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak adalah
memang hutang. Lain halnya, seseorang pinjam sepeda atau perhiasan
untuk pergi ke pesta pengantin, pengertian pinjam dan maksudnya
memang pinjam untuk keperluan itu, bukan pinjam dalam arti hutang
sehingga barang yang dibawa itu dapat dijual dan harganya dipergunakan
untuk memberikan bantuan ada yang menyelenggarakan pesta, yang
kemudian peminjam barang itu mengganti setelah ia memiliki uang.




“Sesuatu yang sudah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya
sesuatu keraguan (seja).
Qaidah ini disimpulkan berdasarkan Hadis :
 كاشلا حرطيلفاعبرأ مأ اث لاثأ ىلص مكرذي ملف هت لاص في مكدحأ كشاذإ
نقيتساام ىلع بنيلو
Terjemahnya :
“Jika salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam mengerjakan shalat
dan tidak tahu berapa raka’at itu telah shalat. Apakah telah mengerjakan
tiga atau empat raka’at, maka hendaklah menghilangkan keraguan itu dan
tetap dengan apa yang diyakininya. (H.R. Muslim ra).
 .ةلاصلا فى ءرشلاديج هنا هيلإ لييح لجرلا ملسو هيلع اللها ىلص بيلا لىاركش
.ايحرديحوأ اتوص عمسي تىح فرصنيلا :لاق
Terjemahnya :
“Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. tentang seseorang laki-laki yang
selalu merasa hadats dalam shalatnya. Maka Nabi SAW. bersabda :
“Jangan meninggalkan shalat sehingga mendengar suara (kentut) atau
mencium baunya”. (H.R. Muslim dari sahabat Said bin Mussayab).
Adapun yang dimaksud dengan “yakin” ialah :
 ليلدلاوأ رظنلاب اتباث ناك اموه
Terjemahnya :
“Sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya
dalil”.
Dari batasan ini dapat dipahami, bahwa seseorang dapat dikatakan
telah meyakini terhadap suatu perkara, manakala terhadap perkara itu
telah ada bukti/keterangan yang ditetapkan oleh panca indera atau
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pikiran. Seperti seseorang yang merasa hadats dari wudhunya dapat
diyakinkan hadatsnya itu dengan adanya angin yang keluar yang dapat
dirasakan atau didengar adanya angin yang keluar yang dapat dirasakan
atau didengar suaranya oleh telinga dan dapat dicium baunya oleh
hidung. Demikian pula orang yang merasa berbuat jarimah akan dapat
diyakinkan, bahwa perbuatannya itu termasuk perbuatan jarimah, karena
adanya nash yang menyatakan demikian.
Sedangkan yang dimaksud dengan “syak” ialah :
 إطلخاو باوصلا نى ط ىواست عم همدعو توبشلا ينب اددترم ناك اموه
رخلاا ىلع اممدحأ حيجرت نود
Terjemahnya :
“Sesuatu yang berada antara ketetapan dan ketidaktetapan, di mana
pertentangan tersebut berada dalam posisi yang sama antara batas kebenaran
dan kesalahan, tanpa dapat dikuatkan salah satunya”.
Jadi maksud qa’idah ini ialah : Apabila seseorang telah meyakini
suatu perkara, maka yang telah yakin ini tidak dapat dihilangkan dengan
yang keraguan sedang arti keraguan (syak) adalah persamaan antara dua
hal yang saling bertentangan sehingga menjadi bagaikan neraca
(timbangan) yang seimbang.
Seorang yang yakin telah wudlu’, kemudian datang keraguan
apakah ia telah berhadats? Dalam hal ini ditetapkan hukum yang telah
diyakini, yakni masih ada wudlu’ dan belum berhadats.
Contoh lain : Apabila ada orang yang yakni telah terkena mencuci
najis akibat jilatan anjing, kemudian ia ragu apakah ia telah mencuci
dengan debu atau belum, dalam hal ini ditetapkan hukum belum
mencuci dengan debu, karena yang yakin adalah najis.
Dari Qa’idah kedua ini dapat dikemukakan beberapa qa’idah :
1. ةمذلا ةئارب لصلأا
“Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab”
Pada hakikatnya manusia dilahirkan bebas dari segala hutang,
kewajiban ataupun pertanggung-jawaban.
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Adanya suatu kewajiban pertanggung-jawaban itu adalah karena
adanya hak-hak yang telah dimiliki, yang datangnya tiada lain, karena
adanya sebab-sebab yang timbul setelah manusia itu lahir.
Pengertian lebih lanjut daripada qa’idah ini dimuat dalam
qa’idah:
2. مدعلا ةض راعلا تافصلا فى لصلأا
“Yang menjadi dasar pada sifat-sifat yang mendatang kemudian adalah
tidak ada”.
Yang dimaksud dengan sifat “aridlah” ialah : sifat yang tidak
terdapat pada asal mulanya, atau sifat yang datang kemudian.
Jika dalam suatu perkara terdapat keraguan karena datangnya sifat
seperti di atas, maka ditetapkan hukumnya seperti sediakalanya, yakni
bahwa sifat-sifat itu dianggap tidak pernah ada.
Sebagai contoh, dalam aqad jual beli, apabila terjadi suatu
perselisihan antara kedua belah pihak, di mana suatu pihak mengatakan,
bahwa aqad jual beli yang diadakan itu digantungkan dengan suatu syarat
tertentu, sedang pihak yang lain mengatakan sebaliknya yakni bahwa
aqad jual beli itu tanpa digantungkan dengan suatu syarat. Di dalam
sengketa ini, perkataan yang mengatakan bahwa aqad jual beli tanpa
digantungkan dengan suatu syarat. Di dalam sengketa ini, perkataan yang
mengatakan bahwa aqad jual beli tanpa digantungkan dengan suatu
syarat yang harus dipegangi/dimenangkan, karena penggantungan suatu
syarat adalah sifat yang mendatang, kemudian yang pada dasarnya ada
menurut kaidah di atas adalah tidak ada.
3. ناكام ىلع ناكام ءاقب لصلأا
“Yang menjadi dasar adalah tetap apa yang telah ada atas apa yang telah
ada”.
Qa’idah ini identik dengan dalil Istishab yang digunakan oleh
‘ulama Ushul Fiqh, yakni memperlakukan ketentuan hukum yang telah
ditetapkan atau telah ada pada masa yang lampau, sampai ada ketentuan
hukum lain yang merubahnya.
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Berdasarkan qa’idah ini, manakala seseorang menjumpai suatu
keraguan mengenai hukum suatu perkara, maka diperlakukan hukum
yang telah ada atau yang ditetapkan pada masa yang telah lewat, sampai
ada hukum lain yang merubahnya, karena apa yang telah ada lebih dapat
diyakini.
Di antara contoh furu’iyyahnya ialah : dalam lapangan ibadah, jika
seseorang telah berwudhu’ kemudian datang keraguan dalam hatinya,
barangkali telah berhadats, maka dalam keadaan semacam ini hendaklah
ditetapkan hukumnya sebagaimana hukum yang telah ditetapkan
sebelum datang keraguan, yakni masih ada wudlu’ (belum berhadats).
Contoh dalam lapangan mu’amalat, bila seorang hakim
menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara
seorang debitur dengan seorang kreditur, di mana debitur mengatakan
bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada kreditur, namun kreditor
menolak perkataan si debitur tersebut, yang dikuatkan dengan sumpah.
Berdasarkan qa’idah ini, hakim harus menetapkan bahwa hutang
tersebut masih ada (belum dilunasi), karena yang demikian inilah yang
telah diyakini akan adanya. Keputusan ini dapat berubah manakala ada
bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa hutang
tersebut telah lunas.
Dalam lapangan munakahat, seperti seorang suami yang lama
meninggalkan istrinya dan tidak diketahui ke mana arah kepergiannya
itu, maka istri tidak dapat kawin dengan orang lain. Karena dipandang
bahwa waktu yang berlaku adalah wanita masih terikat dalam tali
perkawinan, sebab yang jelas pada waktu suami pergi, tidak menjatuhkan
thalaq terhadap istri itu.
4. هؤطخ ينبلا نظلاب ةبرعلا
“Tidak dapat diterima/diperhitungkan sesuatu yang didasarkan pada dhan
yang jelas salahnya”.
Yang dimaksud dengan “dhan” ialah suatu pendapat yang
cenderung kepada tetapnya atau benarnya daripada tidak tetap atau
salahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan qa’idah ini ialah bahwa
suatu keputusan hukum yang didasarkan kepada keamanan dhan, tetapi
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kemudian jelas terdapat kesalahan, maka hukum tersebut tidak
berlaku/bathal.
Contoh, bila seorang debitur telah melunasi hutangnya kemudian
wakilnya atau penanggungnya (kafil) juga melunasinya hutang itu, karena
ia menyangka bahwa hutang itu belum dilunasi, maka penanggung yang




“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.
Redaksi kata-kata dalam qa’idah ini, menunjukkan, bahwa
kemadlaratan yang telah terjadi wajib untuk dihilangkan.
Qa’idah ini berasal dari Hadis :
لرارضلاوررضا
Terjemahnya :
“Tidak boleh membuat kemadlaratan dan membalas kemadlaratan”. (H.R.
Ibnu Majah, ra).
Bahkan di antara para ‘Ulama ada yang menggunakan lafadh
Hadis ini sebagai suatu qa’idah.
Sedangkan arena daripada qa’idah ini sangat luas, mencakup
sebagian besar dari masalah-masalah Fiqh. Di antaranya ia
mengembalikan barang yang telah dibeli, karena adanya cacat,
disyari’atkannya berbagai macam khiyar, syuf’ah dan hudud.
Berdasar qa’idah ini, pula tidak dibolehkan memberi wafaq, jika ia
dimaksudkan untuk mendlaratkan (menghilangkan hak) para
pemberinya.
Dan qa’idah ketiga ini dapat dikemukakan beberapa qa’idah :
1. ايمدق نوكيلار ىضلا
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“Kemadlaratan yang terjadi tidak dapat dianggap sesuatu yang telah lama
adanya”.
Qaidah ini adalah untuk membatasi qa’idah :
 تريلا يمدقلاهمدق ىلع ك
Terjemahnya :
“Yang telah ada dari Tuhan tidak ditinggalkan atas kedahuluannya”.
Yakni bahwa manfaat dan kegunaan yang dihargai adalah yang
tidak terdapat kemadlaratan yang dilarang oleh Syara’ yang bila demikian
halnya, haruslah kemadlaratan itu dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan,
berdasar telah ada sejak dahulu.
Contoh : dibolehkan melarang seorang Guru yang berpenyakit
darah tinggi untuk tidak mengajar, karena meskipun dengan mengajar itu
ada manfaat, namun di situ terdapat kemadlaratan, baik terhadap murid
maupun terhadap guru itu sendiri, seperti apabila guru itu baru naik
darah kemudian memukul muridnya, demikian pula dapat menimbulkan
bahaya yang lebih besar bagi si guru, misalnya karena mengajar itu,
kambuh penyakitnya yang mengakibatkan pendarahan di otak, sehingga
menimbulkan kematian. Larangan ini tidak bisa dibantah dengan alasan,
bahwa sejak semula guru itu telah mengajar dan memberi manfaat
kepada murid-murid.
2. ناكملإاردقب عفذير ىضلا
“Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”.
Yang dimaksud dari qa’idah ini ialah, kewajiban menghindarkan
terjadinya suatu kemadlaratan, atau dengan kata lain, kewajiban
melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadlaratan,
dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.
Arti yang demikian ini sesuai dengan maksud dalil-dalil mashlahat
mursalah, yang dikenal di kalangan ‘Ulama Ushul dan banyak digunakan
dalam Fiqh Siyasah.
Di antara tindakan-tindakan hukum yang berdasar kepada qa’idah
ini ialah :
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Usaha Abu Bakar untuk mengadakan penulisan Al-Qur’an agar
jangan sampai ada yang hilang atau terlupakan.
Tindakan ‘Umar bin Khaththab dengan membakar kedai arak,
agar jangan sampai terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar.
Demikian pula tindakan ‘Utsman bin Affan dalam usahanya
mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu Mushhaf.
3. قخلأا ىرضلاب ـلازي دشلأاررضلا
“Kemadlaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan
kemadlaratan yang lebih ringan”.
Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu
kemadlaratan, baik berat maupun ringan, terhadap dirinya atau terhadap
orang lain. Pada prinsipnya kemadlaratan harus dihilangkan. Tetapi
dalam menghilangkan kemadlaratan itu, tidak boleh sampai
menimbulkan kemadlaratan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun
demikian jika kemadlaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan
menimbulkan kemadlaratan yang lain maka haruslah ditempuh dengan
melakukan/memilih kemadlaratan yang relatif lebih ringan dari yang
telah terjadi.
Dengan dasar ini, maka dibolehkan seorang dokter misalnya
mengoperasi perut wanita yang meninggal sedang ia mengandung, kalau
diharapkan bayi yang di dalamnya masih hidup. Karena kemadlaratan
akibat operasi yakni rusaknya mayat akibat operasi itu, adalah lebih
ringan daripada kematian si bayi dalam perut mayat itu, jika tidak
dioperasi. Sedangkan jalan lain untuk mengeluarkan bayi tanpa operasi
tersebut tidak ditemukan.
Berdasarkan qa’idah ini pula, dapat ditetapkan kewajiban atas si
kaya untuk menafkakahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena
pada hakekatnya kemadlaratan yang dijumpai oleh si kaya dengan
menafkahkan sebagian hartanya, lebih ringan daripada si fakir yang tidak
mempunyai sama sekali.
4. هلثبم ـلازيلار ضلا
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“Kemadlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang
sebanding”
Qaidah ini adalah merupakan kelanjutan daripada qa’idah :
فخلأار ضلاب ـلازيدشلأا ضلا sebab apabila suatu kemadlaratan
yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadlaratan yang lebih
ringan, maka sebagai kelanjutannya ialah bahwa kemadlaratan itu tidak
boleh dihilangkan dengan perbuatan yang mendatangkan kemadlaratan
lain yang sepadan. Karena apabila demikian halnya, maka perbuatan
tersebut merupakan perbuatan sia-sia belaka.
Contoh : Tidak boleh bagi seseorang yang sedang kelaparan
mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan apabila
makanannya hilang. Begitu pula, dilarang bagi dokter mengobati pasien
yang memerlukan darah, dengan mengambil darah orang lain yang
apabila diambil darahnya akan mengalami penyakit kekurangan darah.
Qaidah Keempat
يرسيتل بلتج ةقشلما
“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”
Qa’idah ini didasarkan kepada :
Firman Allah :
جرح نم نيدلا فى مكيلع لعجامو
Terjemahnya :
“Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit
kesempitanpun”.
رسعلا مكب ديري لاورسيلا مكب اللها ديري
Terjemahnya :
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“Allah menghendaki baginya kemudahan dan tidak menghendaki bagimu
kesulitan (Q.S. 2 : 8).
Hadis Nabi :
ةحسلا ةيفينلحا اللها لىإ نيدلا بحأرسي نيدلا
Terjemahnya :
“Agama itu adalah mudah. Agama yang lebih disenangi Allah ialah yang
benar dan mudah” (H.R. Bukhari, r.a.)
اورسعللاو اورسي
Terjemahnya :
“ Mudahkanlah dan jangan mempersukar” (H.R. Bukhari r.a.)
Dengan qa’idah ini diharapkan agar Syari’at Islam dapat
dilaksanakan oleh hamba/mukallaf kapan dan di mana saja, yakni
dengan memberikan kelonggaran atau keringanan di saat seorang hamba
menjumpai kesukaran dan kesempitan.
Prinsip ini telah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang
disebutkan dalam hadis :
ينتعكر ىلص ححسارفو ـلايمأ ةث لاث ةيرسم جرخ اذإ م .ص اللها ـلوسر ناك
Terjemahnya :
“Adalah Rasulullah SAW. bila bepergian pada jarak tiga mil, atau
farsakh, beliau shalat dua rakaat” (Qashar) (H.R. Muslim r.a.).
 ينتفكر ىلصي ناكف ةكم لىإ ةنيدلما نم م .ص اللها ـلوسر عم انجرخ
 ةنيدلما لىإانعجر تىح ينتعكر
Terjemahnya :
“Kami keluar bersama Rasulullah SAW. dari Medinah ke Mekkah,
beliau mengerjakan shalat dua raka’at dua raka’at, sehingga kami pulang
ke Medinah”. (HR. Bukhari dan Muslim).
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Tegasnya dalam keadaan musafir, dibolehkan mengqashar shalat
(jumlah raka’at), dari empat raka’at, menjadi dua raka’at. Qa’idah ini di
kalangan ‘Ulama Ushul Fiqh disebut dengan hukum “rukhshah”.
Senada dengan qa’idah ini, Imam Asy-Syafi’iy berfatwa :
عستا ءىشلا قاض اذإ
Terjemahnya :
“Apabila ada kesempitan pada suatu perkara, maka menjadi luas ia”.
Selain daripada dibolehkan mengqashar jumlah raka’at shalat bagi
musafir, masih banyak furu’iyyah yang bernaung di bawah qa’idah ini,
antara lain : dibolehkan berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit,
dibolehkan makan bangkai atau makanan lain yang diharamkan, di
waktu tidak ada makanan selain bangkai yang diharamkan itu.
Dari qa’idah keempat ini dapat dikemukakan beberapa qa’idah :
1. عستا قاضاذإ رملأا
“Suatu perkara apabila sempit menjadi luas”.
Datangnya Syari’at Islam, pada hakikatnya adalah untuk
menciptakan kebahagiaan bagi kehidupan manusia semenjak di dunia
sampai di akhirat kelak.
Kaidah di atas memberikan arti bahwa setiap kesempitan yang
dihadapi oleh seseorang atau masyarakat harus diperlonggar sedemikian
rupa, sehingga benar-benar akan terasa adanya kebahagiaan dengan
datangnya Syari’at Islam.
Sedangkan mengenai kadar yang harus dipakai untuk
menghilangkan kesempatan ini, Syari’at Islam telah meletakkan aturan-
aturannya yang dipahami dari kaidah-kaidah berikut.
2. تاروظلمحا حيبت تارورضلا
“Keadaan darurat itu membolehkan larangan-larangan”.
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“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada





“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang". (QS. 6 : 145)
ميحر روفع كبر ناف داعلاو غابيرع رطضا نمف
Terjemahnya :
“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Sedang pengertian daripada qa’idah ini ialah : Apabila dalam suatu
keadaan yang sangat memaksa, yakni suatu keadaan yang mengharuskan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakikatnya dilarang, maka
melakukan perbuatan tersebut dibolehkan, karena apabila tidak demikian
itu dapat akan menimbulkan suatu mudarat pada dirinya.
184 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
Contoh : Seseorang yang kelaparan, sedang ia tidak mendapatkan
makanan kecuali bangkai, maka makan bangkai itu dibolehkan bahkan
diharuskan, karena jika ia tidak mau memakannya kemungkinan besar ia
akan mati kelaparan.
Demikian pula pada suatu daerah yang belum ada dokter wanita,
maka dibolehkan bagi dokter laki-laki untuk membuka aurat pasien
wanita sekedar demi pengobatan sebagaimana bunyi kaidah.
3.  اهردقب ردقت تارور ضلا
“Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang
dibutuhkan”.
Dengan kata lain qa’idh ini berbunyi :
 اهردقي ةرورضلل حيبأام
Terjemahnya :
“Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadar
kemadlaratan”.
Qa’idah ini membatasi kemuthlakan dari qa’idah :
تاروظلمحا حيبت تارورفلا di mana kebolehan tersebut hanya sekedar
untuk menghilangkan kemadlaratan yang sedang menimpa. Maka apabila
kemadlaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka
kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadlaratan ini menjadi
hilang pula, artinya perbuatan itu kembali ke asal-mulanya yakni tetap
dilarang.
Contoh : Kebolehan makan bangkai karena kelaparan, adalah
hanya sekedar untuk menghilangkan kelaparan yang akan membawa
kepada kematian, tidak boleh melebihi dari apa yang benar-benar
diperlukan.
Demikian pula kebolehan yang diberikan kepada dokter untuk
membuka aurat pasien hanya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan
yang dibutuhkan telah selesai mereka tidak dibenarkan lagi sang dokter
membuka aurat pasiennya.
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4. يرغلا قح لطبيلا ىارطضلاا
“Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain”.
Keterpaksaan yang menimpa pada diri seseorang tidak dapat
menjadi alasan hapusnya dosa dan menjadi sebab dimaafkan dari suatu
hukuman atas pelanggaran hak orang lain, atau dengan kata lain,
keterpaksaan ini tidak boleh sampai membatalkan hak orang lain.
Oleh karenanya manakala seseorang dalam keadaan terpaksa
sampai melanggar hak atau membatalkan hak orang lain, ia wajib
mengembalikan/mengganti hak tersebut kepada pemiliknya. Seperti
seseorang yang dalam keadaan kelaparan, kemudian untuk
menghilangkan kelaparan tersebut, ia mengambil makanan orang lain.
Karena tindakannya ini, maka ia wajib mengganti atau mengembalikan




“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.
Qa’idah ini dirumuskan berdasarkan Firman Allah :
 ينلهالجا نع ضرعاو فرعلابرمأو
Terjemahnya :
“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang
yang bodoh”. (QS. 7 : 91).
Hadis Mauquf :
 نسح اللها دنع وهفانسح نوملسلما هارامف
Terjemahnya :
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“Apa yang dipandang oleh orang Islam adalah baik, maka baik pula di sisi
Allah”. (H.R. Ahmad).
Adapun sampai di mana suatu peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat dapat disebut adat. Para Fuqaha memberikan definisi
demikian:
 ىمسيو كرتوأ لعف وأ ـلوق نم هيلع اوراسو سانلا هفراعت اموه فوعلا
 ةداعلاو فرعلا ينب قرفلا ينيعرشلا ناسل فيو .ةداعلما
Terjemahnya :
“Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik
berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga
dinamakan Adat. Dan di kalangan ‘Ulama syari’at tidak ada perbedaan
antara ‘urf dengan Adat”.
Atau juga dikatakan dengan :
 وق ناك ءاوس م ايح ىرج فىاغئاس مله افولأم حبصأف سانلا هفراعتام ةداعلا
لاعف مألا
Terjemahnya :
“Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi
suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa
perkataan atau perbuatan”.
Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikatakan
atau dikategorikan dalam definisi di atas, dapat dijadikan sebagai Sumber
Hukum, asal saja tidak bertentangan dengan Nash dan jiwa Syari’at.
Di antara Furu’iyyah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan adat
ialah, sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis :
 هيلع اللها ىلص بينلا كدق ةنسلا ارامثلا فى نوفلسي مهو ةنيدلما ملسو
 لىإ مولعم نزوو مولعم ليك في فلسيلف رثم في فلسأ نم : ـلاقف ءينتنسلاو
 .مولعم لجأ
Terjemahnya :
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“Ketika Nabi SAW. datang ke Medinah, mereka (penduduk Medinah)
mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun.
Maka Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa yang pinjam-meminjam pada
buah kurma, maka pinjam-meminjamlah dengan takaran yang tertentu,
timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu” (H.R. Bukhari, r.a.).
Latihan
Untuk mendalami materi pada Satuan Bahasan di atas, dianjurkan
untuk mengerjakan latihan berikut:
1. Buat rumusan tentang  pengertian dan kedudukan Qaidah Fiqhiyyah
2. Buat rumusan tentang Sumber Pengambilan Qaidah Fiqhiyyah
3. Buat rumusan tentang Sejarah dan Qaidah-Qaidah Kulliyah
Tes Formatif
1. Jelaskan apa yang dimaksud Qaidah Fiqhiyyah
2. Berikan contoh-contoh tentang Qaidah-Qaidah Kulliyah
3. Jelaskan apa yang dimaksud Sumber Pengambilan Qaidah Fiqhiyyah
4. Jelaskan Sejarah perkembangan Qaidah Fiqhiyyah
5. Jelaskan apa yang dimaksud Qaidah-qaidah Kulliyah
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SATUAN BAHASAN VIII
KAIDAH-KAIDAH FIQH YANG ASASI (Al-Qawa’id Asasiyah)
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Al-Qawaid Al-Assasiyyah adalah qaidah-qaidah yang dipegang
oleh para imam Mazhab. Qaidah tersebut terdiri atas dua bagian; qaidah-
qaidah assasiyah dan qaidah-qaidah ghair assasiyah. Di dalam sejumlah kita
Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dari berbagai kalangan madzhab disebutkan
bahwa kaidah-kaidah fiqhiyyah assasiyyah itu ada lima. Kelima qaidah ini
disebut qaidah fiqhiyyah yang pokok. Semua ulama merujukan semua
masalah fiqih pada kelima kaida pokok tersebut.
B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai Al-Qawaid Al-Assasiyyah dan kaidah-
kaidah yang berkaitan dengannya, buatlah intisari/ringkasan dari setiap
sub-sub bahasan yang dipelajari.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
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1. Menjelaskan pengertian Al-Qawaid Al-Assasiyyah dan
substansinya.
2. Menjelaskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Qawaid
Al-Assasiyyah.
3. Menjelaskan secara runtut dan sistematis Al-Qawaid Al-
Assasiyyah.
KAIDAH-KAIDAH FIQH YANG ASASI (Al-Qawa’id Asasiyah)
A. Meraih Kemaslahatan Dan Menolak Kemafsasadatan
 ِدِساََفلما ُءْرَدَو ِحِلاََصلما ُبْلَج
Seperti telah di kemukakan pada pendahuluan bahwa kaidah fikih
itu memiliki ruang lingkup dan cakupan yang berbeda dan ruang lingkup
yang paling luas dan cakupan yang paling banyak sampai kepada kaidah-
kaidah fikih yang ruang lingkupnya sempit dan cakupannya sedikit.
Izzuddin bin abd al-salam di dalamnya kitabnya Qawa’id al-ahkam
fi mushalih al-anam mengatakan bahwa seluruh syriat itu adalah
maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat ada
pula yang menyebabkan mafshadat. baik maslahat maupun mafsadat ada
yang untuk kepentingan duniawi sekaligus ukhrawiyah. seluruh yang
maslahat di perintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah di
larang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat tertentu
tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya dan setiap
kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan
kemudaratannya
Kemaslahatan di lihat dari sisi syariah bisa di bagi 3 ada yang wajib
melaksanakannya ada yang sunnah melaksanakannya dan ada pula yang
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mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan ada yang haram
melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya.
Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus di lakukan
salah satunya pada waktu yang sama maka lebih baik di pilih yang paling
maslahat:
حَلْصَلأا ْحَلْصَلأَاف ِحَلْصَلأا ُراَبِتْخِإ















Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-
nya[1310] dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab
itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku,
Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah
petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.(
Azzumaar: 17-18)
 ْمُكِبَّر ْنِم ْمُكَْيِلإ َِلزُْنأ اَم ُنَسْحَأ اوُعِبَّتاَو
Terjemahnya :
“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu
dari tuhanmu ”(QS.Az-Zumar:55)
Buku Daras Ushul Fiqh II   | 191
اَهِنَسْحَِأب اْوُذُخَْأي َكَمْوَـق ْرُمْأَو
Terjemahnya :
“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling
baik”(QS.Al-A’raaf:145)
Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadat pada
waktu yang sama, maka harus di dahulukan mafsadat yang paling buruk
akibatnya, apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat,maka yang
harus di pilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila
sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama
dari merih maslahat  sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan
kemaslahatan,hal ini sesuai dengan kaidah:
 ِعْفَّـنلا ِبْلَج ْنِم َلىْوَأ ِرَرَّضلا ُعْفَد
Terjemahnya :
“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan ”
Atau kaidah:
 ِحِلاََصلما ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساََفلما ُعْفَد
Terjemahnya :
“Menolak mafsadh di dahulukan dari pada meraih maslahat”
Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia
dapat di ketahui dengan akal sehat dengan pengalaman dan kebiasaan-
kebiasaan manusia sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta
kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa di ketahui kecuali dengan
syariah yaitu melalui dalil syara baik al-qur’an  as-sunnah, ijma, qiyas
yang di akui (mu’tabarr) dan istilah yang sahih (akurat).
Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini di
jelaskan oleh imam-al-gasali dalam al- ghasali dalam al-mustasfah, imam
syatibi dalam al-muwafakat dan ulam yang sekarang seperti abu zahrah
dan abdul wahab khalaf apabila di simpulkan maka persyaratan ke
maslahatan tersebut adalah:
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a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashih al-syriah
semangat ajaran,dalil-dalil kulli dan dalil qothi baik wurud maupun
dalalahnya.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan
mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar
masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.
Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di
dunia dan akhirat,ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada
kemaha-sempurnaan dan kemaha-kuasaan Allah, dan sebaliknya
kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemaha
sempurnaan Allah SWT.
Seluruh tuntutan agama untuk kemaslahatan juga bertingkat atau
berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan. wasilah untuk
mengetahui Allah, Dzatnya dan sifat-sifatnya adalah wasilah yang paling
utama dan lebih utama dari pada mengetahui hukum-hukumnya.wasilah
mengetahui hukum-hukum Allah lebih utama dari pada mengetahui
ayat-ayatnya  asilah yang serupa usah shalat berjamaah yang di sunahkan
jadi ada wasilah yang menuju wasilah yang lain(wasilatun ila
wasilah)seperti menuntut ilmu adalah wasilah untuk mengetahui hukum-
hukum Allah dan mengetahui hukum-hukum Allahadalah wasilh untuk
taat kepada Allah,taat kepada Allah adalah wasilah untuk mencapai
pahala dan keridaan Allah SWT Amar ma’ruf adalah wasilah menuju
yang ma’ruf.
Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah
juga berjenjang, di sesuaikan dengan kemapsadatan. Nahi mungkar
adalah wasilah menghindarkan kemungkaran. Wasilah yang menuju
kepada yang haram ini menjelaskan dengan panjang lebar oleh ibnu
Qayyim A-Juziah dalam kitab I’Lam al-Mawaqi’in an al-Rabb al- Alamin,
yang menyebutkan segala wasilah yang menuju maslahat di sebutnya
dengan Fath al-Dzari’ah “membuka jalan” maksudnya kepada yang
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maslahatdan segala wasilah yang menuju mafsadah di sebutnya dengan
Sadd al-Dzariah (menutup jalan maksudnya menutup jalan kepada yang
mafsadah untuk saadd al-dzariah ini ibnu qoyyim memberikan 99contoh
dari Al-Qur’an dan hadist dan di akhiri dengan kata “Bab sadd al-
dzakariah” adalah seperempat taklif karena taklif ini terdiri dari perintah
dan larangan. Perintah ada dua macam,yaitu perintahnya sendiri
maslahat dan kedua wasilah kepada maslahat. Sementara larangan ada
dua macam pula yaitu larangannya sendiri karena adanya mafsadat
padanya ,dan kedua sesuatu yang membawa jalan menuju mafsadat.
Oleh karena itu  Sadd Al-Dzari’ah adalah seperempat dari agama.
Dari hubungan antara maqashid/tujuan ini memunculkan kaidah-
kaidah seperti:
 ِدِصاََقلما ُماَكْحَأ ِلِئاَسَوِْلل
Terjemahnya :
“Bagi setiap wasilah(media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”
Apabila yang di tuju itu wajib maka media menuju  kepada yang
wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang di tuju itu haram maka usaha
menuju yang haram juga haram. Apabila babi itu haram maka
menyelenggarakan peternak babi itu haram bagi orang islam.
Apabila menutup aurat itu wajib maka mengusahakan pabrik
tekstil untuk menutup aurat adalah wajib. apabila shalat jum’at itu wajib
maka pergi ke mesjid untuk melakukan shalat jumat menjadi wajib.
Kemudian di dalam menilai baik buruknya suatu cara sangat
tergantung kepada tujuan:
 َلىِإ ِةَل ْـيِسَولاَو ِلِئاَسَولا ُلَضَْفأ َيِه ِدِصاََقلما ِلَضَْفأ َلىِإ ُةَل ْـيِسَولَاف ِدِصاََقلما ُلَذَْرأ
 ِلِئاَسَولا ُلَذَْرأ َيِه
Terjemahnya :
“Cara (media)yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah
seutama-utamanya cara dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling
hina adalah seburuk-buruknya cara”
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Kemudian kaidah di atas di persingkat menjadi:
 ٌبِجاَو َوُهَـف ِِهب َّلاِإ َبِجَولا ُّمَِتي َلا اَم
Terjemahnya :
“Apabila kewajiban tidak bisa di laksanakan karena dengan adanya
sesuatu hal maka hal tersebut juga wajib.”
Demikian pula halnya dengan kaidah :
َارَلحا َلىِإ ىََدأ اَم ٌمَارَح َوُهَـف ِم
Terjemahnya :
“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram
hukumnya ”
Kedua kaidah terakhir ini sesungguhnya, asalnya, kaidah ushul
fikih  karena merupakan kaidah di dalam cara istinbath (fath al-dzar’ah
da sadd al- dzariah) Akan tetapi para filkaha memasukkannya sebagai
kaidah fikih.
Imam Tajjudddin al-subki dalam kitabnya al-asybah wa al-nazhair
menyingkatkan kaidah dari izzuddin ibnu abd al-salam dengan kata-
kata:”meraih kemaslahatan “(jalb al-mashalih),karena menolak
kemafsadatan sudah termasuk meraih kemaslahatan.
Setelah menyebut kaidah di atas kemudian al-subki menjelaskan
al-qawa’id al-khams kaidah yang lima kemudian menjelaskan qawa’id al-
ammah (kaidah-kaidah yang umum) selain kaidah yang lima tadi yang
jumlahnya 27 kaidah setelah itu ad kaidah-kaidah yang di sebutnya
dengan al-qaidah al-khashshah yaitu kaidah yang meliputi bab-bab fikih
tertentu yang terdiri dari185 kaidah yang meliputi kaidah ibadah,fikih
muamalah, khususnya tentang jual beli fikih qadha khususnya tentang
pengakuan dan fikih muakahat.
Dengan demikian imam al-subki sudah lebih sistematis dan rici
membahas kaidah-kaidah fikih meskipun belum lengkap,betul dan pasti
tidak akan pernah lengkap selama ilmu ini berkembang terus. Selain
itu,kelebihan imam al-subki juga menyusunnya berdasarkan besar
kecilnya ruang lingkup dan cakupan sepeti di jelaskan di atas,sebab ada
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pula ulama yang menyusunnya berdasarkan abjad dan ada pula yang
berdasarkan pembagian kepada kaidah-kaidah yang di sepakati
Walaupun demikian al-qaw’id al-khamsah lima kaidah (asasi) selalu
tercantum di dalam setiap kitab kaidah fikih.
B. Al-Qawa’id Al-Khamsah (Lima Kaidah Asasi)
Kelima kaidah tersebut di bawah ini sangat masyhur di kalangan
mazhab lain umumnya meskipun urutannya tidak selalu sama.
Dalam tulisan ini kelima kaidah tersebut akan di jelaskan dengan
urut
1. Setiap perkara tergantung pada niatnya
اَهِدِصاََقِبم ُرْوُُملأا
2. Keyakinan tidak bisa di hilangkan karena adanya keraguan
 ِكَّشلِاب ُلَازُـي َلا ُْينِقَيلا
3. Kesulitan mendatangkan kemudahan
 ِْيرِسْيَّـتلا ُبِلْج◌ََت ُةَّقَشلما
4. Kemudaratan (harus)di hilangkan
 ُلَازُـي ُرَرَّضلا
5. Adat (di pertimbangkan)
 ٌةَمَّكَُمح ُةَداَعلا




“ Tidak ada pahala kecuali dengan niat ”
196 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
1. Kaidah Asasi Pertama
اَهِدِصاََقِبم ُرْوًُملأا
Terjemahnya :
“Segala perkara tergantung kepada niatnya“
Niat di kalangan ulama-ulama Syfi’iyah dengan bermaksud
melakukan sesuatu di sertai dengan pelaksanaannya .
 ِلْعِفِْلل ُِنراَُقلما ُدْصَقلا ْوَأ ِهِلْعِفِب ًانَرَـتْقُم ٍئْيَّشلا ُدْصُق
Terjemahnya :
“ Di dalam shalat misalnya yang di maksud dengan niat adalah bermaksud
di dalam hati dan wajib niat di sertai dengan takbirat al-ihram”
Di kalangan mashab hambali juga menyatakan bahwa tempat niat
ada di dalam hati karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat
dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini /beriktikad di dalam
hatinya,itu pun sudah cukup dan wajib niat di dahulukan dari perbuatan
,yang lebih utama niat bersama-sama dengan takbirat al-ihram di dalam
shalat agar niat ikhlas menyertainya dalam ibadah.
Niat sangat penting dalam menentukan  kualitas ataupun makna
perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu
dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang di
perintahkan atau yang di sunnahkan atau di perbolehkan oleh agama
ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah
kepada Allah tetapi semata-mata karena kebiasaan saja apabila seorang
mampir di sebuah masjid kemudian duduk atau tiduran di masjid
tersebut maka apakah dia berniat itikaf ataukah tidak. Apabila dia berniat
itikaf di masjid tersebut maka dia mendapat pahala dari ibadah itikafnya.
Apabila sesesorang melakukan kejahatan misalnya pembunuhan
apakah di berniat melakukannya ataukah dia tidak berniat melakukannya.
Untuk kasus pertama di sebut pembunuhan sengaja karena dia berniat
untuk melakukannya sedangkan untuk kasus kedua di sebut
pembunuhan karena kesalahan karena ia tidak berniat melakukannya.
Ternyata di sini bahwa kualitas perbuatan buruk seseorang juga di ikuti
Buku Daras Ushul Fiqh II   | 197
di tentukan oleh niatnya. Demikian pula halnya di antara ibadah yang
fardu dan ibadah yang sunnah dalam hal ini perlu di bedakan antara niat
dan motif (ba’is).Tentang niat sudah di jelaskan di atas sedangkan motif
adalah dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan seorang manusia
dalam tahap-tahap tertentu .Tahap pertama adalah tahap pemikiran yaitu
memikirkan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Tahap ke
dua adalah tahap persiapan yaitu persiapan untuk pelaksanaan dan tahap
ketiga adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan pekerjaan yang
sudah di pikirkan dan di persiapkan tadi.
Di kalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan
ibadah adalah tidak sah tanpa di sertai niat kecuali untuk beberapa hal
saja yang termasuk kekecualian dari kaidah-kaidah tersebut di atas.
Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa fungsi niat adalah :
1. Untuk membedakan antara ibadah dan dapat  kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan baik kebaikan
maupun kejahatan.
3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah
tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sah.
Secara lebih mendalam lagi para fukaha (ahli hukum islam)
merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahdhlah seperti
thaharoh (bersuci), wudhu, tayammum, mandijunub, shlat, qasar, jamak,
wajib, sunnah, zakat,  haji, saum, ataupun di dalam muamalah dalam arti
luas atau ibadah ghir madhlah seperti pernikahan, talak,jual beli, hibah,
wasiayat, sewa-menyewa, perwakilan, utang piutang,dan akad-akad
lainnya Dalam fikih jinayah seperti kesengajaan kondisi di paksa dan lain
sebagainya sehingga imam al-suyuthi mengatakan”apabila kau hitung
masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang
dari sepertiga atau seperempatnya.
Rupanya yang paling penting dalam masalah niat ini bukan soal
kuantitas masalah fikih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang
tersebar di dalam-kitab-kitab fikih akan tetapi kualitas kaidah ini
memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fikih yang di luar
kaidah tersebut di antar kekecualian kaidah di atas antara lain:
1. Sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah bukan dapat,
sehingga tidak bercampur dengan yang lain, dalam hal ini tidak di
perlukan niat, seperti imam kepada Allah, makrifat, khauf, raja’,
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ikamah, azan, zikir dan membaca al-qur’an kecuali apabila
membacanya dalam rangka nazar.
2. Tidak di perlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan zina dan
perbuatan lain yang di larang(haram) karena dengan tidak
melakukan perbuatan tersebut maksudnya sudah tercapai memang
betul di perlukan niat apabila mengharapkan dapat pahala dengan
meninggalkan yang di larang.
3. Keluar dari shalat tidak memerlukan niat karena niat di perlukan
dalam melakukan sesuatu perbuatan bukan untuk meninggalkan
suatu perbuatan.
Kaidah “al-umur bimaqashidiha” ini ketika di rujukkan kepada al-
qur’an dan al-hadist ternyata mendapat legitimasi antara lain:
 ِنْي ِّدلا ُهَل َْينِصِلُْمخ َاللها اوُدُبْعَـِيل َّلاِإ اوُرُِمأ اَمَو
Terjemahnya :
“Padahal mereka tidak di suruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepadanya dalam(menjalankan) agama dengan
lurus”
 ْمُكُبْوُلُـق ْتَدَّمَعَـت اَم ْنِكَلَو ِِهب ُْتمَْأطْخَأ اَمْيِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيلَو
Terjemahnya :
“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya
tetapi yang ada dosanya,apa yang di sengaja oleh hatimu”
 ْمُكُبْوُلُـق ْتَبَسَك َاِبم ْمُِكذِخاَؤُـي ْنِكَلَو ْمُكِنَاَْيمأ ِفى ِوْغَّللِاب ُاللها ُمُِكذِخاَؤُـي َلا
Terjemahnya :
“Allah tidak menghukum kamu di sebabkan sumpahmu yang di maksud
(untuk bersumpah)tetapi Allah menghukum kamu di sebabkan (sumpahmu
)yang di sengaja (untuk bersumpah)oleh hatimu”
Dalam hadist Nabi antara lain:
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 ِرْما ِّلُكِل َا َّنمِإَو ِتاَيِّـنلِاب ُلاَمْعَلأا َا َّنمِإ ِاللها َلىِإ ُُهتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَف ىَوَـن اَم ٍئ
 ٍَةَأرْما ِوَأ اَهُـبْيِصُي اَيْـنُدِل ُُهتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَو ِِهلوُسَرَو ِاللها َلىِإ ُُهتَرْجِهَف ِِهلوُسَرَو
 ِهَْيِلإ َرَجاَه اَم َلىِإ ُُهتَرْجِهَف اَهُحِكْنَـي
Terjemahnya :
”Setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan bagi setiap orang
sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan rasulnya
maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya dan barang siapa hijrahnya
karena mengharapkan kepentingan dunia atau karena wanita yang di
nikahinya maka hijrahnya kepada yang di niatkannya”(HR.Bukhari
Muslim dari Umar Bin Kattab).
 اَم َّتىَح اَه ْـيَلَع ْتَرِجُأ َّلاِإ ِاللها َهْجَو َا ِ يِغَتْبَـت ًةَقْفَـن َقِفْنُـت ْنَل َكَّنِإ
 َكََتأَرْما ِمَف ِفي ُلَعَْتج
Terjemahnya :
“Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud
mencari keridhaan Allah kecuali di beri pahala walaupun sekedar sesuap ke
dalam mulut istrimu”(HR.Bukhari)
 َّلَجَو َّزَع ِاللها ِلْيِبَس ِفي َوُهَـف اَيْلُعلا َيِه ِاللها ُةَمِلَك َنوُكَِتل َلَتَاق ْنَم
Terjemahnya :
“Barang siapa berperang dengan maksud meninggikan kalimat Allah maka
dia ada di jalan Allah”(HR.Bukhari dari Abu Musa).
  َحَبْصَأ َّتىَح ُهاَن ْـيَع ُهْتَبَلَغَـف ِلْيَّللا َنِم يِّلَصُي َمْوُقَـي ْنَأ يِوْنَـي َوُهَو ُهَشَارِف ىََتأ ْنَم
ىَوَـن اَم ُهَل َبَتَك
Terjemahnya :
“Barang siapa yang tidur dengan niat akan shalat malam kemudian dia
ketiduran sampai subuh maka di tulis baginya pahala sesuai dengan niatnya
“(HR.al-Masai dari Abu Dzar)
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 ِهِلَمَع ْنِم ٌرْـيَخ ِنِمُْؤلما ُةَِّين
Terjemahnya :
“Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya”(HR.Thabrani dari
sahal bin Said al-saidi)
Sehubungan dengan kaidah  tentang niat ini ada dhabith yang
ruang lingkupnya lebih kecil dari kaidah tersebut di atas dan biasanya di
sebut dhabith, antara lain :
 ِدوُقُعلا ِفي ُةَرَـبِعلا ِنياََبلماَو ِظاَفَللأِل َلا ِنياََعلماَو ِدِصاَقَمِلل
Terjemahnya :
“Pengertian yang di ambil dari suatu tujuannya bukan semata-mata kata-
kata dan ungkapannya”
Contohnya apabila seseorang berkata “saya hibahkan barang ini
untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah”,meskipun
katanya adalah hibah tapi dengan permintaan uang maka akad tersebut
bukan hibah tapi dengan permintaan uang maka akad tersebut bukan
hibah (pemberian) tapi akad jual beli dengan segala akibatnya.
ِاب َّلاِإ َباَوَـث َلا ِةَيِّـنل
Terjemahnya :
“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”
Kaidah ini di masukkan ke dalam al-qaw’id alkulliyah yang
pertama sebelum al-umur bimaqashidiha.
Sedangkan di kalangan mashab maliki, kaidah tersebut menjadi
cabang dari kaidah al-umur bimaqashidihah, seperti di ungkapkan oleh
qadhi abd wahab al-baqdadi al maliki, tampak pendapat mazhab maliki
ini lebih bisa di terima karena kaidah di atas asalnya:
 ِةَيِّـنلِاب َّلاِإ َباَقِع َلاَو َباَوَـث َلا
Terjemahnya :
“tidak ada pahala dan tidak ada siksa kecuali karena niatnya”
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 ِبْلَقلا ِفي اَم ُِبرَتُْعلمَاف ِبْلَقلاَو ُناَسِللا َفَلَـتْخا ِوَل
Terjemahnya :
“Apabila berbeda antara apa yang di ucapkan dengan apa yang ada dalam
hati (diniatkan )”maka yang di anggap benar adalah apa yang ada dalah
hati)
Apabila dalam hati niat wudhu sedang yang di ucapkan adalah
mendinginkan anggota badan maka wudhunya tetap sah.
 ُهُلَعْفَـي اَم ٍةَلُْجم ِفي ُمَزْلَـت َا َّنمِإ ٍءْزُج ِّلُك ِفي ِةَداَبِعلا َةَِين ُمَزْلَـي َلا
Terjemahnya :
“Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian tetapi niat wajib dalam
keseluruhan yang di kerjakan”
Untuk shalat, cukup niat shalat, tidak berniat setiap perubahan
rukunnya.
 َِةرْمُعلاَو ِّجَلحا َّلاِإ ٌدِحاَو ٌةَِّين اَمِهِْيزَْتج َلاَف ِْينَضِّرَفُم ُّلُك
Terjemahnya :
“Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat kecuali ibadah haji dan
umrah”.
Seperti di ketahui dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara”
1. Haji tamattu yaitu mengerjakan umrah dahulu baru
mengerjakan haji cara ini wajib membayar dam.
2. Haji ifrad,yaitu mengerjakan haji saja cara ini tidak wajib
membayar dam
3. Haji Qiron yaitu yang di kecualikan oleh kaidah tersebut di
atas.
Jadi prinsipnya setiap dua kewajiban ibadah atau lebih masing-
masingnya harus di lakukan dengan niat tersendiri.
 َتْنَـي َلاَف ٌلْصَأ ُهَل َناَك اَم ُّلُك ِةَيِّـنلا ِدَرَُجِبم ِهِلْصَأ ْنَع ُلِق
Terjemahnya :
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“Setiap perbuatan asal/pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal
karena semata-mata niat”
Contoh: Seseorang niat shalat shuhur kemudian setelah satu rakaat
dia berpindah kepada niat shalat tahiyat al-masjid, maka batal shalat
zuhurnya. Pendapat ini di pegang oleh mazhab Abu hanifah dan juga
mashab malik. kasus ini berbeda dengan orang sejak terbit fajar belum
makan dan minum,kemudian tengah hari berniat saum sunnah,maka sah
saumnya karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa.
ظَِفلالا َةَِين ىَلَع ِظْفَّللا ُدِصاَقَم
Terjemahnya :
“Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang
yang mengucapkan”
Maksud kata-kata seperti :hibah,nazar,shalat,sedekah,dan
seterusnya,harus di kembalikan kepada niat orang yang mengucapkan
kata tersebut,apa yang di maksud olehnya, Adapun sedekah itu
maksudnya zakat atau sedekah sunnah. apakah shalat itu maksudnya
shalat fardu atau shalat sunnah.
 ِدِصاََقلماَو ِظاَفَللأا ىَلَع ٌةَّيِنْبَم ُنَاْيمِلأا
Terjemahnya :
“Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud”
Kusus untuk sumpah ada kata-kata yang khusus yang di gunakan
yaitu “Wallahi”
Atau “demi Allah”selain itu harus pula di perhatikan apa maksud
dengan sumpahnya itu
Dalam hukum islam antara niat,cara,dan tujuan harus ada dalam garis
lurus artinya niatnya harus ikhlas caranya harus benar dan baik dan
tujuannya harus mulia untuk mencapai keridhaan Allah SWT.
2. Kaidah Asasi Ke Dua.
 ِكَّشلِاب ُلَازُـي َلا ُْينِقَيلا
Terjemahnya :
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“Keyakinan tidak bisa di hilangkan dengan adanya keraguan”
a. Di dalam kitab-kitab fikih banyak di bicarakan tentang hal yang
berhubungan dengan keyakinan dan keraguan, misalnya orang
yang sudah yakin suci dari hadas kemudian dia ragu apakah sudah
batal wudunya atau belum? maka dia tetap dalam keadaan suci
hanya saja untuk ihtiyath (kehati-hatian )Yang lebih utama adalah
memperbarui wudunya (tajdid al-wudhu).
Contoh lain: seorang istri mengaku belum di beri nafkah untuk
beberapa waktu maka yang di anggap benar adalah kata si istri karena
yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk
memberi nafkah kecuali apabila si suami mempunyai bukti yang
meyakinkan pula.
Contoh lain seorang debitor mengaku telah membayar utangnya
kepada kreditor tetapi si kreditor tidak mengakuinya maka yang
meyakinkan adalah belum ada pembayaran utang kecuali ada bukti lain
yang meyakinkan pula misalnya adanya kuitansi pembayaran yang sah.
lain lagi halnya dengan kasus misalnya si A mengaku bahwa si B
berutang kepadanya tetapi si B mengatakan bahwa dia tidak mempunyai
utang kepada si A Maka yang di akui adalah perkataan si B karma pada
dasarnya tidak ada utang piutang antara si A dan si B kecuali si A
mempunyai bukti yang sah dan meyakinkan bahwa si  B mempunyai
utang kepadanya misalnya kuitansi penyerahan uang dari si A ke si B.
Contoh lain dalam kasus fikih  siyasah tentang pemilihan kepala
daerah. komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Menyatakan bahwa
kelompok A yang menang dan Kelompok B yang kalah kemudian
kelompok B mengajukan gugatan bahwa seharusnya kelompok A yang
kalah dan kelompok B yang menang alasannya karena adanya
kecurangan, maka dalam hal ini yang meyakinkan adalah bahwa telah
terjadi pemilihan umum dan kelompok A yang menang,kecuali apabila
kelompok B memberikan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula
bahwa kelompoknya yang menang.
Contoh lain yang fikih  jinayah apabila seseorang yang menyangka
kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak
dapat di terima. kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang
tersebut telah melakukan kejahatan.
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Kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah (presumption
of innocent) dalam hukum barat. Selain itu secara normal seorang
muslim harus memiliki huzhnu zham (berprasangka baik) sebelum ada
bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak baik
b. Masih banyak contoh-contoh lainnya di berbagai bidang fikih
sehingga muncul kaidah tersebut di atas. Kemudian kaidah
tersebut dirujukkan kepada antara lain hadist Nabi :
 َلاَف َلا َْمأ ٌءْيَش ُهْنِم ََجرَخَأ ِهْيَلَع َلَكْشَأَف اًئْيَش ِهِنْطَب ِفي ْمُُكدَحَأ َدَجَو اَذِإ
 َّتىَح ِدِجََسلما َنِم َنْجُرَْيخ بيأ نع ملسم هاور) اًِْيحر ُدَِيج َْوأ ًاتْوَص َعَمْسَي
(ةريره
Terjemahnya :
“Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya kemudian di ragu
apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum maka orang
tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara(kentut)
atau mencium baunya ”(HR.Muslim dari abu hurairah)
 ِفي َءْيَّشلا ُدَِيج ُهََّنأ ِهَْيِلإ ُلََّيُيخ ُلُجَّرلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا َلىِإ َيِكُش
 ُفِرَصْنَـي َلا َلَاق ِةَلاَّصلا بيأ نع ملسم هاور) اًِْيحر َدَِيج َْوأ ًاتْوَص َعَمْسَي َّتىَح
(يردلخا ديعس
Terjemahnya :
“ Diadukan kepada rasulullah SAW bahea seoarang laki-laki menyangka
ada sesuatu yang keluar dalam waktu shalat. Berkata rasululah SAW:
janganlah dia keluar dari shalatnya sampai dia mendengar suara (kentut)
atau mencium baunya”(HR.Muslim  Dari Abu Sa’id al-khudri).
 َّكَّشلا َْحرْطَيْلَـف اًعَـبَْرأ َْمأ ُاَثلاَث ىَّلَص ْمُك ِرْدَي ْمَلَـف ِِهَتلاَص ِفي ْمُُكدَحَأ َّكَش اَذِإ
اَم ىَلَع ِْبنَيْلَويردلخا ديعس بيأ نع ملسم هاور) َنَق ْـيَـتْسا
Terjemahnya :
“Apabila serang ragu mengerjakan shalat di lupa berapa rakaat dia telah
melakukan shalatnya apakah telah tiga rakaat atau empat rakaat maka
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hilangkanlah keraguannya (empat rakaat)dan tetaplah dengan apa yang dia
yakini”.(HR.Muslim dari Abu Sa’id al-khurdi)
 َكُبْـِيُري َلااَم َلىِإ َكُبْـِيُري اَم َْعد
Terjemahnya :
“Tinggalkanlah apa yang meragukan,berpindahlah kepada apa yang tidak
meragukan.”(HR,Al-Nasai da Al- Turmudzi dari Hasan bin Ali)
Yang di maksud dengan yakin di sini adalah :
لِْيلَّدلا َْوأ َرظَّنلِاب اًِتبَاث َناَك اَم َوُه
Terjemahnya :
“Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indra atau dengan
adanya dalil”
Adapula yang mengartikan yakin dengan ilmu tentang sesuatu
yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat
sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi.
Adapun yang di maksud dengan al-syak di sini adalah:
 ِءَاطَلخاَو ِباَوَّصلا ِفىََرط ىِواَست َعَم ِهِمَدَعَو ِتوُبُّثلا َْينَـب اًدِّدَرَـتُم َناَك اَم َوُه
َاُهمُدَحَا ِحْيِجْرَـت َنْوُد ِرَخلآا ىَلَع
Terjemahnya :
“Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indra atau dengan
adanya dalil “
Adapula yang mengartikan yakin dengan ilmu tentang sesuatu
yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat
sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi”.
Adapun yang di maksud dengan al-syak di sini adalah:
 ِهِلْثِم ِْينِقَيلِاب ُلَازُـي ُْينِقَيلا
Terjemahnya :
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“Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang
kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama ,dalam arti tidak
dapat di tarjihkan salah satunya”
c. Ada kekecualian dari kaidah tersebut di atas,misalnya wanita yang
sedang menstruasi yang meragukan apakah sudah berhenti atau
belum. Maka iya wajib mandi besar untuk shalat, contoh lain
apabila orang ragu apakah yang keluar itu mani atau madzimaka ia
wajib mandi besar padahal ia ragu yang keluar itu mani yang
mewajibkan mandi atau madzi yang tidak mewajibkan mandi
.contoh lain:baju seorang terkena najis maka iya wajib mencuci
baju seluruhnya.
Sesungguhnya contoh-contoh di atas menunjukkan kepada
ihtiyath dalam melakukan ibadah tidak langsung merupakan kekecualian
.mazhab hanafi mengecualikan dari kaidah tersebut dengan menyebut 7
macam contoh,sedangkan mazhab syafi’I menyebut 11 macam contoh.
Sedangkan materi-materi fikih yang terkandung dalam kaidah al-
yaam la yuzal bi al-asyak tidak kurang dari 314 masalah fikih.
Mazhab yang tidak mau menggunakan hal-hal yang meragukan
adalah mashab maliki dan sebagian ulama syafi’iyah karena mereka
menerapkan konsep ihtiyathnya. memang dalam ibdah memerlukan
kepastian dan kepuasan batin sedangkan kepastian dan kepuasan batin
hanya bisa di capai dengan ihtiyath (kehati-hatian)
Ulama malikiyah beralasan dengan “bahwa seseorang tidak bisa
lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar
dan meyakinkan seperti: shalat yang sah hanya bisa di laksanakan dengan
di dahului oleh wudhu yang sah bukan dengan wudhu yang meragukan
tentang apakah sudah batal atau sebelumnya wudhu tadi “.Ulama
hanafiyah menjawab hal ini dengan jawaban “shalat itu merupakan
tujuan (maqashid), sedangkan wudu merupakan wasilah(syarat sah
shalat) bersikap ihtiyath di dalam memelihara naqashid lebih utama dari
pada ihtiyathdi dalam wasil karena wasail tingkatannya lebih rendah dari
pada maqashid (media lebih rendah dari pada tujuan)
Sedangkan ibnu hasm dari mashab al-zaahiri menanggapi soal
ihtiyath dari mashab maliki dengan kata-kata “semua ihtiyath yang
menyebabkan kepada tambahan atau pengurangan atau penggantian di
dalam agama yang tidak di izinkan Allah, bukanlah ihtiyath dan bukan
pula kebaikan”.
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Tentang syak atau keraguan ini barang kali perlu di kemukakan
bahwa di dalam syariah tidak ada sama sekali yang meragukan
sesungguhnya syak (keraguan) itu datang kepada mukallaf (subjek
hukum) karena kontradiksinya dua indicator atau lebih maka masalahnya
menjadi meragukan baginya (mukallaf). Mungkin bagi orang lain
(mukallaf lain) masalah tersebut tidaklah meragukan. Oleh karena itu
syak bukanlah sifat yang tetap pada masalah tersebut tetapi sipat yang
datang kemudian ketika masalah tersebut di hubungkan kepada hukum
mukallaf”.
Hal menarik dari pernyataan ibnu qayyim ini adalah bahwa syak
itu bukan di dalam syariah tetapi di dalam diri mukallaf atau dengan kata
lain dalam perbuatan mukallaf .oleh karma itu menurutnya kaidah yang
berhubungan dengan istishab di dalam ushul fikih  sesungguhnya lebih
tepat di masukkan ke dalam kaidah fikih,bukan dalam kaidah ushul selai
itu istishab itu pada zatnya bukan dalil fikih dan bukan sumber
instinbath tetapi menetapkan hukum yang telah ada untuk terus berlaku
sampai ada yang mengubahnya dengan demikian tidak ada posisi ganda
antar kaidah ushul dan kaidah fikih.
d. Dari kaidah asasi al-yakin la yazal bi al-syak ini kemudian muncul
kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, misalnya:
1)
ِاب ُلَازُـي ُْينِقَيلا ِهِلْثِم ِْينِقَيل
Terjemahnya :
“Apa yang yakin bisa hilan g karena adanya bukti lain yang meyakinkan
pula”
Kita yakin sudah berwudhu tetapi kemudian kita yakin pula telah
buang air kecil maka wudhu kita menjadi batal.
Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang tetapi kemudian
ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan
maka orang tersebut adalah bersalah dan harus di hukum
Si A berutang kepada si B tetapi kemudian ada bukti bahwa si A
telah membayar utangnya kepada si B misalnya ada kuitansi yang di
tanda tangani si B yang menyatakan bahwa utang si A sudah lunas maka
si A yang tadinya berutang sekarang sudah bebas dari utangnya
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Ada bukti yang meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan
kejahatan oleh karenanya harus di hukum tetapi bila ada bukti lain yang
meyakinkan pula bahwa orang tersebut tidak ada di tempat kejahatan
waktu terjadinya kejahatan tersebut melainkan sedang ada di luar negeri
misalnya, maka orang tersebut tidak dapat di anggap sebagai pelaku
kejahatan. Karena keyakinan pertama menjadi hilang dengan keyakinan
ke dua, inilah yang di sebut alibi di dunia hukum.
2)
 ٍْينِقَِيب َّلاِإ ُعَفَـتْرُـي َلا ٍْينِقَِيب َتَبَـث اَم َّنَأ
Terjemahnya :
“Apa yang di tetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali
dengan keyakinan lagi”
Thawaf di tetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu
harus tujuh putaran. kemudian dalam keadaan thawaf seseorang ragu
apakah yang dilakukannya ke enam atau ke lima maka yang meyakinkan
adalah jumlah yang ke lima, karena putaran yang ke lima itulah yang
meyakinkan. Jadi dalam hal yang berhubungan dengan bilangan apabila
seseorang itu ragu maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan.
3)
 ِةَّمِذلا ُةَءَارَـب ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”
Pada dasarnya manusia di lahirkan dalam keadaan bebas dari
tuntutan baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT maupun hak
adam setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya
Anak kecil lepas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai
datangnya waktu baliq tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan
wanita yang bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah,
makan dan minum asalnya dibolehkan sampai datangnya dalil yang
melarang makan makanan dan minum-minuman yang di haramkan.
Dalam fik siyasah seseorang bebas dari tanggung jawab jabatan
tertentu sampai ada keputusan yang mengangkatnya dalam jabatan
tersebut seseorang bebas dari tanggung jawab sebagai seorang dosen.
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Demikian seterusnya sampai ada hal yang mengubahnya oleh karena itu
muncul kaidah lain:
4)
 ُُهرِّـيَغُـي اَم ْنُكَي َْلم اَم َناَك اَم ىَلَع َناَك اَم ِءاَقِب ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain
yang mengubahnya.”
Dalam kasus di atas unsur yang mengubah keadaan itu adalah
balig,bagi anak kecil,akad nikah bagi pria dan wanita hadist yang
melarang makan dan minum yang haram dan SK dalam jabatan tertentu.
Keadaan di atas pun bisa terjadi perubahan lagi bila ada unsur-
unsur lain yang mengubahnya,misalnya manusia bebas lagi dari tanggung
jawab karena datangnya kematian .kewajiban suami istri hilang lagi
karena ada perceraian,seseorang yang memegang jabatan hilang lagi





“Hukum asal adalah ketiadaannya”
Lebih jelas lagi dengan kaidah :
 ُمَدَعلا ِةَضِراَعلا ِتاَفِّصلا ِفى ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada”
Contoh : Apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli
tentang aib (cacat) barang yang di jual belikan maka yang di anggap
adalah perkataan si penjual karena pada dasarnya cacat itu tidak ada, ada
pula ulama yang menyatakan karena hukum asalnya adalah akad jual beli
telah terjadi sudah tentu ada kekecualian yaitu apabila ada si pembeli bisa
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memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada
ketika barang tersebut masih ada di tangan penjual.
Demikian pula apabila terjadi sengketa para pihak dalam akad.
pihak pertama mengatakan bahwa akad tersebut di gantungkan pada
syarat  tertentu .pihak ke dua mengatakan bahwa akad tersebut tidak di
gantungkan pada syarat apapun .maka yang di pegang adalah perkataan
pihak ke dua karena menggantungkan suatu sarat pada akad adalah sifat
yang datang kemudian hukum asalnya adalah sifat yang datang
kemudian. hukum asalnya adalah akad  tanpa syarat apapun .sudah tentu
pula hal ini bisa berubah apabila pihak pertama mengajukan bukti-bukti
yang meyakinkan bahwa akad tersebut memang di gantungkan pada
syarat-syarat tertentu misalnya,” utang mau saya bayar ketika pulang dari
ibadah haji” kata-kata setelah pulang dari haji “ adalah syarat yang di
gantungkan kepada akad utang piutang.
6)
 َأ َلىِإ ِثِدَالحا ِةَفاَضِإ ُلْصَلأا ِِهتَاقْوَأ ِبَرْـق
Terjemahnya :
.”Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang
lebih dekat kejadiannya “.
Kaidah tersebut terdapat di dalam kitab-kitab mashab hanafi.
sedangkan dalam kita mashab syafi’i, meskipun substansinya sama tetapi
ungkapannya berbeda,yaitu :
 ِهِنَمَز ِبَرْـَقِأب ُُهرْـيِدْقَـت ِثِداَح ِّلُك ِفي ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling
dekat kepadanya ”
Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu
peristiwa maka hukum yang di tetapkan adalah menurut waktu yang
paling dekat kepada peristiwa tersebut karena waktu yang paling dekat
menjadikan peristiwa itu terjadi. Kecuali ada bukti lain yang meyakinkan
bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.
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Contoh :seorang wanita yang sedang mengandung ada yang
memukul perutnya kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan
sehat, selang beberapa bulan bayi itu meninggal maka meninggalnya si
bayi tidak di sandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang
telah lama tetapi di sebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling
dekat kepada kematiannya.
Dalam akad jual beli terjadi sengketa antar penjual dan pembeli
.menurut penjual cacat yang ada pada barang yang di jual terjadi setelah
barang itu ada pada tangan pembeli cacat barang itu ada ketika barang
tersebut masih ada pada penjual maka yang harus di pegang adalah
perkataan penjual karena inilah waktu yang paling dekat kepada adanya
cacat dan sama-sama di yakini terjadinya suatu cacat oleh karena itu jual
beli ini tidak bisa di batalkan kecuali ada bukti lain yang meyakinkan
bahwa cacat barang tersebut terjadi ketika barang masih ada di tangan
penjual.
7)
 ِِْيمرْحَتلا ىَلَع ُلِْيل َّدلا َّلُدَي َّتىَح ُةَحَابِلإا ِءاَيْشَلأا ِفي ُلْصَلأ
Terjemahnya :
“hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya”
Contohnya :apa bila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas
tentang keharamannya maka hukumnya boleh di makan.
Di kalangan mashab hanafi ada pula kaidah :
 َُرظَلحا ِءاَيْشَلأا ِفي ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“hukum asal segala sesuatu adalah larangan(haram)”
Kemudian oleh para ulama kaidah tersebut di kompromikan
menjadi du kaidah dalam bidang hukum yang berbeda yaitu kaidah :
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 َيْشَلأا ِفي ُلْصَلأا ِِْيمرْحَتلا ىَلَع ُلِْيل َّدلا َّلُدَي َّتىَح ُةَحَابِلإا ِءا
Terjemahnya :
“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya ”
Kaidah bini hanya berlaku untuk bidang fiqh muamalah
sedangkan untuk fikih ibadah di gunakan kaidah :
 ِرْمَلأا ىَلَع ُلِْيل َّدلا َمْوُقَـي َّتىَح ُنَلاْطَبلا ِةَداَبِعلا ِفي ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang
memerintahkannya “
Kaidah di atas semakna dengan kaidah :
 ـَْفلأِل َمْكُح َلا ِْعرَّشلا ِدوُرُو َلْبَـق ِلاَع
Terjemahnya :
“Tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya syariah”
 ُهُلْعِف ُبَِيج َلا ِِهبوُجُو ِفي ُكْوُكَْشلما
Terjemahnya :
“Yang meragukan tentang hukum wajibnya maka tidak wajib di lakukan”
Kaidah al-ashlu fi al-asyya al-ibahah ketika di rujukkan kepada al-
qur’an dan al-hadist terdapat banyak kesesuaian seperti dalam QS.
Aljathstsiyah ayat 12 al-an’aam ayat 146 al-a’raff ayat 30 dan al- ma’idah
ayat 5.
8)
 ُةَق ْـيِقَلحا ِمَلاَكلا ِفي ُلْصَلأا
Terjemahnya :
“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya “
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Apabila seseorang berkata “Saya mau mewakafkan harta saya
kepada anak kyai ahmad ,maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak
yang sesungguhnya,bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikian
pula kata-kata hibah, jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain di
dalam akad harus di artikan dahulu dengan arti kata yang sebenarnya,
bukan dalam arti kiasannya.
Memang kaidah tersebut lebih dekat di masukkan ke dalam
kelompok kaidah ushul dari pada kaidah fikih alasannya kaidah tersebut
berkenaan dengan kebahasaan sedangkan kaidah bahasa berhubungan
erat dengan arti yang terkandung dalam Al-Qur’an dan al-hadist akan
tetapi banyak perbuatan mukallaf yang karena menggunakan bahasa juga
maka memunculkan kaidah fikih seperti kaidah tersebut di atas
meskipun metode pembentukan kaidah fikih berbeda dengan
pembentukan kaidah ushul bagi penulis hal ini menunjukkan akuratnya
kaidah di atas.
9) Qadhi abd al-wahab al-maliki menyebutkan dua kaidah lagi
yang berhubungan dengan kaidah ,” al-yaqin la yuzal bi al
syak yaitu:
 ُهُءَاطَخ ُرَهْظَي يِذَّلا ِّنَظلِاب َةَر ْـبِع َلا
Terjemahnya :
“Tidak di anggap (di akui ) persangkaan yang jelas salahnya”
Apabila seorang debitor telah membayar utangnya telah membayar
utangnya kepada kreditor kemudian wakil debitor atau penanggung
jawabnya membayar lagi utang debitor atas sangkaan bahwa utang
belum di bayar oleh debitor, maka wakil debitor atau penanggung
jawabnya berhak meminta di kembalikan uang yang dibayarkan karena
pembayarannya di lakukan atas dasar persangkaan yang jelas salahnya
yaitu menyangka bahwa utang belum dibayar oleh debitor demikian pula
kaidah tersebut berlaku di dalam contoh-contoh yang serupa.
10)
 ِمُّهَوَّـتِلل ُةَر ْـبِع َلا
Terjemahnya :
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“Tidak di akui adanya waham (kira-kira)”
Bedanya zhann dan waham adalah di dalam zhann yang salah itu
persangkaannya sedangkan dalam waham yang salah itu zatnya apabila
seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris maka
harta warisan di bagikan di antara mereka tidak diakui ahli waris maka
ahli waris yang di kira-kirakan adanya .
11)
 ِهَِفلاِخ ىَلَع ُلِْيل َّدلا ْمُقَـي َْلم اَم ِهِءاَقَـبَـب ُمَكُْيح ِنَمَزِب َتْبَتَـث اَم
Terjemahnya :
“Apa yang di tetapkan berdasarkan waktu maka hukumnya di tetapkan
berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang
bertentangan dengannya”
Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor 4.
Contoh lain:seseorang yang pergi jauh tidak ada kabar beritanya
maka orang tersebut tetap di anggap hidup sampai ada bukti yang
meyakinkan bahwa dia telah meninggal,dalam hal ini,yang meyakinkan
bahwa waktu pergi dia dalam keadaan hidup maka sekarang pun dia
masih tetap di anggap hidup oleh karena itu harta warisan tidak boleh di
bagikan dahulu, istri yang di tinggalkan masih tetap dianggap sebagai
istrinya, artinya masih berhak terhadap nafkah dan hak-hak lainnya
sebagai istri
3. Kaidah-Kaidah Asasi  ke Tiga
 ُر ْـيِسْيَّـتلا ُبِلَْتج ُةَّقََشلما
Terjemahnya :
“Kesulitan mendatangkan kemudaham ”
a. Al-Masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis ) adalah al-ta’ab
yaitu kelelahan, kepayahan, dan kesukaran seperti terdapat dalam
QS.An-nahl ayat 7 :
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 ِسُفْـَنلأا ِّقِشِب َّلاِإ ِهْيِِغلَاب اُونْوُكَت َْلم ٍدَلَـب َلىِإ ْمُكَلاَقْـَثأ ُلِمَْتحَو
Terjemahnya :
“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai
ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri(kesukaran )”
Sedangkan al-taysir secara etimologis berarti kemudahan seperti di
dalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh al-bukhari dan muslim
disebutkan:
 ٌرْسُي َنْي ِّدلا َّنِإ
Terjemahnya :
“Agama itu mudah tidak memberatkan ”
Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya
kemudahan, maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam
penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran.
Dalam ilmu fikih kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu
setidaknya ada tujuh macam,yaitu :
1. Sedang dalam perjalanan misalnya, boleh qasar shalat, buka puasa,
dan meninggalkan shalat jumat
2. Keadaan sakit misalnya boleh tayammum ketika sulit memakai air,
shalat fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan ramadhan dengan
kewajiban qadha setelah sehat, di tundanya pelaksanaan hak
sampai terpidana, sembuh, wanita yang menstruasi.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan
hidupnya, setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa
maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli , gadai, sewa-
menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela),
merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa
4. Lupa, misalnya seorang lupa makan dan minum pada waktu puasa,
lupa membayar utang tidak di beri sanksi tetapi bukan pura-pura
lupa
5. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk islam karena
tidak tahu,kemudian makan-makanan yang di haramkan, maka dia
tidak di kenai sanksi, seorang wakil tidak tahu bahwa yang
mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur” alaih (di larang
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melakukan tindakan hukum oleh hakim) dalam contoh ini ada
kaidah lain bahwa ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa di
terima di negeri muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu telah
ada.
 َلا ِماَكْحَلأا ِلْهَِبج ُرْذُعلا ِمَلاْسِلإا ِراَد ِفي ُلَبْقَـي
Terjemahnya :
“Tidak di terima di negeri muslim alas an tidak tahu tentang hukum islam”
6. Ummuh al-bawa, misalnya kebolehan bagi al-salam (uangnya
dahulu, barangnya belum ada), kebolehan dokter melihat kepada
bukan mahramnya demi untuk mengobati, sekedar yang di
butuhkan dalam pengobatan percikan air dari tanah yang
mengenai sarung untuk shalat.
7. Kekurangmampuan bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang
gila, orang dalam keadaan mabuk, dalam ilmu hukum yang
berhubungan dengan pelaku ini di sebut unsur pemaaf termasuk
di dalamnya keadaan terpaksa atau di paksa.
Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual bagi si A mungkin
masyaqqahtetapi bagi Si B tidak terasa masyaqqah akan tetapi ada
standar umum yang sesungguhnya bukan masyaqqah dan karenanya
tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti
terasa berat wudhu pada masa musim panas atau juga terasa berat saum
pada masa musim panas atau juga tersa berat bagi terpidana yang
menjalankan hukuman. masyaqqah semacam ini tidak menyebabkan
keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah set. sebab
apabila dibolehkan keringanan dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada
Allah. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam masyaqqah tersebut
akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan
menyebabkan lalainya manusia di dalam melaksanakan ibadah.
Yang di kehendaki dengan kaidah tersebut bahwa kita
melaksanakan ibadah itu tidak ifrath (melampaui batas) dan tafrith
(kurang dari batas). Oleh karena itu, para ulama membagi masyaqqah ini
menjadi tiga tingkatan, yaitu:
1. Al-Masyaqqah al-‘Azhimmah (kesulitan yang sangat berat), seperti
kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau anggota badan
menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan
sempurna. Masyaqqah macam ini membawa keringanan.
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2. Al-Masyaqqah al-Mutawasithah (kesulitan yang pertengahan, tidak
sangat berat juga tidak sangat ringan). Masyaqqah semacam ini
harus di pertimbangkan, apa bila lebih dekat kepada masyaqqah
yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih
dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan
di situ. Inilah penulis maksud bahwa masyaqqah itu bersifat
individual.
3. Al-Masyaqqah al-Khafifah (kesulitan yang ringan), seperti lapar
waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening
waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam
ini bisa di tanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar
dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan
akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama dari
masyaqqah yang ringan ini.
Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah
setidaknya ada tujuh macam, yaitu;
1. Takhfif isqath/rukhsahisqth, yaitu keringanan dalam bentuk
penghapusan seperti tidak wajib shalat bagi wanita yang sedang
menstruasi atau nipas . tidak wajib haji bagi yang tidak mampu
[istitha’ah] .
2. Takhfif tanqish ,yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat
Qasar dua rakaat asalnya empat rakaat.
3. Takhfif ibdal, yaitu keringanan berupa penggantian, seperti wudhu
dan /atau mandi wajib  diganti dengan tayamum , atau berdiri
waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit .
4. Takhfif taqdin, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti
jana ‘taqdin diarafah; mendahulukan mengeluarkan sakat sebelum
haul batas waktu satu tahun]; mendahulukan mengeluarkan sakat
fitrah  di bulan ramadhan; jana’ taqdin bagi yang sedang bepergian
yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
5. Takhfif takhir, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti
shalat jana, ta’khir di Musdalifah, qadha saum Ramadhan bagi
yang sakit, jana’takhir bagi orang yang sedang  dalam perjalanan
yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
6. Takhfif tarkhis, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan
minum yang diharamkan taqhyir, yaitu keringanan dalam bentuk
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berubahnya cara yang dilakukan seperti shalat pada waktu khauf
(ke kawatiran misalnya pada waktu perang.)
7. Takhfif taghyir yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara
yang di lakukan seperti shalat pada waktu kauf (kekawatiran)
misalnya pada waktu perang.
b. Apabila kaidah-kaidah ini dikembalikan kepada Al-Qur’an dan
hadist ternyata banyak ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan
akurasi kaidah “aL- masyaqqah tajLib taysir’”, di antaranya:
..... ُاللها ُدِْيُري َرْسُعلا ُمُكِب ُدِْيُري َلاَو َرْسُيلا ُمُكِب.....
Terjemahnya :
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan
bagimu”(QS.Al-baqarah ayat 185)
اَهَعْسُو َّلاِإ اًسْفَـن ُاللها ُفِّلَكُي َلا
Terjemahnya :
“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan
kemampuannya”(QS.al-baqarah ayat 286)
اًف ْـيِعَض ُناَسْنِلإا َقِلُخَو ْمُكْنَع َفِّفَُيخ ْنَأ ُاللها ُدِْيُري
Terjemahnya :
“Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia diciptakan
bersifat lemah” (QS. Al-Hajj ayat 28)
 ٍَجرَح ْنِم ِنْي ِّدلا ِفي ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو
Terjemahnya :
“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan”(QS.an-Nissa’j ayat 78)
Buku Daras Ushul Fiqh II   | 219
Berdasar ayat-ayat di atas dapat di simpulkan bahwa syariah islam
selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum
islam yang tidak bisa di laksanakan karena di luar kemampuan manusia
yang memang sifatnya lemah demikianlah makna umum yang bisa
ditarik dari ayat-ayat di atas.
Sedangkan hadis yang menguatkan kaidah di atas antara lain :
 ُةَحْمَسلا ُةَيِفََنلحا ِاللها َدْنِع َنْي ِّدلا َّنِأ
Terjemahnya :
“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah yang ringan dan mudah
“(HR.al-bukhari )
Ada yang mengartikan al-hanafiyah al-samhah dengan arti
cenderung kepada kebenaran dan mudah.
اوُرِّفَـنُـَتلاَو اوُرِّشَبَو اوُرِّسَعُـَتلاَو اوَرِّسَي
Terjemahnya :
“Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembirakanlah
dan jangan menyebabkan mereka lari”(HR.al-bukhari)
 ْمُهُـتْرَمَلأ ِتيَُّمأ ىَلَع َّقُشَأ ْنَأ َلا ْوَل ٍَةلاَص ِّلُك َدْنِع ِكاَوِّسلِاب
Terjemahnya :
“Seandainya tidak memberatkan umatku pasti aku perintahkan kepada
mereka bersiwak (sikat gigi)setiap akan shalat”
c. Kekecualian dari kaidah tersebut adalah :
1. Kesulitan-kesulitan yang diklasifikasikan kepada masyaqqah
yang ringan seperti telah di jelaskan di atas
2. Kesulitan yang muncul memang satu resik dalam suatu
perbuatan seperti lapar ketika puasa.
Kesulitan semacam ini tidak menyebabkan adanya keringanan
kecuali bila kelaparan tadi membahayakan jiwanya, Di kalangan mashab
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al-syafi’I kusunya al-suyuti menyebutkan bahwa keringanan itu bisa
beberapa macam hukumnya
1. Hukumnya wajib mengambil keringanan seperti orang yang
terpaksa makan makanan yang di haramkan karena takut mati
kelaparan, dalam hal ini memang terjadi pertentangan antara hifzh
al-nafs memelihara jiwa dengan hifz al-mal (memelihara harta)
sudah barang tentu hifz al-nafs harus di dahulukan
2. Hukumnya sunnah mengambi yang ringan seperti shalat qasar di
perjalanan ,berbuka puasa bagi yang khawatir sakit
3. Hukumnya boleh mengambil yang ringan seperti jual beli salam
(timpah)
4. Keringanan yang lebih baik di tinggalkan seperti mengusap sepatu
5. Keringanan yang makruh dilakukan seperti qasar shalat dalam jrak
kurang dari tiga marhalah.
Menurut hemat penulis ke empat dan kelima merupakan
penerapan al-ihtiyath (kehati-hatian) dalam beribadah yang memang di
pegang oleh ulama syafi’iyah karena dalam ibadah mahdhah itu
memerlukan kepuasan batin. Kepuasan bati ini dapat terpenuhi dengan
kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
d. Dari kaidah asasi tersebut di atas (al-masyaqqah tajlib al-taisir)
kemudian di munculkan kaidah-kaidah cabangnya dan bisa di
sebut dhabit karena hanya berlaku pada bab-bab tertentu,di
antaranya
1.
 َعَسِّتِإ ُرْمَلأا َقاَض اَذِإ
Terjemahnya :
“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas”
Kaidah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari
kaidah al-masyaqqah tajlib al-tasir sebab al-masyaqqah itu adalah
kesempitan atau kesulitan, seperti boleh berbuka puasa pada bulan
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ramadhan karena sakit atau bepergian yang jauh. Sakit dan bepergian
jauh merupakan satu kesempitan maka hukumnya menjadi luas yaitu
kebolehan membuka. Akan tetapi bila orang sakit itu sembuh kembali
hukum wajib melakukan saum kembali. Oleh karena itu muncul pula
kaidah kedua
 َقاَض َعَسِّتِإ اَذِإ
Terjemahnya :
“apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”
Kaidah ini juga dimaksud untuk tidak meringankan yang sudah
ringan. Oleh karena itu muncul pula kaidah yang di gabungkan menjadi
satu yaitu:
 ِإ َقاَض َعَسِِّتإ اَذِإَو َعَسِّتِإ ُرْمَلأا َقاَض اَذ
Terjemahnya :
“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan
apabila suatu perkara meluas maka hukumnya menyempit”
Kaidah ini juga menunjukkan fleksibiltas hukum islam yang bisa di
terapkan secara tepat pada setiap keadaan.
Semakna dengan kaidah di atas adalah:
 ِه ِّدِض َلىِإ َسَكَعْـنِإ ِه ِّدَح ْنَع َزَواََتج اَم ُّلُك
Terjemahnya :
“Setiap yang melampaui batas maka hukumnya berbalik kepada yang
sebaliknya”
Atau kaidah:
 ٍرْذُِعل َزاَج اَم ِِهلاَوَزِب َلَطَب
Terjemahnya :
“Apa yang di bolehkan karena uzur (halangan) maka batal dengan
hilangnya halangan tadi.
Contoh penerapannya seperti wanita sedang menstruasi dilarang
shalat dan saum. Larangan tersebut hilang bila menstruasinya berhenti.
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Keqajiban melaksanakan shalat fardu dan saum ramadhan kembali lagi
dan boleh lagi melaksanakan shalat sunnah.
2.
 ِلَدَبلا َلىِإ ُلْصَلأا َر َّذَعَـت اَذِإ
Terjemahnya :
“apabila yang asli sukar di kerjakan maka berpindah kepada
penggantiannya”
Contohnya tayamum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang
menggasak harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila
harta tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin di
kembalikan kepada pemiliknya, maka dia wajib menggantinya dengan
harganya. Demikian juga halnya dengan orang yang meminjam suatu
benda kemudian benda itu hilang maka dia harus menggantinya.
Dalam fiqh biasa kaidah di atas banyak diterapkan terutama dalam
hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, misalnya ada
istilah PJMT (pejabat yang melaksanakan tugas) karena pejabat yang
sesungguhnya berhalangan maka diganti oleh petugas lain sebagai
penggantinya.
3.
 ُهْنَع وُفْعَم ُهْنِم ْزُرَحَتلا ْنِكُْيم َلا اَم
Terjemahnya :
“Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghidakannya,maka hal itu di
maafkan”
Contohnya: pada waktu sedan saum, kita berkumur-kumur,maka
tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa
darah pada pakaian yang sulit di bersihkan dengan cucian.
4
 ِب ُطاَنُـت َلا َصْخُّرلاىِصََعلما
Terjemahnya :
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“Keringanan itu tidak di kaitkan dengan kemaksiatan,”
Kaidah ini di gunakan untuk menjaga agar keringanan di dalam
hukum tidak di salah gunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau
dosa).seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat
misalnya,untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang
barang-barang yang di haramkan, maka orang yang semacam ini tidak
boleh menggunakan keringanan di dalam hukum islam. misalnya,orang
yang bepergian untuk berjudi kehabisan uang dan kelaparan kemudian ia
makan daging babi, maka dia tidak di pandang sebagai orang yang
menggunakan rukhsah, tetap berdosa dengan makan daging babi
tersebut.
Lain halnya dengan orang yang bepergian dengan tujuan yang di
bolehkan seperti untuk kasbuh al-halal (usaha yang halal,kemudian
kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali yang di
haramkan, maka memakannya di bolehkan.
5.
 ِزاََجلما َلىِإ ُراَصُي ُةَق ْـيِقَلحا ْتَرَّذَعَـت اَذِإ
Terjemahnya :
“Apabila suatu kata sulit di artikan dengan arti yang sesungguhnya,maka
kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasan”
Contohnya:Seseorang berkat:”saya wakafkan tanah saya ini kepada
anak kiai ahmad. padahal semua tahu bahwa anak kiai tersebut sudah
lama meninggal padahal semua tahu bahwa anak kiai tersebut sudah
lama meninggal, yang ada adalah cucunya, maka dalam hal ini, kata anak
harus di artikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya.
sebab,tidak mungkin mewakafkan kepada orang yang sudah meninggal.
6.
 َرَّذَعَـت اَذِإ ُلَمْهُـي ِمَلاَكلا ُلاَمْعِإ
Terjemahnya :
“apabila sulit mengamalkan suatu perkataan ,maka perkataan tersebut di
tinggalkan,”
Contohnya :apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku
bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal. kemudian setelah di
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teliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang
meninggal yang di akui sebagai ayahnya maka orang tersebut di
tinggalkan dalam arti tidak di akui perkataannya.
7.
 ِءاَدِتْبِلإا ِفي ُرَفَـتْغُـي َلا اَم ِماَو َّدلا ِفي ُرَفَـتْغُـي
Terjemahnya :
“Bisa di maafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa di maafkan
pada permulaannya.”
Contohnya :orang yang menyewa rumah yang diharuskan
membayar uang oleh pemilik rumah, apabila sudah habis pada waktu
penyewaan dan dia ingin memperbarui sewanya dalam arti melanjutkan
sewaannya,maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. demikian
pula halnya untuk memperpanjang perusahaan seharusnya tidak di
perlukan lagi persyaratan yang lengkap seperti waktu mengurus izinnya
pertama kali.
8.
 ْبِلإا ِفي ُرَفَـتْغُـي ِماَو َّدلا ِفي ُرَفَـتْغُـي ِلا اَم ِءا◌ََدِت
Terjemahnya :
“Dimaafkan pada permulaan tapi tidak di maafkan pada kelanjutannya”
Dabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan
perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut di larang
contohnya: pria dan wanita melakukan akad nikah karena tidak tahu
bahwa di antar ke duanya di larang melangsungkan akad nikah baik
karena nasab, mushaharah (persemendahan) maupun karena
sepersusuan silang beberapa tahun baru di ketahui bahwa antara pria dan
wanita itu ada hubungan nasab atau hubungan persemendahan yang
menghalangi sahnya pernikahan maka pernikahan tersebut harus di
pisah dan di larang melanjutkan kehidupan sebagai suami istri .contoh
lain:seseorang yang baru masuk islam dam tidak tahu bahwa minuman
semacam itu di larang maka orang tersebut di maafkan untuk
permulaannya karena ketidaktahuannya selanjutnya setela ia tahu bahwa
perbuatan tersebut adalah haram maka ia harus menghentikan perbuatan
haram tersebut.
9.
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اَوَّـتلا ِفي ُرَفَـتْغُـياَِهْيرَغ ِفي ُرَفَـتْغُـي َلا اَم ِعِب
Terjemahnya :
“Dapat di maafkan pada hal yang mengikuti dan tidak di maafkan pada
yang lainnya”
Contohnya :penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat
beras,karena karung mengikuti kepada beras yang di jual demikian pula
boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman
mengikuti tanah yang di wakafkan.
Di kalangan mazhab Malki seperti Qadhi Abd al- Wahab al-
Baghdadi al-Maliki, menyatakan bahwa kaidah al-masyaqqah dengan al-
masyaqqah al-‘azhimah (kesulitan yang sangat berat) dengan
kemudaratan. Dalam penerapan dan contoh antara kaidah al-masyaqqah
tajlib al-taisir dengan kaidah al-dharar yusal sering memiliki kesamaan-
kesamaan.
Al-Burnu juga memasukkan kaidah-kaidah yng berhubungan
dengan darurat ke dalam kaidah masyaqqah tajlib al- Taisir. Alasanya
keadaan darurat banyak berhubungan dengan kaidah masyaqqah
tersebut.
Akan tetapi, ulama seperti Imam Tajuddin al-Subki (w.771 H),
Imam Abd al-Rahman al-Suyuti (w.911 H),da Ibn Nuzaim (w. 970 H)
memisahkan kedua kaidah tersebut pada tempat yang berbeda. Penulisan
mengikuti ulama-ulama tersebut karena kaidah al-masyaqqah tajlib al-
taisir menunjukkan bahwa syariat islam bersifat tidak menyulitkan alam
pelaksanaannya. Kedua,  kaidah al-masyaqqah tajlib al- taisir bertujuan
untuk meringankan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan kaidah al-
dharar yuzal bertujuan menghilangkan kemudaratan, setidaknya
meringankan. Dalam hal meringankan inilah bertemunya kedua kaidah
tersebut. Tetapi dalam prinsip kedua, kaidah tersebut berbeda. Ketiga,
kidah al- dharar yuzal berkaitan erat dengan maqashid al-syariah (hifzl al-
din , hifzh al-nafs, hifzh al- nafs, hifzh al- aql, hifzh a- mal, hifzh al-nasl,
dan hifzh al-unmah) dari sisi saadal- dzari’ah ( menutup jalan kepada
kemudartan ). Sedangkan kaidah al- masyaqqah tajlib al- taisir berkaitan
dengan perbuatan mukallaf.
4. Kaidah Asasi Keempat
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 ُلَازُـي ُرَرَّضلا
Terjemahnya :
“Kemudaratan Harus Di Hilangkan”
a. Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibnu Abd al- salam bahwa tujuan
syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak
kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih
kongkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah
mengakibatkan kemudaratan.
Kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan
persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang di sebut
maslahat.
Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk
merealisasikan  maqashid al- syariah dengan menolak yang mafsadah,
dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya
meringankannya. Oleh, Karena itu tidaklah mengherankan apa bila
Ahmad al- Nadwi menentukan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi
lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa juga meliputi seluruh dari
materi fikih yang ada.
Contoh-contoh di bawah ini antara lain memunculkan kaidah atas:
 Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok
masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan
kemudaratan bagi rakyat.
 Adanya berbagi macam sanksi dalam fiqh jinaya (hukum
pidana islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan.
 Adanya aturan al-hajr (kepalitan) juga di maksudkan untuk
menghilangkan kemudaratan. Demikian pula aturan hak
syuf’ah
 Aturan tentang pembelaan diri, menerangi pemberontakan,
dan aturan tentang mempertahankan hak milik.
 Adanya lembaga- lembaga eksekutif (haiah tandfidziyh),
lembaga legislatif (haiah tasyri’iyah,ahl al- halli wa al- ‘aqdi), di
satu sisi untuk meraih kemaslahatan tapi di sisi lain juga
berfungsi untuk menghilangkan kemudaratan.
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 Dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan
kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah
tangga.
 Larangan menghancurkan pohon –pohon, membunuh anak
kecil, orang tua, wanita dan orang-orang yang tidak terlibat
dalam peperangan dan pendeta lain adalah untuk
menghilangkan kemudaratan.
 Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk
menghilangkan kemudaratan.
 Larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-
mabukan juga untuk menghilangkan kemudartan.
Kaidah tersebut di atas sering di ungkapkan dengan apa yang
tersebut dalam hadis.
 َرَارِضَلاَو َرَرَض َلا
Terjemahnya :
“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh di mudaratkan”
(HR.Hakim dan lainya dari Abu Sa’id al-khudri, HR. Ibnu Majah
dari Ibnu Abbas)
Perkataan dharar dan dhirar ini di kalangan ulama berbeda
pendapat di antaranya:
1. Al-husaini mengartikan al- dharar dengan “bagimu ada manfaat
tapi bagiku mudarat”. Sedangkan al-dhirar diartikan dengan,”
bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga
memudaratkan).
2. Ulama lain mengartikan al- dharar dengan membuat kemudaratan
dan al- dhirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan
syariah.
Penulis lebih cenderung mengartikan dalam bahasa Indonesia
seperti tersebut di atas, yaitu tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh
dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan
dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena
tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau di mudaratkan
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oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada
kita.
b. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-hadis yang mendukun kaidah tersebut
antara lain:
اوُدَتْعَـِتل ًرَارِض َّنُهوُكِسُْتم َلاَو...
Terjemahnya :
“ Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena
dengan demikian kamu menganiaya mereka”(QS.al- Baqarah;231)
 َلاَو َّنِهْيَلَع اوُقِّـيَضُِتل َّنُهوُّراَضُت
Terjemahnya :
“Dan janganlah kamu memudaratkan mereka(istri) untuk menyempitkan
hati mereka”(QS.ath-Thalaq:6)
 ِهِدَلَوِب ُهَل ٌدْوُلْوَم َلاَو اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو ُّراَضُت َلا
Terjemahnya :
“Janganlah di mudaratkan seorang ibu Karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya”(QS. Al-Baqarah:223)
... ِهْيَلَع َْثمِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْـيَغ َُّرطْضا ِنَمَف...
Terjemahnya :
“Barang siapa dalam kesadaran terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa
baginya”(QS. Al-Baqarah:173)
... ْمُتْـيَدَتْها اَذِإ َّلَض ْنَم ْمُكُّرُضَي َلا ...
Terjemahnya :
“Tidaklah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu
telah mendapat petunjuk”(QS. Al-Maa’idah:105)
.... ِهَْيِلإ ُْتمِْرُرطْضا اَم َّلاِإ ْمُكْيَلَع َمَّرَح اَم ْمُكَل َلَّضَف ْدَقَو....
Terjemahnya :
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“Allah telah menjelaskan kepadamu sekalian apa yang Allah haramkan
kepadamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya”(QS.al-
An’aam:119)
Adapun hadis-hadis Nabi di antaranya:
 َر ْـَيلخا َّلاِإ َّنُظَي َلا ْنَأَو ُهَضْرِعَو ُهَلاِمَو ُهَمَد َْينِنِمُْؤلما َنِم ُاللها َمَّرَح
Terjemahnya :
“Allah mengharamkan dari orang mukmin,darahnya, hartanya, dan
kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang
baik”(HR.Muslim)
 ٌمَارَح ْمُكَضاَرْعِإَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّنِإ
Terjemahnya :
“Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan
kehormatan kamu semua adalah kamu semua adalah haram di antara
kamu semua”(HR.Muslim).
c. Kekecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah:
Pertama, apabila menghilangkan kemudaratan  mengakibatkan
datangnya kemudaratan yang lain yang sama tingkatnya, misalnya, A
mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal
ini tidak boleh dilupakan, meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan.
Dalam ilmu hukum ada contoh yang sangat terkenal yaitu apabila ada
seseorang di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam
dengan menyelamatkan sembilan papan. Kemudian datang orang lain
juga yang ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut.
Dalam hukum islam,hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat
kemudaratannya sama yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri
(nyawa) atau yang dikenal dengan hifzh al- nafs dalam maqashid   al-
syari’ah.
Lain halnya apabila dalam keadaan kelaparan hampir mati dalam
mengambil harta atau buah-buahan di kebun orang lain demi untuk
menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena derajatnya di
bandingkan kemudaratan membiarkan diri mati (hifzh al-nafs) lebih tinggi
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derajatnya dibandingkan kemudaratan mengambil harta orang lain (hifzh
al- mal). meskipun sudah tentu apabila dia selamat dari kematiannya,
diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Mirip dengan contoh
ini adalah ijtihad Umar bin Khatab yang tidak memotong tangan pencuri
yang mencuri harta oran lain pada masa kelaparan yang sangat berat.
Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudaratan menimbulkan
kemudaratan lain yang lebih besar atau yang lebih tinggi tingkatannya.
Contohnya: larangan melarikan diri dari peperangan karena semata-mata
untuk menyelamatkan diri. Alasannya karena kalah dalam peperangan
lebih besar mudaratnya dari pada menyelamatkan diri sendiri. Alasannya,
karena kalah dalam peperangan lebih besar mudaratnya dari pada
menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, dalam peperangan hukum yang
berlaku sesuai dengan Al-Qur’an, “fa yaqtuluna wa yuqtalina” (QS. At.-
Taubat:111)( membunuh dan dibunuh/to kill or to be killed). Jadi
terbunuh dalam peperangan adalah risiko, hanya bagi nilai mu’min ada
nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.
Selain itu, dalam menghilangkan kemudaratan, dilarang melampaui
batas dan betul tidak ada jalan lain  kecuali melakukan perbuatan yang
dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti menyelamatkan diri dalam
kematian, terpaksa makan makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya
sekedar agar tidak mati. Harus di usahakan dahulu jalan lain yang di
bolehkan, kecuali apalgi ti alternatif, maka itulah satu-satunya jalan.
Peperangan itu adalah suatu kemudaratan, islam yang cinta damai, tidak
mau memulai peperangan sebelum ada yang terbunuh apa bila sudah ada
yang terbunuh., mayatnya ditampakkan kepada musuh dan dikatakan
kepada mereka,” Tidak adakah jalan yang lebih baik dari ini?”
d. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah “al-dharar
yuzal”, antara lain:
1)
 ِتَارُْوظَْخلما ُحْيُِبت ُتَارْوُرَّضلا
Terjemahnya :
“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang lain”
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Di kalangan ulama ushul, yang dimaksudkan dengan keadaan yang
membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah
keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota
badan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah:177, al-
Maidah:105, al-An’am:145,artinya menjaga jiwa(hifzh al-nafs).tampaknya
semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan maqashid al-
syariah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak
dilakukan maka maqashid al-syari’ah terancam, seperti boleh memukul
orang yang akan merebut harta milik kita. Bahkan hadis Nabi
menyatakan “Man mata dina malihi fa huwa syahidun” artinya barang siapa
yang terbunuh karena mempertahankan hak milik yang sah, matinya
adalah syahid (hifzh al- mal). Bolehnya menangkap dan membunuh para
pemabuk, pengguna narkoba, dan sebagainya (hifzh al- a’ql) demikian
pula boleh menangkap dan menghukum para pelaku pornografi dan
porno aksi adalah untuk menyelamatkan keturunan (hifzh al- nasl).
Diperbolehkan pula memerangi para pemberontak (hifzh al- ummah)
Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedar dalam arti tidak
melampau batas.
Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan
yang di larang.
2)
اَِهرَدَقِب ُر َّدَقُـت ُتَارْوُرَّضلا
Terjemahnya :
“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”
اَِهرَدَقِب ُر َّدَقُـت ِتَارْوُرَّضِلل َحِْيُبأ اَم
Terjemahnya :
“Apa yang diperbolehkan karena darurat di ukur sekedar kedaruratannya”
Kedua kaidah di atas sesungguhnya  Membatasi manusia dalam
melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan
bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui
batas, tapi hanya sekedarnya.
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Contohnya: seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita
yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itu pun
apabila dokter wanita. Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh
akan yang haram sekedar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh
makan sampai kenyang.
Kedua kaidah di atas sesungguhnya merupakan penjabaran dari
kaidah.
3)
 ِناَكْمِلإا ِرْدَقِب ُلَازُـي ُرَرَضلا
Terjemahnya :
“Kemudian harus di tolak dalam batas- batas yang memungkinkan “
Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Qur’an demi
terpeliharanya Al- Qur’an:  usaha damai agar tidak terjadi perang: usaha
kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan adalah di antara
contoh penerapan kaidah tersebut.
4)
 ِرَرَضلِاب ُلَازُـي َلا ُرَرَضلا
Terjemahnya :
“Kemudaratan tidak boleh di hilangkan dengan kemudaratan lagi”
Kaidah ini semakna dengan kaidah:
 َزُـي َلا ُرَرَضلا ِهِلِْثِبم ُلا
Terjemahnya :
“Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang
sebanding”
Maksud kaidah itu adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan
dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding dengan
keadaannya. Misalnya, seorang tidak mau membayar utangnya padahal
waktu pembayaran sudah habis. Maka, dalam hal ini tidak boleh kreditor
mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya. Contoh
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lain seperti orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang
orang lain yang juga sedang kelaparan.
5)
 ِماَعلا ِرَرَّضلا ِلْجَلأ ِصَالخا ُرَرَّضلا ُلَمَتُْيح
Terjemahnya :
“Kemudaratan yang khusus demi melaksanakan demi menolak
kemudaratan yang umum”
Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, di antaranya:
 Boleh melarang tindakan hukum seseorang yang
membahayakan kepentingan umum. Misalnya mempailitkan
suatu  perusahaan demi menyelamatkan para nasabah.
 Menjual barang-barang debitor yang sudah di tahan demi
untuk membayar utangnya kepada kreditor.
 Menjual barang- barang debitor yang sudah di tahan demi
untuk membayar utangnya kepada kreditor.
 Menjual barang-barang timbunan dengan cara paksa untuk
kepentingan umum.
 Boleh memenjarakan orang yang menolak memberikan
nafkah kepada orang-orang yang wajib di nafkahinya.
Semakna dengan kaidah ini adalah kaidah:
اَمِهِّفَخَأ ِباَكِترِاب ًارَرَض اَمُهُمَظْعَأ ىِعوُر ِنَاتَدَسْفَم َضَراَعَـت اَذِإ
Terjemahnya :
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih
besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.
Contohnya: dibolehkan seorang dokter mengoperasi seorang
wanita yang meninggal sedang mengandung demi menyelamatkan bayi
yang masih hidup dalam perutnya. Apabila si ibu masih hidup, maka
mengoperasi ibu yang sedang hamil boleh dilakukan meskipun
mengakibatkan bayi yang ada dalam perutnya meninggal. Dalam hal ini,
234 |    Buku Daras Ushul Fiqh II
membiarkan si ibu meninggal lebih memudaratkan ketimbang bayi yang
ada dalam perutnya.
6)
 ِّفَخَلأا ِرَرَّضلِاب ُلَازُـي ُّدًشَلأا ُرَرَّضلا
Terjemahnya :
“ Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih
ringan”
Kaidah ini biasanya di singkat:
 ِنْيَرَرَّضلا ِّفَخَِأب ُذْخَلأا
Terjemahnya :
“Mengambil yang mudaratnya lebih ringan”
 ِماَعلا ِرَرَّضلا ِعْفَدِل ِصَالخار◌َُرَّضلا ُلَمَتُْيح
Terjemahnya :
“Dilaksanakan kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan
umum”
Contohnya: apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama,
mengajarkan Al-Qur’an dan Al- hadis dan ilmu yang mendasarkan
agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lain, sanksi-
sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat (kejahatan)
baik berupa sanksi hudud, kisas, diat, dan ta’azir, semuanya berkaitan
dengan kaidah tersebut.
7)
ًاْيمِدَق ُنوُكَي َلا ُرَرَّضلا
Terjemahnya :
“Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama
terjadi”
Maksudnya adalah kemudaratan itu harus dihilangkan  dan tidak
boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan  tersebut
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telah ada sejak dahulu. Contohnya: boleh melarang dosen yang punya
penyakit darah tinggi yang parah untuk mengajar. Larangan ini tidak bisa
di bantah dengan alasan penyakitnya sudah lama. contoh lain : air
mengalir ke jalan raya dan sudah lama terjadi maka air tersebut harus di
alirkan ke tempat lain singkatnya meskipun sudah lama kemudaratan
tetap harus di hilangkan.
8)
 ُةَجَالحا ًةَصاَخ ْوَأ َناَك ًةَماَع َِةروُرَّضلا َةَِلزْنَم َِلزْنَـت
Terjemahnya :
“Kedudukan kedudukan itu menempati kedudukan darurat baik umum
maupun khusus”
Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang
melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang
seharusnya berlaku karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan
antara al-dharurat dan al-hajah adalah : pertama di dalam kondisi al-
darurat ada bahaya yang muncul sedangkan dalam kondisi al-hajah yang
ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum. kedua
di dalam al-dharurat yang di langgar perbuatan yang haram li’ dzatihi
seperti makan daging babi. sedangkan dalam al-hajah yang dilanggar
adalah haram li ghayrihi oleh karena itu ada dhabit yang menyebutkan
bahwa :
 اَم ِةَجاَحِلل َحِْيُبأ ِِهْيرَِغل َمِّرُح اَمَو ِةَرْوُرَّضَلل َحِْيُبأ ِِهتاَذِل َمِّرُح
Terjemahnya :
“Apa yang di haramkan karena zatnya dibolehkan karena darurat dan apa
yang di haramkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-
hajah”
Karena kebolehan melanggar yang haram inilah kedudukan al-
hajah di tempatkan pada posisi al-dharurat.
Contoh lain tentang al-hajah adalah:dalam jual beli objek yang di
jual telah wujud akan tetapi demi untuk kelancaran transaksi boleh
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menjual barang yang belum wujud asal sifatnya atau contohnya telah
ada, inilah yang di sebut dengan bae al-salam (jual beli salm, timpah-
bahasa sunda). uangnya diserahkan dahulu baru beberapa waktu
kemudian barangnya di serahkan demikian pula dengan jialah
(perpindahan utang). pada prinsipnya yang harus membayar utang
adalah debitor akan tetapi demi kelancaran membayar utang debitor
boleh memindahkan utangnya kepada orang lain .
9)
اَهِدوُجُو َلْبَـق حِبَتْسُت َْلم ِةَجَالحاَو ِةَرْوُرَّضَلل ْتَحِْيُبأ ٍةَصْخُر ُّلُك
Terjemahnya :
“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajh
tidak boleh di laksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat  atau al-
hajah.”
Contohnya : memakan makanan yang haram baru bisa di
laksanakan setelah terjadinya kondisi darurat atau al-hajah misalnya tidak
ada makanan lain yang halal.
Dhabith di atas di temukan dalam kitab al-isyraf karya qadhi abd
al-wahab al-maliki,sedangkan dalam kitab al-asybah wa al-nazhair ada
dhabith lain,yaitu :
 ِةَروُرَّضلاَك تَماَعاَذِإ ُةَجَالحا
Terjemahnya :
“Al-Hajah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat “
Pengertian amah atau umum adalah kebutuhan tersebut meliputi
seluruh manusia , sedangkan pengertian “khashshah” adalah kebutuhan
tersebut bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu bukan untuk
orang per orang. Contoh lain tentang al-hajah adalah jual beli valas (jual
beli mata uang) baik transaksi forward swap maupun option hukumnya
haram. Akan tetapi karena kebutuhan transaksi spot, yaitu transaksi
pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu, kontan
(over the counter) maka hukumnya boleh karena orang yang keluar
negeri membutuhkan uang asing untuk hidup di luar negeri ini yang di
lakukan oleh money changer bukan jual beli yang valas yang
mengandung unsur maisir (perjudian).
Contoh lainnya adalah tahdid al nasl(pembatasan kelahiran)
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Untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah ,pendidikan anak,
hukumnya boleh karena al-hajah.
10)
 ُهْنَع ىِهْنَم اًحَلاَص َعْفَد ْوَأ اًداَسَف َّرَج ٍفُّرَصَت ُّلُك
Terjemahnya :
“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak
kemaslahatan adalah di larang”
Contoh yang menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa ada
manfaatnya, contoh lain: melakukan akad riba, perjudian, pornografi,
pornoaksi, kesepakatan, untuk melakukan perampokan dan lain
sebagainya.
5. Kaidah Asasi Ke Lima
 ٌةَمَّكََمح ُةَداَعلا
Terjemahnya :
“Adat kebiasaan dapat di jadikan (pertimbangan) hukum “
a. Sebelum Nabi Muhammad SAW di utus, adat kebiasaan sudah
berlaku di masyarakat baik di dunia arab maupun di bagian lain
termasuk di Indonesia, dapat  kebiasaan suatu masyarakat di
bangun atas dasar nilai-nilai yang di anggap oleh masyarakat
tersebut, nilai-nilai tersebut di ketahui, dipahami, disikapi, dan di
laksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.
Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai
uluhiyah (Ketuhanan) dan nilai-nilai insyaniyah (kemanusiaan) bertemu
dengan nilai-nilai dapat  kebiasaan di masyarakat. di antaranya ada yang
sesuai dengan nilai-nilai islam meskipun aspek filosofinya berbeda, Ada
pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada
dalam ajaran agama islam. Di sinilah kemudian ulama membagi dapat
kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-adah al-ahahihah (dapat
yang sahih, benar, baik) dan ada pula adah al-fasidah (dapat  yang
mafsadah, salah, rusak).
Imam azzuddin bin abd AL–salam menyatakan bahwa
kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa di ketahui
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kecuali dengan al-syari’ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan
dunia saja, bisa di kenal dengan pengalaman dapat  kebiasaan, perkiraan
yang benar, serta indikator.
Abu ishak al-syathibi (w.790 H) menyatakan bahwa di lihat dari
sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat di bagi dua, pertama al-adah al-
ammah (adat kebiasaan yang umum) yaitu adat kebiasaan manusia yang
tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti
kebiasaan untuk makan,  minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun,
dan lain-lain. Kedua dapat  kebiasaan yang berbeda karena perbedaan
waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.
Secara bahasa al-adah di ambil dari kata al-aud atau al mu’awadah
yang artinya berulang
Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-adah dengan :
 َلوُبَْقلما ِةَرِّرَكَُتلما ِروُُملأا َنِم ِسوُفُّـنلا ِفي ُرَقَـتْسُي اَّمَع ُةَراَبِع ِةَمْيِلَّسلا َِعابِّطلا َدْنِعِة
Terjemahnya :
“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri,perkara yang
berulang-ulang yang bisa di teria oleh tabiat (perangai)yang sehat”
Para ulam mengartikan al-adah dalam pengertian yang sama
karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda
misalnya al-urf di definisikan dengan :
 َراَص َّتىَح ُْمَلهاَعْـَفأَو ُْمَلهاَوْـَقأ ِفي ُهَداَتْعاَو ُساَّنلا ِهْيَلَع َفَراَعَـت اَم َوُه فْرُعلا
اًِبلاَغ ْوَأ اًِدرَّطُم َكِلاَذ
Terjemahnya :
“Urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam
ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku
umum”
Dari Dua definisi di atas ad dua hal penting yaitu:pertama di dalam
al-adah ada unsur berulang-ulang di lakukan dan dalam al-urf ada unsur
(al-ma’ruf)di kenal sebagai sesuatu yang baik, tidak hanya benar menurut
keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk di lakukan dan atau di
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ucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan al-adah bi al-amr bi al-ma’ruf wa
al-nahy ‘an al –munkar”dalam al-qur’an.
Tampaknya lebih tepat apabila al-adah atau al-urf ini di definisikan
dengan :” (al-adah al-ammah)yang di lakukan berulang-ulang sehingga
menjadi kebiasaan.
Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ad dua macam
pertimbangan yang harus di perhatikan,pertama pertimbangan keadaan
khususnya
Itu sendiri, seperti apa kasusnya di mana dan kapan terjadinya,
bagaimana proses terjadinya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya,
kedua, pertimbangan hukum. inilah terutama untuk hukum-hukum yang
tidak tegas di sebutkan dalam Al-Qur’an dan al-hadist adat kebiasaan
harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.
b. Ketika kaidah ini di kembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan
hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi
yang menguatkan. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisasi dan
diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum islam, akhirnya
menjadi kaidah yang mapan.
Di antar ayat-ayat Al-Qur’an tersebut adalah sebagai berikut:
 ِنَع ِضِرْعَأَو ِفْرُعلِاب ْرُمْأَو َوْفَعلا ِذُخ َْينِلِهَالجا
Terjemahnya :
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”(QS. Al- A’raaf:199)
.... ِفوُرَْعلمِاب َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم َُّنَلهَو....
Terjemahnya :
“Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”(baik)(an-nisaa’:19)
.... ِفوُرَْعلمِاب َّنُهوُرِشاَعَو.....
Terjemahnya :
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“Dan bergaullah mereka (istri-istrimu )dengan cara yang ma’ruf(baik) (an-
nisa :19)”
 ُماَعطِإ ُُهتَرـَّفاَكَف  ْوَأ ْمُكيِلْهَأ َنوَمِعْطُت اَم ِطَسْوَأ َنِم َينِكاَسَم ِةَرَشَع
 ْمُهُـتَوْسِك
Terjemahnya :
“Kaffarh (melanggar sumpah)ialah memberi makan sepuluh orang miskin
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu atau
memberi pakaian “(QS.al-maidah :89)
Kata awsath tidak di-nashkan ukurannya dengan ketentuan yang
pasti maka ukurannya kembali kepada ukuran dapat  kebiasaan makanan
atau pakaian yang di makan atau di pakai oleh keluarga tersebut.
....  َّنُهُـقِْزر ُهَل ِدْوُلَْولما ىَلَعَو ِفوُرَْعلمِاب َّنُهُـتَوْسَِكو ....
Terjemahnya :
“Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma’ruf”(QS.al-baqarah :223)
Rasyid ridha dalam menjelaskan kata-kata makruh menyatakan
bahwa makruh adalah cukup dan layak untuk wanita yang berlaku di
kaumnya dan di kelompoknya, sedangkan dalam menjelaskan surat al-
baqarah ayat 233, ia menyatakan bahwa al-ma’ruf adalah di kenal
manusia dalam pergaulannya dalam keluarganya yang biasa berlaku
dalam mereka, sedangkan ibnu katsir menafsirkan makruh dalam surah
al-baqarah ayat 233 di atas dengan dapat  kebiasaan wanita yang berlaku
di negeri mereka.
Adapun hadist-hadist Nabi di antaranya :
 َةَنيِدَم ِلْهَأ ُلاَيْكِم ُلاَيِْكلماَو  َةَّكَم ِلْهَأ ُنْزَو ُنْزَولا
Terjemahnya :
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“Ukuran berat (timbangan) yang di pakai adalah ukuran berat ahli
makkah, sedangkan ukuran isi yang di pakai adalah ukuran isi yang di
pakai adalah ukuran isi ahli madinah”(HR.Abu Dawud)
Ukuran berat atau timbangan yang di pakai adalah timbangan ahli
mekkah karena kebiasaan penduduk mekkah adalah pedagang.
Sedangkan ukuran kapasitas (isi Yang di gunakan adalah yang biasa di
gunakan oleh penduduk madinah, karena kebanyakan mereka bergerak
di bidang pertanian, maksudnya apabila terjadi persengketaan maka
ukuran tersebut yang di pakai pada saman Nabi .
 ٌنَسَح ِاللها َدْنِع َوُهَـف اًنَسَح  َنوُمِلُْسلما ُهآَر اَم
Terjemahnya :
“Apa yang di pandang baik oleh orang-orang islam ,maka baik pula di sisi
Allah SWT.”
 ْتََلأَس ٍشْيَـبُح ِبيَأ َتِْنب َةَمِطَاف َّنَأ ِّنيِإ ْتَلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص َِّبيَّنلا
 َُعدَأََفأ ُرُهْطَأ َلاَف َضاَحَتْسُأ يِعَد ْنِكَلَو ٌقْرِع ِكِلَذ َّنِإ َلا َلاَقَـف َةَلاَّصلا
يِلِسَتْغا َُّثم اَهيِف َْينِضْيَِتح ِتْنُك ِتيَّلا ِماََّيلأا َرْدَق َةَلاَّصلايِّلَصَو
Terjemahnya :
“Fatimah binti abi hubaisy bertanya kepada Nabi SAW,dia berkata ‘saya
ini berada dalam kondisi haidh yang tidak berhenti apakah saya harus
meninggalkan shalat?’Nabi menjawab : “Tidak, itu adalah darah penyakit
tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa
menstruasi, kemudian mandilah dan shalatlah “(HR.Al-Bukhari dari
Aisyah)
Dari hadist di atas jelas bahwa kebiasaan para wanita baik
menstruasi, nipas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang
adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata qadra ayyam
dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita
mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.
C. Kekecualian dari Kaidah
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Seperti telah di jelaskan di muka bahwa al-adah yang bisa di
pertimbangkan dalam penetapan hukum adalah al-adah al-shahihah
bukan al-adah al-fasidah. Oleh karena itu kaidah tersebut tidak bisa di
gunakan apabila:
1. Al-adah bertentangan dengan nash baik al-qur’an maupun al-
hadist, seperti: saum terus-terusan atau saum empat puluh hari
atau tujuh hari siang malam, kebiasaan judi , menyabung ayam,
kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu membuat
jembatan, kebiasaan memelihara babi atau memperjualbelikan
daging babi dan lain sebagainya.
2. Al-adah tersebut tidak menyebabkan  kemafsadatan atau
menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak
mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan
harta: hura-hura dalam acara perayaan, melaksanakan dalam
menjual (jual beli dedet–sunda)dan lain sebagainya.
3. Al-adah berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti
bukan hanya yang biasa di lakukan oleh beberapa orang saja maka
tidak di anggap dapat .
Ibnu taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdhah tidak di
lakukan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan al-adah tidak di
haramkan kecuali yang telah di haramkan Allah.
Sering terjadi benturan antar tata nilai islam dan tata nilai
masyarakat dalam pelaksanaannya. misalnya masyarakat Indonesia
menganut tata nilai kekeluargaan. islam mengaut tata nilai kekeluargaan.
Dalam masyarakat semacam ini aspek kelahiran, pernikahan, dan
kematian sudah menjadi kebiasaan merayakannya atau merugikannya.
Apabila kita dekati masalah ini dari sisi kaidah fikih, maka kaidah fikih
asasi yang lima tersebut di atas juga harus di perhatikan dan di jadikan
dan di jadikan “pisau” analisis terhadap kasus tersebut. Tidak cukup
jadikan hanya dengan menggunakan kaidah al-umur bi maqashidiha, al-
yaqin la yuzal bi al-syak, al-masyaqqah tajlib al-taisir dan al-dhararyuzal.
Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada nyanyian, hal itu
memang wajar karena dalam suasana kegembiraan, apabila kesenian
zaman Nabi dengan rebana, sekarang boleh dengan cianjuran atau
degung di masyarakat sunda asal pakaiannya menutup aurat dan tidak
ada porno aksi.
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